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ABSTRAK

Disertasi ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam
pendidikan Hukum Tata Negara perspektif al-Qura’n adalah musyawarah
(syurd), keadilan (al-‘adl), persamaan (al-musyawa), kebebasan (al-
hurriyah), keutuhan sosial (al-Kamal al-1jtima’i), saling menguntungkan
masyarakat (mashlahah), kehormatan manusia (karamah insaniyah), dan
amanah.

Kesimpulan disertasi ini didapat dari analisis yang mendalam pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. Disertasi ini sependapat dengan Kuntowijoyo (lahir 1943, wafat
2005) yang mengatakan bahwa nilai demokrasi dalam Islam antara lain
ta'aruf, syird, dan al-‘adl. Ditemukan juga beberapa kesamaan dengan
Ni’matul Huda dalam Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca
Reformasi mengutip Henry B. Mayo menjelaskan bahwa demokrasi harus
didasari beberapa nilai, yakni: syzra; menyelesaikan perselisinan dengan
damai bahwa demokrasi melembaga (institutionalized peaceful settlement of
conflict), at-taghyir; menjamin terlesenggaranya perubahan secara damai
dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peacful change in a changing
society), imamah; menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
(onderly succession of rulers), dan al-adl; menjamin tegaknya keadilan.

Disertasi ini berbeda dengan Muktamar menjelaskan demokrasi tidak
akan lengkap tanpa penegakan Hak Asasi Manusia di dalamnya. Selain itu
disertasi  ini  berbeda dengan  Asrori menjelaskan  Pendidikan
Kewarganegaran dalam perspektif Al Quran dapat dipahami dalam arti
upaya mendidik warga negara yang bertakwa, beriman, melaksanakan amar
ma’ruf nahi munkar, dan saling menganut asas Pendidikan
Kewarganegaraan. Lebih tegas lagi apa yang disampaikan oleh Ainur Rofiq
al-Amin, dalam Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious
Mardom Salari ala Muslim Iran, ia menjelaskan penerapan demokrasi yang
berpihak pada kebebasan. HTI menyoroti bahwa demokrasi menjadi sumber
kesengsaraan rakyat. Demokrasi merupakan pemicu kolonialisme yang
menyebabkan umat Islam dijajah oleh asing.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kombinasi yaitu metode penelitian yang mengombinasikan antara metode
kepustakaan dengan lapangan yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Adapun tafsir menggunakan tafsir maudhu’i.






ABSTRACT

This dissertation concludes that democratic values in constitutional
law education from al-Qura'n's perspective are deliberation (syiird), justice
(al-"adl), equality (al-musyawa), freedom (al-hurriyah), social integrity (al-
Kamal al-Ijtima'i), mutual benefitof society (mashlahah), human honor (-
karamah insaniyah), and trust.

The conclusion of this dissertation was obtained from an in-depth
analysis at the Faculty of Sharia and Law, Syarif Hidayatullah State Islamic
University Jakarta. This dissertation agrees with Kuntowijoyo (born 1943,
died 2005) who said that the value of democracy in Islam includes ta'aruf,
syara, and al-'adl. It also found some similarities with Ni'matul Huda in
Structuring Democracy and Elections in Post-Reform Indonesia quoting
Henry B. Huda reform quoting Henry B. Mayo explaining that democracy
must be based on several values, namely: shira; resolving disputes
peacefully that democracy is institutionalised peaceful settlement of disputes
(institutionalised peaceful settlement of conflict), at-taghyir; ensuring the
peaceful implementation of change in a society that is changing (peaceful
change in a changing society), imamate; organising the succession of the
society (orderly succession of rulers), and al- ‘adl (justice).

This dissertation is different from Muktamar explaining that
democracy will not be complete without the enforcement of human rights in
it. In addition, this dissertation is different from Asrori explaining that Civic
Education in the perspective of the Quran can be understood in the sense of
efforts to educate citizens who are pious, have faith, implement amar ma'ruf
nahi munkar, and adhere to the principles of Civic Education. More
explicitly what conveyed by Ainur Rofig al-Amin, in Democracy Perspective
of Hizbut Tahrir versus Religious Mardom Salari in the style of Iranian
Muslims, he explains the application of democracy in favour of freedom.
The application of democracy in favour of freedom. HTI highlights that
democracy is the cause of people's misery. Democracy is the cause of
colonialism that caused Muslims to be colonised by foreigners.

The method used in this study is a combination method, which is a
research method that combines literature methods with the field analyzed
with a qualitative approach. The tafsir uses maudhu'i tafsir.
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B.

Syaddah (Konsonan Rangkap)

Huruf hijaiah bersaddah ditulis dengan konsonan rangkap, contoh: 1—\-‘)
ditulis rabbana.

C.

D.

Maddah (Bacaan Panjang)

Fathah Alif (%) ditulis dengan huruf a dengan garis atas 4 atau A
Kasrah Ya (;g) ditulis dengan huruf i dengan garis atas 1 atau I
Dhamah Waw (}L) ditulis dengan huruf u dengan garis atas @ atau U

Kata Sandang Alif Lam (J!)

Kata sandang alif lam (d\) gamariyah ditulis al, seperti Al ditulis al-
masjid. Sedang pada alif lam (d\) syamsiyah, huruf lam diganti dengan awal
huruf syamsiah kata yang mengikuti, seperti contoh S _! ditulis ar-rijal

E.

Ta Marbuthah

Ta marbuthah (3) ditulis “h” Jlka di akhlr kalimat dan ditulis “t” bila
ditengah kalimat, contohnya I _5-‘-“‘ ditulis uswatun hasanah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem yang berkembang dan dikembangkan
bukan saja sebagai alat (instrument) cara (ways), namun sekaligus merupa-
kan tujuan (aims). Sebagai tujuan demokrasi dibedakan sebagai sistem yang
menjamin keberlangsungan kontrol rakyat (popular control) terhadap urusan
publik (public affiest) atas dasar prinsip kesetaraan warga negara (legality
right)." Demokrasi merupakan konsep politik barat yang sudah dianggap
pasti chicken for genotip sebagai cara terbaru dalam membangun kehidupan
bangsa fenomena ini terjadi karena bangsa barat khususnya melalui program
negara-negara non barat menunjukkan ke arah proses demokratisasi.?

Demokrasi dunia yang berasal dari demokrasi barat harus mengan-
dung nilai-nilai kemerdekaan (liberty), persamaan (egality), dan per-
saudaraan (foaternite) sebagaimana diatur dalam resolusi Prancis tahun
1789.2 Menurut Abraham Lincoln demokrasi sebagai pemerintahan dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi dunia ada perdebatan
tokoh-tokoh tidak memiliki pendapat yang sama tentang demokrasi. Jeremy

' AE Priyono dan Usman Hamid, Editor, Merancang Arah Baru Demokrasi
Indonesia Pasca Reformasi, Cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia, 2014, h. 24.

2 Zulkifli Sulaeman, Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta,
Jakarta: Kompas, 2010, h. 1.

® Zulkifli Sulaeman, Demokrasi Untuk Indonesia..., h. 17.



Benthan tokoh Inggris setuju dengan ide-ide dasar Jaeques Rousseau tokoh
Prancis menolak penerapan demokrasi. Terlepas pro dan kontra di dunia,
demokrasi sudah menjadi semacam paradigma politik yaitu memandang
pengalaman bersama yang dominan. Menurut Horrison karena demokrasi
memiliki nilai-nilai dasar, aspek universal dalam arti diakui banyak orang
sebagai nilai-nilai yang baik.*

Demokrasi mengandung nilai-nilai. Menurut Horrison nilai-nilai de-
mokrasi: a) pengetahuan, semua kebijakan dalam masyarakat demokrasi
harus berpijak kepada pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam tatanan praktik yang menyeluruh tentang konteks yang ada, b)
otonomi merupakan nilai yang bersifat universal. Manusia apa pun latar
belakangnya merupakan manusia yang utuh, manusia dapat maju atas diri-
nya, otonomi merupakan hal yang baik hanya mampu menyatu dirinya
sendiri, dan c) kesetaraan. Pada masa Yunani Kuno kebebasan dan kesetara-
an merupakan ciri utama demokrasi.”

Gelombang demokratisasi pertama berakar pada Revolusi Prancis
dan Revolusi Amerika, kemudian kemunculan lembaga-lembaga demokrasi
nasional yang sesungguhnya merupakan fenomena abad ke-19. Dalam abad
ini lembaga demokrasi di sejumlah negara berkembang. Gelombang demok-
ratisasi kedua merupakan gelombang demokrasi yang pendek mulai muncul
pada masa Perang Dunia Il. Penduduk sekutu mendorong lahirnya lembaga-
lembaga demokrasi di Jerman Barat, Italia, Australia, Jepang, dan Korea,
sementara tekanan Soviet mematikan demokrasi yang baru lahir di
Cekoslavia dan Hongaria. Pada akhir dasawarsa 1940 dan awal 1950 Turki
dan Yunani bergerak ke arah demokrasi. Adapun gelombang demokratisasi
ketiga, dalam masa 15 tahun setelah berakhirnya pemerintahan diktator
Portugal tahun 1974, sekitar 30 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Latin
rezim-rezim demokratis menggantikan rezim-rezim otoriter. Di negara-
negara yang lain gerakan-gerakan yang mendorong pertumbuhan demokrasi
memperoleh kekuatan dan legitimasi. °

Dalam pandangan Hatta, substansi demokrasi di Indonesia adalah
mass protes atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk
mencapai mufakat, dan tolong menolong,’Demokrasi di Indonesia adalah
demokrasi Pancasila yang norma pokok, hukum dasar diatur dalam Undang-
undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasar
sistem, yaitu berdasarkan sila ke-4 dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila

* Reza A. A. Wattimena, Demokrasi Dasar Filosofis dengan Tuntunannya, Sleman:
Kanisius, 2014, h. 95.

®Reza A. A. Wattimena, Demokrasi Dasar Filosofis..., h. 96-97.

® Samuel D. Humington, Penerjemah Asril Marjo, Gelombang Demokratisasi Ketiga,
Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1997, h. 16.

7 Zulkifli Sulaeman, Demokrasi Untuk Indonesia..., h. 18.



lain. Sebagai suatu sistem, demokrasi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang
khas dapat dibedakan dengan sistem yang lain, suatu sistem terdiri dari
bagian dan bagian saling berkaitan satu sama lain.®

Masa Orde Baru sering kali dikatakan bahwa partisipasi hanya di-
praktikkan dalam konteks partisipasi formalitas. Rakyat diberi kebebasan
berpartisipasi apabila selaras dengan kepentingan pemerintah pusat. Rakyat
tidak mempunyai bargaining position yang cukup kuat dalam memperjuang-
kan agar diakomodasi. Jatuhnya Presiden Rl masa Orde Baru tanggal 22 Mei
1998 merupakan titik awal transisi demokrasi Indonesia. Proses transisi
dimulai lebih awal ketika presiden Rl Orde Baru menghadapi tekanan yang
kuat baik dari perorangan maupun banyak orang tahun 1980-1990 ketika
protes terhadap gaya otoritas rezim orde baru.® Demokrasi di Indonesia pasca
reformasi 1998 mendua karena banyak orang yang mendambakan demokrasi
sebagai sistem pemerintahan yang paling tepat untuk menunjang Negara
Republik Indonesia menjadi negara yang berkeadilan dan kesejahteraan di
sisi lain banyak orang yang mengkritik demokrasi dengan alasan demokrasi
mengakibatkan kehancuran atas nama kebebasan berpendapat.’® Demokrasi
di Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu beberapa variasi
persoalan, mampu membutuhkan dialog tanpa tekanan kemudian mampu
menjadi mendelegasi dan mengendalikan wewenang secara profesional.™

Dalam masyarakat yang demokratis berkualitas, warga negara harus
mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan
hak harus secara baik. Ada 2 hal dalam demokrasi partisipasi, yaitu
persamaan dalam partisipasi penggunaan partisipasi secara efektif, kedua hal
tersebut merupakan hal yang urgen. Thomas Jefferson berpendapat bahwa
partisipasi dalam demokrasi merupakan jantung dalam demokrasi. Tanpa
keterlibatan publik yang baik demokrasi akan terjadi defisit baik defisit
legitimasi maupun defisit daya tuntutannya oleh karena itu memperbaiki
masalah-masalah yang mendasar dapat menurunkan tingkat partisipasi elek-
toral merupakan hal yang harus diperhatikan dalam upaya konsolidasi
demokrasi.** Demokrasi dipahami sebagai penghalang partisipasi dalam
kedudukan kenegaraan mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Oleh
karena itu pemberian otonomi dapat dikatakan sebagai realisasi dari hal
tersebut. Arti otonomi bahwa rakyat di daerah diberikan kesempatan yang

® Rona Kari, “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, Perspektif, Volume 111 No. 3,
2000, h. 63.
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lImu, 2010, h. 6.
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Gramedia, 2014, h. 90.
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sama untuk mengelola urusan sendiri. Fungsi otonomi dapat berjalan dengan
cara institusi demokrasi di tingkat lokal yang diciptakan oleh masyarakat
lokal.** Makna sesungguhnya dari peristiwa Mei 1998 adalah demokratisasi
dari bawah sebagian besar penduduk negara Indonesia yang tinggal di daerah
+ 250 juta. Demokrasi real dipraktikkan di daerah. Kebebasan-kebebasan
inilah muncul sejak tahun 1998 untuk menyatakan pendapat dan penyeleng-
garaan pemilu yang bebas dan jujur namun demokrasi masih belum cukup
menyentuh struktur kekuasaan. Berbagai kesenjangan di tingkat lokal
menciptakan defisit demokrasi.**

Potret demokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara pendidikan merupakan urgen bagi manusia. Proses
untuk menghasilkan lulusan adalah dengan proses pembelajaran sesuai
standar yang ditetapkan oleh pendidikan tinggi setelah dilakukan proses
pembelajaran dan dilakukan evaluasi, maka akan dihasilkan output berupa
lulusan. Tidak cukup output, namun alumni perguruan tinggi harus memiliki
outcome kemampuan skill, artinya keterampilan. Oleh karena itu tuntutan
kurikulum KKNI (Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia) alumni
perguruan tinggi di samping mendapatkan ijazah dan transkrip nilai juga
mendapatkan SKPI (Surat Keterangan Pendamping ijazah) yang dilakukan
pelatihan kepada mahasiswa tiap Program Studi di fakultas bekerja sama
dengan instansi, misal pelatihan legal drafting diselenggarakan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat RI, pelatihan mediasi diselenggarakan oleh
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama
dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
Pelatihan Litigasi diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi  Pengacara Syariah Indonesia, dan pelatihan kontrak bisnis
diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta bekerja sama dengan CiDR Konsuler At Law. Penulis melihat hal ini
tentu sangat berkaitan dengan pentingnya kajian demokrasi untuk mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kurikulum Program Studi lImu Hukum Tahun 2014 berlaku untuk
Angkatan Tahun 2015 Figh Siyasah masuk figh 2, bobotnya 3 SKS. Figh 1
materinya Figh Ibadah dan Figh Munakahat. Figh 2 materinya Figh Jinayat,
Figh Mu’amalat, dan Figh Siyasah. Menurut penulis materi Figh Siyasah
tidak mendalam karena materinya digabung figh bidang lainnya. Materi

1% Hadiwinata, Demokrasi Indonesia Teori dan Praktik..., h. 76.
Y AE Priyono dan Usman Hamid, Editor, Merancang Arah Baru Demokrasi
Indonesia Pasca Reformasi..., h. 226.



Hukum Tata Negara di Program Studi llmu Hukum belum membahas ciri-
ciri negara demokrasi dari pakar dan belum menjelaskan ciri-ciri
Pemerintahan demokrasi. Mata kuliah Hukum Tata Negara di Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Tahun 2014 berlaku untuk angkat

2015 hanya 2 SKS bobotnya. Menurut penulis terlalu sedikit sksnya, apalagi

alumni Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) bergelar

Akademik Sarjana Hukum (S.H). Walaupun Fikih Siyasah di Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) bobot 4 sks yang dibagi Fikih

Siyasah 1 dan Fikih Siyasah 2, namun materi demokrasi Islam masih sangat

minim. Di Program Studi llmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta ada buku ajar Hukum Tata Negara penyusun Nur

Habibi Ihya. Salah satu materi buku ajar tersebut adalah Demokrasi dam

Sistem Pemerintahan Negara. Buku Ajar Hukum Tata Negara belum

membahas model-model demokrasi. Di samping itu ada buku ajar Figh

Siyasah penyusun Mujar lbnu Syarif dan Khamami Zada, masih sedikit

membahas demokrasi Islam. Di samping itu belum dibahas nilai-nilai

demokrasi sebagai fondasi pendidikan, lahirnya masyarakat informasi, dan
nilai-nilai budaya bangsa sebagai dasar peletak sistem demokrasi. Ini
merupakan potret demokrasi di FSH.

Lebih jelas potret demokrasi dalam lingkungan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kebebasan mahasiswa dalam menentukan kegiatan atau mengikuti
kompetisi di luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (hal ini mengubah
mindset Fakultas Syarif Hidayatullah yang pada periode sebelumnya
yang hanya tunduk pada tradisi yang ada)

2. Mahasiswa memiliki hak interupsi yang dapat dilakukan dengan cara
yang sopan dan patut sebagai mahasiswa

3. Penyelesaian beberapa kasus sendiri di lingkup mahasiswa dapat di-
selesaikan dengan cara musyawarah (misalnya saja pada saat PEMIRA).

4. Membangun Toleransi dalam organisasi Dema maupun Demaf walaupun
berbeda ideologi organisasi.'

Penulis melihat hal ini tentu sangat berkaitan dengan pentingnya
kajian kajian demokrasi untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demokrasi sebagai sistem politik olenh Samuel P. Huntington dinilai
terus saja berkembang secara bergelombang, bahkan menurutnya dewasa ini
dunia telah memasuki gelombang ketiga demokrasi sebagai gejala global.
Dengan segala kekurangan dan problematika yang ditimbulkannya ini,
demokrasi juga masih dianggap sebagai sistem politik terbaik di dunia

> Tim Penyusun, Laporan Kinerja 2019, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.



modern. Bahkan Francis Fukuyama menyebutkan demokrasi liberal
bersama-sama ekonomi liberal adalah akhir dari sejarah perkembangan
pemikiran manusia di bidang politik dan ekonomi.'’® Dunia Muslim,
kompatibilitas antara Islam sebagai doktrin komprehensif dan demokrasi
yang notabene berasal dari Barat menjadi dasar perdebatan sehingga
berujung pada sikap penolakan ataupun penerimaan. Hasan al-Banna, Abul
A’la al-Mawdudi bahkan Tagiyuddin al-Nabhani dari kalangan pemikir
Islam misalnya dengan tegas berpendapat bahwa demokrasi itu tidak
memiliki kesesuaian dengan Islam.!” Sementara dari kalangan pemikir dan
pengamat Islam lainnya semisal Muhammad al-Ghazali dan John L. Esposito
berpandangan bahwa syuira’ adalah suatu bentuk demokrasi Islam dan dapat
menjadi titik tolak bagi teori demokrasi dalam Islam.*®

Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumber daya bagi per-
baikan kualitas hidup dan kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi.
Hal itu selama adanya jaminan terwujudnya esensi demokrasi yakni pember-
dayaan rakyat dan pertanggungjawaban sistemik.™® Secara umum, distribusi
kekuasaan tidak akan lahir dari negara sendiri, karena hampir tidak ada
pemerintah yang ingin mendistribusikan kekuasaan atas kemauannya sendiri.
Sebab itu distribusi kekuasaan harus muncul sebagai akibat keterlibatan atau
tuntutan dari masyarakat.?’ Dalam hal ini proses demokrasi tidak hanya
ditentukan oleh negara tetapi juga oleh masyarakat, dan dijalankan tidak
hanya suprastruktur politik tetapi juga oleh infrastruktur politik yang ada.
Kaum inteligensia atau intelektual dalam hal ini baik secara personal maupun
kelompok dianggap sebagai salah satu kelompok sosial yang strategis, untuk
menjalankan peran tersebut. Beberapa ilmuwan politik bahkan menganggap
kaum inteligensia sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintah.?

Sesuai dengan pemahaman bahwa setiap warga negara itu berkewa-

16 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth
Century, Norman, University of Oklahoma Press, 1993. h. 86.
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berangkat dari pandangan bahwa ajaran Islam bertumpu pada konsepsi, kedaulatan Tuhan,
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dengan pemikiran politik Islam.

B yudi Latif, Demokrasi tanpa Demos’ dalam Kratos Minus Demos, Demokrasi
Indonesia Catatan dari Bawah, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, h. xxiii.

0 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan..., h. 284.

! Hal ini seperti dijelaskan Samuel P. Huntington: Kota adalah pusat oposisi dalam
sebuah negara; kelas menengah adalah fokus oposisi di dalam kota; kaum inteligensia
kebanyakan adalah kelompok oposisi yang aktif dalam kelas menengah; dan mahasiswa
adalah kaum revolusioner yang paling koheren dan efektif dalam kelompok inteligensia.
Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan..., h. 285.



jiban menuntut hak-haknya tanpa menunggu untuk diberi. Demokrasi
dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur bentuk relasi antara masyara-
kat di satu pihak dan negara di pihak yang lain. Begitu juga dengan apa
kewajiban rakyat dan bagaimana mekanisme rakyat dalam mengontrol
kebijakan negara.?? Menuntut hak pribadi yang asasi itu dalam hal ini meru-
pakan salah satu bentuk partisipasi sosial politik yang amat penting dalam
suatu tatanan masyarakat.* Pendidikan berasal dari didik (mendidik) adalah
memberi sesuatu yang berdampak positif baik berupa akhlak maupun
kecerdasan pikiran.”* Penjelasannya pendidikan dalam kamus Bahasa
Indonesia kontemporer sesuai dengan rumusan pendidikan yang dikemuka-
kan oleh Ki Hajar Dewantoro, menurut Ki Hajar Dewantoro: Pendidikan
umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti
(kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak). Dalam taman
siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan
kemampuan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik
selaras dengan dunianya.?

Pendidikan memberikan kecakapan hidup yaitu memberikan kete-
rampilan, kemabhiran, dan keahlian dengan kompetensi pada peserta didik,
sehingga selalu mampu bertahan dalam suasana yang selalu berubah, tidak
pasti dan kompetitif dalam suasana yang telah berubah. Kecakapan diri harus
diperoleh peserta didik sejak dini sehingga mereka menyadari masyarakat
berpengetahuan yang belajar sepanjang hayat (life long learning).?® Ber-
pengetahuan peserta didik bukan pengetahuan biasa namun pengetahuan
yang memenuhi dan menggunakan metode tertentu. Belajar sepanjang hayat
sejalan dengan pendidikan dalam Islam bahwa belajar dari lahir sampai
meninggal dunia. Selama belajar peserta didik sebagai subjek.

Pendidikan mempunyai tugas mempersiapkan peserta didik untuk
hari esok (masa depan kursif penulis). Untuk itu, pendidikan tidak cukup
hanya memberikan keterampilan, kemahiran, dan keahlian tanpa dibarengi
(tanpa diimbangi kursif penulis) dengan pembentukan pribadi, sehingga
pendidikan diartikan menjadi kegiatan yang sistematis dan sistemik yang
mengawal kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Dikatakan siste-
matis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahapan-tahapan kesi-
nambungan (prosedural) dan dikatakan sistemik karena berlangsung dalam
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Indonesia, Bekasi: Gugus Press, 2002, h. 286.
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semua situasi dan kondisi. Pembentukan pribadi tersebut mencakup pemben-
tukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, dan psikomotorik) yang sejalan
dengan pengembangan fisik.?’

Pendidikan merupakan usaha yang direncanakan oleh manusia seba-
gai pendidik dan didukung oleh tenaga kependidikan untuk mendidik peserta
didik agar terjadi perubahan, mempunyai kemampuan baik kecerdasan
maupun aspek sikap dan perilaku untuk mampu berperan aktif dalam kehidu-
pannya. Salah satu fungsi pendidikan nasional adalah pengembangan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban budaya yang bermarta-
bat untuk mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti
yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab.

Pengembangan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada para-
digma membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai
subjek dan memiliki kepastian untuk mengaktualisasikan potensi dan dimen-
si kemanusiaan secara optimal.?® Hakikat pendidikan merupakan proses sis-
tematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, di mana
ketiga dimensi kemanusiaan cipta, rasa, dan karsa dapat berkembang secara
optimal. Dengan demikian pendidikan nasional menjadi instrumen yang
strategis untuk mengembangkan segenap potensi anak. Adapun strategi pen-
didikan dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan pembe-
lajaran yang kondusif dan peserta didik yang aktif mengembangkan potensi
diri, yaitu peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan berbagai
keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.”

Menurut Winarno ada 4 keterpurukan pendidikan Indonesia, yaitu:
Intervensi politik dalam dunia pendidikan. Tidak ada usaha sungguh-sung-
guh dari pemerintah untuk membenahi pendidikan. Orientasi pendidikan ter-
polusi pada materi pembelajaran. Lemahnya SDM pengelola pendidikan.®
Seharusnya politik tidak melakukan intervensi terhadap pendidikan agar
pendidikan dapat dikembangkan sesuai standar yang telah ditetapkan usaha
yang sungguh-sungguh dari pemerintah berupa kemauan dan keserapan
anggaran minimal 20% sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan
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yang berlaku. Orientasi pendidikan hanya terfokus pada pelayanan oleh
tenaga kependidikan di bidang administrasi seharusnya terfokus pelayanan
akademik oleh tenaga pendidik dan didukung oleh tenaga kependidikan.
SDM dalam kependidikan merupakan hal yang wajar untuk meningkatkan
kualitas pendidikan. Oleh karena itu harus ada pendidikan dan latihan yang
dilakukan baik terhadap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

Para pakar pendidikan berbeda pendapat tentang dasar pendidikan.
Menurut Abudin Nata, dasar pendidikan adalah bukanlah landasan operasio-
nal namun lebih merupakan landasan konseptual. Dasar pendidikan tidak
secara langsung memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan namun lebih
memberikan dasar bagi penyusunan konsep pendidikan.®* Salah satu bidang
pendidikan adalah pendidikan hukum, pendidikan hukum materiil baik
hukum privat maupun hukum publik dan hukum formil atau hukum acara
yaitu hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiil terutama
apabila ada pelanggaran terhadap hukum materiil. Melalui pendidikan
hukum tidak hanya dihasilkan ahli-ahli hukum yang mengetahui seluk beluk
aturan hukum, penerapan hukum, dan akan mengisi kelembagaan di bidang
hukum, akan tetapi juga ikut untuk menciptakan hukum-hukum dan
“mengembangkan” hukum melalui analisis hukum (legal analysis).** Pendi-
dikan hukum bukan sesuatu pendidikan teori, tujuannya untuk kepentingan
ilmu itu sendiri, tetapi yang paling penting adalah pendidikan hukum untuk
politik hukum, terutama menghasilkan para aparat atau profesi hukum yang
cakap dalam menjalankan fungsinya masing-masing.*®* Dengan adanya dua
hal dalam pendidikan hukum antara teori dan praktik, maka Satjipto
Rahardjo, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang mengusulkan
konsep pendidikan hukum progresif sebagai bentuk frustrasi atas pendidikan
hukum yang dianggap terlalu normative legalitis doctrinal.*

Pendidikan Hukum Tata Negara merupakan salah satu bidang dalam
bidang pendidikan hukum. Dalam pendidikan hukum yang mempelajari ilmu
hukum, dalam hukum materiil ada 4 (empat) pohon ilmu hukum, yaitu: Hu-
kum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum
Perdata. Salah satu komponen kurikulum adalah materi (bahan kajian). Oleh
karena itu membahas materi (bahan kajian) yang merupakan salah satu
komponen kurikulum merupakan hal yang penting dalam pendidikan hukum.
Materi Hukum Tata Negara yang merupakan objek forma banyak dibahas.

¥ Abudin Nata, llmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2016,
Cetakan ke-3, h. 90.

%2 Topo Suntoro, dkk, Arah Pendidikan Tinggi Hukum..., h. 94.

% Titon Slamet Kurnia, dkk, Pendidikan Hukum dan Penelitian Hukum, di Indonesia
Sebuah Reorientasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 11.

% Woro Wikandi sebagaimana dikutip oleh Titon Slamet Kurnia, dkk, Pendidikan
Hukum dan Penelitian..., h. 11.
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Disertasi hanya membahas kurikulum di Fakultas Syariah dan Hukum,
demokrasi baik dalam tataran konsep dan implementasi di Indonesia juga
demokrasi perspektif al-Qur’an, di samping demokrasi dalam pendidikan
Hukum Tata Negara: Nilai-lai dan prinsip-prinsip demokrasi di Program
Studi llmu Hukum dan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
perspektif al-Qur’an.

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di
Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai
contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi
modern. Arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi
modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan
sistem demokrasi di banyak negara.®® Kata demokrasi berasal dari dua kata
yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/kratien yang berarti pemerintahan
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih Kita
kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Konsep demokrasi menjadi sebuah kunci tersendiri dalam bidang ilmu
politik. Hal ini wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai
indikator perkembangan politik suatu negara.*® Demokrasi menempati posisi
vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan suatu negara (umumnya)
berdasarkan konsep dan prinsip trias politika dengan kekuasaan negara yang
diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan tentang
demokrasi masih terjadi sampai saat oleh para saintis seperti Joseph
Schemer, menurutnya demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional
untuk mencapai keputusan politik di mana individu- individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
Sementara Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara
bebas dari rakyat dewasa.®’ Philippe Schmitter dan Terry Lynn Karl
Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai
tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga
negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja
sama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik me-
rupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan

% Nihaya, “Demokrasi dan Problematiknya di Indonesia”, Jurnal Suksama, Vol. 6
Nomor 2 Tahun 2011, h. 15.

% Nihaya, “Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia”..., h. 15.

%7 Sidney Hook, Heresy, Yes; Conspiracy, No, New York: American Committee for
Cultural Freedom, h. 29.


https://lccn.loc.gov/52036000
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atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh
rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip ke-
samaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan
politik. Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi
lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses
dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang
menghormati dan berupaya merealisasikan nilai- nilai demokrasi. Begitu
pula Affan Ghaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan
secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik ( demokrasi empirik):

Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan

oleh sebuah negara. Demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwuju-

dannya pada dunia politik praktis.

Pendapat saintis di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi
sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan mem-
berikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam
penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal,
yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung
pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui
(ligimate government) di mata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang
tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang
diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan
rakyat. Pentingnya legimitasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah
dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people), pemerintahan oleh
rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas
nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan
oleh rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat
maupun tidak langsung (melalui Dewan Perwakilan Rakyat)).

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung
pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pe-
merintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan
menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional kepada rakyat
dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara
langsung.

Islam merupakan agama yang kaffah mengatur segala aspek, salah
satunya adalah syariat. Di dalam Syariat mengatur tentang demokrasi. Dalam
figh siyasah dikenal prinsip syird. Siapa pun yang ingin melaksanakan syzird
ia harus menjalankan demokrasi. Syira merupakan salah satu nilai demo-
krasi dalam Islam berdasar QS. Ali Imran/3:159.
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Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut ter-
hadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan
mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan
tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang
yang bertawakal. (QS. Ali Imran/3:59)

Menurut Quraish Shihab, salah satu yang menjadi penekanan pokok
ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Ini penting, karena petaka
yang terjadi di Uhud didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh
mayoritas. Kendati demikian, hasilnya, sebagaimana telah diketahui, adalah
kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan
bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasul saw. Ayat ini
harus dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan
yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan
tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik ke-
benaran yang diraih bersama.®

Al-Qurthubi mengutip pendapat Ibn Athiyah menyatakan bahwa
musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-
hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib
diberhentikan (jika dia seorang pemimpin).*® Hal ini dipertegas dengan
pernyataan Ibn Khuwarizmi, ia menyatakan: “para pemimpin wajib ber-
musyawarah dengan para ulama dalam perkara-perkara agama yang tidak
mereka ketahui dan terasa sulit bagi mereka, bermusyawarah dengan para
komandan perang dalam perkara yang berhubungan dengan perang, ber-
musyawarah dengan para tokoh masyarakat yang berhubungan dengan
kemaslahatan umum dan bermusyawarah dengan para tokoh notaris, para
menteri dan para pekerja dalam perkara yang berhubungan dengan kemas-
lahatan negeri juga untuk kemakmurannya.”® Masih menurut al-Qurthubi,
maksud dari <Y & » 4% adalah menunjukkan kebolehan ijtihad dalam
semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan
wahyu. Sebab Allah mengizinkan hal ini kepada rasul-Nya.

Adapun nilai yang lain adalah kebebasan, persaudaraan, persamaan,
dan keadilan. Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi ialah adanya hak
dan kewajiban rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, dan meng-

% Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, |, vol. 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 244.

% Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, terj. Dudi Rosyada, dkk, Jilid 4,
Jakarta: Pustaka Azam, 2008, 622, Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhildal Qur’dn, terj. As’ad Yasid
dkk, Jilid 2, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 192

%0 Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi..., h. 623.
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kritisi pemimpin yang berkuasa.** Penulis mengkritik pendapat Taufik
Muhammad Asyawi bahwa syira bukan demokrasi. Fakultas Syariah dan
Hukum merupakan salah satu Fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hal ini dengan adanya perubahan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif
Hidayatullah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah
Jakarta. Agar Program Studi tetap ekses dengan perubahan dari IAIN
(Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri)
Syarif Hidayatullah, digabung Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah
dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah terdiri
dari 5 Program Studi: 1. Program Studi Hukum Keluarga (Aawal Syakhsiy-
yah). 2. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). 3.
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). 4. Program Studi Perban-
dingan Mazhab. 5. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). 6.
Program Studi lImu Hukum yang mempunyai distingsi dengan Program
Studi lImu Hukum Fakultas Hukum umum.

Seleksi masuk calon-calon mahasiswa baru di tingkat perguruan
tinggi antara lain melalui jalur undangan berdasarkan raport di SLTA
(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) baik SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas) umum, SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) agama, maupun SLTA
(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) agama melalui Seleksi Nasional Perguruan
Tinggi Negeri (SNPTN), melalui UM PTKIN (Ujian Masuk Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri), dan SPMB MANDIRI (Seleksi Peneri-
maan Mahasiswa Baru) mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang bersangkutan. melihat dari konten keislaman. Mahasiswa sudah
seharusnya mengkaji secara komprehensif tentunya demokrasi dari sisi
keislaman yang mampu menciptakan kedamaian bukan ketakutan. Perlu
diingat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah salah satu dari
varian demokrasi yang dilaksanakan oleh negara-negara lain indikatornya
kental dengan konflik yang terjadi setiap digelarnya pesta demokrasi.
Perubahan dimulai dari dunia akademisi adalah terobosan yang sangat
strategis untuk menciptakan demokrasi aliran baru yang bersifat keindonesia-
an, keislaman dan Pancasila.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin
melakukan penelitian lebih dalam dan lengkap dalam bentuk disertasi yang
berjudul: Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-
Qur’an (Telaah Kurikulum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta).

! Afifudin Muhajir, Figh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan
Islam, Yogyakarta: IrCisolD, Cetakan Pertama, 2017, h. 109.
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B. ldentifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Ildentifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut:

a. Pendidikan Hukum Tata Negara dan Figh Siyasah hanya terfokus pada
aspek kognitif (pengetahuan), kurang pada aspek afektif (sikap) dan
psikomotorik (praktik).

b. Demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara masih dominan
normatif (teori) sedikit diimplementasi dalam tataran empirik.

c. Demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara dominan tekstual
masih belum kontekstual.

d. Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara di Program Studi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum
sepenuhnya sesuai dengan al-Qur’an.

2. Pembatasan
Disertasi ini dibatasi agar lebih spesifik, mengerucut dan tajam pada:
a. Objek penelitian
Objek penelitian adalah nilai dan prinsip demokrasi pada kurikulum
Program Studi Illmu Hukum dan Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah).
b. Tempat penelitian
Locus penelitian adalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
c. Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai tahun 2015 sampai 2022.

3. Perumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan penelitian, maka perumusan masalah
adalah:
a. Bagaimana nilai demokrasi pada kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum
perspektif al-Qur’an?
b. Bagaimana prinsip demokrasi dalam pendidikan pada kurikulum
Fakultas Syariah dan Hukum perspektif al-Qur’an?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Merekonseptualisasi demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara
perspektif al-Qur’an.
Mendeskripsikan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Mengevaluasi kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum.

N
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian disertasi adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoretis:
a. Untuk pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara dan Fikih
Siyasah
b. Untuk menambah wawasan keilmuan Hukum Tata Negara dan Fikih
Siyasah
c. Untuk menggugah pembaca mendalami ayat-ayat al-Qur’an terkait
demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara
2. Manfaat praktis:
a. Bagi pengampu Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah di PTKIN
untuk menambah bahan kajian pembelajaran dan buku ajar
b. Bagi pimpinan Fakultas atau Program Studi  PTKIN untuk
pengembangan kurikulum
c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu
sumber terkait penelitian serupa
d. Bagi mahasiswa PTKIN, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk
menambah materi pembelajaran
e. Bagi Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran efektif, maka ada beberapa teori
pendidikan yang dipilih dan digunakan, yaitu:

1. Teori kebutuhan (needs) dikemukakan oleh Maslow

Abraham Maslow sebagai tokoh motivasi aliran komunisme,
menyatakan bahwa kebutuhan manusia secara kongkrit semua laten dalam
diri manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologi (sandang
pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang,
kebutuhan dihargai, dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri.*?

Menurut teori ini, manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang
perlu dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan yang paling dasar
hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini juga menekankan bahwa
individu harus memenuhi kebutuhan pada setiap tingkatan sebelum mereka
dapat bergerak ke tingkat berikutnya dalam hierarki. Namun, teori ini juga
mengakui bahwa individu dapat kembali ke tingkat sebelumnya jika
kebutuhan yang lebih tinggi tidak terpenuhi.

Kurikulum dan teori kebutuhan memiliki hubungan erat. Kurikulum
adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan. Teori kebutuhan dalam konteks ini mengacu pada apa yang

%2 Stephen P Robbins, Organizational Behavior, New Jersey: Institut Hall Chiffs,
1986, h. 213-214.
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dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keteram-

pilan, dan kompetensi. Kurikulum dirancang berdasarkan pemahaman ter-

hadap kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tujuan pendidikan.

Dalam proses perancangan kurikulum, berbagai teori kebutuhan
digunakan untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan, bagaimana itu
diajarkan, dan bagaimana hasil pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan
siswa. Dengan memahami teori kebutuhan, pembuat kurikulum dapat
mengembangkan rencana pembelajaran yang relevan, efektif, dan sesuai
dengan tuntutan masa kini. Jadi, kurikulum yang baik harus selaras dengan
teori kebutuhan agar dapat memberikan pendidikan yang bermanfaat dan
relevan bagi peserta didik

Kurikulum berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow mengacu
pada pendekatan pendidikan yang memperhatikan hierarki kebutuhan
manusia yang diajukan oleh Abraham Maslow. Teori Maslow
menggambarkan lima tingkat kebutuhan yang berkembang secara hierarkis,
dimulai dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan lebih tinggi seperti
pemahaman diri dan aktualisasi diri.

Dalam konteks kurikulum berdasarkan Teori Maslow, pendidikan
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan siswa di setiap tingkat hierarki. Ini
berarti:

a. Kebutuhan Fisik Dasar: Kurikulum harus memastikan bahwa siswa
mendapatkan aspek dasar seperti makanan, kesehatan, dan keamanan.

b. Kebutuhan Rasa Aman: Pembelajaran harus menciptakan lingkungan
yang aman, baik secara fisik maupun emosional.

c. Kebutuhan Sosial: Kurikulum seharusnya mendukung interaksi sosial
dan pengembangan keterampilan interpersonal.

d. Kebutuhan Penghargaan: Pembelajaran harus memberikan pengakuan
dan penghargaan terhadap prestasi siswa.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri: Kurikulum harus membantu siswa mencapai
potensi maksimal mereka melalui pemberian peluang untuk mengem-
bangkan kreativitas, otonomi, dan pemahaman diri.

Dengan mengintegrasikan Teori Maslow dalam kurikulum, pendi-
dikan dapat menjadi lebih holistik dan memperhatikan kebutuhan psikologis
dan emosional siswa, bukan hanya aspek akademisnya. Ini membantu
menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan penuh
potensi siswa.

2. Teori Humanistik

Teori humanistik dalam pembelajaran mengedepankan cara manusia
sehingga proses dirinya dapat berkembang aliran ini mengandung belajar
sebagai proses untuk menemukan dirinya atau memanusiakan manusia
dengan segala potensinya pencapaian dari proses ini adalah aktualisasi diri
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dan realisasi diri orang yang belajar secara optimal.*?

Kurikulum berdasarkan Teori Humanistik mengikuti prinsip-prinsip
dan nilai-nilai yang dianut dalam psikologi humanistik, yang menekankan
pada pengembangan pribadi, kebebasan, kreativitas, dan pemahaman diri
individu. Beberapa konsep penting dalam penerapan teori humanistik dalam
kurikulum adalah:

a. Pemahaman diri: Kurikulum yang berlandaskan teori humanistik harus
mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman diri yang lebih
dalam. Ini melibatkan refleksi pribadi, eksplorasi nilai-nilai, tujuan
hidup, dan pemahaman tentang potensi mereka.

b. Kemandirian: Teori humanistik menekankan pentingnya siswa menjadi
agen aktif dalam pembelajaran mereka. Kurikulum yang berfokus pada
teori ini harus memberikan ruang bagi kemandirian, otonomi, dan
pengambilan keputusan siswa dalam proses pembelajaran.

c. Pembelajaran berpusat pada individu: Kurikulum harus diformulasikan
untuk mempertimbangkan perbedaan individual antara siswa. Ini dapat
mencakup beragam metode pembelajaran dan penilaian yang diharapkan
peserta didik untuk mengikuti minat, kekuatan, dan kelemahan mereka
sendiri.

d. Kreativitas: Teori humanistik menghargai kreativitas sebagai aspek
penting dalam perkembangan individu. Kurikulum harus menciptakan
peluang bagi peserta ddidik untuk mengeksplorasi dan mengembangkan
kreativitas mereka melalui seni, sastra, atau berbagai bentuk ekspresi.

e. Pertumbuhan pribadi: Kurikulum berdasarkan teori humanistik harus
menekankan pertumbuhan pribadi dan perkembangan psikologis serta
emosional peserta didik sebagai hasil utama dari pendidikan.

Integrasi teori humanistik dalam kurikulum bertujuan untuk
menciptakan pengalaman belajar yang memuaskan, bermakna, dan
mendukung perkembangan penuh potensi individu. Ini menekankan
pentingnya kualitas kehidupan siswa selama dan setelah pendidikan formal.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu disertasi, jurnal,
dan buku. Beberapa tinjauan pustaka yang bersumber dari disertasi seperti
hasil penelitian Ahmad, Konsep Hak-hak Asasi Manusia dalam al-
Our’an,**eksistensi hak asasi manusia tidak ditemukan term eksistensi hak
asasi manusia secara langsung, kecuali penggunaan partikel lain seperti at-

** Chairul Anwar, Teori Pendidikan Klasik hingga Kontemporer, Yogyakarta:
IRCiSoD, 2017, h. 231.

“ Ahmad, "Konsep Hak-hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an”, Disertasi, Jurusan
IImu Agama Islam, PPS UIN Jakarta, 2006.
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tamlik berarti bagi atau untuk contoh penggunaan lain yang bermakna hak
asasi manusia, QS. al-Bagarah/2:36, QS. al-An’am/6:24 sangat mendasar
haqq al-istigrar dan hak al-ijzima’. Contoh hak hidup, hak persamaan dan
kebebasan, hak memperoleh perlindungan, hak kebebasan memilih agama
dan lain-lain. Kedua hak tersebut adalah ketetapan Tuhan sebagai perintah
meninggalkan surga dan hidup di dunia. QS. al-A’raf /7:25. Manusia diberi
hidup, dimatikan dan dibangkitkan di bumi.

Hakekat hak asasi manusia dalam al-Qur’an memiliki karakteristik
yang khas, yakni bersifat the centris di mana posisi Tuhan mutlak segalanya
dan manusia hanya bertugas mengabdi kepadaNya QS. adz-Dzariyat/51:56.
Hak asasi manusia bersifat antroposentris. Manusia merupakan ukuran
segala sesuatu.

Adapun titik perbedaan dengan disertasi ini adalah demokrasi dalam
Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif al-Qur'an dibahas prinsip-prinsip
demokrasi dalam al-Qur’an dan implementasi demokrasi di Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berbeda dengan Hak Asasi
Manusia dalam al-Qur’an. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling
kodrati pemberian dari Allah SWT sejak lahir. Manusia yang lahir pasti
memiliki Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian Muktamar,”®> dengan judul Islam dan Demokrasi
(Studi Perbandingan antara Nilai-nilai Universal Demokrasi Barat dengan
Demokrasi Dalam Islam, disebutkan demokrasi tidak akan sempurna tanpa
penegakkan hak asasi manusia di dalamnya. Di antara relevansi nilai-nilai
yang terkandung dalam sistem demokrasi barat dan Islam adalah nilai-nilai
syurd, persamaan, kebebasan, persaudaraan, keadilan, kedaulatan, dan
prinsip-prinsip hak asasi manusia perbedaan antara demokrasi dan Islam
adalah pada sumber ontologi dan landasan filosofinya. Jika dalam demo-
krasi, nilai ontologisnya berangkat dari pergulatan pemikiran manusia dan
lebih bersifat profan, maka dalam demokrasi Islam sumber ontologisnya
adalah syariat dan lebih bersifat transenden yang bernuansa kepada inti
ajaran Islam tauhid. Nilai transendental dapat diaplikasikan dalam aktivitas
praktik manusia dalam berbagai bidang melalui interpretasi. Titik perbedaan
disertasi tidak akan membahas Hak Asasi Manusia secara keseluruhan
namun hanya salah satu materi bahan ajar Figh Siyasah Prinsip Perlindungan
Hak Asasi Manusia.

Musthofa®® dalam disertasinya, Pendidikan Spiritual dalam Pendi-

*® Muktamar, “Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan antara Nilai-nilai Universal
Demokrasi Barat dengan Demokrasi Dalam Islam”, Disertasi, Jurusan limu Agama Islam,
PPS UIN Jakarta.

" Musthofa, “Pendidikan Spiritual dalam Pendidikan Pembentukan Karakter
Perspektif al-Qur'an”, Disertasi, Program Studi llmu al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi
Pendidikan Berbasis al-Qur'an, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2019.
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dikan Pembentukan Karakter Perspektif al-Qur’an memaparkan beberapa
temuan di antaranya tema al-Qur’an tentang pendidikan spiritual dibangun
atas fondasi berbakti kepada Allah (4 sxe5), adab membaca al-Qur’an ( 336
olLd), melaksanakan perintah Allah dan larangan-Nya (%), bertobat (kem-
bali ke jalan yang benar (4:.s). Dampak pendidikan spiritual dalam mem-
bentuk karakter dapat terlihat dalam membentuk karakter dapat terlihat
dalam bentuk memberikan kesadaran teologis, membentuk pribadi taat
kepada Allah, membentuk pribadi saling menghormati, dan membentuk
pribadi pemaaf. Titik perbedaan adalah obyek yang dikaji berbeda yaitu
tentang Pendidikan Spiritual dalam Pendidikan Pembentukan Karakter
Perspektif al-Qur’an, disertasi tidak membahas hal tersebut.

Dalam disertasi Asrori*’, Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif
al-Qur’an, hasil penelitian: pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif
al-Qur’an dapat dipahami dalam arti upaya mendidik warga negara agar
menjadi warga negara yang bertakwa, beriman, melaksanakan amar ma rif
nahi munkar, dan saling menguat asas pendidikan kewarganegaraan.
Perspektif al-Qur’an adalah tauhid dengan kata lain menempatkan konsep
teosentris (tauhid) sebagai core volul yang berdasarkan nilai Ilahiah
(teologis) sebagai landasan atas normatif dan nilai-nilai insonik sebagai basis
praktis operasional yang bermuara pada satu tujuan yaitu ibadah kepada
Tuhan. Dengan muara segala aktivitas kepada Tuhan, melahirkan kesadaran
dan kesungguhan untuk menjadi warga negara yang mampu memelihara
hubungan harmonis dengan Tuhan (aspek teologis), hubungan antar sesama
warga negara dan negara (aspek antropososiologis), serta hubungan dengan
alam sekitar (aspek homologis). Hubungan dengan Tuhan merupakan
manifestasi dari kesadaran spiritual kehadiran manusia sebagai makhluk
tuhan. Hubungan dengan manusia merupakan Kkelanjutan teologis dari
keyakinan. Pada kebebasan teologis dari keyakinan pada keesaan Tuhan
(tauhid) adalah paham persamaan manusia. Hubungan dengan alam mem-
bawa pada pemahaman pada eksistensi alam yang merupakan ciptaan tuhan
yang harus dijaga dan dilestarikan. Titik perbedaan adalah yang dibahas
demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif al-Qur’an.
Dibahas nilai-nilai demokrasi dalam al-Qur’an dan implementasi demokrasi
di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak
dibahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif al-Qur’an.

Muhammad Khatabi“® dalam disertasinya Pendidikan Humanis Da-

47 Asrori, “Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif al-Qur'an”, Disertasi, Studi llmu
al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan Berbasis al-Qur'an, Pascasarjana Institut PTIQ
Jakarta, 2017.

“ Muhammad Khatabi, “Pendidikan Humanis Dalam Perspektif al-Qur’an”.
Disertasi, Program Studi llmu al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan Berbasis al-
Qur'an.
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lam Perspektif al-Qur’an membahas konsep manusia dalam perspektif al-
Qur’an yang menjadi dasar perjalanan bagi sebuah pendidikan yang humanis
meliputi: hakikat wujud manusia, potensi manusia, dan tujuan penciptaan
manusia. Humanisasi yang diterapkan al-Qur’an tidak meninggalkan peran
manusia sebagaimana fungsi dan peran sebagai imarah al-ard dan sebagai
hamba yang diwajibkan mengabdi kepada khalik sebagai fungsi dan
perannya sebagai ibad. Titik perbedaan adalah berbeda objek kajiannya.
Disertasi ini tidak membahas tentang pendidikan humanis dalam perspektif
al-Qur’an.

Tinjauan pustaka bersumber dari artikel jurnal seperti Ainur Rofiq al-
Amin,*® Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious Mardom
Salari ala Muslim Iran menjelaskan Penerapan demokrasi yang berpihak
pada kebebasan. HTI menyoroti yang sedang dilanda euforia demokrasi
menurut ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, Hanum Musa
bahwa demokrasi menjadi biang kesengsaraan rakyat. Demokrasi merupakan
biang kolonialisme yang menyebabkan umat Islam dijajah oleh asing.
Abdullah Zaid mempertanyakan bahwa demokrasi mampu memberikan rasa
keadilan dan persamaan hukum bagi seluruh warga negara.

Majid Jauhar®dalam tulisannya Islam Demokrasi dan HAM sebuah
benturan filosofi dan teologis menjelaskan posisi Islam terhadap demokrasi,
sebagaimana disebutkan, Islam mengamalkan konsepsi demokrasi (dalam
artian) demokrasi barat (setelah terjadi kontak dengan barat melalui kolonia-
lisme dan interprelisasi. Demokrasi Islam berbasis pada prioritas hak model
barat merupakan demokrasi liberal. Demokrasi dan liberalisasi adalah dua
proses yang sangat berbeda. Demokratisasi mengancam pada penerimaan
atas hak suara universal dan penerapan pemilihan umum yang bebas dan adil
untuk memilih orang-orang yang lebih luas. Liberalisasi mengatur kepada
menetapkan batas-batas kekuasaan negara untuk memberikan ruang baik
kepada masyarakat maupun individu. Liberalisasi adalah suatu filsafat
mengenai hakikat dan ruang lingkup kontrol politik dan otoritas praktis.

Muntaha,®* Pergeseran Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal
(Praktik Ketatanegaraan Rl Pasca Reformasi) membahas perumusan refor-
masi dari demokrasi liberal yang merupakan studi analisis terhadap praktik
ketatanegaraan Indonesia. Ada beberapa yang dijelaskan dalam tulisan, yaitu

“ Ainur Rofiq al-Amin, “Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious
Mardom Salari ala Muslim Iran”, Islamica: Jurnal Kelslaman, Institut Keguruan Tinggi
Sunan Ampel Surabaya, Volume 8 Nomor 1 September 2001.

% Majid Jauhar, “Islam Demokrasi dan HAM Sebuah Benturan Filosofi dan
Teologis”, Jurnal llmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 11 Nomor 1 Juli 2007.

°' Muntaha dan Dwi Darmoko, “Pergeseran Demokrasi Pancasila ke Demokrasi
Liberal (Praktik Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi”, Jurnal Madaniah, STIP Pemalang,
Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017.



21

reformasi, demokrasi, Pancasila, demokrasi liberal, dan pergeseran dari
demokrasi Pancasila ke demokrasi liberal.

Apick Gandamana® mengutip pendapat Abraham Lincon menyata-
kan: This country with its institutions, belongs to the people who ih habit it.
Whenever they shall grove wheary of the existing government, they can
exercite it or their rerotlutianang right to dis member overthios it consep.
Demokrasi menjadi kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini
menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator
perkembangan politik suatu negara.

Pengertian demokrasi Pancasila menurut Darmintoharjo, bahwa
demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada
kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya adalah
seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut Yudhi Latief
mengatakan dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat
mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip
demokrasi Pancasila menurut Jimly Ashiddigie adalah kebebasan atau per-
samaan (freediom equality), kedaulatan rakyat (people souveragiht) dan
pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Demokrasi merupakan sistem yang sangat diminati oleh banyak
negara di dunia, karena bukan hanya kebebasan (liberty) yang dicoba untuk
ditunjukkan, namun reformasi sebagai gerakan yang akan mengajak seluruh
segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai
bidang dan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam
kemajuan manusia pun menjadi sisi lain yang dijanjikan oleh demokrasi.*

Semua sikap demokrasi yang dijalankan selalu membonceng makna
reformasi sebebas bebasnya tanpa mampu membeda-bedakan sikap yang
arogan. Menurut Kuntowijaya ada beberapa yang dibicarakan mengenai
demokrasi dan nilai-nilai yang demokrasi yang terdapat dalam Islam yaitu:
Konsep saling mengenal atau ta ‘aruf.

Konsep musyawarah atau syiird.
Konsep kerja sama atau ta 'adwun.
Konsep mengutamakan masyarakat atau mashlahah.
Konsep adil atau adl.
Konsep perubahan atau taghayir.>*
Masalah demokrasi, sejak kehadiran negara modern (modern state)
bentuk demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum. Dalam pelaksa-

ocoarwhE

52 Apick Gandamana, “Memaknai Demokrasi Pancasila”, Jurnal online, Prodi PGSD
Fit UNIMIED.

*® Suwardi, “Demokrasi, Hukum dan Keadilan Sosial”, Jurnal Online, Jurusan
Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Negeri.

* M. Sirojudin Fikri, “Konsep Demokrasi Islam dalam Pandangan Kuntowijaya
(Studi pada Sejarah Peradaban Islam”, Jurnal Wahdah, No. XXX 1 Th. XV1 Juni 2015.



22

naannya, makin sejati ide demokrasi on siel tetap ingin dipertahankan rakyat
tetap diakui sebagai sumber kedaulatan, namun demikian partisipasi dan
suaranya dalam proses pemerintahan diwakilkan pada segelintir orang (kaum
elit) pada lembaga perwakilan.>®

Menghadapi masalah politik di Indonesia, demokrasi ini yang
mewarnai hiruk-pikuk demokrasi sejak keruntuhan rezim otoritarian orde
baru perlu dibedakan antara ilusi demokrasi dan mekanisme prosedurnya.
Meletakkan demokrasi pada ilusi atau nilai-nilai sesuai makna idealnya
berarti mengembalikan konteks prinsip kedaulatan rakyat, sementara
bagaimana pun menuntut harus dipraktikkan.

Demokrasi tidak hanya mensyaratkan perubahan pada lembaga-
lembaga politik tetapi juga pelakunya. Jika nilai-nilai masyarakat belum siap,
maka aktual menimbulkan demokrasi harus tetap berusaha diwujudkan
meski konteksnya baru sebatas sebagai sebuah proses belajar. Term
“Demokrasi” dewasa ini telah diterima oleh hampir seluruh bentuk
pemerintahan di dunia. Demokrasi kiranya telah menjadi slogan bagi wacana
politik Islam kontemporer. Apa pun bentuk sistem pemerintahan kalau di
dalamnya terdapat unsur kekuasaan mayoritas suara rakyat dan pemilihan
umum, maka pemerintahan itu dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang
demokratis. Kata kunci dari Islam adalah konsep musyawarah yang
menekankan perlunya sikap saling toleransi, saling mengambil dan memberi
serta saling menghargai dalam proses berdemokrasi.

This essay is about the relationship between Islam and democracy. It
tries to answer wether or not Islam and democracy are compatible. In doing
so, firs, it is important to describe the basic fach element of famiky
resmbances of democracy, second, given the fact thate most of the Islamic
countries have been excluded from the study of democratization, it is also
necessary to assess how Islam is perceived by many western obserrs, This,
given the focus of this paper, it is also imperative to examine some of the
basic principple of Islam, especially those wich are perceived as compatible
with democratic valuas, finally, drawing on the state of political development
in thevast majority of Islamic countries, where authoritarianisme has been
pervasively avident, it my intention to speculate on the viabilikty of Islam an
democracy in term o their syntesis.”’

Paparan di atas dapat dipahami sebagai berikut: essay ini adalah ten-

*® Abd. Kadir Patta, “Masalah dan Prospek Demokrasi”, Jurnal Academica, Fisip
Untad Vol. 1 2009.

*® Toto Suharto, “Teo Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban; Studi Komparatif
atas respons S.M Jafar dan Mehdi Barzargan tentang sistem Pemerintahan Islam”,
Walisongo, Volume 22, Nomor 1 Mei 2014, Perguruan Tinggi IAIN Surakarta.

*" Jurnal studi Islamica Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 3, number 1,
1986.
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tang hubungan antara Islam dan demokrasi. la mencoba menjawab apakah
Islam dan demokrasi itu saling melengkapi. Dengan demikian, pertama-tama
penting untuk menggambarkan elemen fakta dasar dari tampilan demokrasi.
Kedua, karena sebagian besar negara-negara Islam telah dikeluarkan dari
studi demokratisasi, maka perlu juga untuk menilai bagaimana Islam itu
dipersepsikan oleh banyak pengamat barat. Ketiga, mengingat fokusnya juga
penting untuk memeriksa beberapa prinsip dasar Islam, terutama yang
dianggap cocok dengan penilaian demokrasi, akhirnya mengacu pada
keadaan perkembangan politik di sebagian besar negara-negara Islam, di
mana otoritarianisme telah begitu merajalela, adalah niat saya untuk
berspekulasi tentang keberlangsungan Islam dan demokrasi dalam hal
sitaksiasi analisa ini.

“Based on this procedural notion of democracy, it issafe to suggest thate the
basic element of the democracy include (1) the process of elite recruitment
ththugh free and competition, and (2) the right to vote based on universal
suffrage. The implementation of this democratic procedure guarantees the
formulation of individual as wellas colective preferences more over, given
the fact thate election is perceived as means of elite recruitment, it implies
thate figures are and accountable for their actions while in office.”

Paparan tersebut dapat dipahami sebagai berikut: berdasarkan ga-
gasan prosedural demokrasi ini, sebaiknya menyarankan elemen dasar demo-
krasi meliputi (1) proses rekrutmen elit yang bebas dan bersaing, dan (2) hak
untuk memilih berdasarkan hak pilih universal, implementasi dari prosedur
demokrasi ini menjamin perumusan preferensi individu dan juga kolektif.
Selain itu, mengingat fakta bahwa pemilu dianggap sebagai sarana rekrutmen
elit, itu menyiratkan bahwa para tokoh ada dan bertanggung jawab atas
tindakannya berada di kursi kepemimpinan.

Dari paparan tinjauan pustaka tentang artikel jurnal dapat dipahami
bahwa ada titik perbedaan antara disertasi dengan jurnal yang telah dipapar-
kan. Tulisan jurnal M Sirojudin Fikri hanya membahas beberapa nilai
demokrasi dalam al-Qur’an, namun dalam disertasi banyak dibahas nilai-
nilai demokrasi perspektif al-Qur’an antara lain: nilai-nilai demokrasi saling
mengenal (ta’aruf), musyawarah (syird), kerja sama manusia (ta’awun),
menguntungkan masyarakat (mashlahah), keadilan (al- ‘adalah), perubahan
(taghyir), kebebasan kemerdekaan (al-musawah), kesatuan umat, kerukunan
manusia (karamah insyaniyah).

Adapun buku-buku yang dijadikan tinjuan pustaka adalah Politik
Indonesia, karangan Afan Gaffar. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa
demokrasi bertujuan membentuk masyarakat madani. Demokrasi dan
masyarakat madani merupakan dual hal yang berbeda yang tidak dapat
dipisahkan. Pembentukan masyarakat madani masih sedang berproses,
sehingga belum menjadi segment yang dominan dalam kehidupan sosial,
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ekonomi, dan politik nasional.”®

Ni'matul Huda dalam buku Penataan Demokrasi dan Pemilu di
Indonesia Pasca Reformasi mengutip Henry B. Mayo menjelaskan bahwa
demokrasi harus didasari beberapa nilai, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai bahwa demokrasi melembaga
(institutionalized peaceful settlement of conflict).

2. Menjamin terlesenggaranya perubahan secara damai dalam  suatu
masyarakat yang sedang berubah (peacful change in a changing society).

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (onderly
succession of rulers).

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of
coercion).

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity)
dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat,
kepentingan, serta tingkah laku.

6. Menjamin tegaknya keadilan.*

G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kombinasi (mixed methods) yaitu metode penelitian mengombinasikan antara
metode kepustakaan dengan lapangan yang dianalisis dengan pendekatan
kualitatif. Adapun tafsir menggunakan tafsir maudhu’i dimulai dengan ide
yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (research questions).®°
Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode
pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Metode kualitatif
bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan,
penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya.® Lebih lanjut
penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan peneliti dalam
bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan yang relevan dengan
judul yang diangkat oleh penulis dengan judul Demokrasi dalam Pendidikan
Hukum Tata Negara Perspektif Al-Quran (Telaah Kurikulum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sejumlah alasan penggunaan metode kualitatif didasarkan pada
penelitian kualitatif dapat memperkaya hasil penelitian karena dilakukan
penggalian secara mendalam dan terarah terkait dengan teori demokrasi, juga

%8 Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006, h. 172.

% Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia
Pasca Reformasi, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2017, h. 8.

8 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008, h. 29-32.

81 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, h. 95.
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terhadap korelasi demokrasi terhadap Pendidikan Hukum Tata Negara
perspektif al-Quran yang kemudian dipertemukan pada obyek kajian
kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di sisi yang lain penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun
pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan-penemuan® yang berkaitan
dengan Teori kebutuhan (needs) yang dikemukakan oleh Maslow, juga teori
Humanistik terhadap metode pembelajaran. Pendekatan penelitian kualitatif
adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada
metode yang menyelidiki suatu fenomena pembelajaran di lingkungan
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang meliputi
kurikulum dan juga model pembelajarannya. Pada penelitian ini peneliti
membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari
pandangan, pengamatan dan melakukan studi pada situasi yang alami.®®

Penelitian kualitatif di mana peran peneliti adalah sebagai instrumen
kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Adapun alat
pengumpulan data menggunakan pengamatan Yyang bersifat teoritis,
pengamatan langsung dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif
Hidayatullah Jakarta, serta studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
kurikulum yang ada. Kesahihan dan keterandalan data menggunakan
triangulasi dengan menggunakan metode induktif, di mana hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Seperti yang dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan
dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif
lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini
menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan sumber data
primer; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai
yang dihadapi.®*

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kuali-
tatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.®® Dalam metode penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara
langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi
selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-
ciri fisik dan mental orang yang diteliti.®® Lebih lanjut Bogdan dan Biklen

%2 Jurnal studi Islamica Indonesian Journal for Islamic Studies..., h. 51.

% |skandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada, 2009, h. 1.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-18, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000, h. 5.

% Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, Qualitative Reseach for Education,
London: Allyn & Bacon, Inc, 1982, h. 28.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h. 92
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mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu: 1)
alamiah, 2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, 3) analisis data
dengan induktif, dan 4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Penelitian tentang “Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata
Negara Perspektif Al-Quran (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” menggunakan penelitian kualitatif
karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal
pengungkapan data secara mendalam melalui observasi langsung maupun
tidak langsung, dan kajian dokumen terhadap apa yang pernah diterapkan di
Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, serta
melakukan penalaran terhadap bagaimana demokrasi dalam Pendidikan
Hukum Tata Negara dalam perspektif Al Quran memiliki relevansi dengan
kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dalam realitas yang sesungguhnya.

Penelitian ilmiah ini juga menggunakan metode pendekatan filosofis,
fenomenologis, dan pedagogis. Pertama, pendekatan filosofis, merumuskan
secara jelas, sistematis, dan komprehensif terhadap konsepsi-konsepsi
mengenai demokrasi dalam Hukum Tata Negara dalam ranah epistemologi,
kedua pendekatan fenomenologis dilakukan untuk mengembangkan
demokrasi dalam Hukum Tata Negara dalam perspektif Al Quran secara
sistematis, logis dan kritis. Sehingga, diperoleh paradigma baru dalam kajian
kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
berbasis Demokrasi dan Hukum Tata Negara dalam Perspektif Al Quran,
Adapun metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir maudhu’i. Ketiga
pendekatan pedagogis untuk menginterpretasi dan mengungkapkan berbagai
konsep pengembangan kurikulum Pendidikan Hukum tata Negara agar dapat
dipahami secara mudah dalam konteks integrasi keilmuan dalam metode
pembelajaran fakultas syariah dan Hukum dilingkungan Uln Syarif
Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian dibagi jenis data menjadi 2 macam, yaitu data
primer dan data sekunder.®” Adapun data primer dan sekunder diperoleh dari
penelitian kepustakaan (library research) berupa buku-buku baik buku yang
membahas demokrasi, politik, Islam, figh, siyasah, Hukum Tata Negara
maupun jurnal, penelitian terdahulu yang relevan yang berfungsi untuk
menguatkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian yang belum dilaku-
kan mencari perbedaan. Penelitian terdahulu yang relevan berupa 5 disertasi
dan 5 jurnal. Di samping itu, berasal dari surat kabar dan kitab tafsir al-
Misbah karangan M. Quraish Shihab.

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat

%7|skandar, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h. 4.
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kritis, apakah menggunakan data statistik atau non statistik.®® Analisis data
adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu
pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.®® Dalam penelitian
ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir
penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan memperguna-
kan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari
seluruh catatan lapangan hasil observasi langsung maupun tidak
langsung dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu
bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting,
menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan
mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu
simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi
dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan
kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu
sendiri.

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tin-
dakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan
dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami,
yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan dan verifikasi, Data yang sudah diatur sedemikian rupa
(dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpul-
kan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut
hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan
yang “grounded” maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan
pengujian kesimpulan tentatif.”

Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dalam penelitian ini
dilakukan melalui beberapa tiga langkah utama yaitu: utama: reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
memilah dan menentukan data yang dianggap penting atau perlu; tampilan
data adalah tentang menghubungkan semua data yang tersedia ke mengarah
pada penarikan kesimpulan yaitu mencari jawaban atas pertanyaan peneli-
tian dari data dan informasi yang terorganisir.”

%|_exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h. 6.

Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91.

"gylistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan
Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 134.

"Strauss, A. L., and Corbin, J, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory
Procedures And Techniques, Newbury Park, CA: Sage Publications, 2008, h. 45.
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Berangkat dari penelitian yang bersifat literatur, metode analisis data
yang digunakan oleh penulis adalah metode content analysis yakni mencoba
menggali mengenai konsep demokrasi dan Pendidikan Hukum Tata Negara
yang kemudian dikembangkan dalam bentuk penyesuaian kurikulum yang
kemudian dianalisis dalam konteks membangun kurikulum di lingkungan
Fakultas Syariah dan Hukum sebagaimana kebutuhan Fakultas Syariah dan
Hukum terhadap Pendidikan Hukum tata Negara dalam Perspektif Al Quran.
Dengan metode content analysis, maka prosedur kerja yang dilakukan adalah
menentukan karakteristik pesan mengenai konsep pendidikan Hukum Tata
Negara dalam perspektif Al Quran tersebut.

Adapun pola pikir yang digunakan penulis dalam menarik
kesimpulan adalah pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif yaitu
pola berpikir dengan kesimpulan logis yang diambil dari premis-premis
umum.”® Sedangkan pola pikir induktif adalah kebalikan dari pola berpikir
deduktif atau dalam penelitian sosial sebagai generalisasi empiris dan
pernyataan teoritis yang diambil dari sebuah data.”

Dalam Penelitian ini juga akan digunakan metode analitik untuk
melacak lebih jauh hal-hal yang melatarbelakangi dan mengitari gagasan
mengenai demokrasi dalam Pendidikan Hukum tata Negara dalam Perspektif
Al Quran. Adapun aktivitas analisis mengikuti proses pengumpulan data,
penyusunan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis.
Setelah dilakukan analisis, maka kemudian diinterpretasikan dan akhirnya
diberi kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disertasi pada prinsipnya merujuk pada
pedoman penulisan disertasi di Program Doktor Ilmu al-Qur’an dan Tafsir
Universitas PTIQ Jakarta, sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, permasa-
lahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tujuan pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Diskursus Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Ne-
gara yang membahas tentang historical demokrasi, paradigma Hukum Tata
Negara, sistem demokrasi dalam perspektif Islam, pandangan Islam dalam
pendidikan Hukum Tata Negara, model pendidikan Hukum Tata Negara.

Bab ketiga tentang Demokrasi sebagai Dasar Hukum Perundang-un-
dangan membahas nilai demokrasi sebagai fondasi pendidikan hukum
budaya bangsa sebagai peletak sistem demokrasi, pendidikan pluralisme dan
demokrasi, demokrasi dan masyarakat madani dan peran perguruan tinggi

2gyaifuddin Azwar, Metode Penelitian..., h. 92.
"®Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h. 8.
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dalam menciptakan masyarakat yang demokratis.

Bab keempat membahas term al-Qur’an yang berhubungan dengan
pendidikan Hukum Tata Negara, dibahas Selanjutnya membahas term yang
berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi saling mengenal (za 'aruf), musya-
warah (syura), kerja sama manusia (ta’awun), menguntungkan masyarakat
(mashlahah), keadilan (al- ‘adalah), perubahan (taghyir), kebebasan kemer-
dekaan (al-musawah), kesatuan umat, kerukunan manusia (karamah
insyaniyah), perilaku moral yang baik (al-akhlaq al-karimah) dan toleransi.
Term yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, keadilan (al- ‘Adalah),
Negeri (Balad), Hukum (hakam), Hakim (hikam), Pemerintah (ulil amri),
Pemimpin (Imamah), Melawan Pemerintah (Bughat), Negeri Islam (Dar al
Islam), dan Kenegaraan (al-ahkam al-sulthaniah). Selain itu dibahas konsep
demokrasi dalam pendidik Hukum Tata Negara, syira dan demokrasi,
demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam, kalangan yang menolak
demokrasi amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan negara, relevansi
nilai-nilai al-Qur’an dengan prinsip demokrasi dalam Pendidikan Hukum
Tata Negara, perbandingan antara demokrasi barat dengan nilai-nilai
demokrasi dengan al-Qur’an.

Bab kelima membahas Konsep dan Implementasi Demokrasi Dalam
Pendidikan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Dalam bab ini membahas Konsep Kurikulum Program
Studi llmu Hukum yang meliputi Kurikulum Program Studi IImu Hukum
dan Hukum Tata Negara/Siyasah, Rencana Pembelajaran di Fakultas Syariah
dan Hukum, dan Materi Buku Ajar Figh Siyasah. Dalam bab ini juga
dipaparkan rekonsep kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum.

Bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang
merupakan jawaban perumusan masalah, implikasi, dan saran dari penulis.
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BAB 11
DISKURSUS DEMOKRASI
DAN PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA

A. Diskursus Demokrasi

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberi-
kan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan
dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam
penilaian kebijakan pemerintah negara (menilai keputusan termasuk
kebijakan pemerintah negara yang akan menentukan kehidupan rakyat
(kehidupan rakyat dan hidup bernegara kursif penulis).*

Dari segi definisi, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos
(kratien) berarti pemerintahan rakyat.” Negara demokrasi adalah negara yang
diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat atau jika
ditinjau dari sudut organisasi, berarti sebagai suatu pengorganisasian negara
yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan
ada di tangan rakyat.® Jadi, demokrasi berarti “kekuasaan rakyat”, yang

dibentuk dari kata démos “rakyat” dan kratos atau kratein “kekuasaan”.’

! Amin Rais, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik, Pilihan Artikel
Pertama, Jakarta: LP3S, 1986, h. 5.

2 Amin Rais, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik..., h. 5.

® Deliar Noor, Pengantar Pemikiran Politik, Cet. I, Jakarta: CV Rajawali, 1983, h.
207.

* Wikipedia, “Demokrasi”, Wikipedia Bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/
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Adapun pengertian demokrasi secara terminologi adalah seperti yang

dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:®

1. Joseph. A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencana-
an institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-
individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan
kompetitif atas suara rakyat.

2. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di
mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung
atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi
sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai
tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh
warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi
dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.

4. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan
suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas
dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat
dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesama-
an polietik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan
politik.

5. John Lock dengan pemikiran filosofisnya tentang pemberdayaan demo-
krasi liberal beranggapan bahwa kekuasaan merupakan hasil perjanjian
sosial (the contract sosial) dan tidak bersifat mutlak. Oleh sebab itu,
kekuasaan bukan berasal dari Tuhan tidak datang dengan cara turun
temurun, dan kekuasaan tidak atas dasar teks kitab suci. Pembatasan
kekuasaan menjadi sangat penting, sebab kekuasaan dari kesepakatan
warga dengan penguasa negara yang dipilihnya.’

6. Jean Jacques Rousseau, pemikirannya tentang demokrasi ada pada karya
besarnya Du Contract Social,®> menurutnya kedaulatan ada di tangan

wiki/Demokrasi, diakses tanggal 20 November 2022.

5 Zetty Azizatun Ni’mah, “Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif Islam”,
Jurnal Universum, Vol. 10 No. 1 Januari 2016, h. 29.

® Tim Indonesian Center for civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny.
Ubaedillah dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 131.

" Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan
pengaruhnya terhadap Dunia ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 129.

® Karya Du Contract Social dibakar oleh pemerintah Geneva karena mengkritik
pemerintahan, meskipun Geneva merupakan Republik yang didukung Rousseau, tapi dalam
praktiknya dikuasai beberapa kelompok keluarga, dan ini menurutnya adalah bentuk
pemerintahan terburuk karena kedaulatan dari tangan rakyat beralih ke tangan keturunan
aristokrat. Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, ldeologi dan
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rakyat. Pemerintahan adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara
warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi
timbal balik. Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat.
Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan. °

Konsep demokrasi yang dipahami secara beragam ini, dilakukan oleh
berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif
dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang
juga sarat dengan aspek-aspek subjektif dari siapa yang merumuskannya,
sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Karena hal itu
sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya
perbedaan pendapat. Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami
sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat
wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis.

Sedikit berbeda dengan pandangan para ahli di atas, pakar politik
Indonesia Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu
pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi
empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak
dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah
demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.*!

Pendapat di atas senada dengan apa yang diungkapkan Masdar
Hilmy, bahwa konsep demokrasi mencakup dua hal: Pertama, demokrasi
institusional atau prosedural seperti yang telah dikemukakan Joseph A
Scumpeter sebagai “kesepakatan kelembagaan untuk mencapai keputusan
politik di mana individu meraih kekuasaan untuk menentukan sebuah
perjuangan kompetitif yang mewakili suara rakyat”. Definisi demokrasi yang
lain telah dikemukakan oleh David Beetham sebagai “Sebuah modus
pembuatan keputusan tentang sejumlah peraturan dan kebijakan yang secara
kolektif bersifat mengikat di mana rakyat menjalankan kontrolnya”. Kedua,
demokrasi juga melingkupi nilai-nilai substansif seperti kemerdekaan
(liberty), kebebasan (freedom), kesederajatan (equality), keadilan (Justice),
toleransi, dan penegakan hukum.*?

pengaruhnya terhadap Dunia ke-3..., h. 58.

o Zetty Azizatun Ni’mah, “Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif
Islam”..., h. 30.

10 Jstilah ini lebih populer dengan sebutan “dari, oleh dan untuk rakyat” atau
goverment of the people, by the people, for the people, yang diistilahkan oleh negarawan
Amerika Abraham Lincolm, Wikipedia, “Abraham Lincolm”, Wikipedia Bahasa Indonesia
(on line), http://fen.wikipedia.org/wiki/Abraham_ Lincoln, diakses 15 November 2011.

1 Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2000, h. 3. Hal ini juga dijelaskan dalam Tim Indonesian Center for civic Education
(ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny. A Ubaedillah dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia
dan Masyarakat Madani..., h. 132.

12 Zetty Azizatun Ni’mah, “Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif
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Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahaami bahwa demokrasi
merupakan asas dan atau sistem yang terbaik di antara sistem politik yang
ada. Tidak ada negara yang tidak menggunakan demokrasi. Demokrasi
merupakan hal yang urgen dalam tatanan kehidupan masyarakat dan
bernegara. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang terbaik di dalam
sistem politik dan ketatanegaraan lainnya tidak dapat dibantah. Khasanah
pemikiran dan reformasi politik di berbagai negara pada sampai satu titik
temu tentang ini. Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan
lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh satu organisasi PBB
yakni UNESCO menyebutkan bahwa tidak ada satu tanggapan yang menolak
“demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi
semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih
dari 100 orang sarjana Barat dan Timur itu dipandang sebagai jawaban yang
sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.*®

Dalam membahas historikal demokrasi berarti membahas demokrasi
dari masa ke masa sejak jaman Yunani Kuno dan perkembangan demokrasi
di Indonesia di era Orde Lama, Orde Baru dan era Orde Reformasi serta
prospek demokrasi dan model-model demokrasi.

1. Demokrasi Klasik dan Modern

Konsep demokrasi berawal dari jaman Yunani Kuno tepatnya di kota
Athena yang berbentuk polis. Polis merupakan ciri khas peradaban pada
jaman Yunani. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state)
Yuani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-9 merupakan demokrasi langsung
(direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk
membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh
seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat
langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena
berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah terbatas (negara terdiri
dari kota dan daerah sekitarnya, jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk
dalam suatu negara kota). Selain itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya
berlaku untuk warga negara resmi, yang hanya merupakan bagian kecil dari
penduduk untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing
demokrasi tidak berlaku. Dalam negara demokrasi tidak lagi bersifat
langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (representative
democracy).**

Islam”..., h. 30. Masdar Himy, Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus Demokrasi
Indonesia Pasca Orde Baru, Yogyakarta : Kanisius, 2009, h. 28-29.

BAffan Gaffar, Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas MPR sebuah sketsa Pengantar
dalam Dahlan dan Ni’'matul Huda (editor) Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam
Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, Jurusan HTN Fakultas Hukum UlI, 199, h. vi

“Mirin Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta:
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Sistem pemerintahan yang berlaku di Kota Athena Yunani Kuno
didasarkan pada suara mayoritas dalam pemungutan suara setiap permasa-
lahan yang menyangkut kehidupan berpolis yang berkaitan dengan
kepentingan publik diselesaikan dengan pemungutan suara. Sistem tersebut
sayangnya terkubur bersama peradaban Yunani Kuno yang mulai surut.’®
Sistem pemerintahan pada Yunani Kuno memberikan kesempatan cukup
besar bagi publik untuk ikut serta merancang keputusan.'® Permulaan
pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang
diwariskan kepadanya dari masa lampau yaitu mengenai demokrasi dan
kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang
dihasilkan oleh reformasi dan perang-perang agama yang menyusulnya.*’

Demokrasi Yunani Kuno merupakan politik demokrasi pertama di
dunia. la dimulai setelah reformasi sistem pemerintahan di negara kota
(citystate) Athena oleh Kleisteenes pada tahun 508 SM. Kleisteenes memper-
oleh kekuasaan setelah pada tahun 510 SM. Hipion seorang tiran yang lalim
digulingkan oleh sekelompok bangsawan atas bantuan Sparta, yang
kemudian setelah itu terjadi konflik antara faksi. Sebagai seorang aristokrat
yang cerdas, Kleisteenes dengan bantuan rakyat mengalahkan rival-rivalnya.
Segera setelah berkuasa, ia meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi
demokrasi Athena. Yang paling penting adalah dibentuknya majelis lima
ratus yang keanggotaannya terbuka bagi warga laki-laki di atas tiga puluh
tahun dan jumlah yang dibutuhkan dipilih dengan undian. Bagi yang telah
terpilih tidak akan dipilih lagi untuk periode berikutnya. Ada beberapa tugas
majelis, yaitu mengangkat dan memberhentikan para pemimpin, menolak
atau menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh mereka,
mengumumkan perang bahkan melembagakan cara pengasingan terhadap
orang-orang yang berambisi diktator. Dari penjelasan di atas dapat diambil
pemahaman bahwa implementasi demokrasi langsung diimplementasi di
negara kota yang sejak dulu diperintah oleh berbagai penguasa non demo-
krasi contoh bangsawan, elit, raja maupun diktator diubah menjadi subjek
yang melaksanakan demokrasi adalah sebatas sejumlah orang dewasa laki,
bukan perempuan, bukan budak. Mereka mempunyai hak berpartisipasi
langsung dalam pemerintahan.®

Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 9.

“Fuad Beasan dalam Plato, Apologia, Pidato Sokrates yang diabadikan, Jakarta:
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Perkembangan demokrasi kota Athena disempurnakan pada masa
Pericles (461-429M). selama periode ini majelis mulai menetapkan undang-
undang sebagai ketentuan yang diberlakukan subjek hukum. Yang terpenting
pada masa ini adalah dibentuk dewan sepuluh jenderal (startagai). Adapun
fungsi dewan sepuluh jenderal (startagai) semacam kabinet dalam demokrasi
parlementer pada masa sekarang. Kekuasaannya diawasi oleh majelis,
anggota dapat direcall atau diberhentikan dan dapat dituntut apabila
melanggar hukum yang berlaku. Pada masa ini untuk memeriksa dan
mengadili sengketa yang terjadi dibentuk mahkamah agung dan mahkamah
rakyat. Sistem pemerintah demokrasi langsung pada jaman Yuni Kuno
sangat dibanggakan oleh orang-orang Yunani, namun ditolak Plato dan
diragukan oleh Aristoteles.® Demokrasi berkembang tidak saja di Athena,
namun berkembang di polis-polis (negara kota) lainnya di kawasan Hellena
(Yunani). la berhasil mempertahankan diri dengan mengalami pasang
surutnya hampir 200 tahun hingga seluruh negara-negara kota Yunani
ditaIg!)ukkan oleh Iskandar Yang Agung dari Macedonia pada tahun 322
SM.

Menurut penelitian Robert Dahl, dalam pandangan Yunani tentang
demokrasi, warga negara adalah pribadi utuh yang baginya politik
merupakan kegiatan sosial alami yang bukan terpisah secara tegas dari
bidang kehidupan lain. Nilai-nilai tidak terpecah, namun terpadu. Mengapa
demikian, karena mereka aktif dalam kehidupan politik. Bagi mereka tatanan
demokrasi sekurang-kurangnya harus menentukan 6 (enam) syarat: pertama,
warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka, sehingga sama-
sama memiliki suatu perasan yang kuat tentang kepentingan umum dan
bertindak atas dasar itu. Kedua, mereka harus benar-benar amat padu dan
homogen agar tidak menimbulkan konflik. Ketiga, jumlah warga negara
harus sangat kecil, yang secara ideal bahkan lebih kecil dari 40.000 sampai
50.000 yang terdapat di Athena di masa Pericles. Jumlah demos (rakyat)
yang kecilnya itu penting karena tiga alasan: a. Jumlah itu akan menolong
menghindari keragaman dan karenanya juga menghindari ketidakserasian, b.
agar warga negara mempunyai pengetahuan tentang kota dan saudara mereka
sesama warga negara yang akan mengetahui kebaikan bersama, c.
memudahkan jika harus berkumpul agar fungsi sebagai penguasa kota yang
berdaulat. Keempat, warga negara harus dapat berkumpul dan secara
langsung memutuskan undang-undang, ketetapan-ketetapan mengenai
kebijakan. Kelima, partisipasi warga negara tidak hanya terbatas pada
pertemuan majelis, namun kebanyakan dengan undian untuk jangka waktu

9Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis..., h. 2.
“Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi sebuah Telaah Filosofis, Jakarta:
Gramedia, 1995, h. 34-35.
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satu tahun dan duduk sekali seumur hidup. Setiap warga negara hampir pasti
menduduki jabatan untuk jangka waktu 1 tahun dan sebagian besar menjadi
anggota dewan lima ratus. Keenam, negara harus tetap otonom.*

Selain karakteristik di atas, Dahl juga menyimpulkan meski dari bukti
yang sangat sedikit politik di Athena seperti halnya di kota-kota lain
merupakan permainan kasar dan keras, di mana permasalahannya biasanya
ditundukkan oleh ambisi pribadi. Faksi-faksi berasaskan hubungan keluarga
atau teman sejawat jelas memainkan peran amat kuat. Kata Dahl lebih lanjut,
banyak alasan untuk mempercayai bahwa hanya sedikit sekali warga yang
menghadiri sidang-sidang majelis. Faktor penyebab ketidakhadirannya kaum
profesional karena kesibukannya. Warga negara miskin sekali dan warga
negara yang kurang mampu mempunyai hubungan keluarga atau perkawanan
dengan kelompok-kelompok yang bermain yang hadir di majelis para
pendukungnya saja.?®

Penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara per-
tama kali ditemukan di Kota Yunani Kuno yang terkenal dengan negara kota
(citystate/polis/civitas). Berhubung jumlah penduduk hanya sebesar 300.000
jiwa, maka demokrasi yang dalam tatanan empiris bersifat langsung (direct
democracy). Adapun yang dimaksud dengan demokrasi langsung adalah
rakyat secara langsung menjalankan dalam membuat keputusan-keputusan
politik, dalam hal ini warga negara yang melaksanakan demokrasi
berdasarkan prosedur mayoritas. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk
warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk.
Sebagian besar penduduk di Athena budak belian, pedagang asing, perem-
puan, dan anak-anak semua tidak memiliki hak demokrasi secara langsung.?

Perspektif demokrasi kontemporer, batas yang penting sekali dari
demokrasi Yunani Kuno dalam tatanan norma dan empirik adalah bahwa
kewarganegaraan amatlah eksklusif bukan inklusif, seperti yang terdapat
dalam demokrasi modern. Demokrasi Yunani Kuno lebih inklusif dari rezim
manapun di masa itu. Eksklusifnya dalam pengertian ke dalam dan keluar.
Di dalam negara kota, sebagian besar penduduk dewasa tidak diberikan
kewarganegaraan penuh. Bukan hanya wanita, juga orang asing yang telah
lama menetap dan budak. Persyaratan kewarganegaraan dari tahun 451 SM
bahwa kedua orang tua harus warga negara Athena. Lebih dari itu jika orang-
orang asing aktif dan memberikan sumbangan besar pada kehidupan internal,
memiliki hak yang dijamin oleh hukum dan menikmati status tertentu, maka
tidak demikian dengan budak yang tidak memiliki hak hukum apa pun.
Budak tidak lebih dari hak milik pemiliknya. Budak tidak sama dengan

2! sykron Kamil, Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis..., h. 2-3.

22 Syukron Kamil, Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis..., h. 4.

% Nadrikun, Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
2012, h. 6.
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warga negara sangat miskin sekalipun, sama sekali tidak memiliki
perlindungan hukum dari ketidakadilan. Meskipun ada yang dimerdekakan
mereka menjadi orang asing, bukan warga negara.**

Perkembangan demokrasi selanjutnya adalah tradisi republikanisme
dan perwakilan. Yang dimaksud dengan republikanisme atau tradisi republik
adalah sejumlah pemikiran yang berasal dari gagasan dan praktik demokrasi
Yunani Kuno, namun lebih dari para pengkritiknya, tokoh yang paling
terkenal adalah Aristoteles, dari gagasan dan praktik politik Roma dan
vivisia satu-satunya Republik Roma yang bertahan hingga 1797 bahkan dari
Sparta (musuh Athena). Model demokrasi yang berlaku di Republik Romawi
Kuno yang sebelumnya akhirnya menjadi imperium dengan sistemnya yang
terdiri dari konsul (pemimpin) senat dewan yang beranggotakan orang tua
dari pemimpin dan dewan rakyat biasa. Model itu berbentuk distokrasi
(kekuasaan di tangan para bangsawan dan golongan terpandang), namun di
dalamnya rakyat ikut memainkan perannya lewat dewan rakyat. Pada intinya
demokrasi republik adalah warga kota baru menjadi manusia dalam arti
seutuhnya, apabila ia berpartisipasi dalam kehidupan bernegara bersama
warga negara juga ikut dalam pemerintahan. Demokrasi dalam bentuk
perwakilan adalah bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat
keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui
wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada
mereka suatu proses pemilihan yang bebas. Dalam pengertian ini, esensi
demokrasi olenh Scheumpeter dan HunnyMiton terletak pada pemilihan
umum yang jujur, adil dan terbuka.?

Dalam perkembangan demokrasi mendapat penentuan kembali pada
masa renaisance di Eropa. Masa ini menggali demokrasi warisan Yuni.
Demokrasi Yuni menjadi ilham bagi pemikir pada masa ini. Tokoh masa
renaisance adalah John Locke, JJ Rousseu, dan Montesque.”® Renaisance
adalah aliran yang menghidupkan kembali minat demokrasi Yunani Kuno
selama abad pertengahan di sisi lain lewat itulah manusia Barat menemukan
keyakinan dan fandangan-pandangan lamanya yang rasional terhadap
persoalan politik.*’

2. Demokrasi di Indonesia

Menurut penulis sejarah demokrasi dapat dibagi menjadi 5 periode
yaitu: Periode tahun 1945 — 1949, periode tahun 1950 — 1958, periode tahun
1959 — 1965, periode tahun 1966 — 1998 dan periode tahun 1998 — sekarang.

2 Syukron Kamil, Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis..., h. 4.
% syukron Kamil, Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis..., h. 6.
% Simon Petrus, Petualangan Intelektual, Yogyakarta, Kanisius, 2014, h. 271-2747.
2 syukron Kamil, Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis..., h. 7.
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a. Periode Tahun 1945 -1949

Para penyelenggara negara pada awal kemerdekaan mempunyai
komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi Indonesia. Hal
ini disebabkan latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa
demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen
namun juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dalam tatanan
praktik.

Beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletak dasar bagi
demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Pertama, political-
franchise yang menyerukan para pembentuk negara sejak semula
mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi sehingga bagi
kita menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, semua warga negara
yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak berdemokrasi yang sama
tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan
kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan
(ada kecenderungan kursif penulis) untuk menjadi seseorang diktator,
dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil
presiden, maka terbentuklah sejumlah partai politik yang kemudian menjadi
peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa
selanjutnya dalam sejarah kehidupan demokrasi kita. 2

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerde-
kaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers
yang mengandung revolusi kemerdekaan elemen-elemen demokrasi yang
lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang ada waktu
tersebut. Pemerintah harus merumuskan seluruhnya energinya untuk
bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga
kedaulatan negara agar kesatuan tetap terwujud.*®

Setelah negara memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia
berdaulat baik ke dalam dan ke luar, maka mengimplementasikan demokrasi
parlementer. Implementasi demokrasi parlementer tidak berjalan lancar, na-
mun jatuh bangun. Kabinet sering tidak berdaya, sehingga presiden dan
wakil presiden harus turun untuk menolong kabinet dari serangan
parlemen.*®

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, namun
fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi
kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dan mena-
namkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme. Karena keadaan yang

%Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi..., h. 11.
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tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal
itu sudah merupakan salah satu agenda politik yang utama. Pemilihan umum
yang sangat terbatas sifatnya dijelaskan di beberapa wilayah negara misal
DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Sulawesi.

b. Demokrasi Periode tahun 1950 — 1959

Menurut peneliti capaian demokrasi tahun 1950 sampai tahun 1959
adalah dilaksanakan pemilihan umum tahun 1955 yang paling demokratis
dengan peserta pemilihan umum multipartai.

Menurut VicherAdrin bahwa pencapaian yang patut dibanggakan
yaitu pemilihan umum tahun 1955. Sebuah pemilihan umum yang dikenang
sebagai salah satu pemilihan umum yang paling demokrasi sepanjang sejarah
Indonesia. setelah pemilihan umum itulah parlemen yang sebenarnya baru
terbentuk parlemen hasil pemilihan umum ternyata cukup beragam dan
sering kali terjadi pertentangan yang keras. Kabinet-kabinet masih juga tidak
berusia panjang.®

Menurut Mohammad Hatta kemelut ini dipicu oleh hasrat “berbagai
rezeki” dan mengutamakan golongan sendiri. Golongan karya dan partai
politik telah jauh dari tujuan bukan kendaraan atau alat untuk melangsung-
kan kehidupan bernegara demi terciptanya tujuan negara.*?

Demokrasi periode 1950-1959 belum dapat diterapkan pola pelak-
sanaan demokrasi. Hal ini disebabkan dalam bidang pemerintahan dan
masyarakat secara jelas, kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai
demokrasi liberal. Sering dengar jika lembaga eksekutif berada posisi yang
“kalah kuat” dibanding dengan partai-partai sehingga pemerintah senantiasa
jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak adil.*®

Menurut Zamroni ada 6 (enam) karakteristik dari model demokrasi
periode 1950-1959 yang disebut model liberal, yaitu”

1) Terdapat sistem dan mekanisme kompetensi di bidang politik yang
bertikai kompetensi di antara partai politik yang ada.

2) Terdapat kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan dengan
sejak era dan hak-hak untuk mengekspresikannya.

3) Terdapat sistem dan mekanisme peralihan kekuasaan yang jelas, terbuka
serta senantiasa didasarkan pada konstitusi yang ada.

4) Terdapat pengalihan adanya batas antara masyarakat sipil dan kekuasaan
negara.

5) Terdapat jaminan atas hak-hak yang dijamah oleh undang-undang untuk

3Vicker Adrian, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Insan Madani, 2011, h.
188-189.
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melakukan posisi atas kebijakan pemerintah.

6) Sistem dan mekanisme kerja negara, pemerintah dan partai-partai politik
berdasarkan konstitusi.**

Kelemahan-kelemahan demokrasi liberal, yaitu:

1) Konsep dan definisi liberal lebih memiliki formalitas, tetapi tidak dalam
level operasional.

2) Model demokrasi liberal memberikan jaminan adanya kebebasan sipil
atau adanya hak-hak milik pribadi.

3) Mengandung prinsip politik etnis dalam kerangka kebebasan dan
partisipasi.

4) Adanya pembatasan partisipasi masyarakat.

5) Sangat anti dan bersifat tidak toleran akan adanya perubahan yang
bersifat revolusioner.

6) Dalih menegakkan demokrasi, tidak segan-segan melakukan pemaksaan
dengan bayonet, tank dan bom.

7) Karakteristik pluralisme dalam model demokrasi liberal hanya sekedar
mitos saja.®

Menurut Affan Gaffar, demokrasi parlemen merupakan masa keja-
yaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat
kita temukan dalam perwujudan dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu:

1) Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat
tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan par-
lemen ini diperhatikan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya
kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan
jabatannya.

2) Akuntabilitas pemegang jabatan. Pemegang jabatan dan politisi pada
umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya par-
lemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah
kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh kongkrit dari
tingginya akuntabilitas tersebut.®

3) Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang
sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini
Indonesia menganut sistem banyak partai (multipartai sistem). Ada
hampir 40 partai politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang
sangat tinggi dalam proses rekrutan baik pengurus atau pimpinan
partainya maupun para pendukungnya.

4) Sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan hanya satu kali yaitu
tahun 1955 namun pemilihan umum benar-benar dilaksanakan dengan

%Zzamroni, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, Yogyakarta:
Ombal, 2013, h. 71.
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prinsip demokrasi kompetisi antara partai politik berjalan dengan
detensif. Partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan
bebas, kampanye dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka
mencari dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih. Tidak kalah
pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihannya
dengan bebas tanpa tekanan atau rasa takut.

5) Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar
mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara
dapat memanfaatkan dengan maksimal. Hak berserikat dan berkumpul
dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai
politik dan organisasi beserta pemilihan umum. Menaikkan peran yang
sangat besar dalam membangkitkan dinamika kehidupan politik terutama
sebagai alat kontrol sosial.

c. Demokrasi Periode tahun 1959 — 1965

Ada keterkaitan antara demokrasi periode 1959-1965 yaitu tentang
pelaksanaan dan berakhirnya pemilihan umum 1955 yang merupakan pemi-
lihan umum yang demokratis diikuti oleh multipartai. Sejak berakhirnya
pemilihan umum tahun 1955, Presiden Soekarno sudah mewujudkan gejala
ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal ini terjadi karena partai
politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang
mengapresiasikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Bahkan
pernah pada suatu kesepakatan di Istana Merdeka, beliau melontarkan ke-
inginan untuk membubarkan saja partai-partai politik.*’

Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat
gotong-royong dan kekeluargaan. Di samping itu Soekarno menekankan
bagaimana besarnya peran pemimpin dalam proses politik yang berjalan
dalam masyarakat kita. Soekarno kemudian mengusulkan agar terbentuk
pemerintahan yang bersifat gotong-royong yang melibatkan semua kelom-
pok politik yang ada termasuk partai komunis Indonesia yang selama ini
tidak pernah terlibat secara resmi dalam koalisi kabinet. Untuk mewujudkan
gagasan tersebut Soekarno menggunakan usulan yang dikenal sebagai
“konsepsi presiden”. Melalui konsepsi tersebut dibentuk dewan nasional
yang melibatkan semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan.®

Tantangan yang cukup lantang terhadap konsepsi demokrasi
terpimpin justru datang dari mantan orang nomor 2 yaitu Mohammad Hatta.
Mohammad Hatta melontarkan kritik sekaligus tawaran konsepsinya dalam
tulisan yang berjudul “Demokrasi Kita”. Tulisan tersebut dimuat dalam

¥ Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi..., h. 25.
% Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi..., h. 25.
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majalah Panji Masyarakat yang diasuh oleh tokoh muslim ternama Hamka.*

Mohammad Hatta dengan keras mengkritik Soekarno yang diketahui-
nya telah jatuh dalam kediktatoran. Menurut pendapat Mohammad Hatta
tidak akan bertahan lama, konsep yang dibangun oleh Soekarno bahwa
pemimpin harus memenuhi persyaratan yaitu pemimpin yang kuat. Selain
Soekarno tidak ada orang yang mampu berada di posisi pemimpin. Tidak ada
orang yang mempunyai kemampuan yang setara dengan kapabilitas
Soekarno. Apa jadinya jika suatu waktu Soekarno berhalangan tetap, artinya
tidak %zlpat melaksanakan demokrasi terpimpin harus digunakan secara
penuh.

Ciri-ciri politik pada periode ini adalah dominasi peran presiden,
terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunisme dan
meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik peme-
rintahan, periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik
demokrasi. Dekrit presiden 5 Juli 1959 dipandang sebagai usaha untuk
mencari jalan keluar dari berhentinya politik yang terjadi dalam sidang
konstituante. Begitu pula dalam Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan
bahwa masa jabatan presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali. Dengan dikeluarkannya ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. [II/MPRS/1963) menjelaskan
bahwa Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup berarti bertentangan
dengan ketentuan pasal 7 UUD 1945. Banyak terjadi penyimpangan pada
praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif artinya kekuasaan
presiden di bidang pemerintahan negara. Contoh presiden diberi wewenang
untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1964. Di bidang legislatif presiden dapat
mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan presiden nomor 14 tahun
1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mencapai
manfaat.*!

d. Periode tahun 1966 — 1998

Tumbangnya demokrasi yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno sempat
membawa harapan baru yaitu kehidupan yang lebih baik dalam demokrasi.
Banyak kalangan terutama kaum intelektual yang berkiprah dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi dan mahasiswa yang merupakan calon pemimpin
menaruh harapan pada aktor baru yang kemudian menyebut sebagai orde

*®Hamka dalam S Kahar dan Adib Susilo, Pokok-pokok Pikiran Bung Hatta,
Yogyakarta: Buku Kita, 2012, h.106.

““Mohamad Hatta, Demokrasi Kita, dalam Joko Suhendar dan Adit, Pokok-pokok
Pikiran Hatta..., h. 11.

“Rvi Purwati, “Perjalanan Demokrasi Indonesia, Jurnal Solusi, Volume 18 Nomor 2,
Mei 2020, h. 256.
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baru*® oleh Soeharto untuk membedakan diri dengan demokrasi terpimpin
Soekarno yang kemudian populer disebut orde lama. Mahasiswa dengan
semangat ikut merobohkan sisa-sisa bangunan konsepsi Soekarno.
Mohammad Hatta juga menaruh harapan terhadap orde baru.

Pertemuan-pertemuan diadakan untuk membahas konsep angkatan 66
untuk membangun orde baru. Jorgan orde baru adalah melaksanakan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Mereka lahir karena di masa orde lama banyak yang melanggar Pancasila
dan Undang-undang 1945. Demokrasi harus dibangun berdasarkan ketentuan
dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang
1945. Setiap gerakan dan tindakan yang menggeser Pancasila dan Undang-
undang 1945 harus diminimalisir walaupun harus dengan manipulasi
parlemen.*

Sejak Surat Perintah Sebelas Maret 1966 sampai tahun 1998 disebut
periode demokrasi Pancasila.*

Menurut penulis demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
berdasarkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam per-
musyawaratan rakyat yang dijiwai sila pertama ketuhanan yang maha esa,
sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan
Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di era Orde Baru pelaksanaan demokrasi Pancasila dijelaskan
ketetapan MPR No. I/MRPRI/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang
dapat diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga selain lem-
baga tinggi negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Indonesia.*

Setelah berakhir orde lama, maka diganti orde baru yang ditandai
dengan ikut serta para teknokrat dan dunia akademisi di pemerintahan dalam
kehidupan politik di Indonesia. akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemi-
kiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya orde
baru tersebut dalam pemerintahan pragmatis dan otoritas.*®

B. Paradigma Hukum Tata Negara

Yang peneliti maksud paradigma Hukum Tata Negara adalah hal-hal
yang dibahas dan diperbincangkan dalam Hukum Tata Negara yang
merupakan salah satu bidang ilmu hukum merupakan hukum materiil.

“’Deliar Noor, Moslem Nurani Bangsa, Jakarta: Kompas, 2012, h. 163-165.

*Nugroho Noto Susanto, ed. Tercapainya Konsensus Nasional, Jakarta: Balai
Pustaka, 1985, h. 49.

*“Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2009, h. 303.

*C.S.T Kansil dan Cristine ST. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta:
Bina Aksara, 2011, h. 108.

“Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 249.



45

Paradigma Hukum Tata Negara akan dibahas: 1. Definisi Hukum
Tata Negara, 2. Sumber Hukum Tata Negara, 3. Sejarah ketatanegaraan
Indonesia, 4, Lembaga eksekutif, 5. Lembaga yudikatif, 6. Lembaga
inspektif, 7. Hak Asasi Manusia.

1. Definisi Hukum Tata Negara

Definisi Hukum Tata Negara tidak ada yang sama antara pakar
Hukum Tata Negara yang satu dengan pakar Hukum Tata Negara yang lain.
Hal ini disebabkan 2 faktor, yaitu:
a. [Faktor-faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum.
b. Faktor perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara.

Dalam perkembangannya negara yang menganut sistem hukum yang
sama, berbeda dalam membuat definisi Hukum Tata Negara. Menurut
penulis hukum Negara Indonesia tidak menganut sistem hukum civil law
(Eropa kontinental) mutlak, alasannya dalam sistem hukum civil law (Eropa
kontinental) bahwa hukum hanya di undang-undang, selain di undang-
undang bukan hukum, hakim hanya sebagai corong (penerap undang-
undang), hukum tertulis dan dikodifikasi dalam undang-undang yang
sistematis. Indonesia condong ke sistem hukum civil law (Eropa kontinental)
karena asas hukum adalah asas legalitas, artinya harus ada undang-undang
yang dibuat oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang baru ada perkara
yang dilakukan oleh subjek hukum. Negara Indonesia tidak menganut sistem
hukum common law (anglo saxon). Dalam sistem ini ada perkara yang
dilakukan oleh subjek hukum diputus oleh hakim. Putusan hakim belakangan
harus terikat pada putusan hakim yang terdahulu.

Muhammad Kusnardi dan Hasmaily Ibrahim menjelaskan Hukum
Tata Negara adalah sekumpulan yang mengatur organisasi daripada negara,
hubungan alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta
kedudukan warga negara dan hak-haknya.*’Adapun menurut Dasril Pudjab
mengemukakan Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur
organisasi negara-negara, hubungan alat perlengkapan negara susunan dan
kewenangannya serta hak dan kewajiban warga negara.*® Sementara M.
Solly Lubis, Hukum Tata Negara adalah seperangkat peraturan mengenai
struktur pemerintahan negara, peraturan-peraturan mengenai bentuk dan
susunan negara, alat-alat perlengkapannya, tugas-tugas dan hubungan alat-
alat perlengkapan itu.*

Menurut Kusumadi Pudjosiswoyo, Hukum Tata Negara adalah
hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal dan bentuk

“"Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Ul, 1983, h. 29.

“*®Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rieneka Cipta, 1994, h. 6.

**M. Solly Lubis, Azaz Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1982.
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pemerintahan (kerajaan atau republik) yang menunjukkan masyarakat hukum
yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan lembaganya, yang
selanjutnya menegaskan wilayah dan rakyat serta masyarakat hukum itu dan
akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan/
penguasa dan masyarakat terdiri hukum itu beserta susunan terdiri dari
seogglng atau sejumlah orang susunan tingkatan dari alat-alat perlengkapan
itu.

IImu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang
mengkaji Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya, di samping banyak
cabang ilmu pengetahuan lainya yang menjadikan negara dan konstitusi
sebagai objek kajiannya. Misalnya, Ilmu Negara, IImu Politik, dan Hukum
Administrasi Negara.

Hukum negara adalah istilah lain Hukum Tata Negara, keduanya
terjemahan dari istilah bahasa Belanda “staatsrecht” yang dibagi menjadi
staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin
(dalam arti sempit). Hukum Tata Negara dalam arti luas mencakup Hukum
Tata Negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sedangkan
dalam arti sempit biasanya disebut Hukum Tata Negara.>

Di Inggris pada umumnya memakai istilah Constitusional Law,
penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata
Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol dan state law didasarkan per-
timbangan bahwa hukum negaranya lebih penting. Di Perancis orang mem-
pergunakan istilah Droit Constitutionnel yang dilawankan dengan Droit
Administrative. Di Jerman istilah Hukum Tata Negara disebut Verfassung-
srecht dan Verwaltungsrecht untuk istilah Hukum Administrasi Negara.

Istilah Hukum Tata Negara identik dengan istilah hukum konstitusi
yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari Constitutional Law, dalam
bahasa Perancis Droit Constitutionnel yang berarti hukum konstitusi, karena
objek kajian Hukum Tata Negara di samping negara sebagai objek kajiannya
terdapat unsur konstitusinya yang lebih menonjol.

Istilah Hukum Tata Negara dan hukum konstitusi di antara para ahli
hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah Hukum Tata Negara lebih luas
cakupan pengertiannya daripada istilah hukum konstitusi, cakupan penger-
tian hukum konstitusi lebih sempit karena dianggap hukum konstitusi hanya
mengkaji terbatas pada Undang-undang Dasar saja.

Demikian juga dengan pengertian konstitusi (dalam bahasa Inggris
constitution) dengan Undang-undang Dasar (dalam bahasa Belanda
gronwet), pengertian konstitusi lebih luas dari pada Undang-undang Dasar,

*Kusumadi Pudjosiswoyo, Pedoman Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Aksara
Baru: tth, h. 93.

*!Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara..., h. 22.

*2Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara..., h. 22.
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konstitusi memuat baik peraturan tertulis dan tidak tertulis sedangkan
Undang-undang Dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi,>® tetapi ada juga
yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-undang Dasar
seperti dalam disertasi Sri Soemantri, mengartikan konstitusi sama dengan
Undang-undang Dasar.>*

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “Hukum”,
“Tata”, “Negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Tata
yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga diterjemahkan
sebagai “tata tertib” dengan kata lain ilmu Hukum Tata Negara merupakan
cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan,
mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan,
dan mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara
struktur negara dengan warga negara.™

Di antara para ahli hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang
definisi Hukum Tata Negara, hal ini disebabkan beberapa faktor, faktor
perbedaan pandangan di antara para ahli hukum, faktor lingkungan dan
sistem hukum yang mereka anut. Berikut definisi Hukum Tata Negara
menurut beberapa ahli.

a. L.JVan Apeldoorn.

L.J. Van Apeldoorn menggunakan istilah Hukum Tata Negara
dengan istilah hukum negara. hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti
sempit, hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi
sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang
memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Untuk
membedakan dari hukum administratif, hukum negara disebut juga hukum
konstitusional (droit constitutionel, verfassungsreht) karena ia mengatur
konstitusi atau tatanan negara.®

b. Vollenhoven Van

Vollenhoven mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah
rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai
alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada
badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada
banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah

5% Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Cet. ke-22, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2002, h. 107-112.

> Sri Soemantri, “Prosedur dan Sistim Perubahan Konstitusi”, Disertasi, Bandung:
Alumni, 1987, h. 1.

* Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Cet. Pertama, Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Keseketariatan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 18.

% LJ. Van Apeldorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht.
diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar llmu Hukum, Cet. ke-30, Jakarta: Pradnya
Paramita, 2004, h. 292.
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kedudukannya.”’

c. J.H.A. Logemann

J.H.A Logemann memberikan pengertian Hukum Tata Negara adalah
hukum yang mengatur organisasi negara. negara adalah organisasi jabatan-
jabatan,”® termasuk pengertian inti Hukum Tata Negara adalah jabatan.*
Jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan adalah pribadi yang khas bagi
Hukum Tata Negara. Logeman mendefinisikan jabatan sebagai sebuah
lingkungan kerja yang awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk
ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk
diwakili oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh
karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas.®

d. Moh Kusnardi dan Harmaily lbrahim

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya “Pengantar
Hukum Tata Negara Indonesia”, Hukum Tata Negara dapat dirumuskan
sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada
negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan

herizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia”.®*

e. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara
(kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik),
yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan,
beserta tingkatan-tingkatannya (hierarki), yang selanjutnya mengesahkan
wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan
akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu,
beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang,
tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

f. Moh Mahfud MD

Moh Mahfud MD membagi ke dalam dua istilah Hukum Tata Negara
yaitu “hukum” dan “negara”. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan
mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi
yang dapat dipaksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di

>"Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas llmu Negara dan Politik, Cet. ke-2, Bandung: PT
Eresco, 1981, h. 2.

%J.H.A Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht, terjemahan oleh
Makkatutu dan J.C. Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th, h. 129.

*%JH.A Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht..., h. 106.

%JH.A Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht..., h. 106.

' Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara..., h. 22.

82Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, cet. ke-10
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 86.
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antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai
cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai
pemerintah yang berdaulat. Pengertian Hukum Tata Negara adalah peraturan
tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.®

g. Jimly Asshiddigie

Menurut Jimly Asshiddigie pengertian Hukum Tata Negara adalah
cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma-norma hukum
yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik
kenegaraan berkenaan dengan (i). Konstitusi yang berisi kesepakatan
kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama
dalam suatu negara, (ii). Institusi-institusi kekuasaan negara berserta fungsi-
fungsinya, (iii). Mekanisme hubungan antara institusi itu, serta (iv). Prinsip-
prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara.®*

2. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

B. Hestu Cipto Handoyo membagi sejarah ketatanegaraan Indonesia
menjadi periodisasi sebagai berikut:
a. Periode sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945%

Pada masa ini penjajahan Belanda, Indonesia dikenal dengan sebutan
Hindia Belanda. Dengan demikian Indonesia merupakan bagian kerajaan
Belanda yang pemerintahannya sentralistik. Pengaturan pemerintahan Hindia
Belanda terdapat dalam pasal 1 UUD Kerajaan Belanda yang dikenal dengan
indische staatsregeling. Susunan pemerintahan Belanda adalah raja merupa-
kan pejabat tertinggi. Dalam implementasinya pemerintahan oleh gubernur
jenderal walaupun gubernur jenderal tidak melaksanakan pemerintahan na-
mun ratu yang bertanggung jawab kepada parlemen dengan demikian sistem
pemerintahan yang berlaku ada jaman penjajahan Belanda adalah sistem
pemerintahan kabinet.®®

Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada
pada masa Hindia Belanda sebagai berikut:

1) Undang-undang Dasar kerajaan Belanda 1938
a) Pasal 1 Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda.
b) Pasal 62 Ratu Belanda memegang pemerintahan tertinggi atas pe-
merintah Indonesia dan gubernur jenderal atas nama Ratu Belanda.

% Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi revisi, Cet
ke-2, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 63-64.

% Dian Aries Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara, Sleman: STPN Press,
2017, h. 6-11. Jimly Ashiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, cet ke- 1,
Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R1, 2006, h. 36.

®B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, h. 68.

8B, Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Indonesia..., h. 69.
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c) Pasal 63 Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang
soal-soal intern Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-
badan di Indonesia kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

2) Indische Staatsregeling (IS) pada kenyataannya adalah undang-undang
masa pemerintahan Belanda, namun berhubung materi muatan mengatur
pokok-pokok Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia yang me-
rupakan Hindia Belanda maka secara materiil indische staatsregeling
dapat dianggap Undang-undang Dasar Hindia Belanda.®” Adapun bentuk-
bentuk peraturan perundang-perundangan dikenal pada masa pember-
lakuan Indische staatsregeling yaitu:

a) Wet: dibentuk oleh Badan Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu
mahkota (ratu bersama-sama dengan menterinya dan parlemen).

b) AlgenrenMeantrgelen Van Bestuir (AMVB) dibentuk oleh mahkota
sendiri.

c) Ordonantie dibentuk oleh gubernur jenderal bersama-sama dengan
volksraad.

d) Regereingverdoerin (RV) peraturan yang dibentuk oleh gubernur
jenderal sendiri.®®

Keempat peraturan perundang-undangan tersebut disebut

Algemene Vordering (Peraturan Umum). Di samping itu juga dikenal

adanya local vordering (peraturan lokal) yang dibentuk oleh pejabat yang

berwenang di tingkat lokal seperti gubernur, bupati, wedana dan camat.®®

Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda yang tampak adalah sebagai
berikut:

1) Kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal
dengan kewenangan yang luas dan dibantu oleh Road Van Indi (Badan
Penasihat).

2) Kekuasaan kehakiman ada pada HogeRechshof (Mahkamah Agung).

3) Regues kewenangan dilakukan oleh Algmeen Peken Komes.

Struktur ketatanegaraan tersebut berlangsung damai dengan pendu-
dukan bala tentara Jepang dan berakhir pada saat Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia 17 Agustus 1945.”

Menurut propaganda yang dilancarkan oleh Jepang kedatangannya di
Indonesia ini bukannya untuk menjajah melainkan untuk membesarkan
saudara mudanya yaitu bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.
Pada realitasnya kedatangan Jepang untuk menjajah Indonesia. Adapun bukti
yang dapat dijabarkan adalah melakukan kekejaman dan penindasan

%'B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 69.

®830ehino, Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta:
Liberti, 1986, h. 86.
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terhadap bangsa Indonesia.”

Dalam rangka melakukan mobilisasi rakyat Indonesia langkah per-
tama yang dikemukakan oleh Saikho Shikikan adalah membentuk organisasi
gerakan tiga A yang dijiwai oleh semboyan Jepang cahaya abadi, Jepang
pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia pada 29 April 1942 yang
dipimpin oleh Mr. Syamsuddin seorang nasionalis yang kurang terkenal
tujuannya adalah sebagai upaya menanamkan tekad penduduk agar berdiri di
belakang pemerintahan militer Jepang.’

Pada tanggal 9 Maret 1943 pemerintah militer Jepang meresmikan
berdirinya Poesat Tenaga Rakyat (Putra) di bawah pimpinan empat serangkai
yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur.
Kewajiban Poetra adalah memimpin rakyat untuk bersama-sama menghapus
pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam usaha
mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan Indonesia Je-
pang, membina dan mempersatukan potensi bangsa Indonesia untuk kepen-
tingan Jepang. Daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan angkatan laut
berkedudukan di Makasar. Harapan utama Jepang terhadap Jawa Hakaoi
adalah lahirnya sikap rakyat Indonesia tentang kesengsaraan yang menimpa
rakyat bukan hasil kinerja pemerintah pendudukan Jepang, melainkan hasil
kerja para pemimpin pergerakan.”® Dalam pendudukan bala tentara Jepang,
pada dasarnya tidak ada perubahan pemerintah mengganti nama-nama
dengan bahasa Jepang dan jabatan-jabatan yang dahulunya diduduki orang-
orang Belanda diganti oleh orang-orang bangsa Jepang.”

Sesuai politik pemerintahan bala tentara Jepang, Indonesia dibagi 2
(dua) daerah, yaitu:

1) Daerah yang meliputi Pulau Sumatera berada di bawah kekuasaan
angkatan darat, berkedudukan di Bukit Tinggi.

2) Daerah yang meliputi Pulau Jawa di bawah kekuasaan angkatan darat,
berkedudukan di Jakarta.

b. Periode setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 terdiri dari:

Negara republik Indonesia menyatakan kemerdekaan tanggal 17
Agustus 1945 namun penetapan Undang-undang Dasar 1945 di hari berikut-
nya tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu ketatanegaraan Indonesia ada
penyimpangan antara lain dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X
Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945 berdasarkan usul BPKNIP, maka

"Soehino, Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia..., h. 12.

?Arman dan Muhammad Ferdi Aditya, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia,
Yogyakarta: Ombak, 2019, h. 60.

Arman dan Muhammad Ferdi Aditya, Sejarah Ketatanegaraan Republik
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pada tanggal 14 November 1945 di Negara Indonesia terjadi perubahan
sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.
Hal ini bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 yang
menganut sistem kabinet presidensial dengan menunjuk Moh. Hatta sebagai
Perdana Menteri Kabinet Parlementer Pertama. Sebelumnya itu pada tanggal
3 November 1945 pemerintah juga mengeluarkan maklumat yang berisi pe-
merintah pembentukan partai-partai untuk menyongsong pemilihan yang
akan diselenggarakan.”

Pada periode pertama pemberlakuan Undang-undang Dasar 1945
terjadi perubahan ketatanegaraan dari otoriter menjadi demokratis. Dasar
konstitusional tidak perlu dipersoalkan, karena pada kenyataannya maklumat
tersebut langsung berlaku dan diikuti dalam praktik ketatanegaraan meskipun
tanpa disertai pencabutan undang-undang dasar 1945. Paling tidak ada 2
(dua) alasan bahwa Maklumat Wakil Presiden Nomor X tahun 1945
konstitusional:

Pertama, maklumat yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden atas nama
Presiden yang ketika itu memegang kekuasaan Majelis Permusyawatan
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan
Agung (DPA) dengan sebuah badan yang dikenal dengan sebutan komite
nasional. Ketentuan ini diatur dalam pasal IV aturan peralihan Undang-
undang Dasar 1945, yang menjelaskan sebelum MPR, DPR, dan DPA
dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan
oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Kedua, maklumat yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden dapat
dipandang sebagai konvensi ketatanegaraan yang dalam Hukum Tata Negara
merupakan hukum yang tidak tertulis, tidak diatur dalam Undang-undang
Dasar dan dipraktikkan dalam penyelenggaraan negara yang dapat meleng-
kapi dan mendominasi hukum dasar yang tertulis. Maklumat tersebut
diterima oleh lapisan masyarakat.”®

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber
hukum bagi pembentukan negara kesatuan RI. Mewujudkan Negara
Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, ras, dan
golongan menjadi negara kesatuan. Negara kesatuan adalah sudah final tidak
akan diubah oleh majelis permusyawaratan rakyat, sudah harga mati. Negara
RI sudah memproklamirkan kemerdekaan, namun bukan merupakan tujuan
semata, namun hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan
negara yaitu membentuk masyarakat madani, adil, dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen
Konstitusi, Jakarta: LP3S, 2007, h. 26.
"®Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara..., h. 26-27.
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Adapun secara khusus Proklamasi kemerdekaan R1 memiliki arti:

1) Lahirnya negara kesatuan RI.

2) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah berjuang berpuluh-
puluh tahun sejak 20 Mei 1908.

3) Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Pemerintah Indonesia
bermula sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya
pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17
Agustus 1945 disaksikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI). Dalam mempersiapkan Indonesia merdeka PPKI mengadakan
beberapa kali sidang, yaitu:

1) Sidang pertama, 10 Agustus 1945 untuk menetapkan:

a) Pembentukan Undang-undang Dasar 1945

b) Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta
sebagai Wakil Presiden RI.

c) Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah
komite nasional (yang semula bernama PPKI).

2) Sidang kedua, 14 Agustus 1945, menetapkan:

a) Pembentukan 12 departemen pemerintahan.
b) Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan tiap provinsi
dibagi ke dalam keresidenan.”

Dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden atas dasar Undang-
undang Dasar 1945, maka secara formal sempurnalah negara RI. Sejak saat
tersebut syarat konstitutif adanya negara telah terpenuhi, yaitu:

1) Rakyat Indonesia, yaitu bangsa Indonesia.

2) Wilayah negara Indonesia, yaitu tanah air Indonesia yang dahulu
dinamakan Hindia Belanda

3) Kedaulatan baik dari dalam maupun dari luar.”

Proklamasi kemerdekaan RI adalah pernyataan sepihak tentang
kemerdekaan dari suatu bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri
(selftdetermination). Oleh sebab itu proklamasi (deklarasi) kemerdekaan
mempunyai 2 (dua) aspek atau dimensi, yaitu:

1) Kebebasan dari belenggu kekuasaan negara lain, dalam hal ini Belanda
yang pernah menjajah Indonesia ditumbangkan oleh bala tentara Jepang.
Indonesia telah melepaskan tata hukum Belanda.

2) Kemerdekaan juga berarti mengambil kekuasaan tertinggi baik secara
paksa maupun perjanjian sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri.

""CST Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, h. 34.

®Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, Jakarta: Pranada Media, Edisi Pertama, Cet. Kedua, 2010, h. 112.
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Berdasarkan rumusan (teks) proklamasi yang dikumandangkan oleh
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, maka di dalamnya termuat 3 (tiga) sub-
stansi pokok yang selanjutnya disebut norma hukum pertama. 3 substansi
pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pernyataan kemerdekaan mengandung arti sebagai pernyataan akan
kedaulatan penuh dalam mengatur atau mencoba sistem ketatanegaraan
sendiri.

2) Pemindahan kekuasaan dan hal-hal diselenggarakan sesingkat-singkat-
nya. Dengan demikian akan dibentuk dasar hukum ketatanegaraan
Indonesia di berbagai peraturan perundang-undangan dan untuk meleng-
kapi sistem ketatanegaraan Indonesia,

3) Proklamasi kemerdekaan merupakan pemberitahuan kepada seluruh
rakyat Indonesia dan masyarakat internasional bahwa telah berdiri satu
negara baru dan berdaulat, yakni Negara Republik Indonesia dengan
bentuk dan susunan pemerintahannya akan diatur olenh Undang-undang
Dasar 1945.%

Dasar hukum proklamasi adalah proklamasi itu sendiri hal ini
disebabkan proklamasi itu sendiri diterima atau dasar kenyataan dan
dikehendaki oleh seluruh bangsa Indonesia (solis populisupremelex: kehen-
dak rakyat adalah hukum yang tertinggi). Dengan demikian proklamasi
adalah norma pertama dari tata hukum Indonesia, artinya bahwa proklamasi
adalah norma yang adanya pertama kali karena menjadi dasar bagi
berlakunya norma-norma lainnya.®*

Dikarenakan oleh penjatuhan bom atom yang pertama, maka pihak
sekutu di Herosima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 4 Agustus
1945 maka Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Il dan
menyatakan menyerah tanpa syarat dengan inisiatif sendiri kepada kepada
pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan kejadian tersebut maka
pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan.
Dengan adanya proklamasi kemerdekaan yang telah memenuhi unsur kon-
stitusi terbentuknya negara Republik Indonesia.Negara republik Indonesia
menyatakan kemerdekaan RI diketahui oleh Belanda. Belanda mempunyai
keinginan untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, oleh karena itu Belanda
dengan berbagai cara berusaha menduduki wilayah negara republik yang
merupakan salah unsur konstitusi berbentuk negara cara yang ditempuh
Belanda adalah membonceng tentara sekutu yang tugasnya melucuti tentara
Jepang dgzlndonesia setelah Jepang menyatakan kekalahannya dalam Perang
Dunia Il.

8B Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 75.
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Belanda dapat menduduki beberapa wilayah negara republik Indone-
sia. Daerah-daerah yang diduduki Belanda merupakan daerah kecil yang
bersifat kedaerahan dengan pemerintahannya. Dengan demikian ada 2
pemerintahan, yaitu:

1) Pemerintah Republik Indonesia Sementara yang mempertahankan kemer-
dekaannya dan kedaulatannya baik berharap pihak Belanda maupun ter-
hadap dunia luar berdasarkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal
17 Agustus 1945.

2) Pemerintah Negara kecil yang didirikan oleh atas paling tidak atas
bantuan Belanda.®®

Pasal 1 ayat (62) UUD 1945 menjelaskan kedaulatan Indonesia
Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat dan senat. Berdasarkan ketentuan tersebut Ismail Sunny berpendapat
bahwa yang memegang kedaulatan dalam republik Indonesia serikat adalah
negara.>*

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi Republik
Indonesia Serikat sebagai berikut:

1) Badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan secara tajam, artinya
baik perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap
menjadi anggota parlemen.

2) Menganut sistem pertanggungjawaban menteri, namun tidak dikenal
presiden dapat membubarkan DPR.

3) Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah
bersama parlemen.

Ismail Sunny berpedoman sistem kekuasaan di atas konstitusi Repub-
lik Indonesia Serikat maupun teori pemerintahan kekuasaan dalam arti
formal.®® Menurut ketentuan yang diatur dalam konstitusi Republik
Indonesia Serikat 1945 sistem pemerintahan kabinet parlementer. Dengan
sistem pemerintahan di mana kabinet bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan kabinet
apabila pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kabinet tidak diterima
Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya kabinet yang dapat dibubarkan
namun juga dapat diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat apabila
kebijaksanaannya ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan
kabinet parlementer biasanya dianut oleh negara-negara demokrasi atau
pemerintahan rakyat yang representatif dengan sistem pemerintahan
kekuasaan namun badan-badan yang diserahi kekuasaan atau wewenang
antara badan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan tersebut

#30ehino, Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia..., h. 36.
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adalah merupakan hubungan yang timbal balik keduanya bersifat politis.
Apabila salah satu badan kebijakannya tidak dapat diterima oleh badan yang
lain, maka dapat dibubarkan.®

Eksekutif mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakannya
dalam melaksanakan kinerjanya tidak tergantung pada Dewan Perwakilan
Rakyat. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban eksekutif terhadap
Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun eksekutif mempunyai kebebasan
untuk menentukan kebijakan dan inisiatif, namun lembaga yang memegang
kekuasaan harus diminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku
tentang kebijakan pemerintah.®” Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan
kedaulatan rakyat oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Sampai
waktu 17 Agustus 1950 berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Pemberlakuan konstitusi Republik Indonesia Serikat bertentangan dengan
pasal 1 Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang dasar 1945
merupakan negara kesatuan bukan negara bagian.®

Menurut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 bahwa
kedaulatan rakyat didahulukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.
Oleh karena itu Ismail Sunny berpendapat bahwa UUDS 1950 tidak
menganut teori Jean Bodin yang menyatakan bahwa kedaulatan itu bulat,
tidak boleh dipecah-pecah, namun secara tegas prinsip kedaulatan yang
dibagi-bagi (deviden severignity).%°

Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD
1945 negara kesatuan:
1) Penghapusan senat.
2) Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri dari atas golongan DPR
3) Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama komite nasional pusat disebut

majelis perubahan Undang-undang Dasar dengan hak mengadakan
perubahan dalam UUD baru.

4) Konstitusi terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu.

Memperhatikan sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950
terlihat bahwa sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 adalah sistem
parlementer. Tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan kepada menteri-
menteri hak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada negara
sebagai puncak pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat, karena
kepala dianggap tidak pernah bersalah (thekingcandonowrong).*

Pertanggungjawaban kabinet dapat bersifat ekstra parlementer atau
reksa kabinet namun tidak dapat bersifat kabinet presidensial yang tidak

#350ehino, Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia..., h. 66.
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bertanggung jawab. Berulang kali Presiden Soekarno menjelaskan dalam

berbagai rapat raksasa, bahwa beliau bukan saja presiden konstitusional,

namun beliau juga pimpinan rakyat sebagai bapak negara dan pemimpin rak-
yat beliau wajib tiap-tiap hukum memberi amanat kepada kelompok rakyat.*

Dengan diberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945 dan
lembaga-lembaga negara yang digariskan oleh undang-undang dasar 1945
belum lengkap, maka dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1) Pembaharuan susunan dewa perwakilan rakyat melalui penetapan nomor
3 tahun 1960.

2) Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong dengan
Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.

3) Untuk melaksanakan Dekrit Presiden oleh presiden dikeluarkan Peneta-
pan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan dilanjutkan dengan penyusunan Majelis Permu-
syawaratan Sementara dengan Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun
1960.

4) Dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang Dewan
Pertimbangan Agung Sementara.*?

Ditinjau dari aspek konstitusional langkah-langkah Presiden dalam
membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Sementara melalui penetapan presiden melanggar
UUD 1945 yang berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah
tersebut didahului pembubaran DPR hasil pemilu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1953. Dalam perundang-undangan tidak dikenal
bentuk/jenis penetapan presiden. Dalam melakukan langkah-langkah tersebut
dianggap berlandaskan pada pasal 1V aturan peralihan UUD 1945, hal
tersebut tetap melanggar konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 karena
Dewan Perwakilan Rakyat sudah terbentuk melalui pemilu 1945 yang diikuti
oleh multipartai, momen pemilu yang terkenal paling demokratis.”

Sejak diberlakukan kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden
5 Juli 1959 ketentuan dalam ukuran dasar yang tertulis belum dapat
dilaksanakan secara optimal. Berikut ini dijelaskan 2 contoh yang
menyimpang dari hukum dasar yang tertulis:

1) Lembaga negara yang netral dalam penyelenggaraan negara misal MPR,
DPR, dan DPA belum terbentuk sesuai perundang-undangan yang sah
dan berlaku. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk masih bersifat
sementara.

2) Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

*Soehino, Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan..., h. 83.
%2B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia ..., h. 102.
%8B, Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 103.



58

Nomor 11I/MPRS/1963 pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup.
Hal ini melanggar ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.**
Prosedur kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dilakukan berdasar-
kan konstitusi dan ditetapkan oleh Dewan Menteri sebagai berikut:*®

1) Setelah terdapat kata sepakat antara Presiden dan Menteri, maka
Pemerintah mohon dilaksanakan sidang pleno konstitusi.

2) Atas nama pemerintah disampaikan oleh Presiden didasarkan oleh
presiden amanat berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 kepada konstituante
yang berisi anjuran supaya UUD 1945.

3) Jika anjuran itu diterima oleh konstitusi maka parlemen atas dasar
ketentuan pasal 137 UUDS 1950 mengumumkan dengan keluaran itu
dilakukan dengan suatu program yang ditandatangani dalam suatu sidang
pleno konstituante di Bandung oleh Presiden, para Menteri dan para
anggota konstituante.

4) Dengan ditetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara RI Presiden RI m
memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.

5) Kabinet hanya menyiapkan Rancangan Undang-Undang kepartaian dan
Rancangan Undang-Undang Pemilu 1953 untuk disampaikan kepada
DPR.

6) Baru sesudah pemilu selesai maka DPR baru diajukan Rancangan
Undang-Undang tentang:

a) Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung dengan beranggota juga
wakil-wakil golongan fungsional.

b) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari
DPR dan golongan (golongan fungsional).

7) Selanjutnya dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden menurut
ketentuan pasal 6 UUD 1945.

Pembentukan UUD yang baru bernama konstituante, konstituante telah
menyelenggarakan berbagai sidang. Dalam berbagai sidang dibahas
pergantian UUDS 1950, namun konstanta telah berhasil membuat rumusan
tentang UUD yang dapat sebagai pengganti UUDS 1950. Berhubung
berhenti kerja konstituante pada tanggal 22 April 1959 presiden
menyampaikan amanat kepada konstituante yang berisi anjuran kepada
pemerintah agar untuk kembali ke UUD 1945. Amanat presiden diperdebat-
kan dalam suatu pandangan umum sidang konstituante tanggal 24 April
sampai 13 Mei 1959 serta tanggal 16-26 Mei 1959.%

%B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 103.
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Kedudukan presiden berbeda antara sistem ketatanegaraan menurut
UUD 1945 dengan sistem ketatanegaraan menurut UUDS 1950. Kedudukan
presiden menurut UUD 1945 hanya berkedudukan sebagai kepala negara,
sedangkan kedudukan presiden menurut UUDS 1950 sebagai berikut:

1) Kepala negara.

2) Kepala pemerintahan dan

3) Pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.”’

Dengan memperhatikan kalimat keempat dekrit presiden tanggal 5
Juli 1959 yang menyatakan bahwa dengan dukungan bagi terbesar rakyat
Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa
menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum dikeluarkan dekrit
presiden 5 Juli 1959 adalah hukum darurat negara (Staatmoonrecht). Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong berpendapat bahwa yang menjadi dasar
hukum dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah hukum darurat
negara. Dalam memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
mengenali sumber tertib hukum RI dan tata perundang-undangan sudah
diterima dan dikumpulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XXIMPRS/ 1966.%

Era orde baru mulai tahun 1966 dengan adanya pergantian kepemim-
pinan dari Soekarno ke Soeharto. Titik berat penyelenggaraan pemerintahan
pada aspek politik dalam rangka ke berbaikan pembangunan nasional sistem
ketatanegaraan yang menonjol di era orde baru:

1) Konsep dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2) Pengutamaan golongan karya

3) Kekuasaan di tangan eksekutif.

4) Diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan
rakyat.

5) Kebijakan dipolitisasi khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep
masa mengambang (floatingmean).

6) Kontrol arbiter atas kehidupan pers.”

Supersemar adalah tanggal sejarah lahirnya orde baru atas kepemim-
pinan Soeharto. Dengan ditetapkan Supersemar maka terjadi pergantian
presiden dari Soekarno oleh Soekarno. Soeharto diberi kekuasaan untuk
mengatasi keadaan bahaya melakukan tindakan sebagai berikut:

1) Tanggal 12 Maret 1966 Soeharto mengeluarkan keputusan No. 3/1966

*’Soehino, Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia..., h. 98.
%30ehino, Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia ..., h. 98.
*Mochtar Pabotinggi, sebagaimana dikutip oleh Syamsudin Haris dan Riza Sihabudi,
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tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-
ormasnya. Pembubaran PKI adalah tuntutan rakyat sebagaimana tertuang
dalam Tritura (Tiga tuntutan Rakyat).

2) Membersihkan kabinet dari unsur pres.
Dengan adanya pengumuman presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966
Presiden Soeharto dilakukan penangkapan beberapa menteri kabinet
Dwikora yang disangka tersangkut PKI. Di antara para menteri yang
ditangkap terdapat menteri luar negeri Subandrio.*®

3) Penataan lembaga-lembaga pemerintahan
Tujuan penataan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menertibkan
kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan dan kehidupan yang di-
harapkan untuk mewujudkan tujuan ini, angkatan darat melancarkan
gerakan kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen langkah
selanjutnya adalah menata Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dengan membersihkan anggota dari unsur Partai Komunis Indonesia.

4) Pembentukan kabinet Ampera

Berdasarkan ketetapan MPRS/XIII/MPRS 1966 Jenderal

Soeharto membentuk kabinet Ampera. Kabinet Ampera diresmikan pada
tanggal 28 Juli 1966. Dualisme kepemimpinan tidak dapat dihindarkan.
Tiga tokoh utama dalam kabinet Ampera adalah Soeharto, Sri Sultan
Hamengkubowono IX, dan Adam Malik. Tugas pokok kabinet Ampera
adalah melaksanakan dwi dharma dan programnya Catur Karya. Program
catur karya antara lain:
a) Menyelenggarakan pemilu.
b) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
c) Khusus perjuangan melawan impreliasme dan kolonial.

Dalam kenyataannya pemerintah di era orde baru berhasil dalam
bidang stabilitas politik melalui pendekatan keamanan. Pembangunan fisik di
masa ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Di lain pihak telah
terjadi pembelengguan hak politik warga negara sebagai pemegang
kedaulatan. Puncak dari keadaan semacam ini terjadinya gerakan reformasi
sebagai akibat adanya kritis multinasional pada akhir tahun 1977 dan awal
tahun 1998. Keadaan di waktu itu tidak mampu di atasi dan diselesaikan oleh
pemerintah orde baru. Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto yang
telah menjabat selama +30 tahun meletakkan jabatan pada tanggal 20 Mei
1998 dan diganti oleh wakil presiden BJ. Habibi.'*

Terdapat pro dan kontra terhadap pergantian kepemimpinan dari
Soeharto ke BJ Habibi. Yang pro berdasarkan pasal 8 UUD 1945 yang
menjelaskan apabila presiden berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan

1% Arman dan Mohammad Fendi Aditiya, Sejarah Ketatanegaraan RI..., h. 149.
1918 Hestu Cipta Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 111.
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kewajibannya diganti oleh Wakil Presiden sampai masa jabatan presiden
habis. Yang kontra penggantian itu tidak ditandai dengan penyerahan
kembali menurut yang diterima oleh Soeharto kepada MPR.**

Dengan berakhirnya pemerintahan Soeharto yang menjadi presiden
era orde baru setelah tahun 1998 merupakan era reformasi yang fokus
menata Kketatanegaraan Indonesia. Konsolidasi ketatanegaraan di era
reformasi perubahan dan penggantian peraturan perundang-undangan yang
tidak responsif dan tidak mampu mengatur kehidupan berbangsa dan
bernegara. Peraturan-peraturan yang dimaksud:

1) Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 tentang referendum.

2) Undang-undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum.

3) Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan federal.

4) Paket undang-undang politik (Undang-undang MPR DPR, Pemilu dan
Parpol dan golongan karya.®®

Dalam perjalanannya sistem ketatanegaraan Indonesia sangat
mengalami yang sangat mendasar sejak adanya perubahan UUD 1945 yang
dilakukan olen MPR pada tahun 1999 sampai 2020. Perubahan yang
dilakukan adalah untuk membangun pemerintah yang terdapat check and
balance yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan
mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjadi dan melindungi
hak asasi manusia.'*

Menurut Jimly Asshidiqy bahwa prinsip paham pemisahan atau pem-
bagian kekuasaan penting untuk dijernihkan bahwa pilihan keduanya akan
sangat mempengaruhi negara secara keseluruhan dengan penerapan prinsip
check and balance antara lembaga-lembaga negara termasuk dengan fungsi
kekuasaan dengan keberadaan MPR dan bahkan dengan format dan format
penyusunan perundang-undangan.'®

Setelah perubahan keempat UUD 45 maka sistem ketatanegaraan
Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan dan merupakan keputusan
final.

b. Sistem pemerintahan negara adalah sistem presidensial di mana presiden
dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

c. Sistem keparlemenan menggunakan SOF bercorak sistem dengan sistem
3 kamar karena MPR, DPR dan DPD masing-masing mempunyai ketua.

1928 Hestu Cipta Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 111.

1938 Hestu Cipta Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 113.

1%Mahkamah konstitusi, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai
Institusi Peradilan Yang Merdeka dan Terpercaya, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004, h.
3.

1%Jimly Asshidieqi, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam
UUD 1945, Yogyakarta: Titi Pers, 2005, h. 12.



d. Dewan anggota parlemen (DPR, DPD) dipilih melalui pemilu.
e. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

f. Sistematis UUD 45 hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubu
g. Hubungan alat perlengkapan negara dengan garis vertikal memperguna-
kan asas desentralisasi dan tugas pembangunan dengan otonomi luas.

h. Dibentuk mahkamah konstitusi yang memegang 4 tugas dan kewajiban.

106
h.

C. Sistem Demokrasi dalam Islam

Banyak hal yang cukup kontroversial di kalangan pakar muslim salah
satunya tentang demokrasi. Wajar terjadi kontroversial tentang demokrasi
karena demokrasi bukan berasal dari ajaran Islam namun berasal dari dunia
barat. Akar historis demokrasi di dunia barat berbeda dengan Islam. Ada
pandangan demokrasi memiliki landasan substansi yang berbeda berasal dari
Barat murni pemikiran manusia, sedangkan demokrasi dalam Islam berdasar-
kan al-Qur’an yang merupakan sumber dari segala sumber dan diperjelas
dengan hadis dan sumber lainnya.*”’

Istilah demokrasi dipergunakan dalam satu sistem dalam Islam untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjadi perde-
batan di kalangan umat Islam. Gelner Hall mengemukakan bahwa Islam
mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar familyresbneci dengan demokrasi.
Robert M. Belah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerin-
tahan yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan
partisipatif. Beliau menilai apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW
adalah terlalu modern untuk zamannya. Berhubung kurangnya sumber daya
manusia, demokrasi enginering tidak tercapai untuk dipertahankan.*®

Agama merupakan instrumen Illahi untuk memahami dunia yang
fana. Manusia mempunya pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia.
Dalam kerangka ini, Islam mempunyai kesulitan untuk menerima penulis
seperti itu. Salah satu utamanya adalah sifat ada di mana Islam artinya
diharapkan menurut Islam berada, Islam hendaknya dijadikan pedoman
untuk melaksanakan perbuatan.'®

Hal yang harus diperhatikan bahwa semangat berdiri, Islam meliputi
2 aspek. Aspek agama dan aspek masyarakat atau politik/kenegaraan.
Dengan demikian Islam tidak mengenal pemilu antara hal yang bersifat

1088 Hesti Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia..., h. 113-114.

Abdul Aziz Thaha, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema
Insani Press, 1996, h. 43.

1%8Robert M. Bellah, Islamic and the Problem of Modernazation dalam kumpulan
tulisannya Beyond Bellah; Essay and Religion, Unversity TraditionalistBef Kelly:
University of California Press, 1994, h. 151.

%Bahtiar Efendi, Islam Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, dalam agama
dan Demokratisasi Kasus di Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 2011, h. 86.
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spiritual dengan yang bersifat temporal, namun mencakup 2 hal tersebut,
Islam merupakan agama yang memberikan pedoman (etik) bagi setiap aspek
kehidupan.*'°

Islam berdasarkan syariah harus berdasarkan 4 (empat) prinsip, yaitu
a. mengakui kedaulatan Tuhan, b. Mendirikan otoritas Nabi Muhammad, c.
memiliki status wakil Tuhan (khalifah fil ardh) dan Menerapkan syariah.
Dengan adanya 4 (empat) prinsip dalam negara pemegang kedaulatan se-
sungguhnya berada pada Tuhan. Al-Maududi menyebut bukan negara
teokrasi, namun theo-demokrasi. Sistem ini tidak sama dengan sistem
teokrasi yang pernah diterapkan oleh agama Kristen dalam sistem teo-
demokrasi kaum Muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di
bawah pengawasan Tuhan.'*!

Islam lebih dahulu daripada demokrasi dalam menetapkan prinsip
dan norma yang di atasnya dibangun demokrasi, namun Islam menyebabkan
perinciannya kepada ijtihad kaum Muslimin sesuai dengan nilai-nilai agama
dan sejalan dengan kepentingan dinamika dan perkembangan kehidupan
mereka di setiap tempat dan waktu. Melalui perjuangan panjang melawan
kezaliman para diktator dari kalangan raja dan kaisar, demokrasi membentuk
berbagai sarana yang sampai sekarang masih dianggap sebagai sarana terbaik
untuk menjanjikan dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan kaum
tiran, walaupun di sana sini masih terdapat kekurangan karena kreasi
manusia belum ada yang sempurna. Tidak ada batasnya bagi suatu bangsa,
bagi pemikir, dan pimpinannya untuk berpikir dengan berbagai konsep lain
barangkali dia akan menemukan sesuatu yang lebih baik dalam kenyataan.
Sebaiknya kita mengambil pelajaran dari berbagai konsep dan prinsip
demokrasi yang ada, demi mewujudkan keadilan, musyawarah dan
menghadapi pimpinan tiran yang angkuh di muka bumi ini.**?

Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi ialah adanya hak dan
kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, dan meng-
kritisi pemimpinan yang berkuasa. Hal ini dalam Islam diatur tentang ajaran
amar makruf nahi munkar dan membudayakan saling mengingatkan satu
sama lain. Amar makruf nahi munkar merupakan pilar agama yang paling
utama karena misi dapat terwujud. Tanpa amar makruf nahi munkar tujuan
kerasulan tidak akan terwujud, tidak optimal terjadi. Kesesatan dan kebodoh-
an, kerusakan, dan kezaliman akan menjadi budaya. Islam mengingatkan
budaya amar makruf nahi munkar dengan keimanan dan menjadikannya

Wpeliar Nor, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-142, Jakarta: LP3ES, 1982,
h. 1.

" Abu A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Bandung: Mizan,
1998, h. 160.

12y ysuf al-Qardawi, Figh Negara, Jakarta: Rabbani Press, 1997, h. 236-237.
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sebagai salah satu sifat kaum Muslimin yang harus dikembangkan.'*?
Flrman Allah dalam surat at-Taubat/9: 71

D8 (55 el G5 Ganield sl ae-w'-" KRR UJMJASU
EARSTHIYIF (VPR ¥ STIGY sollall G sallns R
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Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat)
yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat,
menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan
diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.
(QS. at-Taubat/9:71).

Shihab menjelaskan bahwa firman Allah ba'dhuhum auwliya' ba'dh/
sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain berbeda redaksinya
dengan apa yang dilukiskan menyangkut orang munafik. Dalam QS. at-
Taubat/9:67 disebutkan ba'dhuhum min ba'dh/sebagian mereka dari sebagian
yang lain. Perbedaan ini menurut al-Biga'i untuk mengisyaratkan bahwa
kaum mukminin tidak saling menyempurnakan dalam keimanannya, karena
setiap orang di antara mereka telah mantap imannya, atas dasar dalil-dalil
pasti yang kuat, bukan berdasar taklid. Pendapat serupa dikemukakan oleh
Thahir Ibnu 'Asyir yang menyatakan bahwa yang menghimpun orang-orang
mukmin adalah keimanan yang mantap yang melahirkan tolong-menolong
yang diajarkan Islam. Tidak seorang pun yang bertaklid kepada yang lain
atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil. Ini tulis Ibnu ‘Asyir dipahami dari
kandungan makna auwliya' yang mengandung makna ketulusan dalam
tolong menolong. Berbeda dengan kaum munafikin yang kesatuan antar
mereka lahir dari dorongan sifat-sifat buruk.*'*

Pendapat Sayyid Quthub sedikit berbeda. Menurutnya, walaupun
tabiat sifat munafik sama dan sumber ucapan dan perbuatan itu sama, yaitu
ketiadaan iman, keburukan moral dan lain-lain, tetapi persamaan itu tidak
mencapai tingkat yang menjadikan mereka auwliya. Untuk mencapai tingkat
auwliya' dibutuhkan keberanian, tolong menolong, bantu membantu, biaya,
dan tanggung jawab. Tabiat kemunafikan bertentangan dengan itu semua,
walau antar sesama munafik. Mereka adalah individu-individu bukannya
satu kelompok yang solid, walau terlihat mereka mempunyai persamaan
dalam sifat, akhlak dan perilaku.'*

BAfifudin Mukhlis, Figh Tata Negara, Yogyakarta: IRCI, 2017, h. 109-110.

14 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,
Vol. V, cet. X, Ciputat: Lentera Hati, h. 651.
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Sistem demokrasi yang berbasis pada keadilan, kesetaraan, kebe-
basan, dan pengawasan rakyat serasa sistematis menumbuhkan keadilan di
kalangan umat supaya menasihati dan mengkritisi pimpinannya. Dengan
sistem demokrasi tersebut, pihak yang diktator, harus menerima setiap Kkritik
konstruktif yang diarahkan kepadanya.**°

Kesadaran masyarakat untuk saling memberi nasihat dan kritik yang
sehat terhadap pimpinan merupakan ciri negara yang sehat. Negara yang
sehat diyakini mampu memberi kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya
oleh karena itu pemimpin besar seperti al-Khulafa ar-Rasyidin bukan hanya
siap menerima kritik, namun juga memerlukan dan sangat memerlukan
kritik. Dalam hal ini, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar dalam pidato
pertamanya menyampalkan o .
Wk w}mh W ﬁsfa mjégs Culy B S Ll g
‘U}ugj A Calac u\a edj.&;j A bl W u_ay_ml_a}oﬁé L

(‘SA;L;%L):)&

Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pimpinanmu. Aku
bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah
aku dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Taatlah kalian kepadaku
selalu aku taat kepada Allah dan rasulNya. Apabila aku durhaka kepada
Allah dan rasulNya, aku tidak berhak untuk ditaati.
Khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan hal
senada: . .
Coingd ) (380 Bl as
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada siapa pun yang
menunjukkan kesalahanku.™*’
Suatu ketika, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan sanggahan
dari seseorang menyangkut suatu perbedaan, kemudian ia berkata.,
(;.Jf: e&: LgAdS d}s}) L_I\J\j L_u.\a\
Kamu benar dan saya salah (dan di atas setiap orang yang punya ilmu
masih ada yang lebih berilmu).™®
Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur
dasar-dasar teori demokrasi dan mengimplementasikan dan lebih dahulu
secara nyata sejak lahirnya negara Islam pertama dan lebih dahulu dibanding
negara mana pun di dunia.*®
Pernyataan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar dan
Ali tentang perlunya nasihat dari kritik membangun menjadi bukti bahwa

oafifudin Mukhlis, Figh Tata Negara, Yogyakarta: IRCI, 2017, h. 112.

Y Abdullah bin Abrurahman ad-Darimi, Sunan ad-Darimi, cet. I, Juz |, Dar al-Mugni
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tradisi demokrasi telah dibangun sejak awal Islam. Pada masa pemerintahan

khalifah rasyidin, pernyataan mereka tampaknya lahir dari hati yang ikhlas

dan murni terdalam dan tidak dalam konteks pencitraan semata, kesesuaian
antara ucapan dan tindakan benar-benar mereka buktikan dengan
sempurna.'®

Menurut al-Maududi, bahwa sistem demokrasi lebih unggul diban-
ding dengan sistem politik lainnya. Keunggulan sistem demokrasi sekurang-
kurangnya dalam 3 hal:

1. Proses demokrasi lebih mampu meningkatkan kebebasan yang dipilih
warga negara apabila dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Kebe-
basan menyangkut kebebasan menentukan nasib sendiri secara individu
maupun kelompok, kebebasan dalam tingkat otonomi, moral, dan
seterusnya terhadap kebebasan-kebebasan lainnya.

2. Proses demokrasi dapat meningkatkan pengembangan masyarakat seku-
rang-kurangnya dalam pengembangan kemampuan untuk melaksanakan
penentuan nasib sendiri, otonomi, moral, dan pertanggungjawaban
terhadap pilihan yang dilakukan.

3. Proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti, meskipun bukan
paling sempurna yang digunakan untuk melindungi dan memajukan
kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka pilih dengan orang
lain.

Dalam demokrasi Islam, kedaulatan tertinggi di tangan Tuhan,'?
dengan tetap mengingat prinsip ini, posisi hukum Tuhan di bumi wajar jika
kita mengatakan bahwa mereka harus dianggap sebagai wakil dari penguasa
tertinggi Islam dengan hak memberikan kedudukan kepada mereka.

Firman Allah dalam QS. an-Nar /24,53
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O shaadl
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman
dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka
dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah
(keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.
Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan
sesuatu apa pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka

2 Afifudin Mukhlis, Figh Tata Negara..., h. 115.
12 Abu A’la al-Maududi, Islam Law and Constitution, Editor, 1956, h. 214.
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mereka itulah orang-orang yang fasik.(QS. an-Nar/24:53)

Ayat ini menguraikan secara jelas teori Islam mengenai negara. Ada
dua masalah mendasar yang mencuat di sini:

1. Masalah pertama adalah Islam menggunakan istilah kekhalifahan, bukan
kedaulatan. Karena menurut Islam kedaulatan hanya milik Tuhan saja,
siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan dan siapa pun yang
memerintah sesuai hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dan
penguasa tertinggi dan tidak berwenang mengerahkan kekuasaan apa pun
kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya.

2. Masalah ke dua dicuatkan oleh al-Qur’an adalah kekuasaan untuk
memerintahkan bumi yang telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat
mukmin. Ayat ini tidak menyatakan orang atau sekelompok tertentu d ari
kalangannya yang akan menduduki kedudukan ini. Dalam hal ini kita
dapat menyimpulkan semua k aum beriman merupakan penjelmaan dari
kekhalifahan. Kekhalifahan yang dianugerahkan Allah kepada orang
yang beriman ini adalah kekhalifahan umum, dan bukan kekhalifahan
terbatas. Tidak ada pengistimewaan untuk keluarga, kelompok atau ras
tertentu. Setiap mukmin adalah khalifah sesuai dengan kemampuan
individunya. Dengan demikian ia secara individual bertanggung jawab
kepada Tuhan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Setiap orang di
kalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap orang akan ditanyai
mengenai kepimpinannya.'?

Kekuasaan khilafah dianugerahkan kepada seluruh golongan rakyat,
kepada masyarakat sebagai 1 (satu) keseluruhan yang bersedia memenuhi
syarat-syarat setelah menyetujui prinsip-prinsip tauhid dan risalah. Masya-
rakat seperti itu memiliki tanggung jawab khilafah sebagai 1 (satu) konse-
kuensi masing-masing anggotanya mengambil bagian dalam khilafah. Di
sinilah titik demokrasi dalam Islam dimulai. Setiap orang dalam masyarakat
Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan sebagai khalifah, semua manusia
sebagai pendidik adalah sala dan sederajat, tidak boleh seseorang merampas
hak-hak dan kekuasaan orang lain. Sebagai pengatur hak asasi manusia
adalah lembaga yang dibentuk atas pelimpahan (extention) dari masyarakat
sebagai individu.'?®

Masyarakat sebagai individu akan menentukan dalam pembentukan
pemerintah yang akan dilaksanakan sesuai saran kehendaknya orang-orang
yang mendapat kepercayaan dari masyarakat akan melaksanakan kewajiban
dan wewenang yang telah ditentukan. Menurut Sayyid Quthb seorang
penguasa Islam tidak memiliki kekuasaan keagamaan dari langit. Khalifah

2 Abdul A’la al-Maududi, Islamic Law..., h. 247.
ZMustafa Kamal Pasha, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan (Civies Eduacation),
Yogyakarta: Citra karsa Mandiri, 2002, h. 93.
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sebagai penguasa karena dipilih oleh kaum Muslimin berdasarkan kebebasan
dan hal yang mutlak. Apabila yang memilih tidak rela atau kekuasaan
khalifah maka khalifah dapat diberhentikan.'®* Demokrasi Islam adalah
demokrasi yang tidak bebas nilai, berdiri di atas nilai-nilai fundamental atau
mendasar, hukum-hukum Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-
Qur’an dan Sunah dijadikan dasar untuk sebagai sumber dalam demokrasi
Islam. Demokrasi Islam diletakkan di atas fondasi yang bersifat absolut atau
bersifat teosentris.*®

Ada yang berpendapat bahwa demokrasi Islam sebagai demokrasi
transendental, karena kelangsungan sistem demokrasi bukan berdasarkan
kehendak manusia namun dalam menyelesaikan masalah tidak mampu hanya
diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Islam menegaskan bahwa pintu ijtihad
dibuka lebar. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa urusan duniawi
umatlah yang lebih mengetahui. Perkembangan masyarakat, ilmu penge-
tahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat sekali tanpa mengenal
berhenti. Oleh karena itu untuk mengaktualisasi Islam sebagai rahmatan lil
alamin maka untuk pengembangan hal di atas, termasuk bidang demokrasi
harus gielakukan melalui ijtihad, namun tetap berpegang pada kaidah-kaidah
Islam.

Menurut Masykuri Abdillah, sistem demokrasi mengandung nilai-
nilai sebagai berikut:

1. Kesetaraan (al-Musawah)
Dalam Islam, prinsip kesetaraan berdasarkan pada QS. al-Hujurat/
49:13.

C\)sjujd.‘\_ajujme&du)m\jﬁa esm;uwu\gju
)44:; LqLAS.mL@JS\ die eSA;S\ B

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menmptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.(QS. al-Hujurat/49:13)

Kesetaraan dalam ayat di atas dapat dilihat dari penggalan pertama
sesungguhnya Kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perem-
puan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat
kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku
dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara
laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan

2%Munawar Syadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta: Ul Press, 19893, h. 151.
%Mustafa Kamal Pasha, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan..., h. 94.
%Mustafa Kamal Pasha, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan..., h. 94.
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seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang
disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni "Sesungguhnya yang paling
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Karena itu
berusahalah untuk meningkatkan termulia di sisi Allah.**’

Dalam konteks ini, sewaktu haji wada' (perpisahan), Nabi saw.
berpesan antara lain: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu
Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga
non Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit)
merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa,
sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling
bertakwa." (HR. al-Baihaqi melalui Jabir Ibn Abdillah).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan
manusia dan menjadikannya beraneka ragam suku dan bangsa, bahkan warna
kulit. Keanekaragaman ini bukan untuk saling mencemooh, tetapi untuk
saling mengenal dan saling menolong. Allah tidak menyukai orang-orang
yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, pangkat, harta,
karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang
yang paling bertakwa.'?®

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia memiliki kesetaraan yang
sama untuk memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah tanpa
membedakan golongan, suku, bangsa, status sosial, dan status ekonomi
lainnya.

2. Persamaan antara manusia
QS. an-Nisa/4:1

s—ﬁjLéA/JJL@Adﬁjé - jg»ééwesﬂhcsﬂ‘e& 158 Sl Ll
a.u\u\ e\AJY\}MUA‘..V;SA‘u‘jSJ‘ Luu_j\:):\jSYlA}JuéJA
L) 2 ; B
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menmptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya
(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. QS.
an-Nisa/4:1

Persamaan antara manusia dapat dilihat dari Firman-Nya: min nafsin
wahidah, mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam as., dan ada juga
yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita. Syekh

27\M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., h. 261.
128 HM. Sonhadji, dkk, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf,
tth, h. 441.
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Muhammad Abduh, al-Qasimi dan beberapa ulama kontemporer lainnya
memahami demikian sehingga ayat ini sama dengan firman-Nya dalam (QS.
al-Hujurat/49:13. Jadi setiap manusia memiliki persamaan berasal dari
Adam.

Memahami nafsin wdahidah sebagai Adam as. menjadikan kata
zaujaha yang secara harfiah bermakna pasangannya adalah istri Adam as.
yang populer bernama Hawa. Agaknya karena ayat itu menyatakan bahwa
pasangan itu diciptakan dari nafsin wahidah yang berarti Adam, maka para
mufasir terdahulu memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam
sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap
perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki.
Banyak penafsir menyatakan bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari
tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok dan karena itu - tulis al-
Qurthubi dalam tafsirnya perempuan bersifat (e) auwja'/ bengkok.
Pandangan ini mereka perkuat dengan hadits Rasul saw. yang menyatakan:
"Saling wasiat mewasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Karena
mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau engkau
membiarkannya ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya
ia akan patah” (HR. at-Tirmidzi melalui Aba Hurairah).

QS.al-A’raf/7:189
W@‘M%JJL@—M%)°&UWQA§§=&J‘%
muugj;m\“‘;muﬁm;ﬁmmq&w
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Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari
padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan
yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian
ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah,
Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang
saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”

Kata nafsin wahidah/ jiwa yang satu memberi kesan bahwa pasangan
suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah dan tujuan, sehingga
mereka benar-benar sehidup dan “semati” bersama. Karena jiwa suami
adalah juga jiwa istrinya.

P QS. az-Zumar/39:6

Apiad ‘M\J‘M U505 a0 ke Jaa & ° a5 uﬂf
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Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia
jadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak

}///
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untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian
dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan
kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka
mengapa kamu dapat dipalingkan? (QS. az-Zumar/39:6)

Quraish Shihab menjelaskan, mayoritas ulama memahami kata
“nafsin wahidah” dimaksudkan adalah Adam as. Sayyid Quthub tidak
menyinggung pendapat ini tetapi menggarisbawahi bahwa manusia jika
memperhatikan dirinya, dia akan menemukan bahwa manusia memiliki
tabiat yang sama, ciri-ciri yang sama yang membedakannya dengan
makhluk-makhluk lain dan dia menemukan juga bahwa semua individu dari
jenis manusia terhimpun dalam kesatuan ciri-ciri itu. Karena itu jiwa seorang
manusia adalah satu dalam ratusan juta manusia yang tersebar di persada
bumi ini dan yang dicakup oleh semua generasi di seluruh tempat dan waktu.
Pasangannya pun demikian. Perempuan bertemu dengan lelaki dalam ciri-
ciri kemanusiaan yang umum, kendati terdapat perbedaan-perbedaan dalam
perincian ciri-ciri itu. Ini semua mengisyaratkan kesatuan manusia-lelaki dan
perempuan, dan mengisyaratkan pula kesatuan kehendak Pencipta jiwa yang
satu itu dalam kejadian kedua jenis kelamin manusia.'*®

 QS. Fathir/35:11 .
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D A e ally
Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air manl, kemudian
Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada
seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan
dengan sepengetahuanNya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan
tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab
(Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (QS.
Fathir/35:11)

ii'

Ayat tersebut di atas kembali menegaskan persamaan sesama
manusia. Menurut ayat di atas manusia memiliki nenek moyang yang sama
yaitu, Adam yang diciptakan dari tanah, kemudian Allah menjadikan
keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani.

QS. Gafir/40,67
)us.k ;‘SAJ;" ("" 431:; UA (‘"’ M.L-u UA krl =
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Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes manl lalu
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129 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.188.
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dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak,
kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara
kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu
sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. (QS.
Gafir/40:67).

Lebih detail dari ayat sebelumnya, ayat tersebut di atas kembali me-
negaskan persamaan sesama manusia. Menurut ayat di atas manusia
memiliki nenek moyang yang sama yaitu, Adam yang diciptakan dari tanah,
kemudian Allah menjadikan keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani.

Demokrasi pada masa Nabi Muhammad SAW ditekankan pada aspek
tahlil. Manusia tunduk pada Allah SWT bukan tunduk pada manusia yang
merupakan ciptaan Allah SWT dan tidak kekal di dunia ini, karena setiap
orang yang berjiwa akan mati. Manusia bukan sumber kebenaran. Oleh
karena itu para elit Makkah pada saat itu, ajaran Nabi Muhammad SAW
mengancam kekuasaan dan ekonomi yang telah dibangun mereka dalam ini
tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Bagi mereka
Islamisasi lebih merupakan gerakan rakyat dalam membentuk haknya yang
mereka tidak tersentuh untuk mengikuti Nabi dengan masuk Islam.**

Mereka justru melakukan upaya penggalangan kekuatan untuk
menghentikan dakwah nabi dengan berbagai cara baik cara-cara diplomatik
dengan membujuk nabi agar menghentikan dengan harta, tahta dan onta atau
dengan cara-cara kursif atau tindakan kekerasan antara lain yang dilakukan
adalah pembunuhan nabi (paman pelindungnya Abu Thalib dan klan nabi
Bani Hasyim diasingkan di suatu tempat dan orang-orang Quraish dilarang
melakukan kontak ekonomi atau perekonomian dengan mereka.
Pembunuhan tidak berlangsung lama sekali hanya 3 tahun, namun
menjadikan sengsara yang sangat dirasakan oleh Nabi.**!

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, al-Qur'an dengan
jelas menyatakan bahwa manusia memiliki persamaan yaitu satu nenek
moyang, yakni Adam yang terbuat dari tanah. Al-Qur'an juga menjelaskan
persamaan sesama manusia dari tahapan penciptaannya yaitu dari setetes
mani, lalu dari segumpal darah, lahir sebagai seorang anak, tumbuh kembang
menjadi dewasa hingga tua.

3. Kebebasan Beragama

y ¢ QS.al-Bagarah/2:256 )
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Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah

1305yukron Kamil, Islam dan Demokrasi, Tekad Konseptual dan Historis..., h. 81.
Blsyukron Kamil, Islam dan Demokrasi, Tekad Konseptual dan Historis..., h. 83.
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jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang
siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia
telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. al-Bagarah/2:256)

Kebebasan beragama dinyatakan dengan jelas di awal ayat tersebut di
atas, la ikraha f7 ad-din (tidak ada paksaan dalam (menganut) agama
(Islam). Meski demikian, ada perbedaan pendapat dalam memahami ayat
tersebut.

Imam asy-Syaukani merinci beberapa perbedaan pendapat, pertama:
bahwa ayat ini dihapus, karena Rasulullah memaksa orang-orang Arab untuk
memeluk agama Islam dan memerangi mereka serta tidak merelakan kecuali
memeluk Islam. Adapun ayat yang menghapusnya yaitu QS. at-Taubah/9:73
dan QS. at-Tahrim/66:9. Kedua ayat, ini memiliki redak3| yang sama.

EHOA| w}ﬁ@é*}uj;@jkmuumu)uﬁ\ Mg@m Ll
Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang
munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah
(neraka) Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Kedua, bahwa ayat ini tidak dihapus, akan tetapi ayat ini diturunkan
khusus berkenaan dengan ahli kitab, yaitu mereka tidak boleh dipaksa untuk
memeluk Islam bila mereka membayar upeti. Adapun yang dipaksa adalah
kaum paganis (para penyembah berhala), sehingga tidak ada alasan yang
dapat diterima dari mereka kecuali memeluk Islam atau diperangi. Demikian
pendapat asy-Sya'bi, al-Hasan, Qatadah dan adh-Dhahhak.

Ketiga, ayat ini berkenaan dengan para tawanan yang berasal dari
ahli kitab, mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Ibnu Katsir
mengatakan di dalam Tafsir-nya, "Yakni, janganlah kalian memaksa sese-
orang untuk memeluk Islam. Karena bukti-bukti dan petunjuk-petunjuknya
sudah sangat jelas sekali, maka kalian tidak perlu memaksa seseorang untuk
memeluk Islam. Sebab barang siapa yang Allah tunjukkan kepada Islam,
dilapangkan dadanya dan diterangi pandangannya, maka ia akan memeluk
Islam dengan nyata.'®

QS. al-Ghasyiyah:21-22

‘)J/a:ua.u ?S-‘S"' &and JSAA A )Sgs
Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad)
hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas
mereka,
4. Kebabasan Berpikir

132 |mam asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, h.
103-104.
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QS, al-Bagarah/2:164
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Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan

siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi
manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu
dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya
bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang
dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (QS. al-
Bagarah/2:164)

QS ar-Ra’ du/13 4
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Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun
anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak
bercabang; disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman
yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang
mengerti. (QS. ar-Ra 'du/13:4)

QS. ar-Ra’ du/13 13 B
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Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan
sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-
buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang.
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)

bagi orang-orang yang berpikir. (QS. ar-Ra 'du/13:13)

QS. al-A’raf /7:184 B
uﬁ}h‘}“ﬁu\muﬁe@;@u\j‘)ﬁuéj\
Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka (Muhammad)
tidak gila. Dia (Muhammad) tidak lain hanyalah seorang pemberi
peringatan yang jelas. (QS.al-4 raf'/7:184)
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5. Pluralisme

QS aI -Hujurat/49:] 13 N .
d nof @
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Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. al-Hujurat/49:13)

——\n

) QS ar-Rum/30 22 |
Aty

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan
bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui. (QS. ar-Rum/30:22)

s QS. al-Maidah/5:48
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Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad)
dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturun-
kan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti
keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan
jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang
telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.
Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya
kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (QS. al-
Maidahl5:48)

.. QS al-Baqarah/2:62 .
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555 b V5 agdle Jash V5 ag) Slo ah AT 268 LU (e
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-
orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang
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beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka
mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan
mereka tidak bersedih hati. (QS. al-Bagarah/2:62)

Walaupun ada banyak contoh otoritasisme pemerintahan di dunia
Arab dan Muslim, umumnya sepanjang sejarah tidak ada yang mengklaim
untuk memerintah karena hak ilahi atau minimal karena diperintahkan oleh
Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai pemimpin kaum Muslimin melalui
proses baiat, begitu juga para penggantinya sebagai kepala negara Islam,
mereka memerintah sesuai dengan hukum Allah SWT bukan sebagali
wakilnya di bumi.*®

Kata baiat diambil dari kata buy yang berarti menjual. Dengan
demikian ia berkonotasi kontrak antara seseorang yang membuat suatu
penawaran dan orang lain yang menerimanya. Orang yang disebut terakhir
telah melakukan baiat. Dalam kasus suksesi politik, baiat merupakan per-
buatan menerima dan menyatakan ketaatan kepada pemimpin. Baiat terjadi
ketika seseorang atau kelompok memberitahukan kepada orang lain bahwa
mereka mendukung asumsi persuasi dan menyatakan kesetiaannya.**

Pada awal perkembangan Islam, ada cara lain untuk pemilihan kepala
negara Islam, yakni disebut dengan era istikhlaf (menunjuk penggantinya
sendiri). Menurut paham sunni, nabi Muhammad SWT tidak pernah meng-
gunakan metode ini, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Muslimin
sebagian fugaha dengan menyebut-nyebut pergerakan Islam perido.'*®

D. Pandangan Islam dalam Pendidikan Hukum Tata Negara

Dalam membahas pandangan Islam terhadap pendidikan Hukum Tata
Negara dibahas yang menjadi objek kajian Hukum Tata Negara. Negara
sebagai kekuasaan dan kepemimpinan perspektif Islam.

1. Pandangan Islam Terhadap Negara

Istilah negara terjemahan kata asing staat (bahasa Belanda), staat
(bahasa Inggris), etat (bahasa Prancis). Arti secara etimologi berarti tegak
atau tetap.'*°

Menurut F. Iswara secara etimologi dipergunakan sampai saat ini
untuk menunjukkan organisasi teritorial dari bangsa-bangsa.'*” Negara dalam
istilah bahasa Arab disebut daulahds» dampaknyads > artinya kerajaan,

3Bernard Lewis, dkk, Islam Liberalisme Demokrasi Membangun, Jakarta: 2002, h. 37.
3%Bernard Lewis, dkk, Islam Liberalisme Demokrasi Membangun..., h. 38.
%5Bernard Lewis, dkk, Islam Liberalisme Demokrasi Membangun..., h. 39-40.

13F. Iswara, Pengantar llmu Politik, Bandung: Bina Cipta, 1966, h. 91.

BE_ Iswara, Pengantar llmu Politik..., h. 92.
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negara, kusasa.**Idris al-Marbawi mengartikan daulah dengan 4« yang

berarti pemerintahan dan kerajaan.*® Negara menurut Endang Saifudin

Anshari yaitu organsisasi teritorial suatu (beberapa) bangsa yang mempunyai

kedaulatan.**°

Adapun definisi negara menurut Yusuf Musa adalah:

Lai g 4y giaal) Lalipa 2alall gria al) 8 Lo sly quit (Wl (e delen
bl LalME slale Leal g 4l (531 Lale

Sekelompok manusia yang senantiasa mendiami suatu wilayah tertentu,

mempunyai pemerintahan dan mempunyai undang-undang yang ditaati oleh

rakyat dan pemerintah serta mempunyai kemerdekaan politik.

Diskursus mengenai negara Islam atau negara yang berlandaskan
Islam baru muncul setelah berakhirnya sistem di Turki tahun 1924. Sejumlah
pemikir politik Islam berdebat tentang adakah korelasi antara Islam dan
negara. Apakah dalam Islam menganut kenegaraan atau tidak mengatur
kenegaraan.**

Dalam perkembangannya diskursus tentang korelasi antara Islam
dengan negara melahirkan 2 (dua) corak atau aliran pemikiran. Pertama,
aliran yang memandang Islam adalah agama kaffah (sempurna). Sejumlah
aspek kehidupan umat manusia diatur di dalamnya termasuk aturan
kenegaraan. Oleh karena itu umat Islam seyogyanya merujuk ke sistem
pemerintahan Islam. Mereka beranggapan bahwa sebagaimana dikutip oleh
Bahtiar Effendi, Islam harus menjadi dasar negara dan Syariah harus
diterima sebagai konstitusi negara. Gagasan tentang negara tidak mengenal
batas politik atau kemerdekaan.**?

Kedua, aliran atau corak pemikiran yang berpendapat bahwa Islam
adalah agama yang hanya mengurus hubungan antara manusia dan Tuhannya
yang dikenal dengan istilah habluminallah. Islam tidak membahas masalah
negara.'*®

2. Pertumbuhan Negara
Pertumbuhan negara penulis bagi menjadi 2 (dua) yaitu periode

138 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta, Yayassan Penyelenggara al-
Qur’an, 1973, h. 132.

B9Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Kamus al-Marbawi, Surabaya: Ahmad
bin Said bin Mubhan, tt, h. 212.

“OEndang Saifudin Ansori, Pokok-Pokok Pidana Islam, Jakarta: Usaha Interprises,
1976, h. 72.

Y“IHadi Daeng Mapuna, Islam dan Negara, Sebuah Catatan pengantar dalam Alam,
Vol. 6 No. 1/Juni/2017, h. 157.

“2Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, Jakarta: Paramadina, 2009, h. 13-14.

“3Musdah Mulia, Negara dan Islam, Jakarta: Kata Kita, h. 50-51.
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Makkah (pra Islam) dan periode Madinah (Hijrah).

a. Periode Makkah (Pra Hijrah)

Pada awal Nabi Muhammad SAW belum berhijrah, Kota Makkah
dibagi menjadi 2 kelompok yang mempunyai identitas masing-masing dan
berbeda identitasnya. Kelompok pertama disebut kaum jahiliah yang mem-
punyai tradisi turun-temurun dipertahankan dan berseteru dengan Islam.
Kelompok kedua adalah kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad
SAW berdasarkan wahyu al-Qur’an, hadis dan sumber lainnya.**

Kepercayaan masyarakat jahiliah mendapat dukungan dari pemuka-
pemuka suku dan bangsawan Makkah yang berat berakar pada benak
masing-masing. Mereka terus mempertahankan kepercayaannya. Ke hadiran
Nabi Muhammad SAW membawa ajaran baru menjadi ancaman sehingga
mereka berusaha untuk menyingkirkannya dari Makkah. Strategi yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam dengan
cara damai. Nabi Muhammad SAW memperoleh beberapa teman baiknya
yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian Usman dan Talhah warga Quraish
Makkah. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menyuruh kepada kaum Ja-
hiliah agar meninggalkan penyembahan berhala dan menyuruh mereka untuk
mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan dan hari pengadilan.*

Dengan penyampaian Nabi Muhammad SAW agar umat Makkah
dapat mengenal penciptanya yaitu Allah SWT sehingga dapat memberikan
manfaat terhadap sesuatu. Keimanan terhadap Allah SWT dapat menghilang-
kan rasa ketakutan terhadap segala sesuatu dan sekaligus membuang sikap
membusungkan dada karena kesombongan, karena dia menyadari betapa
lemahnya manusia di hadapan penciptanya.*°

Kaum Quraisy jahiliah berusaha merintangi yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada usul agar kedua kelompok
berunding. Perundingan itu berisikan agar kedua kelompok itu bersatu
menyembah Allah SWT sebagaimana yang dianut oleh umat Islam dalam
waktu yang telah ditentukan, sedang pada tenggang waktu berikutnya kedua
kelompok yang dianut oleh masyarakat jahiliah. Demikian seterusnya
penyembahan bergantian akan dilakukan oleh kedua kelompok menurut
tenggang waktu yang akan disepakati bersama.'*’

Usul ditolak Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Allah Quran
Surat al-Kafirun ayat 1-6:

Godle U V5aeilie b ywm LA )uj)sss\gju b

47akaria Syafei, Negara dalam Perspektif Islam Figh Siyasah..., h. 41-42.

YSKursid Ahmad, Its Meaning and Massage..., h. 63.

YSAltof Gaular (ed), The Cellange of Islam, terj. Anas Mahyudi, Tantangan Islam,
Bandung: Pustaka, Cet. I, 1982, h. 19.

Y Zakaria Syafei, Negara dalam Perspektif Islam Figh Siyasah..., h. 44.
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Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!
aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.
Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

ok wnE

Berbagai cara yang ditempuh oleh kaum Quraisy untuk member-
hentikan Nabi Muhammad SAW dari usahanya maka jalan terakhir setelah
tidak dapat ditempuh kesepakatan agar pemuka-pemuka Quraisy meng-
organisir semua kabilah yang ada di Makkah agar masing-masing mengirim-
kan seorang pemuda yang berbadan kuat agar melaksanakan pembunuhan
terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW
menghadapi kegentingan karena terancam jiwanya, maka datanglah cahaya
harapan yang mengusik kalbunya yaitu beliau berjumpa dengan 6 (enam)
orang Hejaz dan Yatsrib bermaksud untuk ziarah ke Ka’bah. Beliau masuk
Islam dan menyampaikan akan setia kepada Nabi Muhammad SAW.'*®

Perjuangan Rasulullah SAW selama periode Makkah belum dapat
membentuk organisasi politik. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah
melakukan berbagai persiapan untuk pekerjaan yang tidak kecil yang akan
diimplementasikan di Madinah.**® Pada waktu itu Rasulullah SAW belum
membentuk masyarakat politik dan organisasi politik, namun usaha untuk ke
arah tersebut selalu diperjuangkan.**°Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke
Madinah telah bekerja dengan seoptimal dan berusaha mewujudkan
keinginan bahwa usaha yang telah diperjuangkan oleh beliau adalah usaha
untuk mewujudkan masyarakat Islam yang tidak bergantung pada kekuatan
lain dan bebas merupakan ajaran yang baru dibawanya.***

b. Periode Madinah (Hijrah)

Pada waktu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke
Madinah sudah diadakan baiat sebagian penduduk Madinah. Nabi
Muhammad SAW telah mempersiapkan untuk membangun negara yang
akan ditempati. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya baiat yang
merupakan kesepakatan penduduk untuk mengangkat beliau sebagai
pemimpin baru. Dengan adanya baiat tersebut berarti beliau sekaligus

“8Muhammad Thahir, Sejarah Islam dari Andalusia sampai Indus..., h. 33.

197ainal Abidin Ahmad, llmu Politik Islam 11, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1977,
h. 118.

1507Zakaria Syafei, Negara dalam Perspektif Islam Figh Siyasah..., h. 46.

BIMuhammad S. Elwa On The Political Sistem of Islamic State, terj. Anshari
Thayyib, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Surabaya: Bina limu, 1983, h. 28-29.
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sebagai imam, panglima dan pimpinan masyarakat Madinah. Selain hal
tersebut yang dilakukan adalah pemilihan kepala-kepala/pemimpin-
pemimpin distrik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipilih
sebagai pimpinan berjumlah 12 (dua belas) orang dinamakan Nugaba.*®

Walaupun Rasulullah beliau mulai hijrah ke Madinah, namun eksis-
tensi atau keberadaan 12 (dua belas) pimpinan distrik mulai berlangsung di
bawah kekuasaan politik yang terpandang, sedangkan Rasulullah sebagai
pemegang tampuk kekuasaan pusat di kota Madinah. Penduduk Madinah
harus hidup dalam suasana politik yang terpadu. Apabila akan mengadakan
perjanjian dengan kelompok di luar wilayah teritorial Madinah, hanya dapat
dilakukan oleh Rasulullah sebagai pemimpin kekuasaan pusat di Madinah.
Kelompok Yahudi dapat melakukan upacara ibadahnya menurut agama dan
kepercayaannya, namun dalam urusan hidup bermasyarakat mereka harus
taat dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku dalam distriknya yang
dikepalai oleh Nagib yang telah ditunjuk.'>?

Peristiwa yang bersejarah telah tercium oleh kafir Quraisy, sehingga
mereka membuat perhitungan dengan kaum Muslimin di Darul Madinah
pimpinan Abu Jahal. Berkat lindungan Allah SWT Nabi Muhammad SAW
diselamatkan dari pengejaran mereka. Akhirnya pada tahun 622 Nabi
Muhammad SAW sampai di Kuba sebelah selatan kota Yatsrib yang
selanjutnya akan didiami. Di sini nabi Muhammad SAW membangun masjid
dan pada hari Jumat 16 Rabiul Awal beliau memasuki kota Madinah.™*

Untuk menjadi perhatian beliau yang utama adalah membangun
tempat ibadah sebagai rumah Allah SWT yang dinamakan masjid. Di masjid
untuk kegiatan ibadah magdo dan kegiatan ibadah ghaira magdo sehingga
umat Islam dapat bertemu.***Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah yang
berhubungan dengan Allah SWT yang dinamakan habluminallah, namun
fungsi masjid berbagai fungsi atau multifungsi yaitu sebagai pusat atau
sentral kegiatan umat Islam. Begitu urgennya fungsi masjid, maka
Rasulullah SAW sebelum terjun membangun tatanan masyarakat politik di
Madinah. Beliau memprioritaskan diri untuk mendirikan masjid terlebih
dahulu.**®

Selama 4 (empat) hari di Kuba, dibangunlah masjid yang dikenal
dengan nama masjid Kuba. Dalam perjalanan menuju Madinah di sebuah
dusun Bani Salim yang terletak antara Kuba dan Madinah didirikan masjid
lain. Pada waktu awal di Madinah didirikan masjid berdinding batu, beratap
dedaunan yang sangat sederhana. Hal ini menandakan bahwa masjid merupa-

1527akaria Syafei, Negara dalam Perspektif Islam Figh Siyasah..., h. 47.
133A. Mukti Nurdin, Pembinaan Masyarakat di Zaman Rasulullah..., h. 31.
> jamaludin Kahfi, Islam Agama dan Negara..., h. 47.

5K ursif Ahmad iv, Meaning and Massage..., h. 77.

1%6Zakaria Syafei, Negara dalam Perspektif Islam Figh Siyasah..., h. 48.
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kan sesuatu yang urgen dalam Islam. Tentara menuju peperangan dari masjid
untuk melawan golongan musyrikin dan kaum kafir yang tidak percaya
adanya Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT.
Masjid tempat mempelajari al-Qur’an dan mempelajari tentang kelslaman.
Di masjid tempat shalat Jumat di mana khatib selalu mengingatkan tentang
keimanan dan kelslaman. Di masjid didengungkan amar makruf nahi
munkar dan kegiatan semua umat dipusatkan di masjid.**’

Setelah Nabi Muhammad SAW membangun masjid beliau mengikat
tali silaturahmi dan membentuk jamaah yang dilandasi tauhid. Walaupun
masyarakat berbagai suku namun pada hakikatnya mereka diikat oleh agama
samawi.™®

Pekerjaan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali berada di Yasrib
yang kemudian bernama Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW
hijrah ada jaminan hidup, yaitu dengan memberi mata pencaharian baru bagi
mereka baik dengan cara berdagang yang merupakan mata pencaharian
pokok pada waktu mereka di Makkah. Di samping itu ada yang bercocok
tanam di kebun kaum anshor daerah Madinah. Adapun jaminan lain adalah
melakukan muamalah Islam (Persaudaraan Islam) antara kaum muhajirin dan
kaum anshor sehingga terdapat umat yang akrab karena didasarkan pada
agama di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.**

Dengan adanya bimbingan Allah SWT Nabi Muhammad memper-
sekutukan jamiah Islam yang terdiri dari berbagai suku dalam satu bangsa
yang pada dengan satu loyalitas Islam dengan satu persatu yang melampaui
batas kesukuan.'®

Nabi Muhammad SAW dapat membangun suatu pemerintah kota
Madinah. Hal ini ada keterpaduan antara kekuatan Illahi dan jamaah Islam
yang keduanya terdapat ikatan yang erat.**

Nabi Muhammad SAW mengadakan persekutuan dengan orang-
orang Yahudi dan orang-orang kafir Arab untuk mempertahankan keamanan
dan ketenteraman bersama. Oleh karena itu pada waktu lahir sebuah piagam
yang terkenal dengan Piagam Madinah. Menurut Ibn Hisyam, piagam
tersebut disebut undang-undang dasar negara yang pertama. Adapun isinya
mencakup masalah-masalah kemanusiaan, keadilan dan sosial.*®?

177akaria Syafei, Negara dalam Perspektif Islam Figh Siyasah..., 48-49.

8Abdul Karim Zidan, al-Fardhuwa ad-Daulah fi asy-Syari’ah al-lslamiyah, terj.
Muttahid Anwar, cet. Ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1984, h.12.

9Zainal Abidin, Piagam Nabi Muhammad saw,Jakarta: Cetakan I, Bulan Bintang,
1993, h. 84-85.
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*IRoger Grandy, “Islam sebagai Satu Jalan Keluar bagi Kemelut Dunia Arab”, al-
Muslimun, edisi 146 Juli 1986, h. 56.

162A1-Muslimun, Edisi 187 Hijriah, Oktober 1985, h. 56.
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Menurut Ismail Raj’i al-Farugi penandatanganan perjanjian merupa-
kan berdirinya negara Islam pertama berdasarkan konstitusi/undang-undang
dasar yang lengkap. Dengan adanya hijrah, orang Islam dari Makkah ke
Madinah melahirkan suatu masyarakat majemuk dengan sistem hukum yang
majemuk. Hijrah membuat Islam menjadi suatu kekuatan sosial, ekonomi,
politik dan militer bahkan negara. Hijrah membentuk negara dunia yang
potensial dan menegaskan untuk mendirikan suatu tatanan dunia baru,
menyejahterakan untuk manusia, menjamin kemerdekaan manusia sehingga
mereka memantapkan kebenaran. Akhirnya hijrah memberi negara dunia
yang baru lahir bertugas mewujudkan tatanan dunia baru dengan berpegang
pada syariat, membentuk pranata-pranata sosial ekonomi dan menyampaikan
kepada orang-orang non-muslim.**®

Abdul Karim Zaidun menjelaskan negara Islam di Madinah telah
terpenuhi unsur-unsur negara yaitu rakyat ialah umat Islam terdiri dari 2
(dua) golongan berasal dari Muhajirin dan Ansor. Adapun undang-undang
yang mereka taati ialah hukum Islam. Daerah merupakan terbentuknya
negara Islam, inilah wilayah Madinah. Setelah terbentuknya negara, maka
diangkat pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW.'%*

Menurut Muhammad S. EI WA menjelaskan 3 (tiga) elemen masya-
rakat politik. Pertama, ada ikatan dengan suatu wilayah tertentu.
Berdasarkan unsur tanah atau wilayah mereka dapat hidup bersama sehingga
membedakan setiap individu perasaan hidup bersama dan pikiran untuk
mencapai tujuan umum. Antara elemen yang satu dengan elemen yang lain
saling berhubungan dan saling berkaitan. Ketiga terjadi terjadi perubahan
status dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik. Sejak
peristiwa hijrah dan terbentuk masyarakat Islam di Madinah, mereka telah
mencapai kedaulatan politik sendiri. Hijrah sama artinya dengan bekerja
sama antara Rasulullah SAW masyarakat Islam, dan penduduk Madinah
lainnya yaitu dengan dasar Piagam Madinah.'®Maka kepentingan umat
menjadi hal yang harus ada dan jelas.*®®

3. Kepemimpinan dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia
tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lain.
Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara diperlukan seorang pemimpin.

1%31smail Raj’i al-Farugi, The Hijrah, terj. Badri Saleh, Bandung: Mizan, 1985, h. 27-
28.

Abdul Karim Zidan, al-Fardhuwa ad-Daulah fi as-Syariati al-Islamiyah, terj.
Ajuar, Jakarta: Media Daluzar, 1984, h. 12.

15Muhammad S.Ei WA, On the Political Sistem Islam..., h. 34.

1%6Ahmad Ahyar, Konsep Imamah dalam Perspektif Syiah Imamah, Entersine, Vol.
27 No. 1, 1 Juni 2018, h. 1.
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Hal ini agar dalam kehidupan berjalan dengan tertib, aman, damai, dan
teratur. Seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis akan memandu
rakyat mencapai segala manfaat sekaligus menghindari mereka dari berbagai
mafsadat (kerusakan).'®’

Kepemimpinan (Imamah) merupakan sesuatu yang harus ada dan
jelas dalam membina mengarahkan masyarakat kepada sesuatu yang menjadi
tuntutan dalam kehidupan. Eksistensi merupakan hal urgen karena kalau
tidak ada kepemimpinan akan menyebabkan manusia jauh dari bimbingan
kalau dalam segala hal diatur dalam segala kehidupan manusia diatur oleh
syariat berdasarkan al-Qur’an dan hadis.

Perlunya kehadiran seorang pemimpin yang dipilih secara berkala,
menyebabkan beberapa orang yang sahabat senior dan kalangan ansor antara
lain Basyir Ibn Saad dan Asid Ibn Khudair, Umar dan Abu Bakar dari kaum
mubhajirin berkumpul di Tsyaqifah Bani Sa’idah pada hari kedua setelah Nabi
Muhammad SAW wafat lebih mendahulukan pengangkatan Khalifah
(pengganti Nabi Muhammad SAW dari pemakaman beliau).*®®

Membentuk suatu negara merupakan keharusan dilakukan oleh
manusia. Dalam suatu negara harus dipilih pemimpin yang akan memimpin
roda pemerintahan. Dalam membentuk suatu komunitas masyarakat, seorang
pemimpin yang mengatur kehidupan mereka.'®®

Allah menciptakan manusia agar menyembah kepadaNya. QS. az-
Zariyat/51:56 ) . o

O3 V) G5 Gall Call G
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah
kepada-Ku. (QS. az-Zariyat/51:56)

Persoalan kepemimpinan salah satu misi yang diamanatkan Allah
SWT QS. al-Bagarah/2:30

S Lo a@\\jmém; uaj}[\ & Jeln @‘ m S 06 3
Y del ) ga=al (Wi dm@mu;;j sLadl) Sling; i L)

CJ o s ! [
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia

berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.
al-Bagarah/2:30)

®"Wahyu Abdul Dafar, “Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat”, al-Imarah
Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, vol. 2, 2017, h. 60.

168\\/ahbah az-Zuhaili, Nidham Islam, Libanon, Beirut; 1993, h. 172.

1Wahbah az-Zuhaili, Nidham Islam..., h. 170.
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Misi yang diemban oleh manusia sejak lahirnya. Peran kepemim-
pinan berlaku umum untuk manusia, baik yang diserahi amanat sebagai
pemimpin maupun bagi umat yang dipimpinnya. Pada semua aspek
kehidupan nya itulah sebabnya memilih pemimpin sebagai bagian dalam
kepemimpinan yang diperintahkan kepada manusia merupakan hal yang
urgen.!™

Perkataan kepemimpinan dalam Islam biasanya dikonotasikan ke
arah pada kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam yang dikenal dengan
sebutan khalifah, imamah, imaratul mukmin dan sebagainya. Adapun
kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam dalam urusan agama dan dunia.
Definisi yang populer mengenai khalifahan adalah pemimpin tertinggi dalam
urusan agama dan dunia menggantikan Rasulullah SAW.*"

Imam al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah memberikan
definisi khilafah sebagai pengganti (tugas) kenabian untuk memelihara
agama dan mengatur urusan dunia. Demi kepemimpinan tinggi ini kemudian
berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia sampai kelompok paling
kecil yang disebut keluarga terdiri ayah, ibu, dan anak bahkan sampai
individu.'"

Seorang yang memimpin kelompok kecil suatu keluarga dalam
rumah disebut dengan pemimpin. Yang penting seorang tersebut memenuhi
unsur kepemimpinan seperti membimbing, mengontrol dalam mempengaruhi
pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang dalam rangka mencapai tujuan
tertentu.'”®

Adapun dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam terutama mengacu
pada al-Qur’an sebagai berikut: QS. 2: 30, 103, 247, QS 21:71, QS 24: 55,
QS, 32:24, QS, 22:41, QS. 32:24, QS. As-Saba: 12-14, QS. Shad:31, QS.
17:71, QS. 9:12, QS. 21:73, QS. 28:41, QS. 32:34

E. Model Pendidikan Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum yang merupakan
hukum materiil dan merupakan salah satu pohon ilmu hukum dalam rangka
negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pembahasan
model pendidikan Hukum Tata Negara akan di penulis bahas pendidikan
hukum.

Moh. Harun Rasyid, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam Keindonesiaan”, al-
Shabah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, volume 3, no. 2, Juli 2017, h. 160.

Y Umar Sidiq, “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur’an dan
Hadis”, Jurnal Dialog, Vol. 12 No. 1 Juni 2014, h. 127-128.

"2Umar Sidiq, “Kepimpinan dalam Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur’an dan
Hadis™..., h. 6.

30nang Uchyana Efendi, Kepemimpinan dan Komunikasi, Bandung: Alumni, 1977,
h. 59.
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Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara hukum
menyelenggarakan kesejahteraan umum baik aspek jasmaniah maupun aspek
kerohanian berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga
hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (to respect), dilindungi (to
prefect), dan dipenuhi (to fully). Demi terciptanya tujuan tersebut harus
ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk mahasiswa. Apabila
masyarakat termasuk mahasiswa mempunyai kesadaran hukum, maka akan
sadar dan mematuhi tentang kewajiban sebagai warga negara hukum yang
telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.'”

Pendidikan hukum secara formal memegang peran penting dalam
masyarakat termasuk mahasiswa. Oleh karena itu perguruan tinggi hukum
harus mentransfer kepada mahasiswa agar mengetahui sikap dan perilaku
masyarakat agar mematuhi dan menaati hukum yang sah dan berlaku.'"

Pendidikan termasuk pendidikan hukum adalah suatu usaha yang
dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan
diselenggarakan dengan cara-cara yang teratur tertib dan terencana. Secara
konservatif pendidikan termasuk pendidikan tinggi hukum adalah suatu
pembentukan pribadi seseorang tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan
potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang peserta didik. Berarti suatu
proses pembentukan jiwa dari luar yang telah ditentukan menurut keinginan
pendidik.*"®

Sri Rejeki Hartono menjelaskan tugas utama pendidikan termasuk
pendidikan hukum adalah menyiapkan peserta didik untuk kehidupan di
masa depan sebagian besar untuk mencari kerja yang sangat luas ditawarkan
masyarakat. Berarti orientasi pendidikan termasuk pendidikan hukum adalah
dunia praktis, artinya alumni perguruan tinggi yang mempunyai tenaga kerja
menjadi tempat menyiapkan mahasiswa menjadi pelaku hukum yang
profesional.*’’

Pendidikan khususnya pendidikan hukum untuk menghasilkan
hukum yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia. Para
mahasiswa diharapkan tidak sekedar memperoleh ilmu pengetahuan hukum
secara teori dan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku, namun
sensitif terhadap berlakunya hukum di Indonesia.*’®

"Darius R., Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan
Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia, Ull, 2003, h. 28.

™Darius R., Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan
Kesadaran Hukum Warga Negara..., h. 28.

1*Topo Santoso, dkk, Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan
Penegakan Hukum di Indonesia, Malang: Citria Intrans Selaras, 2015, h. 32.

"Topo Santoso, dkk, Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan
Penegakan Hukum di Indonesia..., h. 32.

8Topo Santoso, dkk, Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan
Penegakan Hukum di Indonesia..., h. 32-33.
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Pandangan yang ditawarkan oleh Sulistyowati, pendidikan hukum
harus diberikan kepada mahasiswa hukum guna menciptakan masa depan
hukum yang harmonis. Beliau memberikan kritik bahwa pendidikan hukum
di Indonesia adalah pendidikan menciptakan tukang, karena tidak diberikan
hukum dalam kenyataan, namun hanya diberikan atau transfer ilmu
pengetahuan hukum berupa undang-undang dan peraturan perundang-
undangan tanpa realitas sosial di mana undang-undang atau peraturan
perundang-undangan hidup.*"

Perlu adanya keharmonisan antara penguasa dan masyarakat untuk
menuju sasaran penciptaan hukum yang harmonis. Diperlukan adanya
perbaikan moral dari kalangan penguasa yang lebih memperhatikan kepa-
tutan, keadilan, dan kebahagiaan masyarakat. Bukan hanya mementingkan
kepentingan individu dan kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan
negara. Keinginan tersebut dapat tercapai dengan mengembangkan pendi-
dikan hukum yang memiliki dasar softskill sehingga ilmu hukum termasuk
Hukum Tata Negara dapat masuk ke tulang sumsum insan hukum yang tidak
lagi doktrinal melainkan mampu menjadi kultur hukum.*®

IImu hukum termasuk Hukum Tata Negara perkembangannya tidak
hanya aturan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan melainkan
lebih dari itu. Hukum termasuk Hukum Tata Negara harus berhubungan erat
dengan masyarakat dan tidak ke luar dari kaidah dan normal sosial yang ada.
Oleh karena itu dalam pendidikan hukum tidak hanya berkutat pada pasal-
pasal peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam pendidikan hukum
(law in book), namun harus law in action. Hukum merupakan alat untuk
mencapai keadilan prosedural maupun keadilan substansif. Di samping itu
hukum sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial. Dalam perkem-
bangannya ilmu hukum termasuk Hukum Tata Negara harus membuka diri
dari ilmu-ilmu sosial lainnya bertujuan untuk menciptakan yang lebih
harmonis, sehingga tidak hanya berlandaskan pasal-pasal dalam peraturan
perundang-undangan.'®*

Pendidikan hukum sarana dan softskill bagi para mahasiswa.
Pendidikan hukum harus dinamis, fleksibel dan objektif. Ada beberapa aspek
penting dalam pendidikan hukum. Pertama, adanya penegakan dan per-
lindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara yang
diberikan kepada manusia. Kedua, perbaikan masyarakat membuat
diperlukan hukum progresif, dalam mengakomodir setiap perubahan. Dalam
hukum progresif, hukum dipandang untuk manusia, artinya tidak melihat
hukum sebagai sentral dalam berlakunya melainkan manusia yang berada

syukron Salam, dkk, Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum, Yogyakarta: Thafa
Media, 2015, h. 95.

1805atjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 53.

1815yukron Salam, dkk, Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum..., h. 88-89.
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dalam peraturan hukum, Ketiga pada ranah substansi hukum, tidak lagi
dipahami dalam hukum positif. Hukum dilihat, dipahami dan dipelajari
dalam konteks sosial yang luas. Empas, penegakan hukum progresif
menunjukkan hukum tidak hanya sekedar kata-kata dari peraturan
perundang-undangan (a creatythotheletter), namun berdasarkan semangat
dan makna yang dalam (guantemeaningfull) dari undang-undang atau
peraturan perundang-undangan.

Barda Nawawi menyatakan pendidikan hukum di tingkat strata satu
lebih diharapkan sebagai profesional lawschool oleh karena itu ilmu hukum
yang diberikan termasuk Hukum Tata Negara ditekankan pada ilmu hukum
substantif (substantive legal knowledge). Jadi terbatas pada penguasaan hu-
kum praktis, hukum yang sah dan berlaku. Sementara Zainal Abidin melihat
perlunya perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan hukum, vyaitu
pendidikan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dihubungkan
dengan pembangunan, maka pendidikan khususnya pendidikan hukum di-
hadapkan pada perubahan-perubahan masyarakat yang sangat cepat. Pen-
didikan hukum harus dapat menumbuhkan kemanusiaan pada mahasiswa
calon generasi penerus untuk menemukan dan mengembangkan sendiri nilai-
nilai baru yang mampu mengembangkan masyarakat.'®?

Dalam pendidikan hukum, pendidikan merupakan faktor yang
penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan
hukum harus menyentuh aspek psikologis, antara lain komitmen, empati,
dedikasi dan kejujuran. Menurut penulis dalam pendidikan hukum termasuk
pendidikan Hukum Tata Negara harus memperhatikan pendidikan yang
demokratis. Selain itu pendidikan hukum termasuk pendidikan Hukum Tata
Negara harus kritis dan kreatif tidak hanya transfer ilmu pengetahuan hukum
kepada mahasiswa namun juga dapat memberikan pencerahan kepada
mahasiswa.'®*

Pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan. Oleh karena
itu bergeser dari profesional menjadi pro manusia. Untuk mematangkan
keharmonisan kompetensi-kompetensi kemanusiaan yang harus diperhatikan
antara lain keadilan, ketidakadilan, diskriminasi dalam masyarakat,
kebenaran, penderitaan, mengasihi (caring), empati, kepedulian, keberanian
(dare) dan composition. Hal tersebut menurut Spence disebut sebagai evoled
person yang mendasari lulusan pendidikan hukum.*®®

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai instansi yang

1825yukron Salam, dkk, Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum..., h. 89.

83 Topo Santoso, dkk, Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan
Penegakan Hukum di Indonesia..., h. 33.

184satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya
dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Berta Publishing, 2009, h. 37-38.

1855atjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia..., h. 65-67.
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mutlak dan final, namun sangat ditentukan oleh kemampuan mengabdi
kepada manusia. Hukum progresif memecah tradisi analytical jurespu-
dencee/ reachdogmaty. Berbagai paham atau aliran seperti regaliarsme,
fricheisulce, teori hukum dalam critical legal studies.Hukum progresif
adalah hukum yang pro rakyat dan pro keadilan. Hukum bukan merupakan
suatu institusi yang absolut dan final, namun sangat tergantung pada
bangunan manusia. Melihat dan menggunakan manusia sebagai penentu.®®

Hukum progresif tidak menerima sebagai institusi yang mutlak dan
final namun sangat ditentukan kemampuan untuk mengabdi kepada manusia.
Hukum selalu dalam proses. Hukum adalah institusi yang secara terus
menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesem-
purnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi ke
dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan
lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a
processlaw in the making) hukum tidak untuk hukum sendiri, namun untuk
manusia. Hukum progresif tidak ingin mempertahankan status quo memiliki
untuk pembebasan. Pendidikan hukum untuk manusia membuatnya merasa
bebas untuk mencari dan menentukan format pikiran asas-asas dan aksi-aksi.
Hukum progresif memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum.
Ingin secara sadar menempatkan kekuatannya secara sadar dalam hubungan
dengan manusia dan masyarakat.'®’

Satjipto Rahardjo menjelaskan, hukum adalah untuk manusia, maka
hukum bukan dirinya sendiri, namun untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih
besar. Setiap ada masalah dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan
diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk memasukkan ke dalam
sistem hukum. Pemikiran beliau mempunyai arti yang kuat terhadap filsafat
kemanusiaan dan pemikiran ini mendapat tempat dalam bekerjanya peraturan
perundang-undangan. Baik dipandang dari sudut filsafat maupun substansi
hukum yang baik dan struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung
ke arah ada 2 yaitu hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya.'®®

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem
hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan ingin membebaskan diri dari
dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat
ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kemasyarakatan,
ditunjuk untuk melindungi rakyat menuju ke ideal hukum dan menolak status
quo serta tidak ingin hukum tidak bernurani, melainkan institusi yang
bermoral. Hukum progresif menempatkan faktor perilaku di atas peraturan.
Faktor dan kontribusi dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang

185atjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia..., h. 2. dan 5.
¥7satjipto Rahardjo, Hukum Porgresif sebuah sintesa Hukum Indonesia..., h. 34-35,
1885atjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia..., h. 15.
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ada. Mengutamakan manusia dari pada hukum, membawa kita untuk mema-
hami hukum sebagai proses. Tidak bergerak pada asas legalitas dogmatis
analitis positivistik, namun lebih pada asas sosiologis. Hukum progresif
menurut kandungan moral yang sangat kuat. Progresivitasmu tidak ingin ber-
nurani melainkan suatu institusi yang bermoral dimulai dari asumsi dasar,
hukum adalah untuk manusia. Tujuannya untuk kesejahteraan, kebahagiaan.
Hukum selalu berada pada status law in the making. Hukum tidak untuk
dirinya sendiri dan tidak bersifat final.***Dalam membedah hukum progresif
harus dicari makna. Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan
huruf-huruf peraturan namun mencari dan menemukan makna sebenarnya
dari suatu peraturan. Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan
makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membaca
secara datar begitu saja, hukum tidak hanya memuat daftar peraturan dan
pasal, namun sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.**

Hukum modern dirancang secara formal rasional dan tidak
mempunyai rinciannya sendiri. Hukum diimplementasikan berdasarkan tolak
ukur formal rasional, keadaan sekarang sudah berubah. Dalam ragam
berpikir manusia untuk memecahkan persoalan sebagai kecerdasan sempurna
adalah berpikir spiritual mencari dan mempertanyakan makna itu.
Mahasiswa diperkenalkan pada kenyataan hukum mengandung fungsi
menyelesaikan dan penggunaan yang kuat. Pendidikan hukum hanya sibuk
menjelaskan peraturan dan prosedur berhukum dan tidak mengakar hanya
sampai kepada basis kemanusiaan atau kemurnian akan menghambat hukum
progresif. ™

Pendidikan hukum progresif erat kaitannya dengan pandangan bahwa
hukum tidak diajarkan sebagai skema-skema atau rumusan-rumusan kategori
dan abstrak. Pendidikan hukum progresif akan mendapatkan norma
pembelajaran hukum yang menghalalkan darah daging hukum. Pembelajaran
hukum hanya sebagai skema-skema abstrak hanya akan melahirkan ahli-ahli
hukum yang dalam pekerjanya setelah lulus dari kuliah semata-mata melaku-
kan pengotakan skema hukum tersebut sehingga akan terjadi
thelifeofthelawto as beru logic.*%?

Dalam optik sistem, pendidikan hukum progresif melihat belum
mengajarkan hukum sebagai skema dengan logika skema seperti pada
Begriffs Jurisprudencee sesungguhnya hanya mengajarkan bangkai-bangkai
bukan sesuatu yang hidup. Skema berupa peraturan perundang-undangan
telah mereduksi, sesuatu yang sudah menjadi keping pasal peraturan
perundang-undangan. Pendidikan hukum perlu mengusulkan kembali

1895atjipto Rahardjo, Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia..., h. 12-47.
1%5atjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 20086, h. 20.
Y15atjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif..., h. 21 dan 112.

925atjipto Rahardjo, Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia..., h. 113.
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skeleton hukum tersebut dengan “darah dan dagingnya” sehingga menjadi
proses pendidikan yang utuh. Metode kajian-kajian hukum yang analitis
perlu diperkaya dengan optik dan pendekatan baru.'*®

Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Soetjipto Rahardjo
dilandasi oleh asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Pengertian
hukum progresif adalah perubahan secara cepat atau melakukan perubahan
yang mendasar dalam teori dan praktis hukum serta melakukan terobosan
hukum. Pembebasan didasari bahwa hukum adalah untuk manusia bukan
sebaliknya. Hukum yang lebih luas termasuk Hukum Tata Negara untuk
kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri dan kemuliaan.'®*Secara sederhana
Soetjipto Rahardjo menjelaskan hukum progresif adalah hukum yang
melakukan pembebasan baik dalam tindakan maupun cara berpikir sehingga
mampu menyelesaikan tugasnya untuk mengabdi kepada manusia. Tidak ada
keberpihakan atau rekayasa dalam mengimplementasikan hukum, sebab
hukum termasuk hukum cara negara harus menciptakan keadilan dan
kesejahteraan bagi semua rakyat.'*®

Pembelajaran hukum untuk menyelesaikan problem sosial memang
sangat berbeda dengan pembelajaran yang hanya menekankan penekanan
pada penyelesaian problem hukum. Dalam penyelesaian problem hukum
akan lebih berurusan dengan matematika hukum atau thelogicoflaw atau
besthentervanlogichefigure (menangani hal-hal secara logis). Kalau hanya
implementasi peraturan perundang-undangan, maka hukum kurang mampu
memecahkan problem sosial, untuk itu perlu dilakukan penemuan hukum.*
Metode pendidikan yang dikemukakan oleh Soetjipto Rahardjo adalah
hukum progresif. Adapun model pendidikan hukum menurut Mochtar
Kusumaatmaja dikenal dengan teori pembangunan, yaitu konsep teori baru,
hukumlgéebagai sarana pembaharuan dan ada yang bersifat netral dan tidak
netral.

Konsepsi hukum baru menjelaskan bahwa hukum bukan semata-mata
kaidah atau norma dan asas-asas melainkan merupakan sesuatu gejala sosial
budaya. Hal ini, dipandang baru karena selama ini konsep hukum di
Indonesia dikuasai oleh hukum normatif.® Pendidikan hukum normatif
hanya menitikberatkan aspek keterampilan sebagai tukang berupa studi

1%5atjipto Rahardjo, Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia..., h. 113.

%satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif..., h. 50.

%satjipto  Raharjo, llmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan,
Surakarta: Muhammadiah Press University, 2004, h. 17.

%gatjipto Rahardjo, Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia..., h. 114-
115.

YMochtar Kusumaatmaja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan
Nasinal, Bandung: Rieneka Cipta, tth. 72.

%Montoha, “Pendidikan dalam Perspektif Hukum (Antara Harapan dan Realita)”,
Jurnal Madaniyah, vol. 1, edisi X, Juni 2016, h. 93.
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analisa terhadap perkara dan peraturan perundang-undangan berupa pasal
dan ayat. Oleh karena itu pendidikan hukum normatif sulit untuk
menanggapi masalah hukum dalam pembangunan.**®

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat oleh pakar
dan pemikiran yang tergabung dalam sebuah mazhab yang berkembang di
Amerika yang disebut antro-sosiological, sedangkan hukum disebut netral
jika tidak ada kaitannya sama sekali dengan faktor-faktor kepercayaan,
keyakinan, dan budaya suatu masyarakat. Hukum bersifat netral dapat
dibentuk lapangan hukum memang diperlukan.?®

Teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja apabila
diperhatikan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh di Indonesia
maka setiap peraturan perundang-undangan dan mengenai pendidikan akan
tercapai yang menjadi tujuan pendidikan. Teori hukum pembangunan justru
dalam praktik pembentukan hukum terutama di bidang pendidikan sering
mengalami hambatan-hambatan antara lain kebiasaan kurang teruji, yaitu
kebijakan yang diambil sering dimanfaatkan celah untuk menggunakan hak
sekedar untuk alat dengan tujuan memperkuat mendahulukan kekuasaan
bukan usul untuk kepentingan dan manfaat seluas-luasnya.”®*

Model pendidikan hukum lain adalah model hukum represif, model
hukum integratif dan model hukum responsif. Gagasan tentang hukum
represif berpandangan bahwa tertib hukum tertentu dapat berupa
ketidakadilan yang benar-benar parah. Keberadaan hukum semata-mata tidak
akan menjamin tegaknya keadilan apalagi keadilan substantif. Sebaliknya
setiap tertib hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia
akan selalu terikat pada status quo dan dengan memberikan otoritas kepada
penguasa membuat ketentuan menjadi lebih objektif. Suatu kekuasaan
pemerintahan dikatakan represif jika kekuasaan tidak memperhatikan
kepentingan orang-orang yang diperintah yaitu kekuasaan dilaksanakan tidak
untuk kepentingan mereka yang diperintah atau mengingkari legitimasi.”%?

Rezim represif adalah rezim yang menempatkan seluruh kepentingan
dalam bahaya dan khususnya kepentingan yang tidak dibendung oleh sistem
yang berlaku dalam hal kesisteman dan kekuasaan. Represif tidak harus
melibatkan penindakan dengan kasar (blatantoperassion). Represi terjadi
ketika kekuasaan bersifat lunak, namun hanya sedikit memperhatikan dan
tidak secara efektif dikendalikan oleh berbagai kepentingan yang ada.
Bentuk represif yang paling jelas adalah penggunaan kekerasan yang tidak
terkontrol untuk menegakkan perintah, penekanan pihak yang tidak patuh

1%9syukron Salam, dkk., Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum..., h. 30-31.

2%\ fontoha, “Pendidikan dalam Perspektif Hukum ..., h. 8.

“Montoha, “Pendidikan dalam Perspektif Hukum..., h. 9.

“2philippe Honet dan Philip Zelznich, Law and Society in Transition, Loward
Responsive Low, terj. Raisul Muttagin, Bandung: Nusa Media, 2020, h. 33.
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atau menghentikan protes. Represi sering sangat halus dan dilakukan secara
tidak langsung dengan cenderung mengeksploitasi persetujuan pasif.?%

Inti pemikiran teori hukum integratif adalah perpaduan pemikiran
teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Dalam konteks
Indonesia terinspirasi oleh konsep hukum menurut Mart. Fungsi dan peran
hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan
birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan baik
dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (nasional) maupun
lingkup internasional 2%

Teori hukum integratif harus dipahami dalam pengertian yang dina-
mis, tidak status quo dan yang pasif, melainkan hukum yang memiliki
mobilitas fungsi dan perkembangan secara aktif sesuai dengan perkem-
bangan keadaan masyarakat nasional dan internasional. Selain itu teori
hukum integritas dapat dikembangkan sebagai model analisis hukum yang
bersifat komprehensif dan holistik dalam menghadapi dan mengantisipasi
perkembangan nasional dan internasional dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai sistem nilai sangat penting dan tepat relevan dengan pembaharuan
masyarakat saat ini, di tengah berkembangnya ideologi globalisasi.’®®

Teori hukum integratif meyakinkan generasi intelektual dan maha-
siswa tentang kekuasaan dan ke dalam sistem hukum nasional hanya dapat
diukur dari keterwakilan dalam mengapresiasi mengakseptasi dan meng-
analisis perkembangan fenomena sosial dan peran hukum dengan perkem-
bangan dengan non hukum. Pendidikan teori hukum integratif diharapkan
dapat: pertama, melahirkan generasi intelektual dan mahasiswa yang cerdas,
cerdik dan memiliki integrasi yang kuat dan secara objektif mampu melihat
masalah hukum sebagai fenomena sosial. Kedua, melahirkan generasi
intelektual dan mahasiswa yang mampu menempatkan hukum sebagai sistem
perilaku yang pantas dihormati, diplomat dengan sistem nilai yang berakar
pada jiwa bangsa. Ketiga, melahirkan generasi intelektual dan mahasiswa
yang mampu melihat perkembangan dinamika nasional dan internasional
secara objektif dan tidak apriori apalagi berprasangka buruk terhadap produk
hukum uang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.?%

Dampak teori hukum integratif terhadap pendidikan hukum termasuk
Hukum Tata Negara sangat nyata karena paradigma yang dibangun adalah
menciptakan hukum bukan semata-mata sebagai alat membentuk kecerdasan
dan kematangan intelektual, namun juga membangun kemanusiaan yang
tanggap terhadap masalah-masalah hukum dan kerentanan sosial negara dan

2%3philippe Honet dan Philip Zelznich, Law and Society in Transition..., h. 34-35.

24Romli  Atmasasmita, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, h. 97-98.

25Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif..., h. 99.

26Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif..., h. 113.
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bangsa Indonesia.””” Hukum responsif memberi kontribusi pada kesopanan
sebab ia lebih diberi sifat oleh etik pertanggungjawaban (ethicofres-
ponsibility) dari pada oleh etik tujuan puncak (ethicofultimateend).?®

Dua cara hukum responsif membantu kesopanan, pertama, mengatasi
pluralisme dalam moralitas komunal tertib hukum lebih beradab dalam
pengertian yang tepat bahwa tatanan tersebut menjadi lebih santun, lebih
menerima keberagaman budaya dan adat istiadat, tidak mudah menjadi
kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan eksentrik. Hal ini bukan
berarti bahwa hukum melepaskan diri kontrol moral masyarakat. la hanya
lebih menemukan konsensus dalam aspirasi-aspirasi yang umum dari pada
dalam normal perilaku yang spesifik, ia berusaha mengklarifikasi nilai-nilai
yang dipertaruhkan dalam tatanan moral, sehingga akan membebaskan
budaya dan adat istiadat dari unsur-unsur yang sempit. Kedua, mendorong
suatu pendekatan yang terpusat pada masalah dan integratif secara sosial
terhadap krisis ketertiban umum. Selama berlangsung berbagai pemogokan
demokrasi, kerusuhan atau krisis ketertiban lainnya, asumsi-asumsi rutin
kehidupan inkonstitusional ditantang dan banyak peraturan yang berlaku
pada kondisi normal diabaikan.?*®
Ideal pokok hukum responsif sebagaimana hukum otonomi adalah legalitas.
Bahwa kontinuitas tetap dipertahankan, namun ideal mengenai legalitas tidak
boleh dicampuradukkan dengan pernik-pernik legalisasi. Pengembangan
peraturan dan formalitas prosedural. Pola-pola birokratis yang diterima
sebagai dua proses (dipahami sebagai bidang rintangan) atau sebagai
akuntabilitas (dipahami sebagai dipenuhinya peraturan-peraturan jabatan/
merupakan hal asing dalam hukum. Responsif ideal mengenai legalitas perlu
dipahami secara lebih umum dan dibebaskan dan formalisme.?

27Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif..., h. 114.

2%philippe Honet dan Philip Zelznich, Law and Society in Transition..., h. 102.
2philippe Honet dan Philip Zelznich, Law and Society in Transition..., h. 102.
“%hilippe Honet dan Philip Zelznich, Law and Society in Transition..., h. 119.



BAB 111
DEMOKRASI SEBAGAI DASAR HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Nilai Demokrasi sebagai Fondasi Pendidikan Hukum

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik dalam kehidupan
bersama. Demokrasi yang berlaku di Indonesia ialah demokrasi Pancasila.
Pancasila adalah intisari nilai-nilai hidup dan kehidupan tumbuh di
masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila sebagai landasan hidup bangsa
Indonesia yang berarti seluruh prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya menjadi tujuan negara Indonesia yang ingin dicapai oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Namun dalam konteks demokrasi saat ini masyarakat
maupun pejabat negara masih kurang mampu untuk menanggapi persoalan-
persoalan yang terjadi sehingga menimbulkan ketidaktaatan akan hukum
yang berlaku. Kebebasan yang dimiliki tanpa batas kemudian menghadirkan
kesenjangan hukum sehingga demokrasi Pancasila menjadi suram dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya mulai memudar.*

Salah satu macam demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi yang merujuk kepada basis kesadaran identitas
bangsa Indonesia tidak mementingkan kepentingan individu melainkan juga
yang tidak hanya bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif kebijaksana-

! Karolin Bera, “Demokrasi Pancasila dan Relevansinya Terhadap Kesenjangan
Hukum di Indonesia,” dalam sebuah makalahnya, h. 1.
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an.? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan
dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang
mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran,
kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinam-
bungan.’

Menurut penulis demokrasi Pancasila adalah yang berdasarkan sila
keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh ketuhanan Yang Maha Esa
kedua kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia sila ke-5
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dasar filosofis
kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan dan dijiwai oleh sila selain sila ke-4 maka demokrasi Pancasila
berbeda dengan demokrasi di barat baik dalam tataran normatif artinya
tataran konsep maupun dalam tataran empiris artinya dalam tataran
implementasi praktik.

Jika kita memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat
majority artinya bahwa yang jumlahnya banyak adalah benar baik dan
menang, sedang pada demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif
atau musyawarah mufakat. Kalau Cara yang pertama tidak dapat tercapai
baru melalui voting kuantitatif. Demokrasi Pancasila tidak ada ruang orasi
karena bertolak pada paradigma bahwa pemerintah rakyat adalah kesatuan
terangkan pada demokrasi liberal atau barat oposisi diberi tempat bahwa
memang mereka bertolak pada paradigma bahwa rakyat dan pemerintah
negara adalah 2 subjek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing.”

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian Negara dilaku-
kan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat,> kebebasan individu
tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab
sosial,’ dan memiliki keuniversalan cita-cita demokrasi yang dipadukan
dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia dan dijiwai oleh semangat
kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Esensi
Pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius/
humanisme religius bukan kemanusiaan yang sekuler. Oleh karena itu
ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak semata-

2 Idjang Tjarsono, Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal lka Solusi Integrasi,
Transnasional Vol. 4, no. 2 (2013): h. 883.

¥ Mohammad Hatta, “Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta, Buku I:
Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta: Penerbit LP3ES),1998, h.873, Pikiran dan Gagasan
Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional, Kompas, Jakarta, 2010, h. 3-4.

* Idjang Tjarsono, Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika..., h. 884.

® Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution..., h. 3-4.

® Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila,
Gramedia, Jakarta, 2011, h. 383.



96

mata melainkan religiusitas. Secara prinsip Demokrasi adalah sistem
pemerintahan negara di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan
negara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada
kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang implementasinya
sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Adapun landasan demokrasi adalah kedaulatan Rakyat pasal 1 ayat (2)
Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat, sedang asas demokrasi
Pancasila adalah sila keempat Pancasila.” Jarang dipahami demokrasi juga
sebuah proses yang rumit dan memerlukan ketelitian pembuktian dan
kesantunan.®

Demokrasi sebagai sebuah sistem tetap memerlukan sebuah kapasitas
menimbang dan memikirkan dengan cermat. Ini juga termasuk demokrasi
Pancasila memerlukan sebuah kapasitas menimbang dan memikirkan dengan
cermat. Reformasi banyak memberikan kehidupan positif bagi sebuah
bangsa Indonesia, namun ada beberapa segi negatifnya antara lain kesalahan
berpikir paradigma dalam memahami reformasi. Reformasi hanya dimaknai
sebagai perubahan yang sebetulnya reformasi adalah sebuah suatu proses
yang dalam proses tersebut adalah harus dilakukan perubahan yang harus
dipertahankan suatu atau keseimbangan kesinambungan selain itu adanya
rasa terhadap kebencian terhadap perkembangan masa lampau sehingga
muncul anggapan bahwa semua hal yang pernah ada di masa lampau sudah
pasti usang tidak reformasi dan tidak perlu lagi.’

Dalam Pancasila terkandung tiga klasifikasi nilai yaitu nilai dasar,
instrumental, dan operasional. Pada tataran nilai dasar abstrak umum
universal oleh karena itu dikondisikan melalui nilai instrumental dan
operasional nilai instrumental tercermin pada hukum positif yang berlaku di
Indonesia sedang nilai operasional meliputi pelaksanaan objektif yaitu oleh
institusi dan penyelenggara negara dan pelaksana subjektif yakni
pelaksanaan oleh warga negara.™®

Sila Pancasila bersifat hirarkhies pyramidal artinya setiap sila dijiwai
oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya. Dengan demikian setiap
sila Pancasila mengandung sila lainnya contoh sila kedua kemanusiaan yang
adil dan beradab yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan
menjiwai sila ketiga dan keempat dan kelima karena itu ketuhanan yang
maha esa menurut Pancasila adalah Ketuhanan yang menjiwai sila kedua
ketiga keempat dan kelima.™*

" Idjang Tjarsono, Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika..., h. 884.

 Muhammad AS Hikam, Demokrasi Indonesia Antara Asa Dan Realita, Cet. Kedua.
Jakarta, 2018, h. 6.

° Idjang Tjarsono, Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika..., h. 888.

1%1djang Tjarsono, Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika ..., h. 884

' 1djang Tjarsono, Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika..., h. 884.
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Konsep demokrasi dalam pendidikan memiliki pandangan yang
cukup Mashur tentang pengertian masyarakat demokratis sebagaimana
demokrasi sangat berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan memiliki
fungsi sosial bahwa sekelompok masyarakat tidak akan berkembang tanpa
proses sosial. Pendidikan sangat bertalian dengan proses sosial tersebut
menurut Dewey ada dua cara untuk mengakui nilai dan bentuk kehidupan
sosial. Pertama, the extent to which the interest of a group by all is a
member, kedua the flowers and Freedom with white with interest of Which
other groups. Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang ada
dalam masyarakat yang ke dalam pembebasan berinteraksi dengan kelompok
yang lain. Budaya tertib ini yang dia gunakan dalam membuat sebuah
kesimpulan apa contoh dalam kehidupan sosial adalah demokrasi.*?

Terdapat pengaruh demokrasi terhadap pendidikan tertentu kreatif
peneliti demokrasi mengandung nilai sebagai berikut:

Satu kesetaraan (egalitarianisme)
Nilai penghargaan terhadap hak asasi
Nilai perlindungan (protection)

Nilai keberagaman (pluralism)

Nilai keadilan (justice)

Nila toleransi (tolerance)

Nilai kemanusiaan

Nilai ketertiban

Nilai penghormatan terhadap yang lain
10. Nilai kebebasan

11. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan
12. Nilai tanggung jawab

13. Nilai kebersamaan

14. Nilai kemakmuran

Demokrasi mengandung nilai tersebut karena demokrasi mendapat
positif sangat strategis mengembangkan nilai tersebut.® Penguatan
demokrasi melalui jalur pendidikan dalam konteks Indonesia dapat dilakukan
sebagai faktor sosial dan investasi modal manusia. Menurut Nurcholish
Madjid pendidikan memiliki dua macam dampak positif, pertama pendidikan
berdampak pada penghayatan kemampuan Kkerja dengan keahlian dan
profesionalisme sehingga dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh
penghasilan yang lebih tinggi. Kualitas dampak pendidikan ini merupakan
batu ujian sukses gagalnya investasi manusia atau human resources. Kedua
pendidikan berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir dan bertindak

CoNo~LNE

Habib Rahman, “Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam; Kajian
Tentang Nilai-Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan
Indonesia,” Studi Keislaman Vol. 3, no. 2 (December 2017): h. 19.

BMufiqur Rahman, Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam..., h. 20.
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rasional. Dengan peningkatan kemampuan ini seseorang diharapkan dapat
menginformasikan sebanyak-banyaknya.'*

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai demokrasi adalah berasaskan
demokrasi  Pancasila. Membangun kehidupan berdemokrasi yang
berdasarkan Pancasila itu tidaklah semudah yang diduga kebanyakan orang,
karena memang kehidupan demokrasi tidak bisa dibangun seketika atau
dalam waktu singkat.®> Bahmuller mengidentifikasi sejumlah faktor yang
berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara, yaitu: “...the
degree of economic development; ...a sense of national identity; ...historical
experience and elements of civic culture.”

Pertama, “the degree of economic development”, maksudnya bahwa
tingkat perkembangan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh pada
perkembangan demokrasi di negara itu. Walaupun, tidaklah berarti bahwa
negara miskin tidak bisa menjadi negara demokrasi, demikian pula
sebaliknya tidak selalu negara kaya itu demokratis. Kemakmuran itu penting
tapi tidak dengan sendirinya menjamin untuk menjadi negara demokrasi.

Kedua, “a sense of national identity”, merupakan elemen yang sangat
mendukung keberhasilan penerapan demokrasi suatu negara. Mengenai
pentingnya national self-identification ini memang diakui banyak mendapat
kritik, terutama bila dikaitkan pada kasus nasionalisme yang berlebihan atau
chauvinism dari Nazi di Jerman dan Fascisme Italia yang ternyata bukan
melahirkan demokrasi tetapi justru menumbuhkan fascisme.

Ketiga, “historical experience and elements of civic culture”, bahwa
pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan (civic culture)
memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan demokrasi. Salah satu
unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “civic virtue” atau
kebajikan/akhlak kewarganegaraan yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila
mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter,
saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan
semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu
diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “civic community” atau
“civil society” atau masyarakat madani untuk Indonesia yang berdasarkan
Pancasila. Hal ini dipertegas hasil penelitian Robert Putnam yang
menemukan bahwa di daerah-daerah yang memiliki akar tradisi civic values
ternyata menunjukkan pertumbuhan sikap demokratis yang sangat efektif.*°

“Mufiqur Rahman, Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam..., h. 20.

Bahmueller, C.F. The Future of Democracy and Education for Teaching in
Elemntary Social Studies, New Jersey : Englewood Cliffs, 1996, h. 216-221.

'*Bambang Yuniarto, Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional,
Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018, h. 21.
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B. Nilai-nilai Budaya sebagai Peletak Demokrasi

Demokrasi sering dikaitkan dengan negara Barat di mana negara
barat mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara kultur memegang peranan penting bagi proses
demokrasi bangsa namun kultur bukan suatu yang sederhana bersifat tulisan
proses kultur yang dapat punya peran penting adalah kultur yang kompleks.*’

Keterkaitan faktor civic culture ini menurut Almond dan Verba
merupakan basis dari budaya politik yang membentuk demokrasi. Hasil
penelitian surveynya yang dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman,
Italia, dan Meksiko menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai
civic culture yang tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya,
negara-negara yang memiliki derajat civic culture yang rendah tidak men-
dukung terwujudnya sebuah demokrasi yang stabil.*®

Selain itu, Denny yang juga berpengaruh terhadap perkembangan

demokrasi adalah “...exposure to mass media, literacy, urbanization,
education”, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi “...the political well
being of people”.*®

Walaupun demikian, pada dasarnya demokrasi itu bersifat “culturally
bounded”. Artinya bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep yang bersifat
universal, akan tetapi dalam implementasinya nilai-nilai demokrasi yang
bersifat universal itu diwarnai oleh karakteristik sosial masyarakat negara itu.
Apa yang baik diterapkan di Amerika, Canada, dan negara-negara Barat
lainnya belum tentu dapat diterapkan dengan pola yang sama di negara-
negara Asia dan Afrika.?’

Menegaskan analisis sosio kultural Gaffar di atas, Fukuyama sudah
meramalkan kemunculan demokrasi dengan wajah bangsa-bangsa Asia ini,
yang berbeda dengan demokrasi Amerika Serikat. Karena pada hakikatnya
sejarah panjang yang sudah mendarah dagingdi suatu bangsa akan mewarnai
wajah demokrasi bangsa yang bersangkutan, cepat atau lambat.*

Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang majemuk. Adapun
yang menonjol dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah pene-
kanan pada keseimbangan yang terwujud dalam komunitas suku bangsa dan
digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri.?? Terdapat

Y7zamroni, Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi Prakondisi Menuju Era
Globalisasi, Jakarta: Pusat Muhammadiah, 2007, h. 32.

BWinataputra, U.S. dan Budimansyah, Civic Education : Konteks, Landasan, Bahan
Ajar dan Kultur Kelas, Bandung : Prodi PKn SPS UPI, 2007, h. 211.

B\Winataputra, U.S. dan Budimansyah, Civic Education..., h. 211.

A, Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006, 344.

“'Bambang Yuniarto, Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional,
h. 22.

Parsudi Suparlan, “Kesetaraan Warga dan Budaya Community dalam Masyarakat
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perbedaan pemahaman dalam mengaktifkan konsep suku bangsa sehingga
berapakah tepatnya jumlah suku bangsa di Indonesia ada yang mengatakan
di Indonesia terdapat sekitar 300 suku bangsa ini pendapat geng bahkan ada
yang menyebutkan lebih banyak dari jumlah tersebut malahan mencatat tidak
kurang dari 520 suku bangsa di Indonesia dengan berbagai kebudayaannya.?®
Multikultur realisme dapat dimaknai sebuah kepercayaan yang menyatakan
bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya etnis (culture Group) hidup
berdampingan secara damai dalam prinsip yang ditandai oleh kesediaan
menghormati budaya lain.?* Dengan berpegang pada prinsip bahwa tiada
masyarakat dan kebudayaan yang bersifat maka dalam perspektif kultur cara
garis besar masyarakat dan kebudayaan lokal jelas berkembang secara
dinamis®

Kebijakan yang menjadi atribut budaya pada dasarnya adalah nilai.
Oleh karena itu pada dasarnya pengembangan nilai-nilai berasal dari
pandangan hidup biologi bangsa Indonesia budaya dan nilai-nilai yang hidup
di masyarakat. 2 Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai religius
yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dinilai oleh warga
masyarakat terhadap berbagai banyak hal.?” Demokrasi tidak sekedar tatanan
politik yang hanya diimplementasikan dalam teras-teras politik namun
demokrasi mencakup nilai budaya. Pertanyaan selanjutnya adalah atas dasar
semangat/nilai apakah budaya demokrasi akan dibangun, maka yang akan
dibangun adalah budaya demokrasi Pancasila. Mental budaya demokrasi
Pancasila adalah sebagai berikut:*®

Pertama, Sikap menerima pluralisme sebagai suatu realita. Keber-
agaman merupakan kenyataan bukan permasalahan. Indonesia adalah negara
yang sangat plural, baik dari segi suku, agama ras dan golongan. Jika sikap
mental ini tidak menjadi budaya dalam demokrasi maka yang terjadi adalah
serangkaian konflik dan pertikaian. Setiap orang harus mau bergaul secara
inklusif, dapat menerima kelompok lain tanpa berburuksangka dan curiga.

Indonesia” (disampaikan pada Sesi Pleno Dua Simposium Jurnal Antropologi Indonesia
Kedua Globalisasi dan Budaya Lokal Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang:
Universitas Andalas, 2010), h. 8.

*|da Bagus Brata, Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa, Bakti Saraswati 6, no.
61, Bakti Saraswati (March 1, 2016): h. 10.

"|da Bagus Brata, Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa..., h. 10.

%|da Bagus Brata, Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa..., h. 10.

% Khusnul Mali, “Rasionalitas Konsepsi Budaya Nusantara dalam Menggagas
Pendidikan Karakter Bangsa Multikultura,” Jurnal Islam Nusantara 1, no. 1 (June 2017): h.
108.

'Sigit Surahman, “Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya
Indonesia,” Jurnal Komunikasi, Vol. 2, April 2013, h. 31.

Sri Rahayu Wilujeng, “Meningkatkan Kualitas Kehidupan berbangsa Melalui
Budaya Demokrasi”, Humanika, Vol. 19 No. 1 (2014). h. 154-155.
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Bagaimanapun keragaman yang merupakan rahmat ini tidak dapat
disamakan tetapi bisa disatukan. Para pendiri negara telah berhasil
mempersatukan komponen yang beragam dalam kehidupan Negara
Indonesia. Kalau semangat pluralisme ini tidak dikembangkan akan
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap pluralism ini tidak hanya
bersifat pasif yaitu menerima kelompok lain, tetapi juga bersifat aktif yaitu
menghargai dan mau bekerja sama dengan kelompok lain. Sebaliknya sikap
primordial yang merasa kelompoknyalah yang paling baik harus dihindari.

Kedua, Menghargai perbedaan pendapat. Dalam demokrasi pasti ter-
jadi perbedaan pendapat sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan.
Kebebasan menyuarakan pendapat adalah hak dasar bagi setiap warga
negara. Sikap menghargai perbedaan pendapat ini sangat penting untuk
dikembangkan. Perbedaan bukan masalah jika disikapi dengan benar.
Perbedaan sering kali tidak dapat disatukan dan memang tidak harus
dipaksakan untuk satu.

Ketiga, Siap kalah dan siap menang. Dalam kompetisi dalam suatu
sistem demokrasi setiap kelompok atau orang harus siap kalah. Kekalahan
merupakan risiko yang sudah harus dipertimbangkan sebelumnya. Di dalam
sebuah permainan kekalahan dan kemenangan adalah biasa. Tidak mau
menerima kekalahan dapat memicu konflik. Sikap menerima kekalahan
dengan elegan dan jiwa besar memunculkan kedamaian. Demokrasi bukan
segala-galanya sehingga orang harus mempertaruhkan semua potensinya.

Keempat, Dalam demokrasi sikap sportif sangat dibutuhkan. Dalam
suatu kompetisi setiap pihak yang terlibat harus bermain secara jujur dan
adil. Tujuan yang baik dalam demokrasi harus ditempuh dengan cara yang
baik pula. Di sini sebaiknya dihindari sikap menghalalkan segala cara. Sikap
ini tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga rawan memicu
konflik.

Kelima, Menaati dan menghargai aturan atau Undang-Undang yang
berlaku. Demi terciptanya ketertiban maka setiap pihak yang terlibat dalam
proses demokrasi harus menaati segala peraturan yang telah disepakati
ataupun Undang-Undang yang berlaku.

Keenam, Demokrasi sebagai budaya itu perlu ditumbuh kembangkan.
Pembudayaan demokrasi itu lewat pembiasaan dan pendidikan. Pendidikan
demokrasi sangat diperlukan agar setiap warga Negara menyadari hak dan
kewajibannya. Pendidikan ini bukan materi yang diberikan secara formal di
tempat pendidikan. Pendidikan ini bertujuan memberikan edukasi yang baik
kepada rakyat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
Pendidikan ini ditanamkan lewat pembiasaan. Dalam proses pembiasaan ini
akan berjalan lebih efektif jika ada contoh atau teladan dari para politisi, para
pejabat, dan para birokat. Para pelaku demokrasi atau para politis harus
memberikan teladan yang baik bagi rakyat sehingga mendapatkan pema-
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haman yang benar tentang demokrasi. Fenomena yang terjadi dewasa ini
justru sebaliknya. Para politisi tidak mampu memberikan teladan atau
tuntunan yang baik bagi rakyat. Fanatisme para pendukung (rakyat) sering
kali dimanfaatkan sebagai kekuatan bargaining position demi mendapatkan
kekuasaan. Dalam hal ini yang terjadi bukannya proses transformasi
kekuasaan dari rakyat ke pada pemimpin atau wakilnya untuk diperjuang
dalam lembaga formal, namun sebaliknya rakyatlah yang memperjuangkan
dan melindungi para pemimpin atau wakilnya.

Pemberdayaan berpolitik salah satu prasyarat penting dalam
membangun demokrasi dengan kata lain untuk memasuki iklim demokrasi
yang benar dan baik perlu pendewasaan untuk mendirikan sistem demokrasi
bukan hanya perlu kebebasan berserikat bukan hanya kualitas paras yang
bebas tetapi juga kualitas ketangguhan caknya bukan hanya kebebasan
mimbar atau kebebasan berbicara semata namun juga kedewasaan pembi-
caraannya dan hanya menuntut kualitas legislatif.?

Yang mampu menyuarakan hati nurani rakyat di samping itu juga
menuntut kualitas eksekutif agar dapat mampu menangkap suara hati nurani
rakyat tanpa dan kedewasaan demokrasi akan berubah menjadi democrazy.
Harus dipahami nilai-nilai kearifan lokal bukanlah milik usang yang
ketinggalan zaman singa ditinggalkan tetapi dapat bersinergi dengan nilai-
nilai modern yang dibawa globalisasi dunia internasional sangat menuntut
demokrasi nilai tersebut dapat bersinergi dengan aktualisasi dari filosofi
budaya kemampuan masing-masing bawa yang mengajarkan masyarakat
untuk bersikap dan berperilaku yang selalu mengutamakan Harmoni kesela-
rasan dan keserasian. ¥

Dalam pembahasan nilai-nilai sebagai peletak demokrasi penting
dilaskan tentang budaya politik budaya politik biasanya berpusat pada
imajinasi mindset pikiran dan perasaan pada basic individu yang merupakan
dasar semua tingkah laku politik masyarakat sementara sistem nilai yang
hidup di masyarakat adalah merupakan variabel penting bagi perubahan yang
merupakan refleksi terhadap orientasi setiap dan perilaku politik masyarakat
dalam merespons setiap objek dan proses politik yang sedang berjalan sebab
nilai tersebut adalah sebuah kebijakan bagi masyarakat tersebut.**

Budaya politik pada hakikatnya merupakan lingkungan di mana
kegiatan-kegiatan politik berlangsung dan memberikan rasionalisasi untuk

“Maria Rahman, “Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang Berdasarkan
Pancasila Dan Warga,” Jurnal Non Eksakta,Vol. 1, No. 1. Desember 2013, h. 9.

®gyahril, Mengubah Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam
Menghadapi Arus Globalisasi, Surabaya: Departemen Hubungan Internasional FISIP
Universitas Airlangga, h. 5.

!'Nur Alamsyah, “Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia”, Jurnal
Akademika. FISIP Unsoed, Volume 2 Oktober 2010 h. 415.
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dapat memberikan perolehan penerimaan sejumlah nilai dan norma yang lain
dalam kondisi masyarakat yang majemuk maka kesediaan bangsa untuk
dapat meningkatkan integrasi politik hanya dapat dimaknai ketika
masyarakat bersedia untuk mempersempit gerakan ikatan-ikatan primordial
yang dicapai melalui induk sadar sukarela yang bersumber dari berbagai
komponen masyarakat yang ada.** Budaya politik menurut pandangan Albert
Wijaya akan lebih menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat
bukan ideologi perorangan yang sifatnya bersifat politis dan beragam.>®

C. Pendidikan Pluralisme dan Demokrasi

Pendidikan demokrasi secara eksplisit yang menjadi concern dari
proses penyelenggaraan pendidikan di Negara hukum Republik Indonesia
yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 4 yang menjelaskan pendidikan diselenggarakan
secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, secara yuridis
ekspilisit, urgensi pendidikan demokrasi tergambar dalam Undan-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 11 pasal 3,
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah, “.... menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.” Untuk tujuan itu, perlu dikembangkan
pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana
bagi tumbuh-kembangnya berbagai kualitas pribadi demokratis.

Pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan
sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Sifat
multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada: (1) pandangannya yang
pluralistik-uniter (bermacam-macam tapi menyatu dalam pengertian
Bhinneka Tunggal Ika, (2) sikapnya dalam menempatkan individu, negara,
dan masyarakat global secara harmonis, (3) tujuannya yang diarahkan pada
semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); dan (4)
konteks (setting) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka,
fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.®*

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kajian mengenai pendidikan
demokrasi dan pendidikan multikultur atau pluralisme semakin memperoleh
momentum pasca runtuhnya rezim orde baru yang otoriter militeristik karena
hembusan angin segar reformasi. Era reformasi bukan hanya membawa
berkah bagi bangsa Indonesia tetapi disisi lain memberi peluang meningkat-
nya primordialisme. Untuk itu, perlu dilaksanakan sistem pendidikan

2Nur Alamsyah, “Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia”..., h. 116.

%Nur Alamsyah, “Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia”..., h. 11.

**Bambang Yuniarto, Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional,
Sleman: Deepublish. 2018. h. 101.
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demokrasi yang ideal untuk menangkal sifat primordial, individual, dan
intoleran.®

Jhon Dewey memandang peserta didik sebagai suatu fungsional
dalam kehidupan sosial. Jhon Dewey merupakan tokoh pendidik
progresivisme. Menurut progresivisme peserta didik merupakan bagian
integral dari lingkungan, ada interaksi sosial, perasaan, pikiran, benda-benda
di sekitarnya.®*® Dalam proses Pendidikan, nafsu dan insting memiliki 2
dimensi, yaitu dimensi psikologis dan dimensi sosiologis. Dimensi
psikologis, sebagai pendidik harus mampu mengetahui tenaga-tenaga atau
daya-daya yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun dimensi sosiologis,
sorang pendidik harus mengetahui ke arah mana tenaga-tenaga atau daya-
daya harus dibina dan dikembangkan. Baik dimensi psikologis maupun
dimensi sosiologis harus dibina dan dikembangkan oleh pendidik agar
peserta didik mampu mengimplementasikan di masyarakat.’ Negara
Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk majemuk, lebih
dari 300 kelompok etnis berbeda-beda ada masing-masing dengan identitas
budaya sendiri.*®

Menurut Donni Kusumo tentang pluralisme dalam kerangka pendi-
dikan yaitu metode dan objek yang menunjuk pada proses pembelajaran dan
interasimilasi pendidik adalah dan menghasilkan rasa hormat kepada nilai-
nilai yang lain. Pendidikan multikultural bagi setiap warga masyarakat dalam
rangka untuk pengembangan multikultuarisme dan peradaban manusia dalam
rangka persaudaraan, Kkesetaraan, persatuan, dan kesatuan dalam
kebinekaan.*® Pluralisme menyangkut pluralisme sosial merupakan titik temu
nilai kemanusiaan antara lain nilai keadilan, kesetaraan, dan Hak Asasi
Manusia.*’

Menurut Koesoema A, pluralisme dalam Pendidikan adalah metode
dan objek paedegogis yang menunjukkan pada proses pembelajaran dan
penginternalisasian perilaku toleran dan menghasilkan rasa hormat pada

®Ali Miftakhu Rosyad, “Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam
Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia, Nazhruna”, Jurnal Pendidikan
Islam, Vol. 3 No 1 2020. h. 81-82.

%Keiven Egm, gatting it wrong from the begimming our progresivt interitance form
Herbert spacer Jhon Dewey and Jean Peaet Bghantion Vial Bulghon, 2002, h. 68.

*Jhon Dewey, Democracy and Education to the Philosofi of Education, New York,
The Machillum Company, 1964, h. 9.

®raisal Ismail, Pilar-Pliar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur, Yogyakarta:
Lembaga Study Filsafat Islam, 2004, h. 129.

PAA Ngurah, Anom Kumbara, “Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di
Indonesia”, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 4 no.4, 2009, h.78.-79.

““Ahmad Basuni, Aktualisasi Pemeikiran Abdurrahman Wahid Studi Program
Pendidikan Pluralisme The Wahid Institut, Yogtyakarta: De Publish, 2016, h. 5.
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nilai-nilai lain yang berbeda.**

Tokoh yang lain Franz Suseno berpendapat bahwa pendidikan plura-
lisme yaitu pendidikan yang mengandalkan kita untuk membuka isi polis
cakrawala yang semakin luas mampu melintas batas kelompok etnis atau
agama. Kita mampu melihat sebagai sebuah keluarga yang memiliki baik
kesenangan maupun cita-cita. Inilah pendidikan harga nilai-nilai dan kema-
nusiaan untuk perdamaian kemerdekaan dan Solidaritas.*?

Adapun pluralism menurut Dawam Aiunrofig, yaitu proses pengem-
bangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan
heteregomitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, dan suku.
Analisis rasional perlu adanya reformasi pendidikan sebagaimana dikatakan
oleh Dede Rosyada adalah: a) perubahan pola pikir masyarakat akibat
demokratisasi yang terus menjangkau pada seluruh aspek kehidupan, b)
perubahan dunia yang sangat cepat, dan para siswa harus dipersiapkan untuk
menghadapi perubahan tersebut, c) kemajuan teknologi dalam semua sektor
industri dan layanan jasa akan kian menggeser posisi manusia, d) penurunan
standar hidup yang terjadi di mana tenaga manusia akan digantikan oleh
tenaga mesin, e) pemahaman doktrin agama semakin inklusif dan terbuka,
dan f) peran media masa yang terus menguat dan terus mensosialisasikan
perubahan sosial.*®

Sementara Umar di Azra mengemukakan pendidikan ideal di dalam-
nya harus menerapkan konsep dasar pembelajaran yaitu pertama learning to
know terangkan pentingnya belajar tentang bagaimana orang belajar
(warning How to learn tutup). Kedua, learning 7 yang menekankan
pentingnya kemampuan untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang perlu di
tengah perubahan zaman, Ketiga learning to life together. Bagaimana cara
interaksi dan hidup berdampingan secara damai di antara sesama manusia
dan tempat opening to be belajar tentang bagaimana peserta didik
(mahasiswa di perguruan tinggi persib penulis).*

Pendidikan pluralisme di dunia pendidikan dikenal dengan pen-
didikan multikultural titik pendapat John Dewey ada hubungan antara
demokrasi dan demokrasi Roma menurut John Dewey antara proses
demokrasi dan proses pendidikan demokrasi bukan hanya masalah perbedaan
atau bentuk pemerintahan tetapi merupakan suatu way of life sebagai way of
life dari suatu komunitas Maka hal itu tidak dapat dicapai tanpa proses

“Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter Strategi Mendidk Anak di Zaman Global,
Jakarta: Grasindo, 2010, h. 120.

*2Doni Kusumo, Pendidikan Karakter Strategi Mandiri Anak Zaman Global, Jakarta:
Grasindo, 2010, h. 120, Franz Magnis Suseno, Kabar Pembaharuan, 23 September 2000.

“*Ahmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Abdrurrahman Wahid..., h. 9.

“Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Teoritis dan Modern Modernisasi di tengah
Tantangan Melenial 3, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012, h. 58.
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pendidikan titik proses pendidikan itu sendiri merupakan proses demokrasi.
Membangun masyarakat yang demokratis bagi Indonesia suatu tugas yang
tidak ringan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralitas dan
multikultural Indonesia terkenal dengan pluralisasi suku bangsa yang
mendiami Kepulauan Nusantara.*

Di antara para ahli ada perbedaan dalam menjelaskan pengertian
pluralisme menurut Nurcholis Madjid, pluralusme tidak cukup hanya saling
menghargai dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, namun harus
dengan saling untuk menerima kenyataan sebagai nilai yang baik.*
Pluralisme tidak boleh dipahami dari bahan negatif (negative good) yang
dilihat kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme jalannya mengesankan
fragmentasi tapi peluru habis semua harus dipahami sebagai pertalian sejati
kebinekaan dalam ikatan keadaban. Bahkan pluralisme adalah masalah
prinsip ajaran agama dalam keharusan bagi keseluruhan umat manusia bukan
masalah prosedur atau tata cara pengaruh semesta.*’

Realisme dapat dibaca sebagai tafsir atas seluruh realitas atau
evaluasi prestasi budaya dan agama. Kedua pluralisme tidak sekedar
toleransi melainkan proses pemahaman secara aktif menembus batas-batas
perbedaan arti feeling of understanding.**Sementara Samsul Ma‘arif
mendefinisikan pluralisme dengan suatu sikap saling mengerti memahami
dan menghormati adanya perbedaan demi tercapai kerukunan antar umat
beragama. Dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut umat
beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang tokoh agama
nantinya.*®

Kemunculan paradigma pendidikan menulis di Indonesia seluruhnya
merupakan koreksi atas pemahaman keagamaan dalam dunia pendidikan
pendidikan dipandang semakin urgen terkalah agama Islam dipahami eks-
klusif. Menurut Abuddin Nata pendidikan agama berpotensi untuk menerap-
kan nilai-nilai multikultural masyarakat tontonannya kesamaan dan meng-
hargai perbedaan.>® Tujuan pendidikan pluralisme adalah bukan untuk mem-
buat suatu kesamaan pandangan apalagi keseragaman yang absurd dan
menghianati agama yang yang dicari. pertemuan yang secara geologis
masing-masing agama. Gambar mempunyai sisi ideal masing-masing baik

*Suryadinata, Leo Evi Nugraha, Pendidikan Indonesia, Jakarta: 2003.

*Ahmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Abdrurrahman Wahid..., h. 25.

“Nurcholish Madjid dalam Ahmad Basuni, Akulturasi Pluralisme Abdurrahman
Wahid..., h. 25-26.

“Alqurthubi blue realisme dialog dan break building berbisnis agama di Indonesia
dalam Ahmad Basuni, Akulturasi Pemikiran Abdurrahman Wahid.., h. 26.

“Samsul Ma'arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, Yogyakarta: Logos Pustaka,
2005, h. 27.

*Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014,
h. 276-277.
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secara filosofis maupun teologis yang dibanggakan oleh para penganutnya.®*

Sementara tujuan pendidikan pluralisme menurut dalam better school
perspektif sebagaimana dikutip oleh Samsul Ma‘arif dalam bukunya berjudul
pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut pertama, memberikan pema-
haman tentang keragaman budaya dan etnis kedua memperkenalkan tentang
berbagai budaya tradisional di rumah dan di luar rumah ketiga memosisikan
keragaman etnis kepada masyarakat menunjukkan kepada orang banyak
tentang keberadaan agama ras asal negara dan memperlakukan mereka sama
kelima mengembangkan penuh dan memperlakukan sama terhadap
kelompok etnis yang berbeda dalam keyakinan ras warga negara baik dalam
negeri ataupun di belahan dunia lainnya membantu peserta didik mahasiswa
kursi penulis di jalan sebuah budaya yang berbeda untuk atau bagi
masyarakat.>?

D. Demokrasi dan Masyarakat Madani

Demokrasi adalah sistem politik terbaik dari sistem politik cara yang
tidak mengakui. Tidak menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi
melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan penguasa. Ada partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh penguasa. Menurut penulis
implementasi demokrasi terjadi pasang surut terutama pada zaman Orde
lama dan orde baru. Pada zaman orde reformasi demokrasi tandai untuk
mengubah transisi demokrasi ke sistem demokrasi.

Istilah masyarakat madani adalah society sebagai sebuah tatanan yang
diidealkan oleh masyarakat demokrasi akan memperoleh pemahaman secara
proporsional warga negara sebagai subjek hukum. Oleh karena itu baik
proses dan unsur perwujudan membutuhkan peran kemampuan dan
kesanggupan semua unsur.>® Pengertian masyarakat modern buka oleh hakim
bahwa istilah masyarakat modern di Indonesia pada tanggal 26 September
1995 ketika Ibrahim menjabat sebagai Menteri keagamaan dan Wakil
perdana menteri Malaysia menyinggung kata masyarakat modern.>*

Trubus Rahadiansyah menjelaskan bahwa masyarakat sebagai
terjemahan bahasa Inggris Civil Society kata Civil Society sebenarnya berasal
dari bahasa latin yaitu civitas dea yang artinya kata llahi dan Society yang
berarti masyarakat titik dari kata Civic akhirnya membentuk kata Civilization
yang berupa peradaban Oleh sebab itu kata Civil Society dapat diartikan

*1Zainal Abidin Bagir, dkk., Pluralisme Kewargaan Arah Baru Politik Keagamaan di
Indonesia, Yogyakarta: Program Studi Agama Dan Lintas Budaya Artis bekerja sama
dengan Mizan 2011 h. 89.

%2Samsul Ma'arif, Pendidikan di Indonesia...,h. 93.

%3Soekarno, “Tekad Kartini terhadap Masyarakat Modern (Civil Society)”, Jurnal
Civic, Volume 4 Nomor 2 Desember 2007, h. 78.

**Hakim model masyarakat modern buka, Jakarta: Inti Medsos, 2003, h. 14-15.
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sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah
berperadaban tinggi konsep ini pada awalnya merujuk pada praktik
bernegara dalam dunia Islam saat itu di kota Madinah.>®

Masyarakat modern disebut juga dengan masyarakat, warga masya-
rakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.”® Menurut Selor
makna kelompok atau lembaga dan sosial yang cukup kuat mencegah kirani
politik sebagai kalender common atau komunitas google durinya ya adanya
kebebasan individu di dalamnya di mana sebagai sebuah asosiasi dan
institusi yang dapat dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan
bebas.>” Lebih lanjut menurut dia lemes bahwa masyarakat madani tidak
hanya menolak dominasi negara atau dirinya tetapi juga karena sebagai
institusi yang bersifat nonstop makan dalam penampilan kelembagaan tidak
mendominasi individu-individu dalam dirinya. Di sinilah posisi sebagai aktor
sosial yang bebas yang diserahkan oleh dealer sebagai manusia modular.®®

Masyarakat Madani merupakan istilah terjemahan dari terminologi
sivil society, masyarakat warga. Pengertian masyarakat makna filosofis se-
bagaimana dijabarkan oleh Muhammad SAW khususnya konsep antara
posisi Pemerintah dengan warga masyarakat. Istilah Madani menurut
Munawar berasal dari Bahasa Arab Madaniy. Kata Madaniy berasal dari kata
kerja Madana artinya mendiami, tinggal atau membangun. Dalam perkem-
bangan istilah tersebut berubah arti madaniy menjadi beradap, orang kota,
orang sipil lawan orang militer. Menurut Nurcholis Madjid, Muhammad
SAW memmberi uswatun hasanah bagi umat muslim tentang peradaban.
Perkataan Madani artinya kota, namun mengandung makna peradaban.
Dalam Bahasa Arab, peradaban dinyatakan dalam kata madaniyah atau
tamadhun dan hadharah. Muhammad SAW mengubah Yasrib menjadi
Madinah dengan didukung oleh kaum anshor dan muhajirin untuk
mendirikan masyarakat beradab. Nabi Muhammad SAW telah menampilkan
peradaban Islam yang kosmopolitan dengan konsep umat menghilangkan
antara lain etnis, pluralitas, budaya, dan keherogian politik. Peradaban Islam
yang ideal tercapai keseimbangan antara kecenderunagan normative kaum
muslimin dan kebebasan berpikir semua warga termasuk masyarakat non
muslim. >

*Trubus Rahadiansyah, Pengantar llmu Politik Jangan Konsep Dasar dan
Relevansinya untuk llmu Modern, Jakarta: Trisakti, 2014, h. 300.

*®Andi Suryadie, Masyarakat Modern Pemikiran Tokoh dan Relevansinya dengan
Sukacita Reformasi, Jakarta: Raja Graphindo, 2003, h. 3.

' Andi Suryadie, Masyarakat Modern Pemikiran Tokoh..., h. 31.

% Ketut Sewindu, “Kualitas Civil Society Upaya Demokrat Asyik Demokratisasi
Lokal”, Jurnal Social, Volume ke-7, Nomor 2 Juni 2002, h. 31.

* Nyoman Sumaryadi, Kebutuhan Masyarakat Madani Perspektif Ilmu Pemerin-
tahan, Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia, 2006, h. 42.



109

Pengertian masyarakat madani menurut Nur Cholis Madjid adalah
masyarakat yang telah berjasa menghadap penguasa otoriter dan menentang
penguasa yang mempunyai kekuasaan di Pemerintahan. Menurut Dawam
Rahardjo, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradap, masyarakat
Madinah yang dibangun oleh Muhammad SAW. pada Tahun 622 M. Selain
itu Masyarakat Madani juga berdasar konsep tamadhun, artinya masyarakat
yang memiliki peradaban sebagaimana dikemukakan oleh al-Farabi konsep
al-Madinah al-Fadhilah artinya madinah sebagai negara utama pada abad
pertengahan. Masyarakat madani merupakan kumpulan manusia yang
mendiami suatu negara. Manusia merupakan makhluk mulia, bermanfaat,
dinamis baik sebagai individu atau perorangan maupun sebagai anggota
masyarakat. Kelompok masyarakat akan berserikat dan berkumpul meng-
organisir diri sehingga menjadi bangsa dengan peradaban kepercayaan dan
agama, adat istiadat, bangsa, Bahasa, ras, dan sebagainya.

Masyarakat madani mengacu pada Agama Islam, yaitu bangunan
politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati, dan menghargai
publik. Contoh kebebasan Hak Asasi Manusia, keadilan sosial, menjunjung
tinggi etika dan pluralitas, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami
masyarakat madani merupakan masyarakat beradap, masyarakat sipil, dan
masyarakat yang tinggal di kota dan masyarakat yang plural. Terjemahan
Civil Sociaty adalah masyarakat madani. Masyarakat madani diimple-
mentasikan oleh Muhammad SAW. dan Khulafaur Rosyidin yang sangat
menjunjung tinggi prinsip Civil Cociaty yang lahir di barat. Masyarakat
madani merupakan peradaban yang dijelaskan dalam ajaran Islam dengan
modernitas barat. Membangun masyarakat madani merupakan masyarakat
peradaban dilakukan selama 10 (sepuluh) Tahun di Madinah. Muhammad
SAW membangun masyarakat yang adil, terbuka, demokratis. Contoh
keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT.

Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi mem-
punyai konsekuensi lain, antara lain menuntut kemampuan partisipasi
masyarakat dalam pemerintahan, organisasi, lembaga negara yang
independen sehingga pengaturan dan terdapat partisipasi anggota masyarakat
terhadap pemerintahan. Perkembangan konsep masyarakat madani di era
reformasi merupakan salah satu strategi untuk perbaikan tatanan kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kehidupan masyarakat dan
pemerintahan lebih adil dan demokratis. Berbagai kalangan mendukung
Gerakan Reformasi demi terlaksananya potensi demokrasi, supremasi
hukum, dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dapat terwujud
masyarakat sejahtera lahir maupun batin. Dalam konteks penyelenggaraan
Negara, posisi masyarakat madani harus jelas baik aspek pengorganisasian,
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kedudukan, maupun pengakuan berbagai peran, fungsi, dan tanggung jawab
yang amanah. Hal ini urgen agar masyarakat madani dapat terwujud.®

Ada kata yang erat masyarakat madani dengan demokrasi. Demokrasi
di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dan Kelembagaan berdasar
landasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ada tiga ciri pokok demokrasi, pertama bercirikan kedaulatan rakyat
(soveregen) dan hak untuk berbicara, kedua berciri musyawarah untuk
mufakat dengan suara bulat, kalau tidak tercapai melalui suara terbanyak,
ketiga berciri tanggung jawab atas pemikiran dan perbuatan diri.*

Masyarakat madani dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan
saling tergantung satu dengan yang lainnya masyarakat madani hanya dapat
terbentuk dan tegak berdiri pada kondisi kehidupan masyarakat yang
demokrasinya cukup tinggi bahkan hanya demokrasi yang di rekayasa atau
bahkan demokrasi yang melahirkan otoritarianisme. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa demokrasi dan Civil Society bagaikan dua sisi mata uang di
mana keduanya memiliki keterkaitan dan hubungan yang tidak dapat
dipisahkan. Dengan musik Society yang kuat maka demokrasi akan hidup
berkembang dengan baik dan sebaliknya dalam negara yang demokratis Civil
society akan tumbuh berkembang dengan kuat.®?

Masyarakat demokratis yang diharapkan masyarakat adalah masyara-
kat yang memiliki kebebasan terutama bebas dari berbagai ancaman
penjarahan dan paksaan dari negara. Hal ini sejalan karena dalam negara
demokrasi hak-hak politik warga negara seperti kebebasan berbicara ber-
organisasi mendapat informasi dan sebagainya sangat dijunjung tinggi.
Sebaliknya dalam negara yang tidak demokratis semua kehidupan
masyarakat berusaha untuk diatur dan dikendalikan secara sentralistis tanpa
mempertimbangkan berbagai macam aspirasi kelompok dan keinginan dari
masyarakat. Dalam negara yang tidak demokratis hak politik warga negara
tidak berkembang dan partisipasi dari masyarakat sangat lemah.®

Nilai-nilai dari demokrasi seperti toleransi kebebasan berpendapat
keterbukaan akan perbedaan anti kekerasan sangat cocok dengan sifat
hakikat kemanusiaan. Dengan nilai-nilai ini pula pergerakan dan perjuangan
rakyat telah mampu perjuangkan melawan kediktatoran pemimpin di negara-
nya. Mereka menuntut perubahan agar proses terciptanya iklim demokrasi
sebagai syarat terbentuknya masyarakat madani berupa nilai-nilai diri pula
manusia semakin beradab saling menghargai di antara sesama dan mampu
menciptakan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang teratur dan

%Nyoman Sumaryadi, Kebutuhan Masyarakat Madani..., h. 5.

' Nyoman Sumaryadi, Kebutuhan Masyarakat Madani..., h.11.-12.

%2Ferry Herdianto dkk, Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani, Jakarta: Peranda
Grup, 2019, h. 273.

%3Fery Herdiyanto dkk, Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani..., h. 273.
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dinamis.

Beberapa indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya

kondisi Madani yaitu:

1.
2. Terpelihara Dan terjaminnya keamanan ketertiban dan keselamatan

3.

4. Terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan

Caranya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat
Berpikir yang jernih dan sehat

penuh toleransi dan tenggang rasa
Terbangunnya kondisi daerah yang demokratis santun dan bermoral
tinggi
Terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan
tatanan pemerintahan yang baik bersih berwibawa dan tanggung jawab
yang mampu mendukung pembangunan daerah.®*

Menurut Aco Agus, ada hambatan, tantangan dan kendala dalam

mewujudkan masyarakat madani, yaitu:
Hambatan:

1.

Masyarakat sipil dan konsolidasi internal: masing-masing Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS) masih mengelola isu berdasarkan kepentingan
masing-masing dan belum ada kerja sama permanen dan konsisten.
Masyarakat Sipil dan Profesionalisme : beberapa organisasi masyarakat
sipil yang bekerja di ranah advokasi RSK hanya mengerti masalah mikro
atau kurang menguasai aspek makro.
Masyarakat Sipil dan Jaringan: organisasi masyarakat sipil di daerah
tidak merasa terintegrasi, tersosialisasi dan kurang mengetahui
perkembangan itu. Perlu ada kerja sama dengan organisasi di daerah.

Tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia:
Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan
politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli
dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit
untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam
kegiatan politik, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampai-
kan pendapat, berserikat dan berkumpul sert menyampaikan informasi
kepada politik.
Masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat
maupun beragama.
Masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan
pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat

madani di Indonesia di antaranya :

8Syamsudin Lubis, Islam Universal Menebar Islam sebagai Agama Rahmatan Lil

Alamin, Jakarta: UNBK, 2015, h. 2001-2002.
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1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum
merata.

2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.

Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter.

4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja
yang terbatas.

5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar.

6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

w

E. Peran Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Masyarakat Madani

Peran perguruan tinggi Islam merupakan bagian yang integral dengan
perguruan tinggi dibutuhkan Kemendikbud satu peranan perguruan tinggi
Islam adalah pengembangan keilmuan yang berfungsi bagi kehidupan ber-
masyarakat. Salah satu unsur yang penting dalam proses pembelajaran
adalah sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi
dan kapabilitas Dalam pelaksanaan tugasnya.

Membangun masyarakat madani agar terbentuk karakteristik sebagai-
mana tersebut dalam beberapa penjelasan di atas, tidaklah semudah
membalikkan telapak tangan. Inti dari terbentuknya masyarakat madani ialah
lahirnya masyarakat yang seluruh aspek kehidupannya didasarkan pada nila-
nilai Ilahiyah yang bersifat universal. Sesungguhnya untuk mewujudkan
keadaan masyarakat yang demikian maka salah satunya adalah dapat dicapai
melalui pendidikan Islam, karena pendidikan Islam dengan berbagai
aspeknya didasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan universal. Paradigma
pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses penanaman dan pewarisan
nilai-nilai budaya Islam untuk memperdayakan dan atau mengembangkan
potensi, serta sekaligus proses produksi nilai-nilai budaya Islam baru sebagai
hasil interaksi potensi dengan lingkungan zaman yang terus maju ke depan
dan berkembang dalam setiap lini kehidupan. Oleh karena itu, kunci
keberhasilan umat Islam agar mampu menangkap ruh ajaran Islam yang
sesungguhng/a dan selalu konteks dengan kehidupan adalah melalui proses
pendidikan.®

Pendidikan Islam dan masyarakat madani memiliki keterkaitan yang
erat antara keduanya. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan
pribadi-pribadi yang bertakwa, beretika-moral yang baik, yang dilandaskan
pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits yang
muara akhirnya adalah penciptaan manusia paripurna atau insan kamil.
Sedangkan masyarakat madani (civil society) adalah kondisi di mana

®Mughniatul llma dan Rifgi Nur Alfian, “Konsepsi Masyarakat Madani Dalam
Pendidikan Islam”, Ma alim, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020. h.
37.
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masyarakat mempunyai budi baik (beradab) yang dilandaskan sikap
transcendental (berdasarkan agama) yang bersumber dari doktrin langit
(wahyu/ajaran Tuhan). Secara sederhana, sangatlah jelas hubungan antara
Pendidikan Islam dengan masyarakat madani (civil society), karena di satu
sisi jika kita pahami bahwa Pendidikan Islam membentuk pribadi-pribadi
yang beradab, maka hasilnya adalah terbentuknya masyarakat yang beradab
pula. Setidaknya ada dua macam keterkaitan antara keduanya. Pertama,
keterkaitan fungsional. Keterkaitan ini dimaksudkan bahwa antara
pendidikan Islam dan masyarakat madani memiliki kesamaan fungsi, di
mana pendidikan Islam sebagai (lembaga) pencetak individu-individu yang
beradab (madani) yang notabene didambakan oleh masyarakat. Pendidikan
Islam dapat berperan sebagai supplier tenaga ahli atau Sumber Daya
Manusia yang bermoral, beradab dan beretika sosial (guru) yang berguna
bagi masyarakat yang menjadi konsumen pendidikan, dan di satu sisi
masyarakat juga bisa menjadi produsen dalam dunia pendidikan melalui
sebuah lembaga pendidikan. Kedua, keterkaitan filosofis. Keterkaitan
filosofis ini berbicara mengenai hakikat antara pendidikan Islam dan
masyarakat madani. Pada hakikatnya, pendidikan Islam merupakan
peradaban manusia. Dengan kata lain, proses pendidikan merupakan
aktivitas yang dilakukan manusia dalam membangun peradaban. Maka
secara filosofis, dalam membangun peradaban, manusia wajib berpegang
teguh pada nilai-nilai yang ada dalam al-Qur’an dan hadits, yang mana nilai-
nilai tersebut adalah ruh dari pendidikan Islam itu sendiri.®

Dosen merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi. Dosen bermutu dalam kegiatan pembelajaran menjadi
faktor penting bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Eksistensi dosen
bermutu dan peningkatannya terus diperlukan perguruan tinggi sepanjang
kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.®’

Menurut Sanusi Muti berpendapat dimaknai pendekatan institusi dan
instrumental. Konsep pendekatan tersebut saling melengkapi untuk menjadi
satu kesatuan yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dengan
demikian dosen yang bermutu pada dasarnya dosen yang melakukan tugas
secara bertanggung jawab.®

Menurut Arikunto kompetensi berkenaan dengan teknis seduktif dan
administratif yang penting dimiliki tenaga pendidik di antaranya:

1. Penguasaan materi pokok sesuai dengan Kurikulum dan menguasai
materi penunjang
2. Pengelolaan program pembelajaran meliputi:

®Mughniatul llma dan Rifqi Nur Alfian, “Konsepsi Masyarakat Madani..., h. 43.

®Zurgoni, Markas Perguruan Tinggi Refleksi Atas Idealitas Menyelenggarakan
Perguruan Tinggi, Sleman: Arum Media, 2012, h. 111.

%8Sanusi, Lever Manajemen Pengembangan Mutu Dosen, Jakarta: Logos, 1999, h. 27.
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a. Perumusan tujuan instruksional.

b. Kemampuan memiliki menyusun dan menggunakan prosedur instruk-
sional yang relevan dengan materi.

c. Kemampuan melaksanakan program pembelajaran yang dinamis
penguasaan dan pemahaman kemampuan peserta didik kemampuan
ruangan untuk penyelenggaraan kemampuan menciptakan iklim
belajar mengajar pembelajaran kursi penulis berdasarkan hubungan
yang manusiawi dan sehat.

Adapun penggunaan media atau sumber meliputi:

1. Kemampuan memilih dan menggunakan medik yang tepat.
2. Kemampuan mengelola dan menggunakan laboratorium dalam proses
belajar mengajar
3. Kemampuan mendorong penggunaan perpustakaan Dalam proses belajar
mengajar®®
Menurut Soeharto tenaga pendidik profesional memiliki ciri sebagai
berikut:

1.
2.

Ahli Apple dalam bidang pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan
Memiliki rasa tanggung jawab sponge beauty dan otonomi memiliki rasa
tanggung jawab moral dan intelektual terhadap ilmu pengetahuan yang
diajarkan dan memiliki kemampuan dalam menegakkan prinsip-prinsip
pendidikan
Memiliki rasa jawaban menjunjung tinggi martabat dan kode etik
senantiasa berusaha menjaga dan memeliharanya.”

Sementara karena yang pendapatnya dikutip oleh Jamil menawarkan

konsep agar dosen memiliki karakteristik self departed:

1.

2.

3.

Self acceptance memiliki pandangan positif tentang diri sendiri sebagai
pendidik.

Prince Philip dapat melakukan diagnosa kebutuhan belajar dan dapat
memiliki strategi yang objektif untuk mencapai tujuan belajarnya.

Insting motivasi, Tetap melakukan tugas dan belajar dengan baik perlu
tanggung jawab bukan karena mengharapkan Hadiah atau takut
hukuman.

Internalized evaluation mampu dan mau melaksanakan evaluasi diri
sendiri mampu melaksanakan kemampuan diri dengan tepat.

Open to experience melakukan atau terbuka terhadap aktivitas baru yang
dapat mendukung.

Flexibility royal dalam upaya pendidikan dan bersedia mengambil tujuan
atau metode yang digunakan.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Pembelajaran Secara manuk Usi, Jakarta: Rineka

Cipta, 1990, h. 239- 240.

"Syharti, An Improvisasi Pendidikan Dalam Rangka Negara Service Education,

Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 7.
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7. Otonomi memiliki otonomi dalam menentukan bentuk pembelajaran
tetapi tidak terjebak dalam konteks yang sempit.”

Peran perguruan tinggi dalam mempercepat masyarakat madani me-
lalui pendidikan kewarganegaraan salah satu materi dalam pendidikan
kewarganegaraan adalah masyarakat madani ramadhani tidak muncul dengan
sendirinya la membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat ter-
wujudnya masyarakat madani faktor-faktor tersebut merupakan satu
kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat
madani beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani:
1. Wilayah publik yang bebas free mobile speaker

Free public sphare adalah tersedianya ruang publik yang bebas sebagai
wahana dalam mengemukakan pendapat. Dengan ruang publik yang
bebas setiap individu berada dalam posisinya yang setara mampu
melakukan transaksi-transaksi wacana, ide, gagasan, dan praksis politik
tanpa dihantui oleh ancaman-ancaman dari kekuasaan. Secara teoritis,
ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai
warga negara memiliki akses yang luas terhadap setiap kegiatan publik.
Warga negara berhak melakukan berbagai kegiatannya secara bebas dan
merdeka, khususnya dalam hal menyampaikan pendapat, berkumpul dan
berserikat. Singkatnya, untuk mewujudkan civil society maka free public
sphare tidak dapat dinafikan kehadirannya.”
2. Demokrasi

Demokrasi akan menuju sasarannya apabila ada pilar-pilar penegak
demokrasi, yaitu: Pilar-pilar penegak tersebut, antara lain: a) Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) atau non-Government Organization (NGO),
yaitu institusi sosial yang terbentuk oleh inisiatif swadaya masyarakat
yang tujuan esensinya ialah membantu dan memperjuangkan aspirasi
serta kepentingan masyarakat yang tertindas atau dirugikan oleh
kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam konteks civil society, LSM juga
berkewajiban untuk mengadakan pemberdayaan dan advokasi kepada
masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-
hari; b) Pers, merupakan institusi lain yang memiliki kemampuan yang
untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat
menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang
berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak. Berbagai hal tersebut
pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya independensi pers sehing-
ga mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan; c) Supre-
masi Hukum (Law Enforcement). Setiap warga negara wajib tunduk

M Yusuf, “Mengembangkan Potensi Tenaga Dosen Lulusan S1 pada Perguruan
Tinggi”, Jurnal Ar-Raniry Nomor 24 Tahun 1999, h. 23.

?Iskandar Agung dan Rumtini, “Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa”,
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Edisi Khusus 111, Oktober 2010. h. 270.
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kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa segala bentuk perjuangan guna mewujudkan hak dan kebebasan
antar warganegara dan antara warga negara dengan pemerintah haruslah
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di samping itu, supremasi
hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala
bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma
hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia sehingga tercipta
sebentuk tatanan kehidupan yang civilized; d) Perguruan Tinggi, merupa-
kan tempat di mana civitas akademiknya menjadi bagian dari kekuatan
sosial dan civil society yang bergerak pada jalur moral force untuk
menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan
pemerintah. Sebagai bagian dari penegak civil society, perguruan tinggi
juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk menciptakan break-
through dan ide-ide segar alternatif lainnya guna mencari pemecahan
terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat luas; dan
e) Partai Politik (parpol) merupakan salah satu wahana bagi warga negara
untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi
politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi sebagai tempat
berekspresi secara politik, maka parpol dapat dikatakan juga menjadi
bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar penegak civil society.”

Toleransi

Toleransi dan pluralitas tidak lain adalah wujud civility yaitu sikap
kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu
benar. Pluralitas dan toleransi ini merupakan wujud dari ikatan keadaban
(bound of civility), berarti masing-masing pribadi dan kelompok dalam
lingkungan yang lebih luas, memandang yang lain dengan penghargaan,
betapa pun perbedaan ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat
atau pandangan sendiri.”*

Kemajemukan pluralism

Selalu mencerminkan sikap yang pluralisme dengan mengedepankan
perilaku yang berkeadaban, sehingga tercipta suasana kehidupan yang
aman dan damai.

Keadilan sosial (social Justice).”

Penegakan hukum dan keadilan. Hal ini cukup jelas dan tercantum dalam
Piagam Madinah yang berbunyi “Bahwa orang-orang yang beriman dan
bertakwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan di antara
mereka sendiri atau orang yang suka melakukan perbuatan aniaya,

"*|skandar Agung dan Rumtini, “Civil Society dan Pendidikan..., h. 270-271.
"Mughniatul 1lma dan Rifqi Nur Alfian, Ma alim: Jurnal Pendidikan Islam, Volume

1, Nomor 1, Juli 2020. h. 36.

dan

"Ubaidillah dan Abdul Rauf, Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia
Masyarakat Madani, Jakarta: Indonesia Center for Education, 2008, h. 85.
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kejahatan, permusuhan atau berbuat kerusakan di antara orang-orang
beriman sendiri dan mereka harus bersama-sama melawannya walaupun
terhadap anak sendiri”. Keadilan ini menunjuk pada sikap seimbang dan
menengahi (fair dealing) dalam semangat modernisasi dan toleransi.
Dengan sikap berkeseimbangan tersebut, kesaksian dapat diberikan
dengan adil, karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari
sikap berlebihan. Seorang saksi tidak dapat mementingkan diri sendiri,
melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan
mampu menawarkan keadilan.”

Kalau berkaca pada sistem masyarakat madani yang dibangun Nabi
Muhammad di Madinah 15 abad yang lalu kita akan melihat dasar-dasar
hubungan masyarakat yang beliau bangun yang sekarang menjadi pandangan
hidup modern di dunia menurut Nurcholish Madjid dalam bos ko Carol
karola dasrinal adalah hubungan bertetangga baik antara seluruh warga
negara tanpa memandang asal-usul suku dan agama, membela orang aniaya,
saling menasihati, dan menghormati kebebasan keberagaman serta kemer-
dekaan hubungan ekonomi antar golongan.”’

Menurut Munawir Sjadzali Piagam Madinah sebagai konstitusi
negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam
masyarakat majemuk di Madinah. Landasan tersebut ialah pertama semua
umat Islam adalah satu kesatuan walaupun berasal dari berbagai golongan
kedua hubungan internal muslim dan hubungan eksternal antara komunitas
muslim dengan nonmuslim didasarkan selain prinsip bertetangga baik dan
saling menolong dalam menghadapi musuh bersama. Menurut Nurcholis
Madjid Piagam Madinah memuat pokok-pokok pikiran yang menjunjung
dalam Piagam Madinah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang
sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia seperti kebebasan
beragama hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan
kemerdekaan hubungan ekonomi antara golongan, dan kewajiban bela
negara.’

"®Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Cet. IV, Jakarta: Paramadina, 2000, h.
116.

""Bus Tayo Karvelo dan Do Rizal, Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta: Pranada
grup, 1983 h. 11.

"®Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta: Pranada Grup, 1991, h. 15-16.



BAB IV
DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA
PERSPEKTIF AL-QURAN

A. Term Yang Berhubungan dengan Nilai-nilai Demokrasi
1. Saling Mengenal (Ta’aruf)

Salah satu nilai penting dalam demokrasi adalah saling mengenal satu
sama lainnya. Sebuah demokrasi tidak akan dapat hidup dan berjalan dengan
semestinya apabila satu sama lain tidak adanya jalinan komunikasi yang
baik. Jalinan komunikasi yang baik, baik dalam konteks kehidupan
masyarakat, bangsa, dan Negara bahkan dalam kehidupan berdemokrasi
dapat terlaksana apabila satu sama lainnya saling mengenal. Tujuannya
untuk saling memberikan manfaat dan saling tukar pikiran dan pendapat. *

Saling mengenal merupakan prinsip dasar jalinan atau hubungan
manusia hidup di dunia. 2 Saling mengenal adalah menegaskan kesatuan
asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan
manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari
yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, warna kulit dengan selainnya,

! Qurrotul Ainiyah, “Ta’aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat
Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi,” dalam Jurnal Aglam: Journal of
Islam and Plurality, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018 h. 201.

? Usman Sutisna, “Etika Berbangsa dan Bernegara Dalam Islam,” dalam Jurnal Al-
Ashriyyah, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019, h. 63.
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yang mengantarkan untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat
kemanusiaannya sama disisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku
dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara
laki laki dan perempuan. Semua diciptakan dari seseorang laki laki dan
seorang perempuan, maka berbedaan itu bertujuan untuk saling kenal-
mengenal, semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin
terbuka peluang untuk saling memberi manfaat.>Dalam bahasa arab istilah
saling mengenal disebut dengan ra’aruf. Istilah ini berasal dari bahasa Arab
yang berbentuk isim masdar atau isim makna (yaitu isim yang menunjukkan
makna yang sunyi dari zaman atau waktu terjadinya perbuatan) dari kata
kerja lampau (fi’il madhi) yang maknanya saling mengenali dan saling
mengetahui.* Ta’druf juga dimaknai sebagai reaksi atau tindakan dan usaha
melakukan persahabatan, perkawanan, pertemanan, persaudaraan, dan
bersilaturahmi untuk berjumpa, bersua atau bertatap muka biar saling
mengenali atau sebagai wahana dan alat objektif untuk mengadakan temu
perkenalan dan strategi pendekatan dalam mencari jodoh pasangan hidup.®

Kalimat ta aruf, diikutkan pada bentuk wazan tafd 'ul yang kegunaan
utamanya adalah berfungsi al-musyarakah (bersama-sama),® yang akar kata
dari kata arafa yang berarti mengenal dan mengetahui.” Makna sederhana
dari lafal at-za’aruf ini adalah upaya aktif dari dua pihak atau lebih dalam
aktivitas saling mengenal. Sikap saling mengenal ini memiliki dua aspek
sikap yang saling terikat, yakni sikap keterbukaan terhadap orang lain dan
sikap mau berupaya mengenal dan mengenalkan diri pada orang lain.®

Sikap pertama mengharuskan adanya inklusivitas (keterbukaan) yang
elegan, baik masih dalam tataran ide maupun mewujud melalui tindakan
praksis. Sifat fanatik, mengklaim diri memiliki otoritatif dalam kebenaran
(claim of truth), dan mudah melakukan labelling saling stereotyping bukan

® Asrul Anan,” Multikulturan Dalam Prespektif al-Qur’an,“ dalam Jurnal al-
Murabbi, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 279.

* Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Cet. 14, Surabaya: Pustaka
Progressif 1997, h. 920.

® Wikipedia Bahasa Indonesia, “Taaruf,” dalam http.//id. wikioedia.org/wiki/Ta aruf.
diakses pada tangga 10 Juni 2021.

® Quraish Shihab, Tafsir al-Mishah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Vol.12,
Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 620.

" Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Ansary al-
Khazrajy Syamsuddin al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkdm al-Qurdn, Juz. 16, Kairo: Dar al-Kutub
al-Misriyah, 1964, h. 345.

# Mohammad Ikhwanuddin, “at-7a 'aruf Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif
Al-Quran,” dalam jurnal Islam Kontemporer: Jurnal Studi Keislaman,Vol. 1 No. 1 2016, h.
109.


http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf

120

bersumber dari sikap ini.’

Sikap mau mengenal dan memperkenalkan diri akan mempermudah
dan memperlancar dalam menciptakan dan membangun persaudaraan
(ukhwah) dan solidaritas dari pelbagai aspeknya, serta lancar dalam kerja
kolektif atau bekerja sama dalam mencapai maksud dan tujuan. Oleh karena
itu dalam membicarakan pendidikan politik, kedua sikap yang lahir dalam
proses ta 'aruf merupakan suatu yang sangat penting dan urgen dalam tatanan
demokrasi. Allah memberikan prinsip dasar untuk mengatur pola hubungan
terutama dalam tatanan demokrasi, dengan memakai diksi fa ’aruf yang lebih
humanis, inklusif, setara, dan bijak.

Ta’aruf merupakan media dan dibentuk menjadi sebuah sarana
dalam mewadahi proses menuju perkawinan, ta’druf merupakan bagian dari
ukhuwah Islamiyah. Pada dasarnya ta’aruf diperintahkan dalam hukum
Islam sebab dengan ra’aruf manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi
untuk mewujudkan segala kebutuhannya.

Manusia diciptakan Allah dengan beraneka ragam suku, bahasa,
bangsa dan warna kulit, baik laki-laki maupun perempuan, tidak lain supaya
antar mereka saling bertutur sapa, saling mengenal, dan bertukar
pengalaman. Jika pengenalan antar pihak semakin kuat maka sikap
keterbukaan dan saling memberi manfaat semakin besar peluangnya. Saling
memberi manfaat, saling menarik pelajaran, dan pengalaman pihak lain sulit
dicapai kecuali melalui perkenalan terlebih dahulu. Keanekaragaman
manusia bukan untuk saling menjunjung tinggi dan membanggakan
keturunan atau nasab, sebab kemuliaan dan keagungan suatu kelompok atau
bangsa hanya dilihat dari predikat ketakwaannya. Hal ini dijelaskan dalam
flrman Allah,

&) \ﬁ;uﬂ@ugjuwesugjw\})s;wesm}u Sl ng\t_,
\T’).\.\;eﬂsa.u\u\esh.\\au\m}&;ﬁ\

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal. (QS. al-Hujurat/49: 13)

Kata ta 'arafu dalam ayat di atas diambil dari kata ‘arafa yang artinya
mengenal atau mengetahui. Kata ini yang digunakan dalam ayat di atas
memuat arti berbalasan atau timbal balik, dengan demikian kata ini berarti
saling mengenal. Jika pengenalan antar pihak semakin kuat maka sikap

® Mohammad Ikhwanuddin, “at-7a druf Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif
Al-Quran,” h. 110.
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keterbukaan dan saling memberi manfaat semakin besar peluangnya. Saling
memberi manfaat, saling menarik pelajaran, dan pengalaman pihak lain sulit
dicapai kecuali melalui perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dilakukan
juga untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT. yang
wujudnya terlihat pada ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian hidup di
dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Memahami dari maksud ayat di atas, konsep ta aruf sangat berperan
sekali untuk manusia berinteraksi dan berkomunikasi dalam segala
urusannya. Apalagi dalam konteks demokrasi di mana keterbukaan dan
inklusivitas sangat mudah sehingga saling mengenal satu sama lainnya dapat
menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam menjalin hubungan
masyarakat secara demokratis.

Redaksi ayat di atas yang diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas
(wahai manusia) secara tersurat menegaskan kesamaan manusia dan
memberi petunjuk tentang tata pergaulan dengan semua pihak, tanpa melihat
status sosialnya. Dengan Kkata lain, ayat di atas menjelaskan tentang prinsip-
prinsip dasar relasi antar sesama manusia.’® Oleh sebab itu, ayat di atas tidak
lagi memakai seruan yang secara khusus ditujukan kepada orang mukmin,
tetapi kepada seluruh manusia.

Dalam bagian pertama, “Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan” menunjukkan derajat kemanu-
siaannya di sisi Allah sama, tidak ada perbedaan. Berbeda suku, bahasa,
warna kulit, dan bangsa bukan menjadi ukuran di sisi Allah, dan juga tidak
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi nilai kemanusiaannya.
Yang membedakan derajat mereka di sisi Allah adalah predikat ketakwaan.
Ini disebutkan pada penggalan di akhir ayat, yakni, “Sesungguhnya yang
paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa”, untuk
itu berjuanglah untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang
paling agung termulia disisi Allah.

Dalam konteks di atas, saat haji wada" (perpisahan), Nabi
Muhammad SAW berwa3|at kepada umatnya

@c@ﬂd‘dyh\jéju\mwuu@u dm&ujnundumeu@}

an\meSA‘)S\u\ }QJS\-IY\J}u\é&ﬁy‘Xj-)A}“_AQJ}uyyj‘f\}‘;&MYJ
11,
k]

“Wahai semua manusia, sungguh Tuhan kalian Satu, ayah kalian satu, tidak
ada keistimewaan orang Arab atas non Arab, tidak pula non Arab atas

19 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah..., h. 260.

1 Syihabuddin Mahmid ibn Abdulldh al-Husaini al-Aldsi, Rih al-Ma’ani fi Tafsir
al-Qur’an al-‘Azhim wa al-Sab’u al-Matsani, Cet. Pertama, Jilid, 13, Beirat: Dar al-Kutub
al-llmiyah, 1415 H, h. 314.
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orang Arab atau orang (berkulit) hitam atas yang berkulit merah (yakni
putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-
mulia kamu disisi Allah adalah yang paling bertakwa”. (H.R al-Baihaqi
melalui Jabir Ibn Abdillah).

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim bahwa Ibnu Umar r.a
bertutur, “Pada saat penundukan kota Mekah, Rasulullah SAW. bertawaf
dari atas untanya yang al-Qashwa. Beliau mengusap semua tiang dengan
tongkat yang dipegangnya, maka tidak didapati bagi unta itu tempat untuk
bersimpuh di dalam masjid sehingga Rasulullah SAW. turun di hadapan
orang-orang. Lalu beliau pergi bersama untanya itu.” Kemudian beliau
berkhotbah dari atas untanya itu. Beliau melantunkan pujian dan sanjungan
kepada Allah SWT. dengan pujian yang memang layak bagi-Nya. Beliau
menyampaikan, ..

LG_\I_A_, L@_ALJ_\) ‘\_\hu\ A_uc esr_ &_&J\ qs uJLa_a 4»\ u\ u.uu\ l.g_\’\ h

i U e é,smgj u_u\) )s; ~ (..sus; u\ S}u\ G dﬁ
) d}f.u; dlﬁe-r ).u;(uk. ) u\ esm\ ) qx. eSJQS\ u\ \jsjl.ul

12"}55 ujgm\ """ \jéﬁdﬁ\gu}mbgm\gm
“Wahai umat manusia, Allah SWT telah menghapuskan dari kalian semua
aib jahiliah dan pengagungan mereka terhadap nenek moyang mereka.
Maka manusia itu hanyalah terdiri dari dua orang laki: orang laki-laki yang
berbuat alang, dan hina di sisi Allah. Sesungguhnya Allah SWT berfirman,
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia dia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal”, Kemudian Rasulullah SAW. mengatakan, “Aku katakana
ucapanku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah untukku dan untuk
kamu semua”. Demikian diriwayatkan Ibnu Humaid.

eSJ}aGS\)Lu‘y;m\ D&\d}u)d\.ﬂ L;u;;s;i‘f c

13((';5.“.40‘_5‘) eﬁm\}e&ﬁé\)@uﬂjceﬁ\y\}
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak
melihat kepada bentuk tubuh kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat
kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian.” (HR. Muslim).

12 Asrul Anam “Multikulturan dalam Prespektif al-Qur’an,” dalam al-Murabbi,
Volume 1, Nomor 2, 2016, h. 283.

13 Abii al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisabiri, Shasik Muslim, Jilid
4, Qahirah: Mathba’ah Isa al-Babi al-Halabi, 1995, h. 1987.
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Dikutip oleh Sayyid Qutb bahwa nabi bersabda, “Hai manusia, hai
orang-orang yang berbeda bangsa dan warna kulitnya, yang berbeda-beda,
yang berbeda-beda suku dan kelompoknya, sesungguhnya kalian semua
berasal dari yang satu, maka, janganlah bertikai, janganlah berpecah belah
dan janganlah bersikap saling benci atau bermusuhan.**

Hadis di atas memperkuat pentingnya saling mengenal dan meng-
hindari sikap saling bermusuhan. Allah yang menciptakan kalian dari jenis
laki-laki dan perempuan, dan menciptakan kalian bersuku-suku dan ber-
bangsa-bangsa bukan untuk saling mengejek, menjegal dan bermusuhan,
melainkan agar saling mengenal dan hidup harmonis. Perbedaan bahasa,
warna kulit, perbedaan karakter, perbedaan akhlak, dan perbedaan potensi
merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertengkaran,
permusuhan, pertentangan dan perselisihan, tetapi justru untuk membangun
kerja sama agar bangkit memikul semua tugas dan memenuhi semua
kebutuhannya. Jadi, perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi ukuran dan per-
timbangan Allah. Yang menjadi ukuran dan pertimbangan Allah adalah
predikat ketakwaannya. Inilah yang dimaksud dalam potongan akhir ayat,
”Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa di antara kamu.”*

Nilai inilah yang harus dirujuk oleh umat manusia dalam menimbang.
Demikianlah seluruh sebab pertengkaran dan permusuhan telah dilenyapkan
di bumi dan seluruh nilai dipertahankan manusia telah dihapuskan.
Tampaklah dengan jelas sarana utama bagi terciptanya kerja sama dan
keharmonisan, yaitu ketuhanan Allah bagi semua dan terciptanya mereka
dari asal yang satu, kemudian naiklah satu panji yang diperebutkan semua
orang agar dapat bernaung di bawahnya, yaitu panji ketakwaan di bawah
naungan Allah. Inilah panji yang dikerek Islam untuk menyelamatkan umat
manusia dari fanatisme ras, fanatisme daerah, fanatisme kabilah, dan
fanatisme rumah. Semua ini merupakan kejahiliahan yang kemudian
dikemas dalam berbagai model dan dinamai dengan berbagai istilah.
Semuanya merupakan kejahiliahan yang tidak berkaitan dengan Islam.*®

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah SWT tidak hanya mengguna-
kan identitas gender sebagai fakta penciptaan, namun juga merangkainya
dalam unsur pembentuk bangsa dan suku. Dari sini, distingsi hubungan
mengemuka. Dari bentuk hubungan individu, menjadi hubungan yang lebih
luas. Allah menekankan bahwa penciptaan yang telah membentuk aneka

Y Sayyid Quthb, /7 Zhilal al-Qur’dn, Terj . Ad’ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani,
2004, h. 421-422.

1> Sayyid Quthb, /7 Zhilal al-Qur’dn..., h. 422.

18 Asrul Anam “Multikulturan Dalam Prespektif al-Qur’an”..., h. 287.
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ragam bahasa, bangsa, suku dan warna kulit itu diarahkan untuk dapat saling
mengenal (at-ta 'aruf).

Relasi dari beragam suku dan bangsa serta dari relasi gender yang
berpijak pada karakter taaruf, tentu akan menghasilkan kedudukan seimbang
di hadapan tuhan, setara dalam posisi sebagai hamba. Hubungan lelaki dan
perempuan yang meski dalam entitas berbeda namun saling melengkapi.
Sebuah relasi yang digerakkan untuk saling menggenapi, bukan untuk saling
dipertentangkan dan mempertentangkan.*’

Redaksi at-Ta 'aruf sebagai konstruksi relasi antar suku, bangsa, dan
relasi gender akan melahirkan sebuah aktivitas yang baik, dan membuka
pintu untuk saling memberi manfaat, saling menarik hikmah dan pengalaman
pihak lain guna meningkatkan predikat ketakwaan kepada Allah. Sebuah
ketakwaan yang didekorasi dengan segala bentuk amal kebaikan, karena
pada hakikatnya kebaikan adalah kata lain dari ketakwaan.*®

Hubungan di antara sesama manusia, potensi konflik dan perselisihan
yang diakibatkan perbedaan sangat besar, termasuk hubungan atas perbedaan
gender. Hubungan gender yang bertitik tolak pada perbedaan jenis kelamin,
kemudian menjadi perbedaan persepsi, memiliki ruang, dan celah untuk
membentuk konflik. Al-Qur’an menawarkan sebuah solusi untuk menutup
celah itu agar tidak terjadi konflik dalam hubungan antar sesama manusia,
yaitu ta ‘daruf.

Ta’aruf yang berarti saling mengenal mempunyai dua aspek sikap
yang saling terkait, yaitu sikap inklusif atau keterbukaan terhadap orang lain,
dan sikap mau berusaha mengenal dan memperkenalkan diri kepada orang
lain. Pada sisi yang lain, taaruf mempunyai arti spesial dalam menjelaskan
hubungan kedekatan seorang hamba terhadap sang penciptanya. Artinya,
kedua sikap di atas yang merupakan turunan dari taaruf bersinergi dengan
gerak langkah seorang hamba untuk terus semakin dekat kepada Allah
sehingga sampai derajat makrifat.*®

Pada gilirannya, fa’aruf, saling mengenal akan membentuk pribadi
yang berkualitas dan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah, pribadi yang
bukan sekedar patuh dan tunduk dalam aturan tatanan sosial dan aturan
Allah, namun mampu memadukan antara hubungan antar sesama dengan

Y"Chafid Wahyudi, “Perempuan dalam Dunia Imajinasi Sufistik; Merajut
Hermeneutika Imajinasi Sufistik ” dalam Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, Jurnal
Studi Tentang Perempuan Gender Indonesia, VVol.03 No.02 November 2012, h. 176. Lihat
juga Mohammad Ikhwanuddin, “at-Ta druf Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif
Al-Quran,” h. 111.

Husein Muhammad, ljtihad Kyai Husein ; Upaya Membangun Keadilan Gender
Jakarta: Rahima, 2011, h. 275.

9 Mohammad Ikhwanuddin, “at-Ta’druf Sebagai Konstruksi Relasi Gender
Perspektif Al-Quran,” h. 112.
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hubungan antar manusia dengan tuhannya.

2. Musyawarah (Syiirad)

Secara bahasa, syiira atau asy-syira diambil dari kata syara-yasyiru-
syauran. Kata ini memiliki arti mengambil madu dan melatih. Adapun asy-
syird atau al-masyirah berarti nasihat, saran atau pertimbangan.”® Menurut
Ibnu Manzhur, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq al-Jawi, syira secara
bahasa memiliki banyak makna, yang antara lain adalah mengeluarkan madu
dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang
ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan
sebagainya.?

Ibnu ‘Arabi menjelaskan, syira adalah mengadakan pertemuan untuk
membicarakan suatu persoalan supaya masing-masing peserta meminta ga-
gasan dari yang lain dan menyampaikan pikiran-pikirannya.? Sementara, ar-
Raghib menjelaskan, syiira sama dengan al-masyirah, yaitu menyampaikan
pendapat dengan mengembalikan sebagian yang lain, yakni menimbang satu
pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang
disepakati.”® Mahmud al-Khalidi mengambil kesimpulan bahwa sysird adalah
berhimpunnya manusia dalam satu majelis untuk mengambil kesimpulan
yang benar dengan mengungkapkan berbagai gagasan tentang satu persoalan
untuk mendapatkan petunjuk guna mengambil sebuah keputusan.?*

Istilah syira akrab dengan kata musyawarah. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kata “musyawarah” berarti perundingan bersama dengan
tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atas penyelesaian suatu persoalan.
Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Prinsip-
nya, musyawarah hanya dilakukan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah
tidak dapat diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas
pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta
bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis.?

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar, penulis menyim-

0 | ywis Ma’lof, al-Munjid fi Lughah wa al-a’lam, Bairit: al-Mathba’ah al-Kulliyah,
t.th. 516.

21 Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam ADDIN,
Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, h. 405-406. M. Shiddiq al-Jawi, “Syura Bukan Demokrasi”,
dalam http://www.hati.unit.itb.ac.id, diakses pada 10 Juni 2021.

%2 pendapat Ibnu ‘Arabi dalam kitab Ahkdm al-Qur’an, Juz 1, h. 298, sebagaimana
dikutip oleh, “Syura (Musyawarah)”, http://www.hati.unit.itb.ac.id, diakses pada 17 Desember
2010. Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 768.

%% pendapat ar-Raghib yang dikutip dalam kitab Rii# al-Ma ‘Gni, Juz 25, h. 46.

2 Mahmud al-Khalidi dalam kitab Qawa ‘id Nizham al-Hukmi f7 al-Isiam, h. 142

% Abdul Mustagim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin
dan Implementasi”, dalam Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, h. 203-
210.
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pulkan bahwa syira atau musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang
dalam satu majelis untuk berunding guna mengambil sebuah kesepakatan
bersama. Masing-masing yang terlibat dalam majelis tersebut mempunyai
hak yang sama untuk mengemukakan pendapat.

Dalam konteks demokrasi, musyawarah atau rembuk bersama merupa-
kan nilai-nilai demokrasi yang sangat penting. Konsep musyawarah merupa-
kan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran
keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam
bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga,
dan dalam skala besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan
rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan
hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan
rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam
lingkup kehidupan bermasyarakat.*®

Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian ber-
bagai persoalan sangat ditekankan dalam Al-Qur’an bahwa konsep musya-
warah merupakan tradisi umat muslim pada masa nabi yang harus terus
dilestarikan dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah
yang disampaikan kepada nabi sebagai salah satu landasan syariah yang
harus tetap ditegakkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini.*’

Istilah musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut
adalah _s& yang berakar kata sy-wa-ra (L -s -0% ) berarti memunculkan
sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah.?® Dari sini dipahami
bahwa musyawarah bermakna mengeluarkan sesuatu yang tersimpan atau
mengemukakan pandangan yang baik kepada pihak lain. Pakar Bahasa
menjelaskan bahwa istilah 5 berasal dari kata 5 sties | sl | )5S yang
bermakna menerangkan, mengemukakan atau mengusulkan dan mengambil
sesuatu.?® Bentuk lain dari kata kerja ini adalah asyara, tasyawara, (tukar
pendapat atau berunding), syawir (pendapat), musyawarah dan mustasyir
(minta masukan dari pihak lain). Syura itu adalah menerangkan,
mengemukakan atau menyampaikan pendapat yang baik, diikuti dengan
menimpali dengan baik pula pendapat tersebut untuk mencapai kemaslahatan
bersama agar mencapai putusan atas penyelesaian masalah bersama.

% Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Jurnal Al-Qaddu, Vol. 5 No. 2 Desember 2018,
h. 229.

" Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”..., h. 229.

% Abi Al- Husain Ahmad bin Faris, Magayid al-Lughah, Juz IIl, t.t: Dar al-Fikr, t.th,
h. 226. Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al Manzhur al-Afrigiy al-Mishriy, Lisan al-
Araby, Bairut: Dar al-Fikr, 1990, h. 434.

# Ibrahim Anis, Mu ’jam al-Wasith, Juz |, Teheran: Maktabah al-lImiah, t.th., h. 501.
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Musyawarah merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam Islam dan
Allah menyuruh manusia untuk melakukan musyawarah. Begitu pentingnya
musyawarah sehingga Allah menyebutkan musyawarah tiga kali dalam al-
Qur’an, yaitu surah al-Bagarah/2: 233, surah Ali ‘Imran/3:159, dan surah
asy-Syura/42:38.*° Ayat yang sering dipakai sebagai landasan normatif
musyawarah adalah surah Ali ‘Imran/3:159 dan surah asy-Syura/42:38.
Sebab, konteks bahasan musyawarah dalam surah al-Bagarah/2:233 hanya
terkait dengan persoalan kehidupan keluarga atau rumah tangga, yaitu terkait
dengan hal pengambilan keputusan yang berurusan dengan rumah tangga
dan anak-anak. Jadi ayat-ayat yang kerap dijadikan justifikasi-normatif bagi
konsep demokrasi adalah:

a. Asy-Syura (42) ayat 38 dengan menggunakan kata syiira.; )

(';A JJLQA}{L@-LU&J‘H(QA‘)A“SDM"ﬁb‘je@)‘y&u‘wﬂ‘}
YA () saa

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami

berikan kepada mereka.”(QS. Asy-Syura/42:38)

M. Quraish Shihab menjelaskan, hakikat ayat ini mengandung pujian
dan sanjungan kepada kaum Anshar yang membela Nabi Muhammad Sw.
dan bersepakat hal tersebut melalui perundingan yang diadakan di kediaman
Abu Ayyub al-Ansari. Meskipun objek ayat ini bersifat khusus, tetapi pesan
intinya berfungsi universal.** Secara tersurat, memang tidak begitu banyak
ayat-ayat al-Qur’an yang mengulas tentang syidrd atau musyawarah yang
menjadi dasar dan pilar perkembangan demokrasi di era modern. Hanya ada
tiga ayat yang secara tekstual menyebut kata asy-syira yang secara implisit
terkandung pesan untuk terhitung hanya tiga ayat yang secara jelas menyebut
kata asy-syird yang secara tersirat berisi pesan untuk mewujudkan sistem
demokrasi dalam segala lini kehidupan.

Konsep syira dan juga sistem demokrasi tidak begitu banyak
dijelaskan dalam al-Qur’an, padahal konsep ini telah memunculkan
diskursus yang sangat panjang. Salah satu alasan yang cukup sederhana
adalah bahwa al-Qur’an memberikan rambu-rambu dan petunjuk tentang
permasalahan yang mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk
umum. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menampung semua perubahan dan
kemajuan sosial masyarakat.®* Syiird dan demokrasi merupakan konsep yang

% Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an Al-
Karim, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H, h. 496.

1 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan
Umat, Bandung: Mizan, 2007, h. 619.

%2 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan
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mengalami kemajuan dan perkembangan. Dengan demikian, rambu dan
petunjuk al-Qur’an mengenai syidra sangat ringkas dan tidak banyak
disinggung.

Meskipun demokrasi modern tidak secara langsung ditemukan dalam
Al-Qur'an, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, musyawarah, persamaan,
kebebasan, dan konsensus dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an.
Oleh karena itu, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang menganggap
bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat
diterapkan dalam sistem pemerintahan yang adil dan demokratis.

Ayat di atas menjadi salah satu pijakan syird dan demokrasi. Benar,
secara tekstual dalam ayat di atas tidak tergambar sedikit pun sistem
demokrasi. Jika diteliti dan dikaji dengan cermat, ayat di atas mengandung
ajakan kepada umat Islam untuk menjunjung tinggi dan membiasakan sikap
demokratis yang secara tersurat digambarkan dalam bentuk perintah untuk
selalu melakukan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Al-Bagarah (2) ayat 233 dengan kata tasyawur,
YYY, LA@J:. Cba)«ajjmjl.;g_mua\}uc Yliad \q\)\ ula
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.” (QS.
al-Bagarah/2:233)

Ayat di atas memuat panduan tentang tata cara menjalin hubungan
antara suami dan istri ketika mengambil suatu keputusan yang berkenaan
dengan kehidupan rumah tangga dan anak-anak. Secara khusus, ayat di atas
memberikan pesan kepada suami-istri agar dalam mengatasi urusan rumah
tangga dilakukan dengan jalan musyawarah.

Tidak begitu banyak uraian dari para mufasir seputar ayat ini,
utamanya yang berkenaan dengan syara, namun, pada intinya, surah al-
Baqgarah/2:233 ini sekedar menegaskan tentang pentingnya melakukan
musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Jadi, meskipun
terkait dengan persoalan rumah tangga, maka menempuh jalan musyawarah
dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi.*®

c, Ali Imran/3: 159 dengan kata syaW|r . )
A& Jde (K5 &ihe EE JAY\ & e‘*)}u}e@ sxill 5 age Cacls

YoAd u.\SS}’.LU\ L_\;.a \ Z)\
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan ber-
musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu
telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya

Umat..., h. 620.
% Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur’an™..., h. 409.
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Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS. Ali
‘Imran/3:159).

Dari sisi redaksinya, ayat di atas mengandung pesan untuk Nabi
Muhammad SAW. agar memusyawarahkan hal-hal tertentu dengan para
sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Meskipun demikian, ayat ini
berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam, terutama pera pemimpin, agar
senantiasa mengatasi persoalan dengan jalan musyawarah yang merupakan
salah satu pilar demokrasi.**

Anjuran untuk mengadakan musyawarah dalam ayat di atas turun
pasca terjadinya perang Uhud yang menyedihkan. Waktu itu, detik-detik
memasuki pertempuran di medan perang, Rasulullah SAW. menghimpun
para sahabatnya untuk membicarakan langkah-langkah strategis menghadapi
pihak lawan yang sedang berada dalam perjalanan dari Mekah untuk
menggempur kota Madinah. Rasulullah SAW. sendiri berpendapat untuk
tetap bertahan di Kota Madinah. Jumlah para sahabat, termasuk dari
kalangan pemuda, mendorong Rasulullah SAW. untuk keluar dari kota
Madinah dan menghadapi lawan. Mayoritas para sahabat mendukung
pendapat ini sehingga Nabi Muhammad SAW. pun menyepakatinya.
Sayangnya, kesepakatan yang telah menjadi keputusan bersama yang
dilakukan secara demokratis tersebut berakhir dengan menyedihkan.
Pertempuran tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya
para sahabat yang jumlahnya kurang lebih tujuh puluh orang sahabat. *

Dengan mengamati konteks turunnya ayat di atas, tercermin jelas
pesan inti ayat 159 dari surah Ali ‘Imran tersebut. Pesan ini berisi secara
khusus bagi Rasulullah dan umat Islam secara universal untuk berpegang
teguh kepada musyawarah dan membudayakannya, meskipun pendapat
mayoritas terkadang tidak salamnya benar dan tepat. Meskipun demikian,
kesalahan mayoritas itu lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab
bersama dibandingkan kekeliruan yang bersifat individual.*®

Mengamati penjelasan di atas, ketiga ayat-ayat tersebut di atas
menerangkan anjuran untuk melakukan musyawarah sebagai salah satu
ajaran mendasar dalam Islam yang harus dibudayakan oleh umat Islam
dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan sejumlah
permasalahan umum baik yang menyangkut dengan permasalahan ekonomi.
Dalam sistem ekonomi syariah, misalnya, secara demokratis, musyawarah
dapat menyelesaikan persoalan sengketa ekonomi syariah.®’ Begitu juga

¥ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an..., h. 618.

*M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an..., h. 619.

*M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an..., h. 620.

¥ Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4 Cet. V, Jakarta: Ichtiar
van Hoeve, 2001, h. 1263.
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dengan persoalan politik, musyawarah dapat menyelesaikan permasalahan
politik yang berkembang.

Syura merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehi-
dupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai
kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada nas-nas al-
Quran dan sunah, syiara bermakna mengambil pendapat (akhdh ar-ra’y/[ij).
Jelasnya, syira adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusya-
warah (thalab ar-ra’y [i] min al-mustasyar). Istilah lain dari syird’ adalah
masyurah (atau at-tasyawur). Para Khulafa ar-Rasyidin telah mempraktikkan
sistem syura dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya,
dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan
peperangan dan lain sebagainya.

Sejarah Musyawarah pada masa Rasulullah SAW. telah dipraktikkan
dalam pengambilan keputusan dan telah dikenal serta membudaya di
masyarakat Arab sebelum masa kenabian Muhammad SAW. dalam meng-
hadapi setiap persoalan yang menyangkut orang banyak mereka biasanya
menghimpun para pemuka kabilah (zu asy-syuara) untuk bermusyawarah
bagi penyelesaiannya. Praktik musyawarah ini terus dilestarikan dan
dikembangkan oleh Islam dan dilaksanakan Rasulullah SAW. serta para
sahabatnya. Salah satu contoh praktik musyawarah yang dijalankan
Rasulullah SAW. adalah dalam piagam Madinah merupakan perjanjian
antara Nabi saw. sebagai pemimpin umat Islam dengan masyarakat Madinah
yang terdiri atas suku-suku dan agama yang berbeda terdapat ketentuan yang
menjunjung tinggi musyawarah yaitu “Dalam kehidupan kemasyarakatan
harus selalu saling bermusyawarah dan menasihati (antara masyarakat Islam
dengan Yahudi) dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa.”™

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai tema atau
objek persoalan yang perlu dimusyawarahkan. Menurut Rasyid Ridha, objek
yang perlu dirundingkan adalah hal-hal yang terkait dengan persoalan yang
bersifat material atau keduniaan yang tidak ada ketentuan-ketentuan yang
jelas dalam al-Qur’an dan sunah nabi. Adapun menyangkut dengan persoalan
keagamaan bukan menjadi wewenang manusia, tetapi ia menjadi hak
prerogatif Allah dan menjadi wewenang-Nya melalui al-Qur’an dan
wewenang nabi melalui sunahnya. Di luar ranah itu sudah termasuk ruang
ijtihad yang memasukkan musyawarah, sedangkan menurut pakar yang lain
seperti Muhammad Musthafa al-Maragi, Ar-Razi dan Abu Bakar al-Jassas
tidak berpendapat sebagaimana Rasyid Ridha. Menurut mereka, kata umur
dan al-amr di dalam surah asy-Syura ayat 38 dan surah Ali ‘Imran/3:159

*¥Muhammad Imran,” Syura’ System ‘ In The Organization Of The Islamic”..., h.
131.

®Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penye-
lesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” h. 231.
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mengisyaratkan kepada semua sesuatu yang tidak terkover secara gambling
(eksplisit) dalam al-Quran dan sunah.*’ Oleh karena itu, objek musyawarah
menurut mereka tidak hanya terkait dengan permasalahan keduniaan semata
seperti pendapat Rasyid Ridha di atas tetapi mencakup semua urusan agama
yang tidak ditemukan nas yang pasti dalam al-Qur’an dan sunah. Menurut
mereka, ruang lingkup yang perlu dimusyawarahkan mencakup
permasalahan dunia dan agama, materi dan immateri yang ketentuan dan
keputusannya dalam al-Qur’an dan sunah nabi bersifat zhannz (relatif), dan
tidak bersifat pasti (gath 7). Oleh karena itu, ketentuan dan kesepakatan hasil
musyawarah pun bersifat relatif (zhanni) yang dapat dikoreksi dan direvisi
atau diubah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan zaman.

Dalam literatur hukum Islam, orang-orang yang berhak melakukan
musyawarah yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan umat adalah
orang-orang yang kompeten atau yang ahli, yang disebut dengan konsep ahl
al-hall wa al-‘agd (pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan
masalah).”! Sistem musyawarah yang dianjurkan dalam al-Qur’an sama
sekali tidak menjelaskan bentuknya. Pada prinsipnya memberi peluang
sebesar-besarnya berupa kesempatan kepada umat untuk mengatur dan
menyusun sistem dan bentuk musyawarah yang dinginkan mereka sejalan
dengan perkembangan dan karakter mereka masing-masing, sehingga
musyawarah dapat dijadikan solusi untuk mengatasi persoalan dalam
berbagai hal yang tengah dihadapi masyarakat.*?

Musyawarah sebagai pendekatan atau cara dalam menyelesaikan
persoalan. Dalam proses musyawarah hendaknya mengutamakan pertim-
bangan moral dan bersumber dari hati nurani yang agung dan luhur. Sebisa
mungkin, usulan atau pendapat mudah untuk ditelaah dan dipelajari,
dilakukan atau bahkan hasilnya diberlakukan nantinya, yang
diperbincangkan harus diterima secara logis dan tidak memberatkan. Hasil
musyawarah harus sejalan dengan kepeningan umum yang mendatangkan
kemaslahatan bersama.

Perihal yang harus dicermati dan diperhatikan dalam proses musya-
warah yaitu saling mengerti dan saling memahami apa yang sedang dibicara-
kan untuk mengambil keputusan bersama sehingga melahirkan keuntungan,
manfaat dan kemaslahatan dan bila menghasilkan suatu keputusan dalam
musyawarah, maka menerima hasil keputusan yang sudah diambil adalah
keputusan yang terbaik.

Agar keputusan betul-betul menjadi keputusan yang terbaik maka
dalam proses musyawarah harus menerima saran dan masukan-masukan

“*Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam..., h. 1264-1265.

“Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam..., h. 1264.

“Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penye-
lesaian Sengketa Ekonomi Syariah”..., h. 232.



132

dalam bentuk kritik, usul maupun saran dalam bermusyawarah karena tidak
ada unsur pemaksaan dalam mengambil suatu keputusan sehingga
dibutuhkan saling memahami dan menghargai pendapat dari orang lain.*
Bila nantinya kemungkinannya tidak didapatkan keputusan yang terbaik atau
tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak atau merugikan kepentingan
umum maka jalan yang ditempuh adalah mencari pendapat yang paling
mendatangkan kemaslahatan.

Musyawarah apabila diamati dari berbagai literatur hukum baik
dalam literatur hukum Islam maupun hukum positif sama sekali tidak ada
yang menjelaskan bentuk dan sistemnya secara spesifik sehingga para yang
berperkara dapat mengambil cara atau bentuk baru dalam musyawarah dalam
menyelesaikan sengketa, misalnya sengketa ekonomi syariah dan lainnya.
Bentuk musyawarah apa pun selama tidak bertolak belakang dengan prinsip
Islam dapat dilakukan selama mendatangkan maslahat dan keuntungan
bersama.**

Dalam konteks pemerintahan demokrasi, proses musyawarah di-
dasarkan pada ajaran al-Qur’an surah Ali ‘Imran ayat 159 sebagai tersebut di
atas. Musyawarah atau syiird merupakan landasan bagi suatu pemerintahan
yang demokratis, terutama pemerintahan Islam dalam menjalankan roda
pemerintahan dan menyelesaikan semua bentuk permasalahan serta dalam
setiap keputusan. Hal ini mempunyai pijakan yang kokoh yang disebutkan
dalam al-Qur’an sebagai payung dan dasar hukum bagi pemerintahan yang
demokratis. Sistem syara telah diterapkan oleh Rasulullah SAW., dan
pemerintahan Khulafaurrasyidin sehingga hal ini menjadi ajaran atau sunah
Rasul yang harus diteladani oleh umatnya. Al-Qur’an dan sunah nabi juga
mengajarkan bahwa sistem syira juga mempunyai mekanisme tersendiri
dalam memilih dan mengangkat kepala negara. Syzra juga memiliki proses
yang harus dijalankan sesuai dengan ketetapan-ketetapan atau ketentuan-
ketentuan agama atau pedoman yang ada sehingga hasil yang diharapkan
tidak menyeleweng dari dasar-dasar pemerintahan.

Secara garis besar dapat diungkap bahwa dalam proses musyawarah
bagi suatu pemerintahan yang demokratis, untuk mencapai konsensus atau
kesepakatan yang diharapkan maka perlu mempertimbangkan beberapa hal,
yaitu memahami tujuan yang ingin dicapai; menguasai materi yang akan
dimusyawarahkan atau dinegosiasikan; memahami tujuan dari musyawarah
itu sendiri; dan memahami keterampilan teknis bermusyawarah.

“Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Teori dan Praktik, Jakarta:
Kencana, 2017, h. 6.

“ Muhammad Imran, “Syura’ System * In The Organization Of The Islamic” ..., h.
141.

** Muhammad Imran, “Syura’ System ‘ In The Organization Of The Islamic” ..., h.
132.
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3. Kerja Sama Manusia (7a’awun)

Termasuk hal yang paling dasar dari ajaran Islam adalah tolong me-
nolong atau kerja sama, terutama di Negara dengan suatu pemerintahan yang
demokratis. Kerja sama antar sesama atau za 'awun adalah etika universal. la
melampaui sekat-sekat perbedaan baik dari pihak penolong maupun yang
ditolong.

Allah SWT., menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong
dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebab dalam kebaikan dan ketakwaan, ter-
kandung rida Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan
menyukai. Barang siapa memadukan antara rida Allah dan rida manusia,
sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah
melimpah.”® Di dalam hadis nabi, tolong menolong itu dapat dilakukan
kepada orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi atau dalam konteks
kehidupan Negara dengan sistem demokratis, antara oposisi dan pendukung
pemerintahan harus saling menolong demi kebaikan bersama. Hal ini
dlgambarkan dalam sebuah hadis nabi, yang berbunyi:

d\ﬁ d\ﬂman\wjuau\uccmuccﬂuuh JML\.\J;

\)Ju (ujua”\ AT M\)_ \‘_,J..aau\ U s’
G5 38T (06 s §al Cak ‘Lij.la.; Al 13 ol Jel)
D) (42X

Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu tamir, dari Humaid dari
Anas. Anas r.a. berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik
dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya. Anas berkata:
Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana
menolong orang yang sedang berbuat zalim?” Beliau menjawab: “Dengan
men4g7halanginya melakukan kezaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepada-
nya.

Muhsin Hariyanto menjelaskan, konsep ta'awun dalam Islam dapat
dimaknai menjadi enam macam:*®

“Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasari, “Manifestasi Konsep Ta'dwun dalam
Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan,” dalam Et-Tijarie, Vol. 5, No.1 2018, h . 20.
Abu ‘AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din,
Al-Jami’ [i Ahkdmil-Qur‘dn, Juz 6, Tahqlq: ‘Abdur-Razzaq al-Mahdi, Dar Al-Kitab Al-
‘Arabi, Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H, h. 45.

*"Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah Bukhari al-Jakfi, Tahgiq: Mustofa, al-Jami
sahih al-Muhtasar, Juz 6, Hadits 2312, Bairut: Dar ibnu Katsir, 1987.

“®Muhsin Hariyanto, Membangun Tradisi Ta'@wun, https:repository.umy.ac.id/
bitstream/handle, diakses pada 01/07/2018. Markaz al-Imam al-Albani, Nubdzatul ‘limiyyah
fit Ta’awun asy-Syar’iy wat Tahdzir minal Hizbiyyah, No. 3, 1422 H.
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Ta'awun dalam hal yang menyangkut dengan kebajikan dan ketakwaan,
yang meliputi kebajikan umum atau universal (al-birr) dalam bingkai
ketaatan sepenuh hati (at-tagwa) yang membawa akibat kepada kebaikan
masyarakat Muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran
individu akan peran tanggung jawab yang diemban di oleh masing-
masing pribadi muslim. Karena ta’awun di dalam kehidupan umat
merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan
fondasi yang tak bisa ditawar dalam kerangka pembinaan dan
pengembangan peradaban umat ditawar dalam kerangka pembinaan dan
pengembangan peradaban umat.

Ta'awun dalam bentuk wala’ (loyalitas) kepada antar muslim. Setiap
muslim harus berkesudahan bahwa dirinya adalah bagian dari muslim
yang lain. Siapa pun yang mengabaikan saudara sesama muslim dan
menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat
diragukan kelslamannya. Karena loyalitas antar muslim merupakan
konsekuensi keberlslaman mereka.

Ta'awun yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan ber-
masyarakat dan dan saling-melindungi. Sebagaimana sabda Rasulullah
SAW. vyang secara eksplisit telah menyerupakan fa’awun kaum
Muslimin, persatuan dan berpegang teguhnya mereka (pada agama
Allah) dengan bangunan yang dibangun dengan batu bata yang tersusun
rapi kuat sehingga menambah ketokohannya. Kaum muslimin akan
semakin bertambah kokoh dengan tradisi ta'awun seperti ini.

Ta'awun dalam upaya ittihad (persatuan). Ta'dwun dan persatuan
selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan
menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh
Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat.
Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut
merasakan kesusahannya, ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan
harus diorientasikan agar umat Islam dapat menjadi seperti satu tubuh
yang hidup.

Ta'awun dalam bentuk tawash: (saling berwasiat) di dalam kebenaran
dan kesabaran. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran
termasuk manifestasi nyata dari ta'awun di dalam kebajikan dan
ketakwaan. Kesempurnaan dan totalitas ta'awun dalam masalah ini
adalah: dengan saling berwasiat di dalam konteks amar ma ruf nahi
munkar.

Di antara bentuk manifestasi ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan
adalah: menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka,
mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang
berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di
antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka,
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menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa
musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik.

Membangun ikatan mulia antar sesama dengan harapan akan men-
datangkan kebaikan dan mencegah kemurkaan Allah SWT. dan di antara
cara membangun hubungan interpersonal dengan manusia yang diterangkan
dalam al-Qur’an adalah dengan cara ta’'awun atau sering diartikan “tolong-
menolong”. *°

Secara sederhana, ta’awun adalah sikap dan praktik membantu
sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan
tertanam sikap ta’awun [tolong-menolong dan saling membantu satu sama
lain.>® Sebagai makhluk sosial, jelas manusia akan saling membutuhkan
dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, baik kebutuhan yang
sifatnya material maupun non material.™*

Tolong menolong merupakan perilaku positif yang mesti dimiliki
olen setiap orang untuk hidup bermasyarakat dan bersosial. Dalam
pandangan Islam, perilaku tolong menolong memiliki nilai religius yang
sudah tertanam kuat dalam diri seseorang. Islam mengaplikasikan akhlak
baik dalam bermuamalah (zablu minan nds) yang dilakukan dengan rasa
penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa pun kecuali karena Allah
semata.

Perilaku ta’awun dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan
karena memiliki pengaruh yang besar dalam membina masyarakat dan
kehidupan umat dan individu, maka ia merupakan amal yang paling utama di
sisi Allah dan akan mendapatkan pahala. Realisasi ta’awun akan tampak
secara masif, jika masyarakat memahami arti dari za’awun itu sendiri.>®

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku ta’awun adalah hadirnya
kehidupan yang serasi, harmonis, damai dan sentosa, dan hal ini menjadi
dambaan setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia akan sulit meraih
keharmonisan dan hubungan bermasyarakat jika setiap individu mengabai-
kan etika sosial antar sesama,® maka saling peduli dan gotong royong
merupakan tanggung jawab manusia guna membangun masyarakat yang
hidup harmonis. Jika dilihat dari kaitannya dengan norma hukum, ta’awun
merupakan tindakan hukum yang melukiskan nilai humanis manusia sebagai

* Zulkarnain Matandra, “Peran Ta’awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota
Makassar,” dalam Jurnal al-Buhuts, Volume 16 Nomor 2, Desember 2020, h. 3.

% Taofik Yusmansyah, Akidah dan Akhlak, Jilid ke-2, Cetakan ke-1, Bandung:
Grafindo Media Pratama, 2008, h. 45.

>! Zulkarnain Matandra, “Peran Ta’awun dalam Mengentas Kemiskinan..., h. 4.

%2 Zulkarnain Matandra, “Peran Ta’awun dalam Mengentas Kemiskinan..., h. 7.

% Jka Rachmawati, “Analisis Implementasi Tabarru’ dan Ta awun dalam Pelayanan
Kesehatan Ditinjau dari Perspekti Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada: Klinik Asuransi
Sampah Indonesia Medika, Kab. Malang),” dalam Jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan
Hukum Islam, Vol .5, No. 2, h. 70.
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makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Nilai ini menjadi
dasar dalam hidup bersosial, menjadi landasan untuk berinteraksi, menjadi
dasar bangunan solidaritas, dan menjadi asas penyelesaian persoalan
masyarakat.

Perilaku tolong menolong dan peduli menjadi salah satu ciri khas
dalam budaya Islam.>* Hal ini karena Allah SWT secara langsung mengan-
jurkan atau mengamanatkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat
Islam meIaIU| flrmanNya yang berbunyl
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"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat."
(QS. al-Maidahl5: 2)

Konsep ta’awun dalam ayat di atas mengakui adanya perbedaan
sekaligus mengakui bahwa setiap individu memiliki potensi dan kekuatan,
sekecil apa pun adanya. Konsep ini menghendaki agar perbedaan potensi dan
kekuatan (keunggulan, kelemahan, kaya, miskin, dan lain sebagainya)
fungsional secara positif dalam membangun kehidupan bersama yang
harmonis.>

Ta’awun dalam ayat di atas memiliki makna yang komprehensif dan
sistemik. Itu mengapa, sebagian ulama tafsir menafsirkannya sebagai prinsip
besar dalam kehidupan secara menyeluruh. Hadis nabi menganalogikan
ta’dwun Sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.
Apabila ada bagian yang sakit, rasa sakit tersebut akan terasa oleh bagian
yang lainnya.

Avyat di atas menganjurkan untuk peduli dan saling membantu kepada
sesama yang mengarah pada suatu hal yang posistif dan baik.>® Dalam
konteks ayat di atas digunakan narasi al-birr yang bermana kebajikan. Hal
ini menunjukkan bahwa ayat tersebut dengan tegas menganjurkan untuk
saling tolong menolong terhadap sesama, namun hal ini dalam koteks
kebaikan dan takwa, misalnya, membantu fakir miskin dan orang yang
berkebutuhan khusus. Jadi, Islam hanya menganjurkan umat manusia untuk

*“Islam Mengajarkan Saling Peduli dan Tolong Menolong Sesama,” dalam
https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-
menolong-sesama, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

Aan Abddussalam, Teori Sosiologi Islam, dalam jurnal Pendidikan Agama Islam,
Volume 12, nomor 01, 2014, h. 36.

*Zulkarnain Matandra, “Peran Ta’awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota
Makassar”..., h. 9.


https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama
https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama
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saling membantu dan kerja sama dalam hal yang mengarah pada kebajikan,
dan sebaliknya, Islam sangat melarang bekerja sama dalam yang dapat
merugikan pihak lain.

Menurut Komaruddin Hidayat, tolong menolong dan membantu
sahabat atau orang sekitar sama saja sebagai tindakan menebar vibrasi
syukur kepada Allah SWT. Energi ketulusan dalam bantuan itu akan
menebar kepada orang-orang yang dibantu. *’

Sudah seharusnya manusia bersyukur karena Allah dapat membuka
peluang dan kesempatan kepadanya untuk berbagi, peduli, dan membantu
sesama yang membutuhkan. Bukan meminta orang lain untuk berterima
kasih kepada kita dan bersyukur. Membantu dan menolong orang lain bukan
berarti kita menjadi rugi. Jika mengukurnya dengan materi dan hitungan
matematis apa yang kita miliki berkurang. Padahal seyogyanya tindakan
memberi dan membantu itu sama sekali tidak merugikan asalkan nilai
pemberian itu didasari dengan keikhlasan, dan keimanan. Menolong dan
membantu orang lain dalam kebaikan dan takwa, sekecil dan sebesar apa pun
kadarnya atau nilainya, akan merasa ringan dan mudah jika dilakukan
dengan ikhlas dan tulus.

Semangat berbagi dan peduli ini memang sangat kental bagi umat
Islam. Dalam konteks Indonesia, semangat kekeluargaan dan gotong royong
harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal
Ika.>® Semangat kekeluargaan dan tolong menolong, dalam masyarakat yang
plural harus diwujudkan dalam bentuk apa pun, sebab manusia, selain
sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial (zoon politicon).
Sebagai makhluk individu setiap manusia berbeda dengan manusia yang lain.
Walaupun demikian, karena di sisi lain sebagai makhluk sosial, manusia
senantiasa memiliki kehendak dan cita-cita serta keinginan untuk melakukan
jalinan dan hubungan dengan manusia lain. Manusia, terutama masyarakat
Indonesia senantiasa berhubungan dan tolong menolong, saling membantu
dan bekerja sama antar sesamanya. Untuk mewujudkan persatuan dan
kekeluargaan maka budaya gotong royong dan saling membantu hendaknya
dipertahankan dan harus ditingkatkan. Semangat kekeluargaan dan gotong
royong harus dipraktikkan dalam semua lini kehidupan sehari-hari. Sebab
tolong menolong memiliki-nilai, adanya sikap kerja sama yang tinggi.
Menjunjung tinggi sikap kekeluargaan, sikap hormat menghormati teman
kerja, mengutamakan kerja keras, mengutamakan kepentingan bersama, dan

Arum Sutrisni Putri, “Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam
Berbagai Kehidupan,” dalam https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/
semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all, diakses
11 Juni 2021.

Arum Sutrisni Putri, “Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam
Berbagai Kehidupan.”


https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/%20semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/%20semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all
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kepentingan pribadi menjadi nomor dua.

Perilaku ta’awun adalah bukan hanya tugas pemerintah melainkan
tugas setiap pribadi manusia, namun untuk memaksimalkan butuh
pengawalan dari pemerintah dengan mengadakan sosialisi tentang
pentingnya tolong menolong. Di samping pemerintah berupaya transparansi
kepada masyarakat dengan programnya, disisi lain pemerintah memperkuat
hubungan kepada rakyatnya sehingga mudah bersinergi dalam mengentas
kemiskinan.

4. Menguntungkan Masyarakat (Mashlahah)

Dalam ilmu bahasa, istilah al-mashlahat adalah bentuk plural dari
kata al-mashlahah yang artinya yang baik dan bermanfaat. Lawan dari istilah
ini adalah kerusakan atau keburukan. Mashlahat terkadang disebut pula
dengan istilah “at-tashlahah”, yang berarti mencari yang baik,>® atau yang
memiliki makna baik, patut, dan bermanfaat yakni lawan kata dari “buruk”
atau “rusak”.®

Dalam bahasa Indonesia kata mashlahah telah dibakukan menjadi
kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa
kemanfaatan dan menolak kerusakan (a=Wall ¢ ;25 =lladll Qs Lebih lanjut
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maslahat memiliki makna
sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya),
faedah, guna. Adapun jika kata maslahat ditambahi dengan imbuhan ke dan
akhiran an, menjadi kemaslahatan memiliki makna kegunaan, kebaikan,
manfaat, dan kepentingan.®*

Maslahat menurut pengertian syara’ pada dasarnya di kalangan ulama
ushul mempunyai padangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam
memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan
definisi maslahat ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan
yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan
keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”.®? Imam Al-Ghazali, mengartikan
maslahat sebagai usaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menghalangi
kemudaratan.®® Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu

¥ Abdul Wahab Khalaf, Masddir at-Tasyri’, al-Isldmi Finala Nasa Fih, Kuwait: Dar
al-Qalam, 1972, h. 77.

®*Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-
Buthi,” dalam Jurnal al-Maslahah, Vol. 15 No. 2 Desember 2019, h. 203.

®"Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-
Buthi”..., h. 204. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/maslahat
diakses tanggal 14 Juni 2021.

®?Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar penetapan
Hukum Islam,” dalam Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, h. 352.

83Al-Ghazali, Maktabah Al-Jumdiyah, Mesir, 1971, h. 251.
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Zahrah®, menjelaskan, maslahat adalah tindakan yang mengandung
kebaikan yang jelas dan bukan tindakan yang berbenturan dengan syariat.

Berbagai pengertian yang dikemukakan ulama di atas, pada dasarnya
mengandung substansi dan esensi yang sama, yakni, maslahat yang dimak-
sudkan adalah maslahat yang menjadi pijakan syariat, bukan maslahat
berdasarkan keinginan dan kehendak nafsu manusia semata. Sebab tujuan
syariat tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia,
dalam semua lini kehidupan di dunia, supaya terlepas dari berbagai bentuk
yang membawa kerusakan dan mafsadat. Dengan bahasa lain, setiap
ketentuan dan aturan syara’ adalah bertujuan untuk mewujudkan dan
menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Tidak
dapat dipungkiri bahwa kemaslahatan tidak dapat dicermati secara seksama
dan tidak dapat direspons dengan keputusan yang sesuai, kecuali berpijak
pada adanya dasar dan dalil syara’ yang mengaturnya.®

Abu Zahra mengutip pendapat imam Malik Imam, bahwa maslahat
itu sebagai dalil hukum dan hujah syariat.®® Menurutnya, para sahabat telah
mempraktikkan penggunaan maslahat mursallah, yang ditandai dengan
pengumpulan al-Qur’an dalam satu mushaf. Hanya berdasarkan kemas-
lahatan semata, sebab tidak ditemukan satu pun dalil dari al-Qur’an ataupun
hadis yang menganjurkan atau melarang.®” Para sahabat menggunakan
maslahat sesuai dengan tujuan syara’ maka harus dipraktikkan sesuai dengan
tujuannya itu. Jika mengesampingkan tujuan itu, berarti telah mengesam-
pingkan tujuan syariat. Berpegang kepada maslahat merupakan suatu
keharusan, sebab ia merupakan salah satu pijakan pokok yang tidak keluar
dari pijakan pokok lainnya. Pada hakikatnya, maslahat berpijak pada
pencarian keserasian dan senapas dengan tujuan syariat. Di samping
disebutkan oleh nas, kemaslahatan juga meliputi semua kemaslahatan yang
diinginkan oleh syariat untuk diperhatikan dan dipelihara keserasiannya
untuk memanifestasikan kemaslahatan itu, walaupun tidak ada teks yang
menjelaskan namun ia senapas dengan tujuan syariat.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa maslahat itu
merupakan salah satu dasar tasyri’ yang sangat urgen, yang dapat
memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan jika dicermati secara
tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Dalam kitab al-Muwafagat
dijelaskan bahwa begitu urgennya maslahat itu sehingga Imam Malik
terkadang mengutamakan maslahat daripada hadis, jika berlawan dengan
sesuatu pokok yang gath’i. Maslahah atau kemaslahatan, bagi Imam Malik,

#Muhammad Abu Zahrah, lbn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Figluh,
Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, t.th, h. 1995.

85Zaky al-Dia Sya’ban, Ushiil al-Figh al-Islim, Mesir: Dar al-Ta’lib, 1965, h. 176.

%M. Abu Zahra, Ushiil al-Figh, Kairo: Dar Al-Arabi, 1958, h. 280.

M. Abu Zahra, Ushiil al-Figh..., h. 280.
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adalah dalil pokok yang sifatnya pasti (gazh 'i).%

Perlu dijelaskan bahwa maslahat itu bermacam-macam. Menurut para
pakar usul fikih, jika ditinjau dari aspek kualitas dan kepentingannya,
maslahat itu dibagi pada tiga macam, yaitu:®

Pertama, mashlahah adh-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang
berkaitan dengan kebutuhan primer manusia di dunia dan di akhirat.
Kemaslahatan macam terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara
materi (kekayaan). Kelima unsur kemaslahatan kemudian disebut dengan
istilah al-Maslahah al-Khamsah. Menganut suatu agama merupakan fitrah
dan memeluk suatu agama merupakan fitrah dan intuisi yang tidak dapat
diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kemaslahatan
tersebut, Allah mensyariatkan agama yang harus dan wajib dipelihara setiap
orang, baik yang berkenaan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak yang paling dasar bagi setiap
manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan
kehidupan manusia maka Allah SWT mensyariatkan hukum yang
berhubungan dengan itu, semisal syariat gisas, kesempatan mempergunakan
hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk
melangsungkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal
merupakan tolak ukur dan menjadi sasaran yang memastikan bagi seseorang
dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah
mengharuskan pemeliharaan akal karena sebagai sesuatu yang pokok. Allah
melarang meminum minuman keras, sebab minuman itu dapat merusak akan
dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi
manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini.
Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan
nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Yang terakhir,
manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh karena itu, harta merupakan
sesuatu yang dharuri (primer) dalam kehidupan. Untuk mendapatkannya,
Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk menjaga dan memelihara
harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

Maslahah dharuriyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia
tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan
lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahat dalam tingkat daruri. Karena
itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan

%8 Asy-Syatibi, Al-Muwafagat, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973, h. 90.
®Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar penetapan
hukum Islam,” h. 354-355.
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kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung
menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut
adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi
larangan Allah tersebut adalah maslahah dalam tingkat daruri.”

Kedua, mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan untuk melengkapi
dan menyempurnakan kemaslahatan primer yang berbentuk keringanan
untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
Contoh, diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam
pertanian (muzara’ah) dan yang lainnya. Kesemuanya disyariatkan Allah
untuk menunjang dan mendukung kebutuhan mendasar al-Mashlahih al-
Khamsah di atas.

Maslahah Hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hi-
dup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemas-
lahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang
lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam
hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maslahah Hajiyah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,
tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok
tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan perusakan. Seperti
menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan
hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.”

Ketiga, mashlahah at-Tahsiniyyah, yaitu, kemaslahatan yang sifanya
sekedar pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan
sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi,
menggunakan pakaian yang bagus dan indah, dan lain sebagainya. Mewujud-
kan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (Syariah). Dalam setiap
aturan hukumnya, asy-Syari’ mentransmisikan Maslahah sehingga lahir
kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/ kerusakan, yang pada
gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan
kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, Maslahah itu sesungguhnya
adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa
kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh
hawa nafsu manusia.’ Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah
pasti dapat mewujudkan Maslahah, sehingga tidak ada Maslahah di luar
petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang

"Amir Syarifuddin, Ushul Fighi, Jilid 2, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999,
h. 327.

Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., h. 328. Abbas, “Maslahat dalam Perspektif Al-
Qur’an dan Sunnah”, dalam Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 1, Januari 2015, h.
4

"2Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri’,
Kairo: Mathba’ah as-Sa’adah, 1403H/1983 M, h. 12.
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menyatakan Maslahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks
suci Syariah.” Maslahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan peru-
bahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat
bertumpu padanya.’

Maslahah Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup
manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat
hajiyah namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi ke-
sempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk
tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.”

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim
dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemas-
lahatan daruriyyah harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan hajiyah,
dan 7I6<emaslahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniy-
yah.

Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fighi
membaginya kepada: maslahah ‘ammah dan maslahah khasah.

Maslahah ‘ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut
kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan
semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau
kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar
bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan
orang banyak.

Maslahah khasah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang,
seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. ”’

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan
prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum
bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua
kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari kemas-
lahatan pribadi. ™

Istilah maslahah dalam al-Qur’an tidak ditemukan, namun demikian,
ada isyarat al-Qur’an yang menunjukkan dengan jelas tujuan penetapan

"Husain Hamid Hisam, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islamy, Beirut: Dar al-
Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971, h. 607.

™ Inilah yang disebut oleh ‘Ali Hasaballah dengan giyas al-maslahah, ‘Ali
Hasaballah, Ushil at-Tasyri’al-Isldmi, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1383 H/1964 M, h. 257.
Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis
Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi),” dalam Et-Tijarie, Volume 5, Nomor 2
2018, h. 54.

Amir Syarifuddin, Ushul Fighi, Jilid 2 ..., h.328.

"®Nasrun Haroen, Ushul Fighi, Cet. II, Ciputat: Logos Wacana llmu, 1997, h. 116.

" Abbas, “Maslahat Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah”..., h. 5

"®Nasrun Haroen, Ushul Fighi ..., h.117
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hukum syara’. Maka secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-
hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di
dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di alam baga (kekal) kelak.

Artinya, setiap kebijakan hukum atau keputusan berdasarkan kepada
kemaslahatan. Salah satu ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah firman
Allah QS. al-Anbiya’/21:107.

‘‘‘‘‘

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam. (al-Anbiya’/21:107).
. Dan Juga flrman AIIah dalam QS Ah ‘Imran/3 159 .
IR g_s;_\‘m\ u\u.u\ s JS).E Eadse 13 )AY\ @»”L\U?@J )sm\J
yofd
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakal kepada-Nya. (Ali ‘Imran/3:159)

Serta firman Allah dalam QS. al-Bagarah/2: 201-202.

.....

Yo JLJ\ &_1\35 M}Moﬁ‘}(\ @JML\.\J\GAD\ L\.t‘)d)s.au.ae.@..mj

YooY il &0 sl \jusmg_uwaquj\

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah

Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari

siksa neraka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada
yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. ”

5. Keadilan (al-Adl)

Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan.
Kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada
dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi
juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan
dengan negara. Bagaimana seseorang mampu bertindak dengan adil terhadap
diri sendiri dan orang lain, tentu tergantung pada perilaku masing-masing.
Demikian pula, bagaimana pula suatu negara dapat memberikan keadilan
kepada warga Negaranya juga tergantung pada jaminan kesejahteraan,
kemanfaatan, dan kebahagiaan yang diberikan kepada warga negaranya.
Karena itu, diskursus keadilan selalu berkembang mengikuti perkembangan
zaman, sehingga keadilan itu sendiri selalu mengalami perubahan dan tidak
bersifat statis. Mulai dari pemikiran filsafat klasik, pertengahan, modern
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hingga sekarang mempunyai konsep yang berbeda terkait keadilan. ™

Masalah keadilan merupakan salah satu permasalahan yang pokok
yang disadari umat manusia, sejak mereka mulai berpikir. Dari permasalahan
sederhana dalam masyarakat, sampai menginjak pada pola kehidupan politik
bernegara dalam suatu pemerintahan. Keadilan adalah sebuah nilai yang
diharapkan selalu ada dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, bisnis,
sampai hubungan perkawinan. Dalam kehidupan demokrasi, nilai keadilan
harus menjadi salah satu dasar yang dimiliki setiap manusia.®’

Konsepsi al-Qur’an tentang keadilan menawarkan nilai fundamental
sebagai pusat dari seluruh sistem nilai ajaran Islam. Sehingga tidak dapat
dikatakan sebagai keputusan hukum dalam Islam apabila mengabaikan
konsep keadilan. Keberadaannya pun bukan hanya sebagai teosentris
metafisis, melainkan dapat menjangkau realitas kemanusiaan. Al-Jabiri
pernah mengatakan bahwa saat ini manusia masih dalam pusaran keadilan
llahi, masih belum kepada keadilan manusiawi.®*

Dalam al-Qur’an kata ‘al-‘adl semakna dengan kata al-gisth dan al-
mizan yang secara esensial menunjuk kepada makna “berbuat keadilan”.
Maka apabila dihubungkan dengan hukum, kata adil menunjuk pada makna
asas persamaan hukum yang harus tegakkan terhadap siapa pun tanpa
melihat statusnya.®

Dalam kamus Lisan al-Arab, al- ‘Adlu diartikan sebagai prinsip yang
telah tertanam kuat pada orang yang teguh dan berpendirian kokoh.
Lawannya al-Jaur (curang, tidak adil). Al-‘adl termasuk salah satu sifat
Allah yang tidak dapat di anasir oleh apa paun. Kata al- ‘adl juga memiliki
kesamaan makna dengan lafal al-hukmu bi al-haqqi (berhukum dengan hak),
yaitu memutuskan suatu persoalan bukan berdasar pada kemauan hawa nafsu
belaka yang berakibat pada benar atau salah.®®

Lafal al-‘Ad/ dan padanannya berarti sikap yang tidak memihak,
sesuatu yang benar, pemeliharaan hak-hak seseorang dan langkah yang tepat

"7akki Adlhiyati & Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami, ” dalam
Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 201, h. 413.

% 7akki Adlhiyati & Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami”..., h.
410.

8\ fukhlishin & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan
Hukum,” dalam Media Keadilan: Jurnal limu Hukum, Vol. 11 No. 1, April 2020, h. 57-58.
Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", Jurnal Al-
Manabhij, Vol. 5, No. 2 Juli, 2011, h. 136.

®Hariyanto, "Prinsip Keadialan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta
Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11,
No. 1, Juni, 2014, h. 46.

#Muhamad bin Makram Ibnu Manzir, Lisdnu al- ‘Arab, Beirut: Dar al-Shadr, 1997,
h. 430.
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dalam memutuskan suatu perkara. Dari sisi makna, terminologi lafal di atas
berkaitan langsung dengan konsep keadilan sebagai penjelasan macam-
macam dan bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan manusia. Berkaitan
dengan sisi keadilan yang disebutkan berulang-ulang dalam al-Qur’an
sesungguhnya lafal ini memiliki tempat dalam al-Qur’an yang urgensinya
sangat penting bagi kehidupan manusia.®*

Walaupun cenderung masih mempunyai arti yang luas, para ilmuan
Muslim telah mengklasifikasi arti keadilan menjadi dua bagian, mutlak dan
khusus. Keadilan mutlak (absolut) yang didasarkan kepada rasional dan
universal dan konstan. Makna kedua, lebih spesifik pada keadilan menurut
syara’ yang dapat mengalami perubahan bahkan pembatalan berdasarkan
kebutuhan manusia.®® Jika dilihat dari sisi posisi sebagai tujuan hukum,
keadilan dalam al-Qur’an adalah tujuan hukum yang sangat fundamental.
Dapat dikatakan, tiada hukum positif yang menyamai sistem keadilan al-
Qur’an. Keadilan ada pada posisi yang integral dan strategis yang tidak
hanya menyangkut masalah hukum, namun seluruh masalah yang berkaitan
dengan Negara dan kepentingan masyarakat.®

Secara esensial, arti adil dalam al-Qur’an berkisar pada arti “
seimbang dan sama”. Seimbang adalah keproporsionalan dalam mengambil
satu bagian Sama adalah persamaan hak. Sebagai contoh dalam surah an-
Nisd’ ayat 58 disebutkan:

‘}ASA_\ u\ UAU\QSS}.LZS;\A\)L@J&\ L;\ «_al_aLA‘X\ \QS;U\es \u\

oA \MMUISMU\@?SLMM \u\ di;db
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (OS. An-Nisa’/4:58)

Dalam konteks ayat ini, kalau adil itu dimaknai “sama”, maka berarti
perlakuan hakim atau penguasa pada saat proses pengambilan kebijakan atau
memutuskan hukum harus mempertimbangkan dan memperhatikan per-
samaan hak dan kewajiban setiap manusia. ®’Adil yang dalam arti seimbang
menuntut persamaan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat berdasarkan
ukuran, fungsi dan waktu supaya tujuan kemaslahatan tercapai. Refleksi ke-

#Mukhlishin & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum..., h. 67.

®Ar-Raghib al-Asfahani, Mu“jam al-Mufradat al-Fazh al-Qur’dn, Kairo: Dar al-
Kutub Al-lImiyah, 1998, h. 337.

8 Abdul Wahab Khalil, al-Ushiil al- Timiyah wa al-Tathbigiyah al-Islami, Beirut: Dar
al-Kutub al-Alamiyah, 1985, h. 210.

8 Mukhlishin & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum..., h. 59.
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adilan dalam arti seimbang akan melahirkan keadilan sosial secara terus
menerus.®®

Prinsip al-Qur’an tentang keadilan menempatkan Tuhan sebagai
pemutus keadilan mutlak. Allah-lah yang dapat memelihara dan menjaga
atas semua keadilan relatif menurut manusia yang diberi rahmat oleh Allah
sebagai keberlangsungan eksistensinya di muka bumi.®® Menurut Aba al-
‘Abbas Taqgiyuddin Ibnu Taimiyah (Wafat, 1328 M), pada hakikatnya,
keadilan dalam al-Qur’an telah ada dan dipraktikkan sejak awal kedatangan
Islam. al-Qur’an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan
umat manusia, baik hakikat keadilan hubungannya dengan Tuhannya
ataupun pada prinsip-prinsip keadilan dalam keadilan sosial.”

Keadilan dalam al-Qur’an sifatnya absolut dan universal. Makna dan
kandungan yang terdapat di dalamnya meliputi semua lini kehidupan umat
manusia, tidak hanya sebatas dalam ranah hukum, tetapi meliputi bidang
sosial lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep keadilan dalam al-Qur’an
merupakan ajaran yang sangat sentral dan berhukum. Konsep inilah yang
dijadikan parameter keadilan dalam perspektif al-Qur’an.

Keadilan dalam al-Qur’an pada hakikatnya meletakkan prinsip-
prinsip dasar yang menjadi asas Islam.** Konsep dasar al-‘4d! ini tidak
sebatas pada masalah peradilan dan mengikis perselisihan, melainkan dalam
semua masalah kehidupan masyarakat, politik, hukum, negara maupun pe-
merintahan.

6. Perubahan (at-Taghyir)

Pada prinsipnya setiap manusia di seluruh belahan bumi ini dalam
kehidupannya dapat dipastikan mengalami apa yang disebut dengan
perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat dicerna dan
diketahui jika dilakukan suatu perbandingan dengan masyarakat pada saat
tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan masyarakat pada saat yang
sudah berlalu. Pada dasarnya, perubahan yang terjadi di masyarakat
merupakan hal yang natural dan itu akan terjadi terus menerus. Hal ini
berarti bahwa setiap manusia atau masyarakat pada kenyataannya akan
mengalami perubahan-perubahan.

8Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum
Islam”, Jurnal Mazahib, Vol. 14. NO. 2, Desember, 2015, h.133.

® M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’'an: Tafsir Maudhu'’i Atas Berbagai
Persoalan Umat, Mizan, Bandung, 2007, h. 130.

©Mukhlishin & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum..., h. 66. AbQ al-‘Abbas
Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islam ‘aw Wazifat al-HukOmah al-Islamiyah,
Damaskus: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, 1967, h. 27.

'Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory of Justice): Kajian dalam Persepektif
Hukum Islam dan Barat,” dalam Jurnal llmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum
Ekonomi Syariah, VVo. 01, No. 01, Jaunari-Juni, 2018, h. 64.
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Perubahan dapat dimaknai sebagai suatu proses pergeseran atau
perubahan struktur atau tatanan di dalam sebuah masyarakat, mencakup
sikap dan tingkah laku, pola pikir yang lebih inovatif, dan kehidupan sosial
untuk meraih kehidupan yang lebih bermartabat. Para sosiolog seperti Gillin
dan Gillin, Samuel Koening dan Kingsley Davis mengartikan perubahan itu
dalam konteks sosial-masyarakat. Kingsley Davis, sebagaimana dikutip oleh
M. Tahir Kasnawi, memahami perubahan sosial sebagai perubahan yang
terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Seperti, organisasi buruh
dalam masyarakat kapitalis modern, mengakibatkan terjadinya perubahan
hubungan antara buruh dan majikan, yang kemudian mengakibatkan
perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik.”? Menurut Gillin,
perubahan sosial adalah suatu variasi dari cita-cita hidup, yang disebabkan
oleh faktor perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material,
komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun
penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Samuel Koening
mendefinisikan dengan lebih sederhana, yaitu bahwa perubahan sosial
merupakan modifikasi-modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi
dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena
adanya sebab-sebab yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat itu
sendiri (intern) maupun sebab-sebab yang berasal dari luar (ekstern).*?

Dari sudut kebahasaan, kata al-taghyir (perubahan atau transformasi)
dalam berbagai kamus dan ensiklopedi bahasa bermakna sebagai at-ta/wil
(perubahan), al-tabd:l (penggantian), dan transfigurasi dari suatu situasi
menuju situasi lain (al-intigaal min halah il halah ukhrd).** Adapun secara
istilah, at-taghyir atau apa yang disebut dengan perubahan adalah terjadinya
transfigurasi secara universal dalam semua aspek kehidupan, baik dalam
aspek pemahaman, metode dan bentuk perilaku yang menyebabkan
terjadinya al-taghyir berarti terjadinya transformasi secara menyeluruh
dalam aspek-aspek pemahaman, metode, dan pola perilaku yang
mengakibatkan terjadinya situasi lain atau hasil akhir yang berbeda yang
secara umum terdiri dari dua bentuk transformasi, yaitu transformasi positif-
konstruktif (al-taghyir al-ijabi/al-bannd?) dan transformasi negatif (al-
taghyir alsalbi).®

M. Tahir Kasnawi dan Sulaiman Asang, “Perubahan Sosial dan Pembangunan”
dalam IPEM4439/MODUL, t.th, h. 9.

%M. Tahir Kasnawi dan Sulaiman Asang, “Perubahan Sosial dan..., h. 10.

% Rahf Muhammad Hasan Hunaidaq, “as-Sunan al-Ildhiyyah fi azh-Zhalimin:
Dirasah fi Dhau al-Aqidah al-Islamiyyah”. Tesis, Master of Islamic Belief and
Contemporary Doctrines Faculty of Theology Research and Postgraduate Affairs The
Islamic University Gaza, 2016, h. 20.

%Rahf Muhammad Hasan Hunaidag, “as-Sunan al-llidhiyyah fi azh-Zhdlimin,
Dirasah fi Dhau al-Aqidah al-Isiamiyyah” ..., h. 20.
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Jika dilihat dari sisi aplikasinya, istilah at-taghyir paling tidak mem-
punyai dua pengertian, yaitu:**Pertama, transformasi bentuk sesuatu namun
tidak mengubah substansinya, semisal perubahan bentuk masjid namun tidak
mengubah substansinya sebagai tempat ibadah. Kedua, transformasi berarti
transformasi berupa pemindahan atau penggantian sesuatu dengan yang
lainnya, semisal mengganti pembantu atau kendaraan dengan orang lain atau
model yang lainnya.

Dalam pandangan Islam, yang dimaksud at-taghyir adalah bahwa
Allah SWT. tidak akan melakukan perubahan terhadap suatu keadaan sosial
yang merupakan nikmat yang telah diberikan kepada seseorang dan juga
kepada suatu kaum atau umat kecuali adanya perubahan berupa transformasi
dosa yang dilakukan secara masif. Dalam hal ini, at-taghyir merupakan
pengejawantahan sosial-sinergis antara perbuatan dan balasan dalam realitas
kehidupan manusia. Transformasi ini merupakan hukum Allah (sunatullah)
yang berlaku dalam kehidupan sosial sejalan dengan ketentuan dan ketetapan
takdirnya.”’

Perubahan atau transformasi tersebut antara lain transformasi kese-
hatan, kenikmatan, kesejahteraan dan keamanan serta lainnya yang secara
diametral sebanding dengan ditinggalkannya amal saleh dan akhlak mulia
karena melakukan suatu tindakan yang sebaliknya (yaitu amal buruk dan
akhlak keji). Begitu pun dengan sebaliknya, suatu ujian berupa siksaan, azab
atau musibah tidak akan diubah kecuali dengan melakukan perubahan
dengan menjauhi perbuatan durhaka, maksiat, dan lainnya untuk meraih
ampunan dan rida Allah SWT.*

Dari sisi empirisnya, perubahan (at-taghyir) merupakan suatu kepas-
tian atau keniscayaan dari Allah yang mutlak terjadi dalam realitas
kehidupan manusia (sunatullah) sebagai sebuah perubahan atau transformasi
yang sejalan dengan ketetapan-Nya (takdir), buruk maupun baik. Namun
perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang idealistis, yaitu
perubahan sosial-masyarakat dari suatu keadaan yang tidak baik (negatif)
menuju keadaan atau hal-hal yang baik (positif-konstruktif). Meskipun
demikian, apa yang terjadi dapat sebaliknya, dari keadaan yang positif
bertransformasi menjadi keadaan yang negatif, sejalan dengan tindakan atau
proses upaya yang berbanding lurus dengan balasan atau hasil dari usaha
tersebut.

Dari berbagai pengertian konseptual sebagaimana dikemukakan oleh
para ahli di atas dapat menjernihkan pemahaman kita mengenai apa yang

%Al-Husain ibn Muhammad ar-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufraddt fi Gharib al-
Qur ‘dn. ed. Muhammad Khalil ‘Aitani. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2001, h. 71.

"Muhammad ‘Atris, Al-Mu’jam AI-Wafi Ii Kalimat al-Qur‘dn, Kairo: Maktabah al-
Adab, 2006, h. 802.

%¥Muhammad *Atris, al-Mu jam al-Wafi li Kalimat al-Qur ‘an..., h. 1021.
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dimaksud dengan perubahan sosial. Dari dari semua pengertian yang telah
dijelaskan, selain ditegaskan pengertiannya dari segi proses dan faktor-faktor
terjadinya, juga ditegaskan bahwa transformasi yang terjadi sifatnya harus
melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Dalam al-Qur’an, term at-faghyir dan derivasinya, berdasarkan
penelusuran, digunakan sebanyak tujuh kali dan terletak pada ayat berbeda-
beda. Dari ketujuh ayat tersebut, tiga ayat tidak terkait dengan transformasi
sosial, yaitu dalam QS. an-Nisa’/4:119 yang berhubungan dengan
pengubahan binatang kurban yang merupakan penciptaan Allah SWT, QS.
Muhammad/47: 15 yang berhubungan dengan perubahan cita rasa makanan,
QS. al-Adiyat/100:3 yang berkenaan dengan kuda-kuda perang yang berlari
kencang menyerang musuh di waktu pagi hari. Selain QS. al-Anfal/8:53 dan
QS. al-Ra’d/13: 11, ayat lain yang dapat diidentifikasi sebagai ayat al-
taghyir adalah QS. an-Nahl/16:112. Ayat-ayat inilah yang sering
mendapatkan perhatian dan atensi dari mufasir. *°

Dalam al-Qur’an, konsep transformasi atau perubahan sosial telah di
isyaratkan secara eksplisit dan diformulasikan secara gamblang dalam QS. al-
Ra’d/13:11, yang berbunyl

)@\gywmmgb\\q\jwuu\jwﬁeﬁuwy & &)

VY Q‘Ju@‘:\eﬁwaduj a3
Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain
Dia.(QS. al-Ra’d/13:11).

Titik sentral yang mengisyaratkan adanya transformasi atau
perubahan sosial dalam ayat di atas adalah ungkapan inna Allah la
yughayyiru ma bi gaum hatta yughayyirz md bi anfusihim. Ungkapan
tersebut memuat dua unsur utama yang sangat mendasar dalam proses
perubahan sosial, yaitu: Pertama, taghyirulleh ma bi al-nds, perubahan yang
dilakukan Allah SWT, terhadap situasi sosial-masyarakat. Hal ini kemudian
disebut dengan sunatullah atau ketentuan-ketentuan Allah dalam perubahan.
Kedua, taghyir al-ngs ma bi anfusihim, yaitu perubahan yang dilakukan
manusia terhadap keadaan atau realita mereka sendiri. Unsur kedua ini
kemudian kerap diteliti dan dinyatakan sebagai rekayasa sosial.

Para pakar tafsir ketika memberikan penafsiran terhadap QS. ar-
Ra’d/13:11 sebagaimana tersebut di atas, mereka memahami transformasi
sosial yang dimaksud sebagai perubahan dari berbagai hal yang positif,

®Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran al-
Karim, Kairo: Dar al-Hadits, 1988, h. 718.
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semisal keamanan, kesejahteraan, kenikmatan, kemakmuran, dan semisalnya
yang kemudian bertransformasi menjadi hal-hal yang negatif, seperti petaka,
azab, keterbelakangan, kesengsaraan, dekadensi moral, kebodohan dan lain
sebagainya. Perubahan ini terjadi akibat dari manusianya yang telah
melegitimasi dai untuk menerima dan mendapatkannya, yaitu akibat kedur-
hakaan, ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah SWT. dan disebabkan
kemaksiatan telah menyebar luas dan dilakukan secara masif dan terang-
terangan.

Dari QS. ar-Ra’d/13:11 tersebut para mufasir memahami juga hal
yang sebaliknya, bahwa azab, musibah, kesengsaraan, petaka, kemunduran,
keterbelakangan, dan lain sebagainya dapat diubah oleh masyarakat dengan
melakukan rekayasa atau perubahan sosial menuju kemajuan, kemakmuran,
kenikmatan, kesejahteraan, dan yang lainnya melalui pintu-pintu ketundukan
dan ketaatan kepada Allah SWT., dan dengan menjauhi semua tindakan
maksiat serta dengan memperbaharui kerusakan-kerusakan yang telah
terjadi.

7. Kebebasan, Kemerdekaan (al-Hurriyah)

Jika kita melihat konsep kebebasan ala barat, setidaknya ada dua kata
yang cukup representatif untuk itu. Yakni freedom dan liberty, yang
pengertiannya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kami abstraksi-
kan di atas. Di mana konsep interpersonal atau social freedom menunjukkan
pada hubungan interaktif antara person atau kelompok, di mana antara satu
dengan yang lain memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam
berbagai bentuk cara.'®

Dalam Islam, kebebasan merupakan hal yang sangat kompleks,
tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dari sudut ilmu tasawuf,
misalnya, kebebasan dapat dimaknai dengan terlepasnya manusia atau
seseorang dari hegemoni dan jebakan-jebakan materi-kebendaan, sehingga
manusia mampu menyaksikan kebenaran atau hakikat (mukdasyafah/
ketersingkapan).’™ Dari sudut pandang teologi Islam, kebebasan dapat
dimaknai dengan kebebasan berkehendak (free will anda free act) sebagai
lawan dari predestinasi (takdir), sebagaimana yang terlihat dalam perdebatan
antara golongan mu ‘tazilah, jabariyyah, dan sunni dengan berbagali
argumentasinya.'®

%Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” dalam Jurnal Jurnal at-
Tagaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015, h. 261. International Encyclopedia of the
Social Sciences, The Macmillan Company and The Free Press, New York, Collier —
Macmillan Publishers, London, 1972, Vol. 3 and 4, h. 554-555.

Y Abdul Munir Mulkhan, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai
Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta, cet. I, 1992, h. 122.

%2Menurut golongan mu ‘tazilah, manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan
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Praktik kebebasan dapat melihat apa yang telah dilakukan Nabi dan
sahabatnya, yaitu saat Nabi dan kaum Muhajirin dan Anshar mengadakan
perjanjian tertulis dengan orang-orang Yahudi, yang tertuang dalam piagam
Madinah, secara eksplisit atau implisit, sudah ada nilai-nilai kebebasan-
nya.'® Secara umum, kebebasan dalam Islam cukup banyak. Syekh
Musthafa al-Ghalayani mengemukakan, kebebasan itu meliputi kebebasan
individu, kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi, berpikir, kebebasan
menentukan pilihan dan sebagainya. Kebebasan individu meliputi kebebasan
mengemukakan pendapat, menulis dan mencetaknya, kebebasan berpikir
sekaligus menyebarkannya.’®* Kebebasan dalam Islam (al-Qur’an) yang
meliputi kebebasan ekonomi, berpolitik, kegiatan intelektual dan keagamaan
akan dibahas secara detail berikut ini.

a. Kebebasan Berpikir dan Mengemukakan Pendapat.

Dalam Islam, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat
sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah
dari perjalanan Islam awal, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW., dan
sahabatnya atau dapat dilihat dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kebebasan
berpikir atau mengemukakan pendapat dapat dipahami sebagai kebebasan
tiap-tiap individu untuk senantiasa berpikir secara merdeka dan mandiri
tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, tentang sesuatu yang terlintas dalam
pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta menyuarakannya
dengan berbagai aneka cara.

Kebebasan berpikir meliputi kebebasan berilmu dan kebebasan
berpikir ilmiah. Setiap individu memiliki hak untuk menetapkan pemikiran-
nya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan,
manusia, dan berpegang teguh pada hasil pemikirannya serta menyampai-
kannya. Di dalam Islam rumusan atau teori ilmiah mengenai fenomena-
fenomena tersebut tidaklah ditetapkan dan tentukan. Untuk itulah, al-Qur’an
dalam hal ini hanya mendorong kepada manusia untuk mengamati dan
memikirkan fenomena alam, dan memberi motivasi untuk senantiasa

dalam menentukan perjalanan hidupnya. Sebaliknya golongan jabariyyah menganggap
manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya.
Karena semua perbuatannya adalah ditentukan oleh Allah semata. Sedangkan sunni
mengkombinasikan kedua pemikiran tersebut, seraya mengatakan bahwa semua tindakan
manusia adalah dari Allah, namun manusia mempunyai bagian dalam mewujudkannya (atau
yang disebut dengan kasb). W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology,
Edinburgh University Press, Amerika, 1979, h. 87-88; H.A.R. Gibb, et. al, The
Encyclopaedia of Islam, E.J. Brill, Leiden, 1960, h. 696; Harun Nasution, Teologi Islam, Ul-
Press, Jakarta, cet. V, 1986, h. 31, 70; Masykuri Abdillah, Demokrasi..., h. 137.

1%3Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Hayat Muhammad) terj.
Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. XVI, 1992, h. 199-205.

%Syekh Musthafa al-Ghalayani, ‘Idhah al-Nésyi’in Kitab akhliq wa adib wa
ljtima *, Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t., h. 86, 88, 90.
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merenungkan, dan menggali ketentuan-ketentuan umumnya sebagai upaya
riset, di samping sebagai jalan utama menuju iman dan Islam.

Ayat-ayat al-Qur’an yang mendorong manusia supaya merenungkan
dan memikirkan fenomena yang ada di sekelilingnya sangat beragam. Salah
satunya adalah QS. al-A’raf/7: 185, al-Baqarah/2: 164, dan an-Nar/24:43-44,
yang ke semuanya mendorong dan menganjurkan kepada manusia agar
supaya memperhatikan, mengamati dan merenungkan tentang ayat-ayat
kauniyyah-Nya (alam semesta), mencakup bumi, langit dan seisinya,
pergantian siang dan malam, dan fenomena-fenomena yang ada di lautan.
Selain itu, dalam QS. al-Ghasyiyah/88:17-20 menganjurkan penelitian
empiris tentang asal usul atau penciptaan unta, tingginya langit, tegaknya
gunung atau bumi yang dihamparkan. Ada juga hadis Nabi yang memberi
kebebasan (berpikir dan berekspresi) untuk menentukan langkah-langkah
duniawi Kita, yaitu Antum a ‘lamu bi umiri Dun-yakum.*®

b. Kebebasan Beragama

Dalam teologi Islam bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang
paling benar. Walaupun demikian, seseorang tidak boleh dipaksakan untuk
memeluk suatu agama tertentu atau agama tidak boleh dipaksakan kepada
orang lain. Nabi Muhammad SAW. hanya bertugas untuk menyampaikan
risalah dari Allah, dan beliau tidak memilik hak untuk memaksa dan
menekan orang lain untuk percaya dan mengikuti ajarannya, meskipun ajaran
yang beliau sampaikan sudah jelas kebenarannya.’® Karena masalah agama
merupakan masalah keyakinan, maka tidak seorang pun diperkenankan
untuk memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Oleh karena itu, Nabi
atau Islam memiliki prinsip toleransi beragama, yang secara teknis kerap
dihubungkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama (al-Aurriyyah
al-diniyyah).

Dalam al-Qur’an disebutkan, saat nabi terdorong untuk memaksakan
ajarannya kepada orang lain, maka Allah memperingatkan dengan firman-
Nya sebagalmana disebutkan dalam,QS.Yunus/10:99
u—‘éu"’u‘ a‘)SJc_\J\ﬁ\LuA;?@JSUAJY\&wUAYJSJ "L‘-“JSJ

19 (e $e ) 53555
“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang
di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia
supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS.
Yunus/10:99)

Menekan dan memaksa orang lain untuk memeluk agamanya atau

105\ [uh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam”..., h. 265.
1%Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, cet.
IX, 1997, h. 56.
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agar menjadi orang mukmin merupakan hal yang tidak sejalan dengan
prinsip al-Qur’an sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Untuk itu, prinsip
kebebasan beragama adalah sangat penting dalam tatanan sosial dan politik
manusia.®” Menurut Kamali, gagasan kebebasan, menuntut diberlakukannya
kebebasan memilih atau menentukan pilihan bagi setiap orang. Kebebasan
beragama, sebagaimana semua kebebasan, pada dasarnya bertindak sebagai
pelindung terhadap ancaman penindasan oleh kekuatan yang lebih tinggi.*®
Dalam kebebasan beragama, paling tidak ada tiga prinsip dalam
pandangan Islam. Pertama kebebasan meyakini dan mengimani suatu agama
dan larangan memaksa beragama. Tidak seorang pun yang dapat ditekan dan
dipaksa untuk menganut suatu agama atau melepaskan agamanya untuk
memeluk agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Bagarah:

256.
Aubu.ay)c_a)c\.uh)s&unat;d\wm)\gﬂ:&éwﬂ\@o\)ﬂ\‘){
Yo e;&& éEAA;» Ah\j L@J et&‘ﬁsu\ ﬁ! LSSJJQ\ QJ‘)ajLJ Lja&ALh&\ Jsﬂ
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa
yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya
ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. al-
Bagarah/2:256).

Kedua, Islam memberi kebebasan untuk diskusi masalah keagamaan.
Islam mempersilahkan setiap individu untuk menyebarkan agama secara
bebas, dengan penjelasan, dan alasan yang baik. Untuk itu, al-Qur’an
menganjurkan dan mendorong umat Islam untuk senantiasa menggunakan
bahasa-bahasa yang santun, lemah lembut dan baik dalam menyeru serta
mengajak orang lain ke dalam Islam.'®® Salah ayat yang menganjurkan
manusia agar menggunakan bahasa yang baiak dan penuh dengan hikmaah
adalah QS. an-Nahl/16:125,

gg;\@gu?@ggjw\ adae sall; A&a0L &) Jule )¢9
VYo il alel A5 alul 56 i B A2 54 i Y

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang

YNurcholis Madjid, Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan..., h. 57.

%M. Hashim Kamali, Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of
Expression in Islam). terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Mizan, Bandung, cet. I,
1996, h. 120.

19 s, al-Nahl: 125; QS: al-Ankabut : 46; QS. al-Bagarah : 111; QS. al-An’am: 148
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mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl/16:125).

Ketiga, iman itu harus berasal dari keyakinan dan kepastian, bukan
berasal dari ikut-ikutan dan tradisi. ltulah sebabnya sebagian ulama tauhid
mengemukakan bahwa imannya orang yang ikut-ikutan (mugallid) tidaklah
sah. Bahwa Allah akan menyiksa kaum kafir, musyrikin yang cara
beragamanya hanya sekedar mengekor dan mengikuti agama nenek
moyangnya secara buta, tanpa mengetahu benar tidaknya, dan tanpa
mengetahui dasar-dasarnya dengan mempertaruhkan kebebasan berpikir dan
keyakinan diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Bagarah/2: 170 yang
berbunyi, . ,
ulsjlj\ u;uu:_\_ms\u .”'Uj\jlu \d}\u\):_u\e@d.\sb\j

VYo G sdis Y5 U G slaay Y 2R 40
“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutzlah apa yang telah
diturunkan Allah,” mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya
mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang
kami”. "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang
mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?".
(QS. al-Bagarah/2: 170).

Berkenaan dengan ayat ini, penulis sependapat dengan Muhammad
Abduh, yang mengemukakan bahwa orang yang hanya sekedar mengekor
dan meniru secara membabi buta, tanpa adanya upaya untuk mengetahui
dasarnya dan tanpa adanya petunjuk yang benar tidak dikategorikan sebagai
orang yang beriman, sebab seseorang tidak dapat dikatakan beriman kecuali
memahami agama dan keyakinannya dengan akalnya.**°

c. Kebebasan Berpolitik dalam Islam

Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil (khalifah)
dari yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak dipercayakan kepada
seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi seluruh umat
Islam. Seperti dlnyatakan dalam QS. an-Nar/24: 55, yang bunyinya:

@

LASUAJ)Y\ N..Mu\;&haj\\jmje&.q\y\um\m\mj
UA}G—JMJ%G‘A‘J‘LSJM&M}@XUMJ?@LSUAQMMJM‘
MJJJUJJMJSSUAJMEUJSJMYG_UJMMA\?@APJM

00 [y sanlall
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh

akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan

HOAli Abdul Wahid Wafi, Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Isidm), terj. H.
S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama, Semarang: Toha
Putra Group), t.th, h. 38.
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meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan
Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam
ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan
tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. dan Barang siapa
yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang
fasik.” (OS. An-Nur/24: 55).

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan khalifah adalah anugerah
kolektif dari Allah, di mana kedudukan seorang individu muslim tidaklah
lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya.*** Oleh karena itu tepat
jika kebebasan berpolitik, adalah bahwa rakyat atau umat merupakan
pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk
berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya
yang harus dijalankan.™?

Jika umat merupakan pemegang kekuasaan, maka pemerintah di bawah
kekuasaannya, dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya umat mempunyai
kebebasan politik penuh, yang diberikan oleh Islam, bukan hak yang
diberikan oleh penguasa. Dalam hal ini, setidaknya ada dua hak yang paling
dominan untuk seluruh umat, yakni hak memilih pemimpin dan hak
mengawasi dan mengontrol setiaf tindakan pemimpinnya, baik secara
langsung atau dengan perwakilan.'!

Berkaitan dengan hal ini, paling tidak ada dua hak yang paling
menonjol untuk manusia, yaitu hak memilih pemimpin dan hak mengawasi
dan mengontrol setiap kebijakan dan tindakan pemimpinnya, baik secara
langsung maupun dengan perwakilan.

1) Hak Memilih Pemimpin

Berdasarkan kesepakatan sahabat, Islam memberikan hak kepada
manusia untuk memilih pemimpin tertingginya yang mengawasi badan
eksekutif, yakni khalifah. Namun, mekanisme dan sistem pemilihannya
tersebut tidak sama dengan sistem yang berlaku dalam pemerintahan
republik modern, meskipun intinya sama. Dalam Islam, mekanisme
pengangkatan atau pemilihan seorang pemimpin diserahkan atau diamanat-
kan kepada ahlul Zall wal ‘agd (dewan legislatif), yang terdiri dari para
tokoh Islam, ulama fikih, ketua-ketua suku, kepala wilayah, dan orang-orang
yang memiliki pengaruh.***

Dalam politik Islam, ada istilah yang terkenal yaitu bai’at atau janji
setia. Di mana seseorang berjanji menyerahkan penyelesaian persoalannya
dan persoalan orang Islam seluruhnya kepada pemimpinnya. Ibnu Khaldun,

Abul A’la Maududi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam),
terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung: Pustaka, cet. I, 1985, h, 67-78.

Y20 fuh, In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam”..., h. 270.

3Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam™..., h. 271.

W Ali Abdul Wahid Wafi, Kebebasan dalam Islam, al-Hurriyat Fi al-Zsldm..., h. 64.
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sebagaimana dikutip oleh Wafi, mengemukakan, pada saat mengesahkan
janjinya, ia meletakkan tangannya di atas tangan pemimpinnya, untuk lebih
meyakinkan perjanjian itu. Kekhalifahan ini dianggap sah dengan
pembaiatan sebagian besar ahlul kalli wal ‘agd. Jika ada kelompok minoritas
yang tidak setuju atau punya pendapat lain, hal ini tidak berpengaruh apa-
apa. Dengan demikian, dalam Islam memberi hak mutlak kepada umat untuk
ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin tertingginya, khalifah yang
mengawasi seluruh badan eksekutif. Islam menetapkan seseorang tidak
berhak menyandang gelar khalifah, kecuali atas pilihan rakyat.**

2) Hak Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah

Dalam Negara demokrasi, salah satu hak kebebasan berpolitik adalah
mengontrol dengan melakukan kritik (kurriyyah al-mu‘aradhah atau
hurriyyah naqd al-hakim) dan memantau kegiatan pemerintah,**® dalam
rangka untuk menegakkan dan mendukung amar ma’raf nahi munkar.
Rakyat memilik hak untuk mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap
tindakannya, terutama yang menyangkut dengan kebijakan-kebijakannya.
Hal ini sudah diterapkan dan dicontohkan oleh para pendulum Kita, termasuk
di era sahabat.

Untuk menyampaikan kritikan yang benar dan membangun, paling
tidak ada tiga ketentuan yang harus terpenuhi. Pertama, ada bukti atau fakta
yang mendukung dan latar belakang yang jelas atau pasti untuk mendasari
kritik. Kedua, pengkritik harus yakin tentang kebenaran moral dari
pendapatnya. Sebab ia tidak boleh menyampaikan sesuatu, kecuali ia sudah
yakin bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Ketiga, kritik harus tepat
sasaran dan sesuai dengan fakta. Bahasa yang digunakan dan cara mengkritik
harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, tidak perlu terlalu keras atau
terlalu lunak, tetapi harus sopan dan efektif.™’

Jika melihat fakta politik pada masa Islam awal, sebagaimana
diungkapkan oleh Madjid, masyarakat Islam yang paling dini itu adalah
modern. Disebut modern karena melihat tingkat partisipasi politik Islam
yang terbuka dan transparan dari semua lapisan masyarakat, maka
keterbukaan, transparan dan posisi pemimpin masyarakat diuji kapabilitas-
nya, berdasarkan ketentuan-ketentuan universal. Masyarakat memiliki hak
untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol serta kritik konstruktif terhadap
kebijakan dan tindakan pemimpin atau pemerintah.*'®

Al Abdul Wahid Wafi, Kebebasan Dalam Islam, al-Hurriyat Fi al-Islam..., h. 66.

18 Abul A’la Maududi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Human Rights in Islam..., h. 52.

M. Hashim Kamali, Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of
Expression in Islam), h. 79-83.

8Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, cet. IV,
2000, h. 559.
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8. Kesatuan Umat (Ummatul Wahidah)

Sebelum masuk pada bahasan kesatuan umat, alangkah baiknya penulis
jelaskan terlebih dahulu hakikat umat. Kata 4 memiliki beragam makna, di
antaranya adalah bermakna agama. Artinya dasar kesatuan atau ketunggalan
manusia didasarkan, pada tauhid yang menuntut mereka pada satu tujuan.
Selain itu, kata 4% merujuk pada jamaah atau golongan manusia yang
dipersatukan oleh ikatan sosial dan mereka dapat disebut umat yang satu.

Kesatuan atau persatuan termasuk dari bagian dari ajaran Islam yang
sangat penting. Seluruh umat manusia yang hidup di belahan bumi adalah
satu, tidak yang lebih istimewa antara satu suku dengan suku lainnya, antara
satu bahasa dengan bahasa yang lainnya, antara budaya dengan budaya
lainnya, kecuali ketakwaan kepada Allah. Memelihara dan menjaga
persatuan merupakan hal yang begitu penting karena bisa melestarikan
kehidupan di bumi ini.'*® Perbedaan pangkat dan derajat hanya di sisi Allah,
sedangkan manusia sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menarik
garis kesenjangan dengan cara-cara Yyang tidak manusiawi. Allah
memandang manusia bertingkat rendah dan tinggi, hina dan mulia sesuai
92%ngan tinggi rendahnya tingkat presentasi dimensi ketakwaan kepada-Nya.

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang
persatuan dan kesatuan d| antaranya dlsebutkan dalam QS. an- NISa’/4 1,

u&&\u\eBJY‘)Mujsgbu&ﬂ\ \\js;\jc«\.uu}\)us\éﬂé)u@_m

s, &ile

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.” (OS. an-Nisa’/4:1)

Mukhatab dari ayat ini adalah seluruh manusia, yaitu dengan
panggilan 4l yang artinya manusia. Ini ditunjukkan kepada semua manusia
tanpa ada pengecualian. Ayat ini mengajak manusia agar selalu membangun
hubungan kasih sayang antar semua manusia. Ayat ini tergolong ayat

19Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafhani,” Konsep Persatuan dalam al-Qur’an dan
Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga,” dalam Tafsé: Journal of Qur'anic Studies, Vol.
6, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 113.

20sjti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam al-Qur’an dan
Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga”..., h. 114,
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madaniyah, yaitu ayat yang turun di Madinah yang pada umumnya seruan
dan panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi demi
persatuan dan kesatuan umat, ayat tersebut menggunakan seruan untuk
seluruh manusia. Ayat ini memberikan kesadaran kepada seluruh manusia,
baik yang beriman atau tidak beriman bahwa dirinya diciptakan dari diri
yang satu, yaitu Adam. Dari segi kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara
seorang manusia dengan yang lain, semuanya sama derajatnya, kecuali
ketakwaannya kepada Allah.

Dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an disebutkan, dahulu, sebelum ter-
jadinya perbedaan mengenai persepsi, pola pikir, pandangan hidup dan
keyakinan mereka, manusia itu adalah umat yang satu, pada satu manhaj
jalan hidup dan satu pandangan. Hal ini dapat mengacu kepada kelompok
kecil manusia, yaitu Adam dan Hawa dengan anak cucunya.’® Al-Qur’an
menegaskan bahwa manusia berasal dari diri yang satu. Manusia adalah
keturunan dari keluarga pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Allah
SWT. menghendaki menjadikan seluruh manusia ini produk dari sebuah
keluarga yang kecil, untuk menetapkan prinsip kekeluargaan dalam
kehidupan mereka, dan menjadikan keluarga sebagai fondasi pertama
bangunan masyarakat yang utuh dan bersatu.

Seiring berputarnya waktu mereka kemudian terus berkembang dan
jumlahnya terus bertambah dan menjadi banyak, menyebar di berbagai
tempat di belahan bumi, kehidupan mereka terus berkembang dan muncullah
potensi-potensi yang berbeda-beda yang tersimpan dalam diri mereka,
sehingga pada waktu itu berbeda-bedalah cara berpikir, orientasinya dan arah
pandang serta banyaklah sistem kehidupan serta bermacam-macamlah
kepercayaan mereka. Pada saat itu maka Allah SWT. mengutus para nabi
untuk memberikan kabar gembira dan peringatan.'??

Persatuan memiliki nilai-nilai ketuhanan (llahiyah) yang akan
menjadi kekuatan kalau diaplikasikan dalam kehidupan. Persatuan dan
persaudaraan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupa-
kan salah satu prinsip ajaran Islam. Alguran mengajarkan umat Islam untuk
menjalin rasa persatuan ini, namun salah satu masalah yang dihadapi umat
Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa persatuan sehingga kekuatan
mereka menjadi lemah. Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan
kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan
terhadap nilai-nilai Islam. Konsep jamaah yang tidak terpisahkan dari salat
telah diabaikan dalam konteks kehidupan sosial. individualisme dan
materialisme yang merupakan dari westernisasi telah menjadi pilihan

215ayyid Qutb, Fi Zhilal al-Qur’dn, juz 4..., h. 257.

'22Surawardi 1 dan Ahmad Riyadh Maulidi, “Konsep Persatuan dalam Perspektif al-
Qur’an: Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” dalam Jurnal Tarbiyah Islamiyah,
Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2020.
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sebagian umat Islam. Salat, puasa, dan haji hanya dipandang semata-mata
sebagai ibadah ritual, sedangkan ruhnya tidak mewarnai kehidupan umat.
Padahal perpecahan yang terjadi ini telah mencederai wasiat Rasul.
Rasulullah SAW. pernah berpesan bahwa hubungan muslim dengan muslim
lainnya sama halnya dengan anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh
terluka, maka anggota tubuh lainnya akan merasakan sakitnya.

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan
masyarakat tidak selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat
muslim saja. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat mana pun, sebab
secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal.’*® Begitu juga
dalam tatanan yang lebih luas, yakni kehidupan antar bangsa, nilai-nilai
Islam menjadi sangat relevan untuk diterapkan guna mempersatukan umat
manusia dalam suatu konsepsi berkebangsaan. Inilah yang disebut dengan
ukhuwah wathaniyyah sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat/49:13
yang berbuny|

\T'J.u;e.\h: \u\esm\a.u\m;&;;ﬂ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.”(0S. al Hujurat/49:13.)

Ayat tersebut secara tidak langsung mengajak manusia untuk
menjalin persaudaraan berbasis kemanusiaan. Sebagai manusia, maka secara
fisika sesungguhnya mereka berasal dari sari pati tanah. Tidak ada yang
menyangkal mengenai hal ini. Artinya, bahwa manusia memang hakikatnya
memiliki sumber potensi kehidupan, yaitu sari pati tanah. Melihat hakikat
manusia yang sesungguhnya berasal dari sumber potensi yang sama, maka
sudah seharusnya jika semuanya menjalin kehidupan berbasis kesamaan
sumber potensi kemanusiaannya tersebut. Dengan demikian, maka tidak ada
ras yang lebih unggul satu atas lainnya. Maka persatuan dan setahan menjadi
sebuah keniscayaan yang harus dijaga dipelihara dengan baik.

9. Kehormatan Manusia (Karamah Insdniyah)
Karomah atau kemuliaan dilihat dari aspek bahasa adalah keagungan,
keluhuran.'* Dalam bahasa Inggris kemuliaan disebut, nobelity, Nobelity:

2syrawardi dan Ahmad Riyadh Maulidi, “Konsep Persatuan Dalam Perspektif
Alguran: Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”..., h. 16.
12%yeyen Maryani dan Sugiyono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa,
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it’s root word from magnify : to couse to be held in greater esteem or
respect'®: yaitu upaya untuk memiliki penghormatan atau penghargaan
tertinggi terhadap seseorang. Dalam bahasa Arab, kemuliaan disebut dengan
al-karamah. Kata al-karamah tersusun dari huruf kaf, ra’ dan mim, yang
berarti kemuliaan, keagungan, dan keistimewaan sesuai objeknya.*?®

Dalam pandangan Islam, ada syarat atau ketentuan dasar bahwa selu-
ruh makhluk memiliki status hukum mu/itaram, yang dimuliakan, dihormati
eksistensinya dan dilarang membunuhnya. Dengan bahasa lain, seluruh
makhluk wajib dilindungi dan terjaga hak eksistensinya. Manusia yang
merupakan salah satu jenis makhluk di alam ini, menempati barisan terdepan
daripada makhluk lainnya yang berstatus muitaram (dihormati, dimuliakan).
Hal ini digambarkan dalam al-Qur’an bahwa manusia diberi keistimewaan,
kelebihan dan keutamaan daripada makhluk-makhluk lainnya. QS. al-
Isra’/17 70

“Dan Sesungguhnya telah Kami mullakan anak-anak Adam Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra’/17:70).

Ketentuan meletakkan asas al-karamat al-ins@niah atau kehormatan
manusia yang memberikan suatu martabat dan derajat yang tinggi, yaitu
martabat kemanusiaan. Ciri kehidupan manusia ini menjadikan ia patut
memikul dan mengemban amanah mulia untuk mengurus dirinya,
masyarakat sekitarnya dan melestarikan lingkungan hidupnya (al-
Ahzab/33:72). Mengemban amanah ini (dalam fikih disebut) sebagai taklif.
Taklif atau tugas yang diembannya itu berwujud petunjuk untuk
menjalankan hidup yang diridai Allah. (al-Bagarah/2:2). Petunjuk tersebut
disyariatkan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad melalui wahyu-Nya.

Ketentuan-ketentuan memilik dua sisi, yaitu satu sisi berbentuk ke-
wajiban dan sisi lainnya berupa hak. Manusia yang memikul beban atau
tugas itu otomatis dirinya menjadi pengembang hak. Di dalam al-Qur’an
dikemukakan bahwa manusia diciptakan dari bumi dan dijadikannya sebagai
penghuni yang membudidayakan dan mengelola untuk memakmurkannya.
Tempat untuk hidup manusia adalah bumi yang membentang luas, di dalam-

2008, h.191.

Z\Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the Engish Languange, Portland
House: New York, 1989, h. 304.

126 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. VI, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 514.
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nya disediakan bagi manusia segala fasilitas dan bahan-bahan yang

dibutuhkannya dalam menjalani hidup. Yang disediakan baginya bukanlah

bahan-bahan jadi, namun membutuhkan pemrosesan dan pengolahan.

Dalam perjalanan kehidupan manusia itu, perawatan dan
pemeliharaan adalah hal yang sangat signifikan untuk pengembangan dan
pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia; juga terhadap segala
sumber daya yang ia mencipta dan bekerja. Manusia selalu hendak hidup
dalam terpelihara, sentosa, tenteram, aman, dan hidup tertib baik dalam
dirinya, lingkungan rumah tangga dan di lingkungan masyarakatnya. Hal
yang demikian inilah yang diisyaratkan dalam ajaran sunah yang
menjelaskan bahwa manusia adalah pemelihara. Pemelihara itu haruslah
memikul tanggung jawab.*?’

Menurut Murtadha Muthahari bahwa manusia satu-satunya sebagai
khalifah Tuhan di bumi, sebab mereka adalah makhluk yang memiliki
kecerdasan yang paling tinggi, dan mereka memiliki kecenderungan untuk
dekat dengan Tuhan.*?® Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang
memiliki karamah insaniyah, sebab dalam fitrahnya mereka mempunyai
berbagai unsur yang luhur, mempunyai kesadaran moral, jiwa mereka tidak
akan pernah tenang dan damai kecuali dengan selalu mengingat Allah,
semua bentuk pemberian Allah di bumi ini diciptakan untuk kebutuhan dan
kepentingan manusia. Allah menciptakan manusia agar mereka menyembah
kepada-Nya dan tunduk serta patuh kepada-Nya, manusia tidak dapat
memahami eksistensi dirinya, kecuali dalam sujudnya kepada Tuhan dan
dengan mengingatnya, setiap realitas yang tersembunyi akan dihadapkan
kepada manusia semesta setelah mereka meninggal dan selubung roh mereka
disingkapkan, manusia tidaklah semata-semata tersentuh oleh motivasi
duniawi saja.'?

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, manusia dalam kacamata Islam
meliputi:

a. Manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia, maksudnya
manusia tidak diposisikan dalam kerendahan, kehinaan atau tidak
berguna dan tidak berharga seperti benda mati, binatang atau makhluk
lainnya (QS. al-Isra’/17:70 dan al-Hajj/22: 65).

b. Manusia sebagai makhluk pilihan dan istimewa. Salah satu karunia Allah
yang diberikan kepada manusia adalah membuat manusia mampu
membedakan kejahatan dan kebaikan atau kedurhakaan dan ketakwaan,
kebenaran dan kebatilan. Ke dalam diri manusia, Allah membekali

ZTAli Yafie, Menggagas Figih Sosial, Cet. 111, Bandung: Mizan, November 1995, h.
167.

2Murtadha Muthahhari, Prespektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, Jakarta:
Mizan, 1995, h. 117

2Murtadha Muthahhari, Prespektif Al-Qur’ an tentang Manusia..., h.121.



162

manusia dengan kesiapan dan keinginan untuk bertindak atau melakukan
kebaikan dan keburukan sehingga mereka mampu memilah jalan yang
membawanya kepada kehancuran atau kesengsaraan. Manusia dalam
hidupnya harus berusaha untuk menyucikan dirinya, mengembangkan,
dan meninggalkan diri agar manusia terangkat dalam kemuliaan atau
keutamaan (QS. asy-Syams:91/7-10).

c. Manusia sebagai makhluk yang dapat dibina dan dididik. Manusia adalah
satu-satunya makhluk yang dibekali dan dilengkapi dengan kemampuan
untuk belajar. Dalam QS. al-‘Alag/96:3-5, Allah telah mengaruniai
manusia sarana untuk belajar, seperti pendengaran, akal pikiran,
penglihatan, dan hati. Dengan sarana belajar yang lengkap tersebut, Allah
selalu bertanya kepada manusia dalam firman-Nya "afala ta'kilin",
“afala tatafakkarun”, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang Allah
tanyakan kepada manusia yang menunjukkan manusia memiliki potensi
untuk belajar.**

Dari keterangan di atas tentang kemuliaan manusia maka dapat
dipahami bahwa kemuliaan manusia tidak memosisikan dirinya dalam keren-
dahan dan kehinaan atau layaknya benda mati atau tidak berharga seperti
binatang atau makhluk lainnya. la mampu memanfaatkan semua potensi dan
perlengkapan yang Allah berikan dengan maksud dan tujuan mulia. Sig-
nifikansi kemuliaan merupakan bentuk memanusiakan manusia yang saling
menghormati antar sesama makhluk dan menghormati segala perbedaan
yang ada. Hakikat kemuliaan atau al-karamat al-insaniyah itu adalah mampu
memelihara, merawat, dan menjaga makhluk Allah dengan menaungi atau
melindungi hak eksistensinya dan menggunakan potensi secara optimal yang
Allah berikan dengan tujuan yang mulia.

10. Perilaku Moral Yang Baik (al-Akhlak al-Karimah)

Tindakan atau perilaku moral atau akhlak yang baik merupakan sikap
yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat atau
melakukan sesuatu yang baik. Ibnu Miskawih menyampaikan bahwa akhlak
adalah suatu sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk
melakukan suatu tindakan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan
(lagi). Berdasarkan konsep ini, akhlak adalah sikap mental, yang memotivasi
untuk bertindak tanpa pikir dan pertimbangan. Sikap jiwa ini dapat dibagi
dua, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan dan
latihan. Dengan kata lain tingkah laku manusia mengandung unsur watak
naluri dan unsur usaha lewat kebiasaan dan latihan.™*

30Abdurrahman an-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat,
Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h.138.
Blbnu Miskawin, Menuju Kesempurnaan Akhlag, Mizan: Bandung, 1999, h.14-15.
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Perilaku moral atau akhlak yang baik sebagai suatu sikap yang
mengakar kuat dalam jiwa yang darinya lahir berbagai aneka tindakan atau
perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan
dan pikiran. Jika dari sikap itu lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik
dari segi akal maupun syara’ maka ia disebut akhlak al-karimah (perilaku
moral) yang baik; dan jika yang lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap
itu disebut akhlak yang buruk. Perilaku moral atau akhlak merupakan sifat
dan sikap yang tertanam dalam jiwa yang diaplikasikan dalam bentuk
tindakan lahiriah yang dilakukan dengan mudah, tanpa membutuhkan
renungan, pikiran dan pertimbangan, dan lagi menjadi kebiasaan berasaskan
baik dan buruk.

Perilaku moral yang baik, (Akhlag al-karimah) yang digambarkan
dalam al-Qur’an adalah sikap dan sifat ketaatan dan ketundukan manusia
kepada seruan Allah yang didukung dengan kemampuan akalnya. Artinya,
kebaikan akhlak atau moral adalah didasarkan pada petunjuk syara’ dan akal
sehat manusia sekaligus. lbnu Miskawih mengungkapkan bahwa kebaikan
manusia terletak pada “berpikir”. Menurutnya, kesenangan, kebahagiaan dan
keberuntungan akan diraih apabila terlahir tindakan, perbuatan dan sikap
yang sempurna. Jika muncul dari dirinya semua tindakan atau tingkah laku
yang benar dan tepat berdasarkan pemikiran maka manusia akan meraih
kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan dan kesenangan manusia ber-
jenjang sesuai dengan jenis pemikiran dan yang dipikirkannya.**?

Term al-akhlaq al-karimah tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur'an
tetapi apabila merujuk kepada perilaku moral yang baik dalam al-Qur’an
begitu banyak, di antaranya adalah:

a. Kesederhanaan dan Kemurahan hati.

Hidup sederhana dan murah hati kepada sesama sangat ditekankan
dalam al-Qur’an, sebagaimana digambarkan dalam sejumlah ayat yang
antgra lain disebutkan dalam QS. al-Isra’/17; 29-30, . . )
Usle sasis Lalal) 08 Lhls v, alie ) Al dy 08 v
oaa edliay GS A Sy sl G GO0 Ll &) &) Y4 1) 50ak
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“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan
janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela
dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa
yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha
mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QOS. al-
Isra’/17:29-30).

Dan juga dalam surah al-Furqan/25:67 yang berbunyi,

32 |bnu Miskawin, Menuju Kesempurnaan Akhlag..., h. 42.
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“Dan orang-orang yang apablla membelanjakan (harta) mereka tldak
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-
tengah antara yang demikian.” (OS. al-Furqan/25:67).

Dua ayat al-Qur’an menunjukkan bahwa orang hidup sederhana dan
murah hati yang sebenarnya adalah orang yang membelanjakan hartanya di
jalan Allah karena dorongan keimanan, dan dilakukan berdasarkan
kesalehan, yang dapat menjadi pengendali dengan baik. Murah hati atau
dermawan sebagaimana ditunjukkan dua ayat di atas adalah sesuatu yang
pada prinsipnya tidak sama dengan sikap arogan atau sombong, dan
berlebih-lebihan sebagaimana orang Arab sebelum Islam.*
b. Keberanian

Perilaku moral baik atau, dalam bahasa Komaruddin Hidayat, etika
yang baik,*** yang mendapat penghargaan dari al-Qur’an adalah keberanian,
dan sebaliknya al-Qur’an sangat mencela sikap pengecut. Hal ini
d[gambarka;n dalam QS at-Taubah/9;13, yang bunymya sebagai berikyt, |

B 1AL 15 5 agilal )5S L (E Y
eSJJ.I \?yﬁua«t)ﬂa\vum&;ﬁﬁu\aymu\d;\&lﬁ*w\
S B el E (e o8 Dsia cadyy Agle B8 ealis a8 s
\°e:\5$$:\§5— \jiuuﬁé;‘m\u}uj
“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah
(janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul
dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu
takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika
kamu benar-benar orang yang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah
akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan
Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka,
serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan menghilangkan panas
hati orang-orang mukmin. dan Allah menerima tabat orang yang
dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QOS. at-
Taubah/9:13).

Keberanian yang dituntut al-Qur’an sebagaimana digambarkan dalam
ayat di atas bukan keberanian yang membabi buta atau brutal, tetapi
keberanian yang berdasarkan kekuatan dan keyakinan serta keimanan yang
teguh kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW. empat belas abad yang

3Toshihiko lzutsu, Etika Beragama dalam al-Qur’an, Jakarta: Pustaka Firdaus,
1993, h. 116.

B4Komaruddin Hidayat, Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan
Kehidupan Modern, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 512.
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lalu telah berpesan kepada umat manusia agar selalu mempunyai sifat
keberanian, kepahlawanan dan kekuatan dalam menanamkan dan
menegakkan kebenaran. Jangan sampai kemerdekaan dan kewibawaan
seseorang, baik karena jabatan maupun hartanya, kemudian menjadikan
seorang mukmin itu tidak berdaya dan tidak berani menyuarakan kebenaran.
Diriwayatkan oleh Ibn Abi ‘Adiy, dari Sulaiman, dari Abu Nadrah dari Abu
Sa’id berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kewibawaan manusia
menghadang salah seorang di antara kamu untuk berkata benar, apabila dia
melihat atau menyaksikan atau mendengarnya.”**
c. Kesetiaan dan Amanah

Al-Wafa atau kesetiaan dan sikap amanah, keterpercayaan adalah dua
sifat yang memiliki nilai paling tinggi dan paling nyata umat Islam,
khususnya di kalangan sahabat. Kesetiaan dan sikap amanah ini digambarkan
dalam QS. al-Fath/48:10, yang berbunyl .
uS.uLu\A L_\S.I uAa eg_m\ d)s A JJAM‘ uyu\_u Lu\ d.iyu\_ﬁ u.d\ U\

Vo Lalae 1DAT agifila \mhaatcm@j\&;jmgs

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya
mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka,
Maka Barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar
janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barang siapa menepati janjinya
kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (QOS. al-
Fath/48:10).

Ayat di atas menggambarkan bahwa orang yang setia, patuh,
memiliki loyalitas, dan amanah adalah orang yang selama hidupnya
berpegang teguh kepada kewajiban-kewajiban perjanjian atau orang
berpegang teguh kepada amanat atau kepercayaan yang dibebankan
kepadanya. Islam senantiasa menganjurkan kepada penganutnya untuk selalu
menjadi orang yang beramanah. Jika diberi suatu kepercayaan oleh
seseorang, maka hendaklah menyampaikan kepercayaan itu kepada yang
berhak tanpa mengurangi sedikit pun. Apabila dikhianati oleh seseorang
jangan sampai pengkhianatan itu dibalas dengan pengkhianatan tetapi
hendaklah dibalas dengan tetap berpegang teguh pada sikap amanah.

11. Toleransi (Tasamuh)

Toleransi berasal dari bahasa latin,“tolerar” yang berarti menahan diri,
bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan
tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sifat

%5 mam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, hadis no. 10594.
138 Ahdullah bin Nuh, Kamus Baru, Jakarta: Pustaka Islam, 1993, Cet ke-1, h. 199.
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atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya)
yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam bahasa
Arab modern, toleransi disebut dengan at-tasamuh atau as-samahah. Berasal
dari kata samaha yang maknanya berkisar pada; berbaik hati dan memberi
secara dermawan dan dengan niat mulia; mudah; taat dan tunduk;
kelapangan hati. Sikap keberagaman yang baik, dalam salah satu hadis
Rasulullah  SAW disebut al-haniffiyyat al-samhah karena memberikan
kemudahan dan tidak mempersulit.**’

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata tasamuh atau samahah dan
derivasinya, sedangkan dalam hadis, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-
Atsir terdapat ungkapan “ismah yusmah laka” (permudahlah, niscaya Anda
akan dipermudah), dan “alsamaah rabaah” (memudahkan dalam segala
sesuatu akan menguntungkan pelakunya).*® Walaupun al-Qur’an tidak
menyebut-nyebut term yang secara tersurat menunjuk ke tolerannya, tetapi
secara gambling al-Qur’an menjelaskan konsep toleransi dengan semua
ketentuan-ketentuannya secara eksplisit dan jelas. Salah satu ayat yang
menjelaskan konsep toleransi bisa merujuk pada firman Allah dalam QS. al-
Hujurat/49:13
u\\ﬁJuJ&ujujmesugj@\j;q esus;u\wu\g_z\u

\T'J.u;e.\h: \u\esm\a.u\m;&;;ﬂ
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal. ” (QS. Al- Hujurat:49/13).

Penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan aneka
suku dan bangsa serta bahasa merupakan sunatullah. Tidak seorang pun yang
dapat menolak sunatullah ini. Oleh karena itu, manusia, khususnya umat
Islam, sudah semestinya mengaktualisasikan petunjuk Allah dalam meng-
hadapi kenyataan berupa perbedaan-perbedaan itu. Toleransi antara suku,
bangsa dan antar umat yang berbeda agama termasuk salah satu risalah
penting yang ada dalam ajaran Islam. Karena Allah SWT, selalu
mengingatkan dan menyadarkan manusia akan keanekaragaman manusia,
baik dilihat dari sisi suku, warna kulit, bahasa, agama, tradisi dan lain
sebagainya.

Dalam beragama, toleransi bukanlah berarti bebas memilih agama

"Muhammad Jayus, Toleransi Dalam Perspektif Al Qur’an,” dalam Jurnal Al-
Dzikra, Vol. 9 No.1 Januari —Juni Tahun 2015, h. 117.
381bn al-Atsir, Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, 2/398.
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tertentu dan kemudian pindah agama yang lain atau dengan bebasnya
mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya ketentuan-
ketentuan dan aturan yang mengikat. Toleransi beragama harus dimaknai
sebagai bentuk pengakuan kita akan kenyataan adanya agama-agama selain
agama kita dengan segala tata cara ritualitas dan sistemnya, dan memberikan
kebebasan untuk melaksanakan keyakinan agama masing-masing.

Dalam Islam, konsep toleransi ditawarkan dengan sangat rasional dan
praktis, serta tidak bertele-tele. Kaitannya dengan keyakinan (akidah) dan
ibadah, Islam tidak mengenal toleransi atau kompromi. Hal ini menunjukkan
arti bahwa konsep keyakinan dalam Islam tidak sama dengan konsep
keyakinan dalam agama lain. Dalam Islam, keyakinan kepada Allah tidak
sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan
mereka. Begitu juga dengan sistem dan tata cara ritualnya. Walaupun
demikian, Islam tidak membolehkan menghina dan mengejek penganut
agama lain dan tuhan-tuhan mereka dalam agama apa pun. Kata tasamuh
atau toleransi dalam Islam bukanlah “barang baru”, tetapi sudah
diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir. **°

Karena itu, agama Islam dalam pandangan hadis yang diriwayatkan
oleh Bukhari, Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang agama yang paling
dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab: al-Hanafiyyah as-Samhah
(agama yang lurus yang penuh toleransi), itulah agama Islam.°

Menurut Umar Hasyim, toleransi diartikan sebagai pemberian kebe-
basan kepada sesama manusia atau kepada semua warga masyarakat untuk
menjalankan keyakinannya atau aturan hidupnya dalam menentukan nasib-
nya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya
itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas
terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.**" Demikian toleransi itu
mengarah kepada sikap inklusif, terbuka dan mengakui kenyataan adanya
aneka macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa,
adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama sebagaimana dijelaskan dalam
surah al-Hujurat ayat 13 di atas.

Secara umum, dalam al-Qur’an, paling tidak toleransi itu mencakup
dalam hal-hal berikut:

a. Toleransi dalam Beragama

3% M.Quraish Syihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan
Umat, Bandung: Mizan, h. 67. Muhammad Jayus,”Toleransi Dalam Perspektif Al
Qur’an”..., h. 118.

140 M.Quraish Syihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu'i..., h. 67.

YL Muhammad Yasir, “Makna Toleransi dalam al-Qur’an,” dalam Jurnal
Ushuluddin, Vol. XXII No. 2, Juli 2014, h.171. Umar Hashim, Toleransi dan Kemerdekaan
Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama,
Surabaya: PT. Bina 1lmu,1997, h. 22.
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Toleransi dalam beragama bukan berarti membenarkan semua agama,
tetapi lebih kepada sikap terbuka dan mempersilahkan penganut agama lain
itu menjalankan ritualnya sesuai agama masing-masing. Meskipun demikian,
dalam Islam, agama yang paling benar adalah agama Islam dan selain Islam
adalah batil. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT.

e)\.u\)’\ ) J.as: u.m!\ u\
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (QS.
Ali ‘Imran/3:19)

Di dalam ayat lain, dijelaskan hal terkait dengan konsep dan batasan
toleransi dalam Islam, yaitu firman Allah dalam QS. al-Kafirin/109: 1-6,
yang melarang umat Islam untuk ridha atau bahkan ikut serta dalam semua
bentuk ritual dan keyaklna;n penganut agama lain.

\2() VJ.K:\LQUJJJJLG?.H‘Y)YUJ uﬁc\Y\uJ}\ﬁ\@\hdﬂ
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Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang
kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan
aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu
tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu
agamamu, dan untukkulah, agamaku.” (QS. al-Kafirzn/109: 1-6).

Ibnu Katsir mengungkapkan, surah al-Kafirun ini disebut sebagai
surah pembebasan diri orang berimanan dari tindakan dan sikap kaum
musyrikin, dan termasuk surah yang menganjurkan orang mukmin untuk
menghindari diri dari perbuatan kaum kafir.*** Potongan awal ayat “katakan-
lah: hai orang-orang kafir” itu memuat semua kaum Quraisy. Ada yang
menyebutkan: karena ketidaktahuan mereka mengajak Rasulullah untuk
gentian beribadah, masing-masing satu tahun, maka akhirnya Allah
menurunkan surah ini.

Dalam surah di atas, Allah mengingatkan Rasul-Nya untuk meng-
hindari dan membebaskan diri dari agama mereka secara keseluruhan, (aku
tidak akan menyembah apa yang kamu sembabh), yaitu berupa patung-patung
dan berhala-berhala. (Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah)
maksudnya yaitu Allah Yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu. Kata ma
(apa) di sini berarti man (siapa).**® (Dan aku tidak pernah menjadi
penyembah apa yang Kamu sembah).

Ayat di atas menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. Tidak akan
mengikuti cara ritual mereka, tetapi menyembah Allah dengan cara yang

42 Al-Hafizh ‘Imaduddin Abu Al-Fida’ Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Juz ‘Amma, terj.
Farizal Tirmizi, Cet, 11, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 376.

143 Al-Hafizh ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Juz ‘Amma..., h.
376.
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Allah cintai dan ridai. Tidak akan mengikuti sembahan mereka (orang Kafir),
melainkan akan tetap menyembah Allah dengan cara yang Allah cintai dan
ridai. Dalam potongan ayat yang berbunyi (Dan kamu tidak pernah (pula)
menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah)menunjukkan bahwa orang
kafir tidak menjalan seruan Allah yang telah di syariatkan, yaitu menyembah
Allah.
b. Toleransi Hidup Berdampingan dengan Agama Lain
Dalam al-Qur’an, memaksa orang lain memeluk agama Islam sangat
dilarang. Sebab tjada paksaan dalam agama. Hal ini dijelaskan dalam Allah:
AQI_ILJAJJJQ_IJQ b)s&unsgd\wmj‘aﬂqjsu.\ﬂ\@o\ﬁ\y
Yo eﬂ;’é@mﬂ.@ie\.mm\‘yéa)l\ b)}ﬁhdﬂ&&uﬂ\ qss
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (1slam); Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barang siapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetaiui. ” (QS.
al-Bagarah/2:256).

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan: Janganlah
memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang jelas
dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak
perlu memaksakan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Orang yang
mendapat hidayah, terbuka, lapang dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia
akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Dan barang siapa yang buta mata
hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya maka tidak layak baginya
masuk Islam dengan paksa.'*

Ibnu Abbas mengemukakan, ayat “la ikraha fi ad-din” diturunkan
berkaitan dengan seseorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama al-
Husain, berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama
Al-Husaini, ia berkehendak memaksa kedua anaknya yang beragama
Kristen. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian
turunlah ayat tersebut.**

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim, berkata bapakku dari Amr bin
Auf, dari Syuraih, dari Abi Hilal, dari Asbaq ia berkata, “Aku dahulu adalah
abid (hamba sahaya) Umar bin Khaththab dan beragama Nasrani. Umar
menawarkan Islam kepadaku dan aku menolak. Umar berkata: la ikraha f7
ad-din, wahai Asbag bila kamu masuk Islam kami dapat minta bantuanmu
dalam urusan-urusan umat Islam.”**®

144 Muhammad Yasir, “Makna Toleransi dalam al-Qur’an”..., h.175. Ibnu Katsir,
Tafsir al-Qur’anul Adzim”, Juz 1..., h. 383.

Y5 |bnu Katsir, Tafsir al-Qur anul Adzim, Juz 1..., h. 383.

Y8 |bnu Katsir, Tafsir al-Qur anul Adzim, Juz 1..., h. 383.
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c. Toleransi Dalam Hubungan Antar Bermasyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, membangun hubungan antar
sesama manusia, baik antar sesama masyarakat seagama, berbeda agama
maupun berbentuk dalam berbagai aneka kegiatan, harus dilakukan adil
meskipun kepada orang-orang yang berbeda agama, dan dilarang melakukan
kezaliman kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah QS. al-
Ma’ldah/5 2, yang berbunyi,

\‘3.1‘51.’_1‘5 ‘Jmu‘f“);j‘ M\uces‘sdmu\ e)&ul_waes.m‘)a.ly‘j
Y«_ﬂs:d\

“Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena
mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu
berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. ” (OS. al-Maidah/5:2).

Ibnu Asyur dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas dengan tegas
melarang umat Islam untuk melakukan sesuatu yang memicu retaknya
hubungan masyarakat baik antar agama, budaya dan lainnya hanya karena
dipicu oleh sikap benci. Justru sebaliknya, tugas yang harus dilakukan umat
Islam adalah membantu dan bekerja sama melakukan kebaikan dan
ketakwaan walaupun dengan pihak musuh. Semua pihak harus bahu-
membahu mencegah kezaliman yang memicu retaknya hubungan.**’

Apa yang dijelaskan Ibnu Asyur memberikan arti bahwa umat Islam
dianjurkan berbuat baik dan berlaku adil kepada semua pihak tanpa melihat
latar belakang budaya, suku dan agamnya. Berlaku adil kepada orang kafir
yang tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir kalian dari tanah
airnya atau tempat kelahirannya adalah hal yang sangat dianjurkan. Begitu
juga bersikap saling hormat dan saling menghargai serta bersikap inklusif
terhadap mereka. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang melakukan serangan
atau penyerangan dengan alasan Fisabilillah terhadap orang-orang kafir yang
tidak mengganggu dan tidak memerangi kalian. Perang terhadap mereka
hanya dibenarkan ketika mereka menyerang terlebih dahulu. Hal ini
dijelaskan dalam Qs al- Baqarah/2 190,

u.m.uul\ &_1;.1 Y AM‘ U‘ \_53.1:_1 ‘}[_5 eSJJLIAJ u;ﬂ\ ‘m\ d.\.u.u ‘_g \33.\13_9
Y4
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)

Y Tbnu Asyir, Tafsir Tahrir wa at-Tanwir, juz 6, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiah, 1984,
h. 87-88.
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janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Bagarah/2:190).

Dari dua ayat di atas dapat digaris bawahi betapa pentingnya hidup
bermasyarakat dan bernegara, berbuat baik terhadap mereka, sepanjang
mereka berlaku baik dan tidak membenci dan memusuhi umat Islam dan
sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam Islam.

B. Term Yang Berhubungan Dengan Hukum Tata Negara:
1. Negeri (Balad)

Kata balad dalam al-Qur’an, dengan segala derivasinya terulang
sebanyak sembilan belas kali.**® Sebagian berkaitan dengan permohonan
Nabi Ibrahim a.s. agar negeri yang ditempati menjadi negeri yang aman (al-
Bagarah/2:126), dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya
negara yang baik di bawah ampunan Allah SWT (Saba’/34:15). Sebagian
lagi berkaitan dengan sumpah Allah SWT dengan kata balad negeri
(Makkah) (at-Tin/96:3), dan sebagian lagi berbicara tentang orang-orang
kafir yang berbuat zalim di suatu negeri (al-Fajr/89:8, dan lain sebagainya.
Apa pun konteks penyebutan kata balad atau baldah dalam al-Qur’an, yang
jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata balad atau baldah
adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung atau wilayah tertentu.
Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau
tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan
negara.**

Menurut Ibnu Faris dalam Mu jam Magqayis al-Lughah, secara bahasa
kata baldah berarti dada. Jika dikatakan wadha’at alna gah baldataha bil
ardh, ai shadraha, artinya, onta itu meletakkan (menderumkan) dadanya di
tanah. Dari makna asal, maka secara semantik, setiap tempat, negeri atau
wilayah yang dijadikan tempat tinggal dapat disebut sebagai baldah. Dari
kata baldah pula muncul kata taballada dan mubaladah yang dapat berarti
“berperang” untuk membela dan mempertahankan tanah air yang
ditempati.”® Seolah mereka harus berani pasang dada (baldah) untuk
membela negaranya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa term al-balad
dan al-baldah dalam al-Qur’an agaknya mengandung pesan adanya
kecintaan terhadap tanah air atau negeri yang menuntut penduduknya untuk

%8 Muhammad Fuad Abdul Bagi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-fizh al- Qur’dan,
Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h. 134 .

149 Zuhraini,” Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik,”ANALISIS: Jurnal
Studi Keislaman, VVolume 14, Nomor 1, Juni 2014, h. 38.

150 Abdul Mustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Tranformasi
Makna Jihad),” dalam jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, h. 113. Ibnu Faris,
Mu’jam Maqayis fi al-Lughah, Beirut: Dar al-lhya al- Turas al-‘Arabi 2001, h. 136-137.
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membela dan mempertahankan hak-haknya dari siapa saja yang hendak
merenggutnya dan harus diingat bahwa upaya membela hak-haknya
termasuk dari Jihad f7 Sabilillah.™*

Berdasarkan penelusuran penulis, kata balad digunakan dalam al-
Qur’an sebanyak lima kali bahkan kata balad digunakan sebagai judul pada
salah satu surah. Tiga ayat menggunakan bentuk ma rifat (definitif) dengan
partikel al (al-balad) sementara dua ayat menggunakan bentuk nakirah
(indefinitif). Secara etimologis, kata al-balad menunjuk pada pengertian
daerah yang memiliki batas baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni.
Sementara kata baldah digunakan untuk menunjuk satu bagian atau kota
tertentu (al-madinah). Berdasarkan kronologi pewahyuan, lima ayat tersebut
terdiri dari empat ayat beridentitas makiyah dan satu ayat berstatus
madaniah.'**Ayat-ayat makiyah tersebut adalah:

QS. al-Balad/90: 1-2, o . L y

Y ol 13 O Gl 5y ol 13g Al Y
“Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), Dan kamu (Muham-
mad) bertempat di kota Mekah ini.” (OS. al-Balad/90:1-2)

Ayat ini mengemukakan tentang sumpah Tuhan berkenaan dengan
kota Mekkah. Ibn Abbas menunjuk pada periode sejarah seputar peristiwa
penaklukan Nabi atas kota Mekkah di mana Nabi dibebaskan oleh Allah
untuk melakukan apa saja terhadap penduduk Makkah.*® Pendapat yang
sama dikemukakan oleh Mujahid bahwa Nabi Muhammad diberikan
kebebasan (ahallallahu laka ma sana’ta) melakukan apa yang beliau
inginkan di Makah, sementara Qatadah berpendapat bahwa Nabi Muhammad
terbebas dan terhindar dari semua dosa dan kesulitan ketika berada di
Makkah.™*

As-Sabuni menjelaskan, kata hill dalam ayat di atas mempunyai
makna yang hampir sama dengan kata sakinan au mugiman sehingga ayat ini
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diam dan bermukim di kota
Makkah.**® Pilihan kata al-balad dalam ayat ini merujuk pada kawasan atau
daerah tertentu yaitu Makkah. Penyebutan al-balad untuk kota Makkah
dipahami sebagai pemuliaan dan pengagungan terhadap kota ini.**®

11 Abdul Mustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Tranformasi
Makna Jihad)”..., h. 113.

52 Nur Aini Fitri Nuriyah, “Menguak Visi Politik al-Qur’an,” dalam Jurnal
Hermeunetik, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, h. 393.

153 Tbn Jarir ath-Thabari, Jami’ al-Baydan fi Tafsir al-Qur’dn, Vol. 111., ditahgiq oleh
Sidqi Jamil al-Attar, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, h. 194.

154 Ibn Jarir ath-Thabari, Jami’ al-Baydn fi Tafsir al-Qur’an..., h. 194.

% Muhammad Ali ash-Shabuni, Safwat al-Tafdsir, Vol. 111, Beirut: Dar al-Fikr,
2001, h. 534.

1% Nur Aini Fitri Nuriyah, “Menguak Visi Politik al-Qur’an”..., h. 394.
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Pada QS. at-Tin/95: 3, .
VoY) Al 134 g
“Dan demi kota (Mekah) ini yang aman,” (OS. at-Tin/95:3) ~

Ayat ini menjelaskan objek-objek yang digunakan Allah sebagai
sumpah, yaitu at-tin, al-zaitun, bukit Sinai dan tentang al-balad (Makkah).**’
Al-balad dalam ayat ini menunjuk ke kota Makkah, yang merupakan tempat
aman dan nyaman bagi Nabi Muhammad karena di tempat ini orang-orang
yang memusuhi Nabi terhitung sehingga menjadi tempat yang aman.
Keamanan kota Makkah sebagai kota yang memberikan perlindungan
terhadap jiwa dan harta bagi siapa pun yang memasukinya sehingga mereka
terjamin keamanannya.’® Untuk kata al-balad dalam ayat di atas diikuti
dengan kata al-amin.™®

Pada QS Ibrahim/17: 35
Yo e\.\mﬁ\m:uu‘@;j@m\jl_m\ JU‘ \_\Q du‘k_ve.uz\).ﬂ d\ﬁd\j
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri
ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku
daripada menyembah berhala-berhala.” (OS. Ibrahim/14: 35).

Kata al-balad di atas juga merujuk ke kota Makkah, sebab ayat ini
mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim as. Setelah meninggalkan
keluarganya, dan anaknya Ismail di Makkah. Nabi Ibrahim memohon kepada
Allah agar mereka diberi perlindungan dan terhindar dari penyembahan
terhadap berhala. Hal yang membuat Nabi Ibrahim, yaitu situasi Makkah di
mana saat itu merupakan padang yang tandus yang tidak ada penduduknya
atau penghuninya.

_ PadaQS.al-A’raf /7:58 ) .
JAS \AS.a ‘}[\ }C});.a‘)( L_u;dﬂ\jd\_u UJL’A‘-’L‘-.’C ' u.\bl\ ALS\;

(0/\) UJJS“"E}QS g_ﬂ..a‘}[\ u)a.a
“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin
Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh
merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi
orang-orang yang bersyukur.” (0S.al-A rafl7: 58).

Dalam ayat ini, kata al-balad digunakan sebagai metaforis. Oleh
karena itu kata al-balad at-thayyib merupakan simbolisasi dari manusia yang
terbagi menjadi orang mukmin (al-balad at-thayyib) sebagaimana tanah

157 Abii al-Fida Ismail Ibn Katsir, at-Tafsir al-Qur’dan al-Azhim, Vol. 1V, Beirut: Dar
al-Fikr, 1984, h. 527-528.

158 Muhammad Ali ash-Shabuni, Safwat al-Tafasir..., h. 551.

159 Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan, h. 241.
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subur yang berpotensi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan orang kafir (al-
khabis) sebagai tanah kering yang hanya mampu menumbuhkan sedikit
pepohonan. Metafora ini berkenaan dengan hati seseorang ketika menerima
kebenaran al-Qur’an. Orang mukmin meyakini dan keyakinannya terpatri
dalam tindakan dan sikap, sementara orang kafir tidak dapat menyerap dan
menerima petunjuk al-Qur’an seperti halnya tanah kering atau tandus yang
tidak dapat menyimpan banyak air dan menumbuhkan tetumbuhan.*®

Adapun ayat yang teridentifikasi madaniah adalah dalam QS. al-
Bagarah/2: 126,

Q;\wu\)d\wm\ d)J‘ij\ \JL |34 Jzal &7 g.m\}\ Ja q\j
<l uJ\ Z;.L..A\ “”’lé)ssu;jdu J;W e}.\l\j&hee_'m

YY1 ).\..443\ u.u.u 3 J\_d\
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri
ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan
kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari
kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri
kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan
Itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (OS. al-Bagarah/2:126).

Ayat ini menjelaskan doa nabi Ibrahim untuk keselamatan dan
keamanan keluarganya yang ditinggalkan di Makkah sebagaimana dijelaskan
dalam QS. Ibrahim/17:35-37.*®" Keamanan yang panjatkan nabi Ibrahim
berkenaan dengan perlindungan dari penguasa yang zalim dan siksa Allah.
Oleh karena itu, kata al-balad dalam ayat di atas juga merujuk kepada
Makkah.

Berdasarkan penelusuran beberapa ayat di atas, penggunaan kata al-
balad lebih menunjuk pada makna teritorial (wilayah) tertentu, dalam
konteks beberapa ayat di atas bahkan menyebut wilayah Makkah secara
khusus. Walaupun demikian, ada prinsip yang dapat dikemukakan dalam
penyelenggaraan Negara, yaitu yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim tentang
visi negara dan yang damai, aman yang dalam al-Qur’an digunakan istilah
al-balad al-amin maupun baladan aminan. Kata amin dan kata aman
merujuk pada makna keamanan dan keterlindungan warga negara atau
penduduk melalui pemenuhan kebutuhan secara fisiologis (ketersediaan
pangan dan kebutuhan material yang lain sebagaimana), psikologis (tirani,

180 Ar-Ragib al-Asfahani, al-Mufradat f7 Garib al-Qur’dn, Beirut: Dar al-Ma’rifah,
t.t., h. 60; ath-Thabari, Jami’ al-Baydn, h. 149; Mahmud Ibn ‘Umar az-Zamakhsyari, al-
Kasysydf ‘an Haqd'’iq Gawamid at-Tanzil wa ‘Uyun al-Agawil fi Wujuh at-Ta 'wil, Vol. Il,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.t., h. 113.

181 Al-Khatib Iskafi, Durrat at-Tanzl wa Gurrat at-7a 'wil, Beirut: Dar al-Faraq al-
Jadidah, 1973, h. 29-30.
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kekejaman, dan eksploitasi) dan kebutuhan spiritual (ajaran bertauhid).'®?

2. Hukum (Akkam)

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah
suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti terkadang dikatakan, sebuah
peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengandung
semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk
menangkap suatu hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu
peraturan yang tersendiri. Hubungan yang mempertautkan peraturan-
peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat
keberadaan hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna
berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk
tatanan hukum tersebut.'®®

Dalam kamus Oxford English Dictionary disebutkan, kata hukum
merupakan himpunan ketentuan-ketentuan atau peraturan, baik bersumber
dari perundangan resmi maupun dari adat kebiasaan, yang oleh suatu Negara
atau masyarakat dilihat warganya.'® Istilah hukum berlaku bagi semua
ketentuan, aturan atau norma di mana tindakan-tindakan tertata. Hukum
adalah suatu ketentuan atau aturan bertindak dan bersikap, dan diberlakukan
tanpa pandang bulu kepada segala macam perbuatan, baik yang bernyawa
maupun tidak, rasional maupun irasional.

Dilihat dari sisi makna, hukum itu ia mewujudkan keadilan dalam
kehidupan bersama manusia. Makna ini akan tercapai dan terwujud apabila
memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan bagi kehidupan manusia. Theo
Huijbers, sebagaimana dikutip oleh Ernawati, hukum yang sebenarnya adalah
hukum positif yang merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip dan ketentuan-
ketentuan keadilan.™®

Hukum juga dapat dimaknai sebagai aturan-aturan perilaku universal
yang dapat diterima karena masuk akal dan wajar. Hukum alam
sesungguhnya adalah hukum Tuhan, tujuan-tujuan alam, tidak lain adalah
tujuan-tujuan dari yang Maha Pencipta. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa
hukum yang sebenarnya adalah hukum Tuhan. Tuhan yang memiliki otoritas
dan yang berdaulat atas semua yang ada dan kepada-Nya dikembalikan
semua keputusan atas semua persoalan. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an
surah Fathir ayat 4 yang berbunyi,

%2 Nur Aini Fitri Nuriyah, “Menguak Visi Politik al-Qur’an”..., h. 397.

163 Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum,” iLex Jurnalica, Volume 13
Nomor 2, Agustus 2016, h. 140. Hans Kelsen, Teori Umum tentang dan Negara, Bandung:
Penerbit Nusa Media, 2010, h. 34.

184 Charles Talbut Onions (editor), Oxford English Dictionary, Oxford University
Press, Ofebruari, 1884, h. 152.

165 Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum”..., h. 141.
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“Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan) Maka
sungguh telah didustakan pula Rasul-rasul sebelum kamu. dan hanya
kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.” (QS. Fathir/35:4)

Dalam konteks kehidupan manusia, istilah hukum memuat syarat-
syarat atau ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang luas yang memberi
ruang bagi penafsiran untuk menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat
yang kian hari kian berkembang dan meningkat. Dalam ilmu usul fikih
misalnya, ketentuan-ketentuan itu dapat diperluas dengan cara gias (analogi)
untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi dan berkembang dalam
kehidupan.'®®

Istilah hukum dalam al-Qur’an bukanlah hal yang berdiri sendiri,
namun merupakan bagian integral dari akidah. Akidah tentang Tuhan yang
menciptakan alam semesta, mengatur, memelihara dan menjaganya sehingga
semua makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan
melakukan fungsinya masing-masing dengan baik.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, agar keadilan terpelihara dan
ketertiban antar sesama manusia serta mereka dari kehancuran maka
diperlukan ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh syariah’ (hukum), yang
berkaitan dengan tata hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga dan
suatu lingkungan rumah tangga, diatur melalui hukum munakahat, yang
berkenaan dengan tata hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam
lalu-lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, diatur dalam hukum muamalat, dan terakhir untuk memelihara
perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya diperlukan penyusunan
hukum-hukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum
atau badan peradilan. Hal ini diatur melalui hukum uqubat atau hukum
jinayah.®’

Hukum memiliki sifat sebagai kewajiban agama yang harus ditegak-
kan oleh orang-orang beriman. Hukum pertama-tama mempertimbangkan
hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak individu hanya dilindungi selama
tidak bertolak belakang dengan hak-hak dan kemaslahatan umum.

Hukum Allah sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an bertujuan
membentuk dan menciptakan satu masyarakat yang Islami, walaupun mereka
terdiri dari beragam suku, bangsa dan dari tempat-tempat yang terpisah jauh,
tentu saja tidak dapat memisahkan teori politik atau hukum dari ajaran Nabi,
yang menetapkan aturan dan ketentuan-ketentuan menyangkut kehidupan

166 Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum,” dalam Lex Jurnalica, Volume
13 Nomor 2, Agustus 2016, h. 141.

187 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Yayasan Wakaf
Paramadina, 1995, h. 67. Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum”..., h. 142.
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keagamaan, sosial maupun politik.

3. Hakim (Hakam)

Hakim berasal dari kata ~Sls -2Ss -2Sa semakna dengan gadhi yang
berasal dari kata o=l - =i - 28 artinya memutus, maksudnya orang yang
bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun
pengertian menurut terminologi yaitu orang yang diangkat oleh kepala
negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-
perselisihan dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum lain. Oleh
karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan
sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat
gadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-
tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada
sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani
Umayah dan Bani Abbasiah, diakibatkan dari semakin luasnya wilayah Islam
dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga
diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.'®®

Dalam konteks negara, hakim adalah pejabat negara yang diberi hak
dan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah penegak
hukum yang harus menggali, memeriksa, memutus perkara, dan memahami
tatanan nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan
supaya keputusan hakim sejalan dengan hukum dan keadilan masyarakat.
Oleh karena itu, hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh
pemerintah atau oleh kepala negara diharapkan dapat menyelesaikan
persoalan yang diembannya sesuai dengan perundang-undangan yang
berjalan.*®®

Di dalam Islam, yang dimaksud hakim adalah yang menjadi sumber
hukum, yaitu Allah SWT. hal ini dapat dilihat dengan jelas tentang arti
hukum yang dikemukakan para ulama, yaitu perintah Allah yang berkaitan
dengan perbuatan atau tindakan orang-orang mukalaf, baik berupa tuntutan
melakukan sesuatu atau meninggalkannya, kebolehan memilih atau berupa
sebab, syarat dan mani’. Dengan pengertian ini maka sumber hukum adalah
Allah. Oleh karena itu, Allah-lah yang disebut sebagai hakim yang sebenar-
nya. Saat orang Yahudi dan Nasrani saling menuding dan menuduh serta
saling mengklaim, maka Allah SWT yang akan menghakimi dan memutus-
kan mereka tentang persoalan yang mereka perselisihkan. Hal ini dapat
dilihat dalam QS. al-Bagarah/2:113, yang berbunyi,

168 Sakirman, “Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam,” dalam
Jurnal ljtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 17, No. 1, Juni
2017, h. 138.

19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
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“Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak

mempunyai suatu pegangan”, dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-
orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,” Padahal mereka (sama-
sama) membaca Al Kitab. demikian pula orang-orang yang tidak
mengetahui, mengatakan seperti Ucapan mereka itu. Maka Allah akan
mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka
berselisih padanya.” (OS. al-Bagarah/2:113)

Dalam pengertian lain, pengertian hakim ditinjau dari sisi
perundang-undangan dalam Islam juga dipahami sebagai pelaksana undang-
undang atau hukum suatu Negara Islam. *"° Para ulama telah merumuskan
bahwa syariat Islam merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan yang
mengatur tata kehidupan kenegaraan yang meliputi kekuasaan legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Yudikatif sebagai wadah atau badan pelaksana
hukum dalam suatu Negara. Dalam Negara Islam, misalnya, ketentuan,
hukum dan peraturan bersumber dari Allah SWT, sedangkan hakim dalam
badan yudikatif adalah pelaksana yang diberi wewenang untuk menjalankan
sebagian hukum-hukum Allah. Dalam pengertian ini, dalam bahasan tata
aturan yang berkenaan dengan peradilan (azkam al-agadha’) disebut gadi.
Hakim dalam pengertian ini dalam bahasan tata aturan yang berkenaan
dengan peradilan (azkam al-Qadha) disebut gadi, yaitu sebagai pejabat yang
diberi wewenang untuk melaksanakan hukum dan berusaha menyelesaikan
permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik berkenaan dengan hak-hak
Allah SWT. maupun berkenaan dengan hak-hak individu.'"

Istilah hakim dalam al-Qur’an tidak ditemukan dalam bentuk tunggal,
yang ada dalam bentuk jamak yakni hukkam. Ini terdapat dalam QS. al-
Bagarah/2:188, yang berbunyl i
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui.” (QS. al-Bagarah/2:188)

0 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, cet.4, Jilid 2, Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve,1997, h. 70.
1 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam..., h.71.
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Ayat di atas turun berkenaan dengan seseorang yang bernama Qais
bin Abis dan Abdan Asywa al-Hadlrami, yang bersengketa dan berselisih
dalam masalah tanah. Qais bin Abis berupaya keras untuk mendapatkan
tanah itu dengan bersumpah di hadapan hakim, kemudian turun ayat ini
untuk mengingatkan orang-orang yang suka merampas hak-hak orang lain
dengan cara yang tidak dibenarkan.

Dalam riwayat disebutkan, ada seorang sahabat yang kaya raya yang
hartnya dipersoalkan atau dipersengketakan. Padahal dia sebagai pemilik
resmi namun tidak mempunyai saksi kuat, sehingga ada orang yang hendak
memilikinya dengan cara mengadukan kepada hakim. Perkara dibawa ke
pengadilan, dan pihak yang hendak memilikinya berani bersumpah di muka
hakim. Padahal orang itu mengetahui bahwa memakan harta orang lain
dengan cara seperti itu adalah dosa. Berkaitan dengan hal itu, Allah
menurunkan ayat ke 188 dari surah al-Bagarah di atas sebagai teguran dan
peringatan keras terhadap mereka yang suka merampas hak orang lain
dengan cara-cara yang batil. (HR. Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas).!"2

Dari surah al-Bagarah ayat 188 di atas dapat dipahami bahwa hakim
sebagai salah satu aparat penegak hukum (legal aparatus) yang sudah
memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaidah seperangkat hukum
formal. Pada realitasnya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan
melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari,
terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga
profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat.'"

Berbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim merupakan
bukti bahwa adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga
pergeseran pun terjadi dan sampai muncul istilah mafia peradilan. Indikasi
tersebut menunjukkan hal yang serius dalam penegakkan standar profesi
hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum mampu dilaksanakan dan
nilai-nilai yang terkandung belum dapat diaplikasikan oleh pengembannya
sendiri.”

Dalam Islam, hakim adalah seseorang yang diberi beban atau amanah
untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah
diucapkan. Oleh karena itu, hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang
hukum memiliki posisi yang sangat strategis dan penting, sebab melalui
hakim akan tercipta produk-produk hukum baik melalui proses ijtihad yang
sangat dianjurkan sebagai keahlian hakim sehingga aneka bentuk kezaliman
yang terjadi dapat dicegah diminimalkan dan ketenteraman dapat keamanan
masyarakat terjamin serta hak-haknya terlindungi. Dari sisi tugasnya, hakim

2 A, Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Quran, Jakarta:
Rajawali Pers, 1989, h. 67.

173 sakirman, “Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam”..., h. 136.

174 Sakirman, “Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam”..., h. 137.
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ini mempunyai kedudukan yang sangat urgen sebagai unsur badan peradilan.
Karena hakim sebagai salah satu unsur yang sangat urgen dalam peradilan
untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan, maka ia harus memiliki ilmu
pengetahuan dan kemampuan yang profesional serta keahlian dengan
kriteria-kriteria dan syarat-syarat khusus maupun umum yang ditentukan
oleh Mahkamah Agung.

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan, Imam Mawardi menam-
bahkan bahwa hakim harus jelas dan diketahui identitasnya, harus mengerti
dan menguasai tugas yang akan dikerjakannya, memahami wewenangnya
dan wilayah yang meliputi negara atau provinsi.!”> Dalam khazanah Islam
atau fikih terdapat beberapa persyaratan yang menjadi persamaan dan
perbedaan, persamaannya hakim harus beragama Islam, adil, berakal dan
berpengetahuan baik dalam pokok hukum agama dan cabang-cabangnya,
sehat penglihatan, pendengaran, dan ucapan serta harus merdeka.'”® Adapun
perbedaannya adalah pada fikih Islam yaitu hakim disyaratkan laki-laki
bukan perempuan, kecuali sebagian ulama fikih yang membolehkan hakim
perempuan, yaitu dari mazhab Abu Hanifah selain masalah had dan Kisas.
Kesaksian dalam dua hal itu, menurut mazhab Abu Hanifah tidak dapat
diterima.!”’

Dalam merealisasikan tugas dan amanahnya, hakim mempunyai
kebebasan mutlak untuk mengambil suatu putusan terlepas dari dorongan
atau pengaruh dari siapa pun, termasuk pengaruh pemerintah, dan pengaruh
lainnya.*"® Hakim menjadi harapan dan tumpuan bagi para pencari keadilan.
Selain itu, hakim memiliki kewajiban atau tugas ganda, disisi lain, ia
merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (izhar al-Aukm)
terhadap persoalan yang realistis dan konkret baik terhadap hukum tertulis
maupun tidak tertulis, dilain sisi hakim sebagai penegak keadilan dan hukum
dituntut untuk dapat menelaah, menggali, dan memahami nilai-nilai yang ada
dalam masyarakat. Paling tidak dituntut untuk memahami rasa hukum yang
hidup di dalam masyarakat.

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh me-
nolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai unsur pengadilan

> |mam Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam.
Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 142-143.

176 sylaiman Rasjid, Figih Islam. Cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994,
h. 487.

Y7 M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama. Cet.
ke-1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 35-43.

8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.
Bandung: Rosda Karya, 1997, h. 104.
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wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian,
hukum dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu
meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar
berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggung-
jawabkan.'”

Dilihat dari fungsinya, hakim itu menegakkan kebenaran yang
sesungguhnya dari apa dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa
mengurangi dan melebihinya terutama yang berkaitan dengan persoalan
perdata, sedangkan dalam persoalan pidana mencari kebenaran sesungguh-
nya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh
terdakwa, melainkan dari itu harus diperhatikan dan diselidiki dari latar
belakang tindakan terdakwa. Dengan kata lain, hakim harus mengejar
kebenaran materiil secara mutlak dan tuntas. Oleh karena itu fungsi dan
tugas hakim adalah menjalankan semua tugas yang menjadi tanggung
jawabnya untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum semua perkara
yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang
maupun yang tidak terdapat ketentuannya.

Di sini terlihat bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim
harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk
undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian
yang obyektif pula karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang
berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah unsur yang tidak dapat dihindari dalam hidup
ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah
komunitas. Dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin.
Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut.
Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Qur’an banyak
membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah
kepemimpinan. Kepemimpinan mendapatkan porsi bahasan yang tidak
sedikit dalam al-Qur’an. Kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai
macam istilah antara lain: Khalifah, Imam, dan Uli al-Amri.**° Di samping
itu disebutkan juga prinsip-prinsip kepemimpinan, yang mana prinsip
tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin walaupun tidak secara
totalitas.'®*

179 Sakirman, “Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam”..., h. 140.

180 Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,”
h.40.

181 Muzammil, “Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan Pendi-
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a. Khalifah

M. Dawam Rahardjo dalam Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial
Berdasarkan Konsep-konsep Kunci menjelaskan, istilah khalifah diulang
sebanyak 127 kali dalam al-Qur’an, yang artinya berkutat antara kata kerja
dan kata benda. Yang berkisar pada makna kata kerja yaitu meninggalkan,
menggantikan, sedangkan yang bermakna kata benda yaitu sebagai pewaris
atau pengganti, tetapi ada yang bermakna telah “menyimpang” semisal
menyalahi janji, berselisih atau beraneka ragam.®?

Perkataan khalf yang artinya suksesi, pergantian atau generasi
penerus, wakil, pengganti, penguasa—yang terulang sebanyak 22 kali dalam
al-Qur’an—lahir kata khilafah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedi
Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai
institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti
kepemimpinan.®

Ayat-ayat yang menunjukkan istilah khalifah baik dalam bentuk
jamak maupun mufrad, antara lain adalah:
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui." (QS. al-Bagarah/2:30).
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“Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu
peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu
untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di
waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa)
sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh

dikan Islam”, dalam jurnal At-Turdts, Volume IV, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 258.

182 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
konsep Kunci..., h. 349.

183 Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”..., h.
40. M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep
Kunci..., h. 357.
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dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS.al-A'rdf/7:69).
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“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (OS. al-An’am/6:165).
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“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan
kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan
Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan.” (OS. Shad/38:26)
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“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang
siapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan
kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah
kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu

tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”(QOS.
Fathir/35: 39).

Ayat-ayat di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa konsep khalifah
dimulai sejak nabi Adam secara personil yaitu memimpin dirinya sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam juga mencakup
memimpin dirinya sendiri yakni mengarahkan diri sendiri ke arah kebaikan.
Di samping memimpin diri sendiri, konsep khalifah juga berlaku dalam
memimpin umat, hal ini dapat dilihat dari diangkatnya nabi Daud sebagai
khalifah. Konsep khalifah di sini mempunyai syarat antara lain, tidak
membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan suatu perkara secara adil
dan tidak menuruti hawa nafsunya. Allah memberi ancaman bagi khalifah
yang tidak melaksanakan perintah Allah tersebut.*®

184 Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”..., h.
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b. Imamah

Istilah Imam diulang sebanyak 7 kali dalam al-Qur’an, lima kali di-
gunakan dalam bentuk jamak (plural), yaitu kata aimmah, dan dua kali
digunakan dalam bentuk mufrad, yaitu imam. Kata imam dalam al-Qur’an
memiliki aneka makna, yaitu pemimpin, jalan lurus, pedoman, kitab atau
teks dan nabi.*®

Ayat-ayat yang menunjukkan kata imam (kepemimpinan) antara lain
adalah: ., . _ P g
Gl Uled) 5 el 858 585 U 551 G W Cob 55 (sl sk il

Ve W)

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepadc;
Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami),
dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-
Furqan/25:74).
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“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat
(perintah dan larangan), lalu lbrahim menunaikannya. Allah berfirman:
"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia™.
Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah
berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. al-
Bagarah/2:124).

3 Al e\a\} «_a\’)f\;l\ U2 e@.\h Lu;j\j LUALa uqu_m 4.4.1\ ril_ﬂﬁj
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“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang mem-
beri petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada,
mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,
dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (OS. Al
Anbiya’/21:73).
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“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di
bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan

mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).” (OS. al-Qashash/28:5).

42.
185 said Agil Husin Al-Munawar, al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki,
Jakarta: Ciputat Press, 2002, h. 197-199.
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Istilah imam atau aimmah di dalam ayat-ayat tersebut di atas meng-
isyaratkan suami sebagai pemimpin rumah tangga, nabi Ibrahim pemimpin
umatnya dan juga mereka-mereka yang memiliki kualifikasi kepemimpinan
sebagai pemimpin umatnya. Konsep kepemimpinan atau imam di sini
memiliki syarat mengatur, memerintah kepada kebaikan sekaligus men-
jalankannya.

Hemat penulis, dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa
kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan
meyakinkan bawahan atau staf agar secara suka rela melakukan aktivitas
kerja sama mencapai tujuan. Menurut Soepardi sebagaimana dikutip
Mulyasa, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk meng-
gerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati,
membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum
(kalau perlu), serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media
manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara
efektif dan efisien.'®

c. Ulial-Amri

Ditinjau dari sisi bahasa, kata Uli ( <5 ) adalah bentuk plural dari
kata wali ( s ) yang bermakna yang menguasai, mengurus, dan pemilik.
Bentuk plural dari kata tersebut mengisyaratkan bahwa mereka itu banyak.
Kata al-amr (<¥!) adalah urusan atau perintah. Dengan demikian, Ulil Amri
adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang diberi wewenang untuk
mengurus permasalahan umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang ahli
dan dapat diandalkan dalam menangani atau menyelesaikan persoalan-
persoalan kemasyarakatan.™®’

Dalam al-Qur’ an, kata ulil amri dlsebutkan dalam QS. an- -Nisa’/4: 59
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (QS. an- Nisda '/4: 59).

8 Muzammil, “Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan
Pendidikan Islam”..., h. 259.

187 Yunahar Ilyas, “Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir,” dalam Jurnal Tarjih, Vol. 12
(1) 1435 H/2014 M, h. 45. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 2, Jakarta: Lentera
Hati, 2000, h. 460.
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Selanjutnya QS. an-Nisa’/4:83, yang berbunyi;
(_,’J‘j dj-“‘)h (_,’J‘ aJJJJS)M \}:\A\ ujﬂ\ j‘ U““y‘ UAJA\ e-&;u \J\}
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“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan
ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena
karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan,
kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS. an-Nisa’/4: 83).

Menurut Nazwar Syamsu, term ulu al-Amri sebagaimana disebutkan
dalam dua ayat di atas diterjemahkan sebagai functionaries, orang yang
diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi atau orang yang
yang mengemban tugas tertentu.'®

Hal yang sangat menyita perhatian dari pengertian term uli al-Amri
ini adalah adanya pluralistis pengertian yang tertera dalam kata amr. Sebuah
istilah yang memiliki akar kata yang sama dengan amr yang berpangkal
kepada kata a-m-r, dan kata ini terulang kurang lebih 257 kali dalam al-
Qur’an. Dan kata amr sendiri diulang 176 kali dengan berbagai arti sesuai
konteks ayatnya.’® Kata amr dapat diterjemahkan dengan perintah (sebagai
perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan
(oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan
juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.'*

Ada beberapa pendapat di kalangan ulama dalam mengartikan kata
Ulil Amri dalam ayat di atas. Imam at-Thabari menyebutkan paling tidak ada
empat pendapat tentang pemaknaan Ulil Amri: 1) Ulil Amri bermakna al-
umard’; 2) Ulil Amri bermakna ahlul ‘Iimi wal fighi; 3) Ulil Amri bermakna
ashhab Muhammad SAW; dan sebagian mengatakan 4) Ulil Amri adalah
Abu Bakar dan Umar.’® Ath-Thabari cenderung kepada makna yang
pertama, yaitu umara’, karena adanya riwayat yang sahih dari Rasulullah
untuk tunduk dan patuh kepada umara’ dan wuldh selama taat kepada Allah

188 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
konsep Kunci, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 466.

189 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
konsep Kunci..., h. 467.

% Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,”
dalam jurnal Akademika, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014, h.44.

1 Abii Ja‘far Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, Jami‘ al-Bayin ‘an Ta’wil Ayi al-
Qur’an, juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, h. 496-501.
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dan membawa kemaslahatan kepada umat.'*

Ibnu Kasir menjelaskan, ulil amri dalam ayat di atas bersifat umum,
mencakup seluruh Ulil Amri, baik umard’ maupun ulama.’® Menurut az-
Zamakhsyari, yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah umard’ al-haq,
umard’ as-sardya, dan ulama.’® Adapun menurut ar-Razi, ulil amri yan
terdapat dalam ayat di atas adalah Ahlu al-kalli wa al- ‘agdhi dari umat.*®
Asy-Syaukani menjelaskan dengan mengutip beberapa pendapat, bahwa Ulil
Amri meliputi makna: 1) al-a immah, assalatin, al-qudhah, dan semua orang
yang punya wilayah syar ‘iyyah, bukan wilayah thagutiyah; 2) Ahlu al-Quran
wa al-ilmi; 3) Ashab Muhammad SAW: 4) Ahl al-‘agli wa ar-ra’yit*®
Menurut Muhammad ‘Abduh, Ulil Amri merujuk kepada jamaah ahlu al-
halli wa al-‘aqdi dari kaum Muslimin. Mereka adalah sukuma (penguasa),
ulama, para panglima, wmara’ (pemerintah), dan semua pemimpin
masyarakat. Jika mereka semua konsensus tentang suatu urusan, maka semua
wajib menaati dan mematuhinya selama tidak bertolak belakangan dengan
perintah Allah dan Rasul-Nya.™”

Dari berbagai pandangan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa
makna ulil amri itu berkisar pada empat hal, yaitu 1) Ulama (ahlul ‘Ilmi wal-
fighi, Ahlul Qur’an wal-‘ilmi, Ahl al-‘aqli wa ar-ra’yi); 2) Umara (umara’
al-haq, umara’ assaraya, wulah, al-a’immah, as-salathin, al-qudhah, dan
semua orang yang memiliki wilayah syar iyyah, bukan wilayah taghutiyah,
hukama’) 3) Jamaah ahlu al-halli wa al’-aqdi dari kaum Muslimin; dan 4)
Aahabu Muhammad SAW.

Para mufasir sepakat mengatakan bahwa penguasa yang mengurusi
urusan umat manusia (dengan berbagai istilahnya) adalah termasuk kategori
Ulil Amri. Imam ar-Razi dan Muhammad Abduh mengatakan bahwa ulil
amri itu adalah jamaah ahlu al-kalli wa al-‘agdhi dari kaum Muslimin.
Mereka adalah umard’ (pemerintah) dan hukama’ (penguasa), ulama, para
panglima, dan semua pemimpin masyarakat. Jika mereka semua sepakat
tentang suatu urusan, kita semua wajib mematuhinya asal tidak bertentangan

192 Abii Ja‘far Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, Jami al-Baydn ‘an Ta'wil Ayi al-
Qur’an..., h. 502.

193 Al-Hafizh ‘Imad ad-Din Abi al-Fada’ Isma‘il ibn Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi,
Tafsir al-Quran al- ‘Azhim, jilid 4, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2004, h. 59.

194 Abd al-Qasim Jarullah Mahmid ibn ‘Umar Az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, al-
Kasysyaf ‘an Haqa'iq at-Tanzil wa ‘Uyin al-Aqawil fi Wujih at-Ta 'wil, jilid 1,Beirut: Dar
al-Fikr, 1977, h. 524.

1% Fakhr ad-Din ar-Rézi, Mafatih al-Ghayb, jilid 10, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, h.
113.

1% Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami baina
Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirdyabh, jilid 1, Riyadh: Dar ‘Alam al- Kutub, 2004, h. 481.

97 As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Quran al-Hakim (Tafsir al-
Mandr) Beirut: Dar al-Fikr, 1973, h. 147.
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dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dari pandangan-pandangan ulama di atas dapat dikatakan bahwa Ulil
Amri itu mencakup pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
dengan semua perangkat dan wewenangnya yang terbatas. Ulil Amri juga
mencakup para ulama, baik perorangan ataupun kelembagaan, seperti lem-
baga-lembaga fatwa dan semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya
masing-masing. Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, maka
wajib ditaati dan diikuti selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan yang
ditaati oleh rakyatnya. Dalam al-Qur’an isyarat akan pentingnya taat kepada
ulil amri, apabila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah
SWT. dan rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa’
ayat 59 di atas.

Sebagai politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara
agama dan politik. Dalam gerakan Islam modern, Islam seringkai dinyatakan
oleh sebagian pakar sebagai ad-din wa ad-daulah (agama dan negara).
Memang banyak cendekiawan muslim yang sepakat dengan ide tersebut.
Sebut saja misalnya, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid
Rida, Abu al-A’la al-Maududi yang menyatakan bahwa Islam merupakan
cara hidup yang menyeluruh dan Islam tidak mengenal sistem kependetaan
(rahbaniyyah) atau kelembagaan “gereja”.*®

Hemat penulis, secara normatif, Islam memang tidak memberikan
ketentuan yang tegas (sharih) dan rinci (tafshil) bagaimana sistem pemerin-
tahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem kekhalifahan
atau imamah, monarkhi otoriter atau demokrasi. Agaknya Islam lebih
menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan
mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan
makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap
minoritas. Dengan kata lain, meminjam bahasa al-Qur’an, yang penting
adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mengantarkan rakyatnya menuju
baldah thayyibah wa rabbun gafiir. Bentuk dan sistem pemerintahannya
diserahkan sepenuhnya kepada kreativitas manusia sesuai dengan tuntutan
kondisi sosio-kultural masing-masing bangsa, sebab tidak ada bentuk
spesifik tentang sistem pemerintahan yang secara tegas dinyatakan dalam al-
Qur’an atau sunah.'® Dalam cacatan sejarah Islam, ada berbagai sistem
pemerintahan yang telah berlangsung pada masa lalu, ada yang menganut

1% Abdul Mustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Tranformasi
Makna Jihad)”..., h. 115. Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah
Pemikirannya, Jakarta: Ul Press, 1993, h. 1.

199 Abdul Mustaqgim, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Tranformasi
Makna Jihad)”..., h. 117. Afzalur Rahman, Islam ldeology and The Way of Life, Malaysia:
AS Noordeen, 1995, h. 308.
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sistem kekhalifahan (model Sunni), ada sistem imamah (model Syiah),?®

monarki (kerajaan), seperti Saudi Arab, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, tidak dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak
prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola pemerintahan. Ada
berbagai hal yang diisyaratkan dalam al-Qur’an dan sunah mengenai
sejumlah prinsip pokok dan tata nilai berkenaan dengan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan
yang notabene merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai
tersebut antara lain adalah prinsip tauhid, asy-syira, al- ‘adalah, al-hurriyyah
ma ‘a mas uliyyah , Kepastian hukum, jaminan al-Huqug (HAM) dan lain
sebagainya.

Al-Buraey mengutip pendapatnya Hersey dan Blanchard yang
mengatakan bahwa kepemimpinan dipahami sebagai pengaruh antar pribadi
yang dilakukan dalam satu kondisi dan diarahkan melalui jalur komunikasi
untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seorang pemimpin dalam
keadministrasian adalah orang yang memiliki kapabilitas kepemimpinan
yang kuat. Oleh karena itu, pemimpin harus mempunyai pemimpin harus
memiliki gaya, energi dan kekuatan untuk melihat organisasi secara integral,
membuat suatu keputusan, mengaplikasikan keputusan dan memberikan
wewenang serta membuktikan kepatuhan dan ketaatan.?*

Dari konsep-konsep kepemimpinan sebagaimana tersebut di atas,
maka dapat dipahami bahwa suatu kepemimpinan dibutuhkan adanya sikil
dan daya kepemimpinan individu yang dibebani tanggung jawab memimpin,
kemampuan komunikasi dengan bawahan/staf dan rakyat, adanya individu
yang menjadi bawahan/staf, dan adanya kepengecutan bawahan/staf terhadap
pemimpin. Dari keempat hal tersebut membuat aktivitas kepemimpinan
dapat berlangsung efektif dan efisien dalam meraih tujuan organisasi atau
Negara.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki nilai yang khas dari
sekedar kepengecutan bawahan dan pencapaian tujuan. Terdapat nilai-nilai
transendentalnya yang diperjuangkan dalam kepemimpinan Islam dalam
organisasi atau Negara mana pun. Nilai-nilai tersebut menjadi rujukan dalam
melakukan kegiatan kepemimpinan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis
nabi sebagai berikut,
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200 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang
Pemerintahan Islam, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 1-8.

21 M. Al-Buraey, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Jakarta:
Rajawali Press, 1986, h. 80.
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Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
“setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat
adalah pemimpin. la akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya.
Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya.
Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. la akan diminta
pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah
pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggung-
jawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin
dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinan-
nya. 202
5. Melawan Pemerintah (Makar )

Dari aspek definisinya, istilah makar atau melawan pemerintah
memiliki aneka definisi, namun maknanya berdekatan satu sama lainnya.
Terkadang sebagian ulama menjelaskan makar secara langsung, dan ada pula
yang mendefinisikan maka lebih kepada aksi atau tindakan, yang disebut al-
baghyu (pemberontakan).

Menurut Golongan Hanafiyah, makar dipahami sebagai aksi keluar
dari ketundukan kepada pemimpin yang sah secara perundang-undangan
tanpa ada alasan yang jelas dan benar. Pelaku makar adalah orang yang
keluar dari ketundukan kepada imam tanpa ada alasan yang benar atau
dibenarkan.?

Berbeda dengan pandangan golongan Malikiyah. Menurut mereka,
makar itu adalah menahan diri untuk taat dan tunduk kepada pemimpin yang
sah secara perundang-undangan dalam hal yang tidak bertentangan dengan
agama atau bukan perkara maksiat dengan memakai kekuatan fisik
berdasarkan penafsiran mereka. Pelakunya dari golongan umat Islam itu
sendiri yang menentang pemimpin atau wakilnya, guna menghalangi haknya
yang harus mereka penuhi atau untuk menggantikannya.”®* Menurut
golongan Syafiiyah, makar itu tindakan menyalahi imam dengan cara
melakukan pemberontakan kepadanya, tidak tunduk, dan tidak mau
menunaikan kewajibannya, dengan syarat mereka memiliki kekuatan dan
pemimpin yang ditaati dalam kelompok tersebut. Pelakunya adalah dari

22 Muhammad Fu'ad Abdul Bagi, al-Lu Iu wa al-Marjdn, Semarang: al-Ridha, 1993,
h.132.

23 Muhammad Amin Ibnu Abidin, Hasyiyah Ibnu Abidin, Riyadh: Dar Alam al-
Kutub, Juz 111, h. 426

24 Muhammad az-Zarqaniy, Syarh al-Zarganiy ‘ala Muwattha’Imam Malik, Beirut;
Dar al-Ma‘rifah, 1978, h. 60
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internal kaum muslimin sendiri.?® Jadi pelaku tindakan makar adalah orang-
orang Yyang menentang pemimpin yang adil dalam menjalankan
kepemimpinannya.®

Berbagai pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa
perbedaan definisi yang ada diakibatkan adanya persyaratan-persyaratan
yang berbeda-beda yang harus terpenuhi supaya suatu kelompok atau
seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak makar. Seperti, syarat
makar haruslah karena tafsir atau pemahaman yang salah, yaitu memiliki
penafsiran atau pemahaman yang salah dalam memahami sebuah teks.?"’

Ada beberapa syarat agar seseorang atau kelompok dapat dikatakan
sebagai pelaku makar, antara lain adalah:

Pertama, melakukan tindakan melawan atau bantahan terhadap
pemimpin (khalifah), imam (pemimpin). Tindakan melawan pemimpin yang
sah dilakukan dengan ketidaktaatan golongan tertentu terhadap kebijakan
pemimpin atau dengan menyangkal hak-hak pemimpin yang seharusnya
dinaikkan kepada pemimpin (khalifah)tersebut. Semisal masalah
pembayaran pajak atau zakat. Syarat ini dijelaskan dalam surah al-
Hujurat/49:9 yang berbunyl

qu: mu;\ s uu \.Ag_u.\ \Psmu \)Lm umfs\ UA ut_m. u\j
aumn_m \u\\jmbdmu

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yvang Berlaku adil.” (OS. al-Hujurat /49: 9).

Zakariya al-Anshariy menguraikan bahwa ayat tersebut memang
tidak menyebutkan dengan tegas dan terang melawan dan memberontak
kepada pemimpin atau khalifah, namun ayat tersebut telah meliputi
semuanya berdasarkan ayatnya, dapat jadi disebabkan ayat tersebut
menuntutnya. Jika perang dilakukan karena ada tindakan kezaliman satu
kelompok terhadap kelompok yang lainnya, dapat dipastikan kezaliman satu

25 gyamsuddin Muhammad ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, Riyadh: Dar Alam al-
Kutub, Juz. VIII, h. 382

26 |pnu Hazm al-Andalusy, Al-Muhalla, Mesir, Dar al-Ma'arif, Juz. XI1, h. 520.

27 7akariya al-Anshori, Asna al-Mathalib, Beirut, Darul Kutb Ilmiyah, Juz. IV,
h.111.
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kelompok atas pemimpin tentu akan lebih dituntut lagi.?*®

Intinya adalah penjelasan syarat pertama berupa perlawanan atau
pemberontakan terhadap pemimpin merupakan universalitas dari ayat
tersebut. Selain ayat di atas, terdapat hadis nabi yang menunjukkan secara
komprehensif tercelanya tindakan melawan atau memberontak pemimpin.
Sabda Nabi Rasulullah SAW, ) )
e elumbjj) :\SSAIAMML_\LA u\.aﬁd\.c\.aaj\ d)\ﬁjg\.éu\ U.Aé;;u:o

(o
“Barang siapa yang Kkeluar dari ketaatan (kepada pemimpin) dan
memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah mati
jahiliah. "

Dalam sejarah Islam, tindakan makar atau melawan pemerintah
pernah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika terjadi Perang Shiffin, di mana
Muawiyah sebagai pemimpin pasukan untuk melawan dan memberontak
terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintahan atau khalifah yang sah.**

Tindakan makar atau melawan pemerintah atau melakukan pem-
berontakan terhadap kepala Negara yang sah, seperti presiden dalam sistem
republik, kepada raja dalam sistem monarki atau kepada pemimpin dalam
sistem yang sah, dari sudut pandang mana pun, adalah termasuk perilaku
makar dalam pengertian syara’.

Kedua, memiliki Power atau kekuatan dan dengan kekuatannya. Oleh
karena itu, bagi pelaku makar tersebut dapat melakukan dominasi terhadap
kepemimpinan yang sah. Kekuatan pelaku makar bisa jadi sudah tertata dan
terorganisir sehingga mampu mengajak orang atau suatu kelompok atau
golongan yang melakukan makar untuk melawan kekuasaan. Oleh karena
itu, pemimpin harus memiliki kekuatan yang terorganisir dan terkelola
dengan baik sehingga dapat mengusai mereka dan mereka dapat kembali
tunduk dan taat pada pemimpin yang sah, dan seorang pemimpin sudah
seharusnya mendorong dan menggerakkan semua kesanggupan dan
kemampuannya seperti dengan keinginan mengeluarkan biaya besar,
mempersiapkan secara dini pasukan-pasukannya, dan mengantisipasi jika
terjadi peperangan.

Ketiga, menggunakan kemampuan senjata untuk meraih tujuannya.
Dalam khazanah fikih, para ahli fikih menyebutkan kekuatan senjata itu
dengan sebutan man’ah dan asy-syaukah. asy-syaukah dapat diartikan
dengan ash-shilaah (senjata). Man’ah atau biasa juga dibaca mana’ah

208 7akariyya Al-Anshari, Fathul Wahhab..., h. 153

29 |mam Muslim, Shahih Muslim, Riyadh: Dar al-Kutb llmiyyah, No. 3436

219 Muhammad Abdurrauf al-Munawi, Faidh al-Qadr: Syarh al-Jami’ al-Shaghir,
Daar al-Ma'rifat, Beirut, Juz. Il, h. 336
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mempunyai makna lain yaitu al-quwwah (kekuatan) dan al- izz (kemuliaan)
atau mempunyai kekuatan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk
menghadang dan menghalangi orang lain yang memiliki keinginan jahat
terhadapnya.?*

Argumen teologis dari syarat yang ke tiga ini diisyaratkan dalam ayat
yang menjelaskan tentang makar, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 9
sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada lafaz 'si#(dua kelompok yang
saling berselisih atau berperang). Isyarat dalam ayat ini adalah adanya sarana
yang diperbutkan dalam perang itu, yaitu as-shilaah (senjata). Dalil yang
menjelaskan hal ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi”
“Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia
bukanlah golongan kami. **?

Suatu kelompok atau golongan apabila melakukan penyerangan atau
melawan dan tidak tunduk kepada pemimpin atau pemerintah yang sah,
tetapi tidak menggunakan kekuatan senjata, hanya dengan melakukan
kritikan-kritikan atau protes dengan pernyataan ketidaksetujuan terhadap
pemimpin, maka kelompok tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
tindakan makar.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa suatu kelompok atau
golongan dapat dikategorikan sebagai pelaku makar jika memenuhi tiga
kriteria, vyaitu, (1) melakukan aksi protes atau perlawanan terhadap
pemimpin, imam atau khalifah yang sah secara undang-undang, (2)
mempunya kemampuan dan kekuatan yang terindikasi dapat melakukan
tindak makar untuk mengungguli dan menguasai kekuasaan, dan (3)
menggunakan kekuatan senjata untuk mewujudkan ambisi politiknya.

Melawan pemerintah atau yang disebut tindakan makar dapat disebut
sebagai tindak pengkhianatan. Dilihat dari kacamata ketatanegaraan,
tindakan makar dipahami sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok
orang terhadap penguasa atau pemimpin dalam suatu negara karena tidak
kecocokan terhadap peraturan yang berlaku di Negara yang bersangkutan,
sehingga mereka melakukan tindakan yang cenderung menyimpang yang
dapat menghancurkan kepimpinan atau kekuasaan seorang pemimpin.
Penyebab seseorang melakukan tindakan makar adalah diawali dengan
adanya keinginan dan kesepakatan untuk melakukan kejahatan, konspirasi
untuk melawan dan indikasi-indikasi penyimpangan aturan untuk meraih
tujuan kekuasaan. Oleh karena itu dalam kondisi apa pun, tindakan makar
merupakan tindakan yang dilarang secara tegas dengan cara apa pun
menentang pemerintah yang sah dan terpilih secara aklamasi dan demokratis,
baik itu melawan atau menentang secara terang-terangan maupun secara

2L Al-Mu jamul Wasith..., h. 888.
212 |mam Muslim, Shahih Muslim..., No. 143.
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samar-samar, mengajak seseorang atau sekelompok untuk melakukan
pemberontakan kepada pemimpin yang sah.?*®

Perbedaan pandangan, keinginan dan kepentingan masing-masing
pihak yang lahir akibat dari proses interaksi politik sangat rentan memicu
terjadinya perselisihan, konflik, pertikaian, pertengkaran, penindasan,
pembunuhan, peperangan atau pertumpahan darah, yang kemudian akan
berdampak nyata pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi
kehidupan umat manusia itu sendiri.?**

Tindakan makar dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang
melawan Khalifah (pemimpin) yang sudah sah dan tidak melakukan sesuatu
yang menyalahi ketentuan agama. Fenomena makar masuk dalam soal
kepemimpinan politik atau al-imarah.?*®

Perbuatan melawan pemerintah atau pemimpin yang sah baik dilihat
dari sisi hukum positif maupun hukum pidana Islam merupakan bentuk
kriminal yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan
politik yang mempunyai ciri motif dan tujuan yang berbeda dari tindak
kejahatan biasa. Tindakan makar pada prinsipnya adalah konflik horizontal
yang terjadi antara penguasa Negara dan rakyat, maka untuk menciptakan
hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa, pemimpin atau pemerintah
sebagai pemegang tampuk kekuasaan negara harus dapat menjalankan roda
pemerintahan yang mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, good
goverment, melakukan pembangunan yang merata, adil dan makmur di
seluruh daerah, dan menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan
persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara, dan warga negara
itu sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga
negara yang baik.?*°

6. Negeri Islam (Dadr Islam)

Pada dasarnya, Islam tidak meletakkan ketentuan dan syarat bagi
terbentuknya sebuah Negara, yang dalam ketentuan hukum internasional
dikenal dengan istilah warga Negara. Pandangan yang mengemukakan
bahwa Islam secara tegas memberikan ketentuan terbentuknya sebuah
Negara dengan model tertentu adalah pandangan yang sangat sempit dan

3 Syariful Alam, “Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum Tata
Negara Islam,” dalam Jurnal Legality, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, h. 308.

21 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran
Politik Islam, Jakarta, Erlangga: 2008, h. 96

25 A, Hasan, Ibn Hajar al-Asgalani: Bulughu al-Maram, Terjemahan Bulughul
Maram, Jilid 11, Bandung, Diponegoro, 1967, h. 186

218 Corri Zoli, M. Cherif Bassiouni, Hamid Khan, Justice in Post-Conflict Settings:
Islamic Law and Muslim Communities as Stakeholders in Transitionl, Utrecht Journal of
International and European Law, No. 55, VVol.33, 2017, h. 38.
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bertentangan dengan keuniversalan ajaran Islam yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad untuk segenap umat manusia.”*’

Islam menyatukan seluruh umat manusia di atas dasar akidah yang
diyakini umat manusia berbasiskan kerelaan dan ketaatan, oleh karena itu
menjadikan akidah itu sebagai tolok ukur umat Islam sebagai saudara.
Dengan demikian, Allah SWT. menyatakan bahwa orang-orang mukmin itu
bersaudara.

Dalam konteks Negara, umat manusia itu adalah saudara yang
dibangun atas dasar-dasar Negara dengan ketentuan dan peraturan yang ada.
Oleh karena itu, dalam konteks ini muncul istilah dar al-Islam dan dar al-
harb.

Dalam sisi bahasa, istilah dar al-Islam tersusun dari dari dua
komposisi, yaitu: dar yang bermakna wilayah, negeri atau rumah, dan al-
Islém yang berarti damai, sejahtera dan Islam. Dengan demikian Darul Islam
adalah wilayah atau negeri negeri. Syekh al-Buthi mendefinisikan Dar al-
Islam sebagai,berikut:

éﬂ:u «_\.1;4 \_m)u.n\ QALA\ UJSJ er\ Q)w‘)(\ J\q

uﬁjd}h}u};\-&i)ﬁwd ).mj\(alsa\)“

“Darul 1slam adalah sebuah negeri yang masyarakatnya hidup secara

Islami, yang mengimplementasikan semua aturan-aturan syariat yang

menyangkzlfé dengan hukum muamalat (perdata) maupun pidana dan lain-
lainnya.”

Istilah yang sama juga disampaikan oleh Van Dick setelah
melakukan penelitian tentang gerakan Darul Islam di Indonesia. Menurutnya
Darul Islam adalah kawasan Islam yang pendudukannya beragama Islam dan
menerapkan aturan-aturan syariat dan semua peraturan-peraturan yang
diwajibkannya.?*®

Dalam bukunya yang mengulas tata kenegaraan dalam perspektif al-
Qur’an dan unah, Yusuf al-Qardhawi menggunakan istilah daulah Islam
sebagai sinonim dari Darul Islam. Di dalam bukunya, beliau sama sekali
tidak menjelaskan definisi dari, akan tetapi beliau lebih tertuju kepada fungsi
dari daulah Islam itu sendiri, yaitu tempat berpijak risalah Islam baik yang
berkaitan dengan akidah, tatanan, ibadah, akhlak, kehidupan, dan peradaban
yang dapat menamakan seluruh aspek kehidupan yang didasarkan kepada
risalah Islam yang universal.?® Kelihatannya apa yang disebutkan daulah

27 Ali bin Abdur Rahman al-Thayyar, al-Niza“at al-Dauliyah fi Syari“ah al-
Islamiyyah, Huquq al-Thabi‘i al-Muallif, Riyadh: 1424 H, h. 19.

%% Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Jihad Fi al-Islam, Damaskus: Dar al-
Fikr, 1993, h. 81.

29 ¢ van Dick, Darul Islam, Jakarta: Grafiti, 1995, h. 1.

220 yysuf Al-Qardhawy, Figih Daulah, terjemahan Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka
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Islam sama dengan darul Islam dalam konteks kewajiban
mengimplementasikan ajaran Islam pada seluruh warganya. Istilah daulah itu
sendiri digunakan sebagai terjemahan Arab untuk Negara, state.

Di dalam al-Qur’an sendiri sama sekali tidak ditemukan istilah
daulah Islam atau darul Islam atau sinonimnya yang lain. Istilah yang
dijumpai dalam al-Qur’an adalah darus salam yang tersurat dalam surah al-
An’am ayat 127 dan Yunus ayat 25 yaitu,

YYY u)hu\ylsuae@:djﬁje@)me)\d\)be@
“Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan
Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka
kerjakan.” (OS. Al An’am/6: 127)

Yo e.\s.mm.h‘)m L;\ c\.a.uu.ALg.‘tg_ljeM‘ J‘.J QJ‘ }G_‘u&)\)
“Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjukl orang

yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).” (OS. Yunus/10:25)

Negeri kedamaian dalam konteks dua ayat di atas ditafsirkan sebagai
surga. Dengan demikian, sebagian intelektual muslim berani mengambil
kesimpulan bahwasanya tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam dalam
sistem pemerintahan tertentu. Oleh karena demikian, dalam konteks
kekinian, di berbagai Negara yang penduduknya minoritas Muslim
sekalipun, perjuangan untuk mendirikan Negara Islam selalu gagal.

Tidak ditemukan dalam al-Qur’an, kedua istilah tersebut juga tidak
dijumpai dalam Hadist Nabi. Siapa pun yang membaca al-Qur’an dan hadis-
hadis Nabi pasti akan mendapatkan beberapa ayat dan hadis yang menuntut
umat Islam untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan ilahi yang
terdapat di dalam al-Qur’an dan tunduk perintah-perintah Nabi yang terdapat
dalam hadis-hadisnya. Oleh karenatu tidak ada pilihan dan alasan lagi bagi
umat Islam kecuali mengikutinya. al-Qur’an menegaskan bahwa siapa pun
yang tidak menjalankan ketentuan Allah adalah kafir, fasik dan zalim (al-
Maidah/5:44-45), sebab hukum yang bertolak belakang dengan ketentuan-
ketentuan Allah dikategorikan sebagai hukum Jahiliah yang tidak boleh
ditaati dan bahkan wajib ditinggalkan. Begitu juga menjalankan ajaran
Rasulullah SAW. adalah suatu kewajiban, dan menolaknya adalah tindakan
yang berdosa, yang mendapat ancaman serius berupa hukuman yang keras.
(al-Hasyr/59:7). Tunduk dan taat kepada Rasulullah SAW. berarti taat dan
tunduk kepada Allah (al-Nisa/4:80), sebab setiap rasul diutus untuk diikuti
dan ditaati oleh umatnya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad yang
wajib diyakini dan diimani dan ditaati oleh segenap umat manusia di muka
Bumi ini. Suatu ketetapan dan ketentuan dari Nabi Muhammad tidaklah

Al-Kautsar, 1997, h. 32.
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boleh diingkarinya. Mengingkari ketetapannya berarti ia memilih durhaka
dan sesat.

Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa orang pertama kali yang
memunculkan istilah dar al-Islam adalah Kahalid bin al-Walid r.a. saat
mengirim surat kepada penduduk al-Hirah?** yang penganut Kristen. Bunyi
suratnya adalah:

“Aku jadikan orang tua renta yang tidak mampu bekerja lagi, orang
yang tertimpa malapetaka (musibah), orang-orang miskin dengan
bersedekah kepadanya, mereka tidak lagi diwajibkan membayar
jizyah, dan mereka serta generasinya akan ditanggung oleh Baitul
Mal kaum Muslimin, sepanjang mereka tinggal di negeri hijrah dan
dar al-Islam, (negeri Islam).”%

Dalam Negara Islam, penduduk yang tidak beragama Islam dari
kalangan ahlu dzimmah dan musta 'min, misalnya wajib mendapatkan hak
jaminan keamanan jiwa, harta, kehormatan dan akal serta lainnya. Umat
Islam mendapat jaminan disebabkan kelslamannya, sementara ahlu dzimmah
mendapatkan jaminan disebab dzimmah-nya mereka, dan musta’'min
mendapat jaminan disebabkan keamanan bagi mereka.??

Dari sudut pandang hukum Islam, Negara merupakan satu kesatuan
selama tetap menerapkan aturan dan ketentuan-ketentuan Islam. Daerah atau
kawasan yang membentang ke seluruh negeri dan kota serta daerah-daerah
pedesaan di mana umat Islam berdomisili di dalamnya maka disebut dar al-
Islam. Intinya, Negara Islam dapat dipahami setiap tempat yang ditinggali
umat Islam dan mereka menjalankan aturan dan ketentuan-ketentuan Ilahi.?**

7. Tidak Tunduk kepada Imam (Bughat)

Tidak tunduk kepada imam dapat diterjemahkan dengan al-Bagyu
yang secara bahasa berarti tuntutan.?”®> Dalam sebuah referensi menyebukan,
al-Bagyu diartikan sebagai tindakan menolak untuk taat dan tunduk kepada
pemimpin yang dalam tidak melanggar aturan-aturan agama, dengan cara
menggulingkan atau memaksakannya agar turun dari kepimpinannya dengan

21 Kota ini letaknya di pesisir pantai, 3 km dari Kufah, di tempat yang bernama al-
Najaf. la merupakan tempat bermukim raja-raja Arab pada masa Jahiliyah yang terkenal
adalah al-Nasr, Lakhm al-Nukman, serta pendahulu-pendahulu mereka. Lihat: Yaquut bin
Abdillah al-Hamawi, Mu "jam al-Buldan, Beirut: Daar al-Shadir, 1977, Vol. Il, h. 328.

22 Abyu Yusuf Ya‘qub bin Ibrahim, al-Haraj, Daar al-Ma‘rifat li al-Tiba‘ah wa an-
Nasyr, Beirut: 1979, h. 144,

28 Abdul Karim Zaidan, Ahkam al-Dzimmah wa al-Musta “min fi Daar al-1slam, Cet.
I, Muassasah ar-Risalah, Beirut: 1982, h. 19.

224 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri " al-Jinaai fi al-Islam, Cet. IV, Daar lhya at-Turats
al-Arabi, Beirut: 1975, Vol. I, h. 295.

225 Fyad Ifram, al-Munjid al-Tullab, Bairut: Dar al-Masyrig, t.th, h. 39.



198

alasan-alasan tertentu.??®

Dalam sisi bahasa, bughdat (3 ) adalah bentuk jamak ¢4, yang
merupakan isim fail (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari
kata = (fiil madi),x» (fiil mudari’), dan s — 45 -¢la (masdar). Kata
mempunyai banyak makna, antara lain Gl (mencari, menuntut), all (berbuat
zalim), 3&15385 / s%e)(melampaui batas), dan &X (berbohong). Dengan
demikian, secara bahasa, ¢ dengan bentuk jamaknya ( 32l ) artinya AUl
g%rang yang berbuat zalim), aw\ (orang yang melampaui batas) atau (slziwl!

Al

Dalam al-Qur’an, pemakaian kata al-Bagyu dengan aneka bentuknya
disebutkan sebanyak 13 kali dan memiliki makna yang beraneka ragam
sesuai dengan konteksnya. Misalnya pada surah al-‘Araf/7: 33,

dg\ @J\jey\juhuj@ﬁuww\ége}wds
Yy

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik
yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar
hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui.” (OS. Al A’raf/7:33).

Kata al-Baghy dalam ayat di atas dipakai untuk menunjukkan orang
yang melakukan tindakan yang dapat memicu permusuhan, melanggar hak,
orang yang berbuat zina, melakukan kekerasan dan merugikan orang lain,
menjual diri kepada kekafiran karena rasa benci terhadap ajaran al-Qur’an
serta sikap dengki dan benci terhadap keterangan yang dibawa oleh para
Rasul.?®

Dalam khazanah klasik, terutama khazanah fikih, ada sejumlah hal
yang terkait dengan tindakan bughah serta kategori jenis-jenis pidananya.
Ada yang berpandangan, terdapat syarat-syarat yang menjadi ciri-ciri
tindakan yang tergolong ke dalam pidana bughat. Kategori Pertama, adanya
tindakan melawan pemerintah. Kategori kedua, memiliki alasan melawan
pemerintah. Kategori ketiga, mempunyai kekuatan senjata, dan kategori
keempat, tindakan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau anarkis-

226 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005,
h. 110.

227 Candra Darmawan, “Peran Dakwah Dalam Memperbaiki Masyarakat Bughot,”’
dalam Wardah: No. XXX/ Th. XVI/ Desember 2015, h. 168.

228 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Quran, h. 122.
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anarkis.?*

Menurut sebagian pakar fikih, syarat-syarat di atas yang berhubungan
dengan tindakan bughah dinilai bagian dari tindak pidana. Hal ini
berdasarkan kandungan pengertian sebagal berlku/t

ijuue\sa\}\ ua:uuﬁu.l.d.md\ \jslu cwjﬁju?éejﬂeﬁ a\.ul\

230

“Bughah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan, kemudian
perbuatan itu bermaksud melawan pemerintah berkaitan dengan perkara-
perkara tertentu, karena terdapat perbedaan paham.”

Tindakan pidana bughat yang dimaksudkan di atas belum sampai
pada titik akhir, sebab jenis pidana bughat masih berkisar antara had dan
gishas. Alasan yang sangat tepat sebagai tindak pidana bughat adalah karena
tindakan bughat direkatkan oleh dua pihak. Pertama, dari pihak pemerintah,
kedua, dari pihak bughat sendiri.?*:

Bagian alasan pertama, pemimpin atau penguasa yang telah bekerja
secara optimal dan sejalan dengan syariat serta dipilih berdasarkan aklamasi,
berarti tunduk dan menaati merupakan sebuah keharusan. Sebaliknya untuk
alasan bagian kedua bahwa seruan dan ajak melawan serta menentang
penguasa atau pemimpin yang zalim juga sebuah keharusan. Sebab ada dua
perintah yang saling bertolak belakang, yaitu disisi lain mengutuk tindakan
bughat, namun di sisi lain diperkenankan melawan penguasa yang zalim,
maka tindakan memerangi merupakan jenis pidana yang dianggap paling
tinggi, sekaligus sebagai upaya pilihan; antara gishah dan had.

Pemimpin harus mempunyai sikap sabar atau menahan diri dan tidak
diperkenankan mendahului pelaku bughat melakukan penyerangan. Sebab
posisi pemimpin mempunyai status yang lebih tinggi, naik dari sisi
kedudukannya, tanggung jawabnya, ilmunya, dan kewajibannya sebagai
penguasa atau pemimpin. Selain itu, alasan yang tepat adalah sikap
pemerintah menyerang pelaku bughah untuk memproyeksi kemungkinan-
kemungkinan munculnya tindak kejahatan yang mengarah kepada perbuatan
brutal dan anarkis.”*

C. Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara di al-
Qur'an

*2 Ibn * Abidin, Hasyiyah Rad al-Mukhtar, jilid 111 dan 1V, Beirut: Dar al-Fikr, 1966,
h. 262.

230 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, jilid 7, Damsyik: Dar al-Fikr,
2002, h. 5478.

21 syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatibi al-Syarbaini, Mughni al-
Mubhtaj, jilid 5, Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1994, h. 401-405.

%2 |bn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, h. 114.
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Al-Quran tidak secara langsung membahas konsep demokrasi
Hukum Tata Negara secara spesifik. Namun, terdapat prinsip-prinsip yang
dapat dikaitkan dengan konsep tersebut, seperti keadilan, kebebasan,
musyawarah, dan keadilan sosial. Al-Qur'an memberikan pedoman yang
mengarah pada pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan berdasarkan
prinsip-prinsip Islam.

1. Syird dan Demokrasi

Terdapat ruang berbedaan antara syiara dan demokrasi. Ada yang
beranggapan bahwa syira dan demokrasi merupakan dua hal yang identik,
sebagian lain ada yang memandang syura dan demokrasi dua konsep yang
bertolak belakang, dan juga ada yang memandang bahwa kedua konsep ini
memiliki persamaan yang erat dan juga perbedaan yang signifikan.

Istilah syira berakar dari sya-wa-ra yang dari sisi bahasa memiliki
arti mengeluarkan madu dari sarang lebah.?** Dalam bahasa Indonesia, syiird
yang diterjemahkan dengan “musyawarah” mengandung arti segala sesuatu
yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat)
untuk mendapatkan kebaikan. Hal ini searti dengan pengertian lebah yang
mengeluarkan madu yang bermanfaat bagi manusia.?** Oleh karena itu,
setiap kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah adalah hal yang baik
dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia.

Dalam al-Qur’an, kata syira disebutkan tiga kali, yang terdapat
dalam tiga ayat. Pertama, dalam surah al-Bagarah ayat 233 yang
menjelaskan kesepakatan yang harus diambil suami-istri jika mereka hendak
menyapih anak sebelum dua tahun. Ini mengisyaratkan bahwa suam-istri
harus mengambil keputusan tentang masalah anak dengan cara musyawarah.
Tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak dari satu pihak terhadap pihak
lainnya. Adapun kedua ayat yang lain, yaitu dijumpai dalam surah Ali
‘Imran ayat 159 dan surah asy-Syura ayat 38 berbicara yang lebih umum
dalam konteks yang lebih luas. Di dalam surah Ali ‘Imran Allah menyuruh
Nabi Muhammad SAW., untuk selalu melakukan musyawarah dengan
sahabatnya yang menyangkut dengan segala persoalan terutama menyangkut
persoalan umat.*®

yod UAS}AM_N \u\m\gr_dsjﬂm)c \A\AJA‘X\G%AJJL»}
Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Se-
sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.(QS.

233 |bnu Manzhur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar al-Shadir, 1968, h. 434.

24 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1996, h. 469.

%5 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:
Prenadamedia, 2014, h.214.
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Ali ‘Imran/3: 159)

Ditinjau dari latar belakangnya, ayat ini turun berkaitan dengan
perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan umat Islam. Dalam perang
tersebut Nabi sendiri mengalami luka-luka. Ayat ini turun untuk
mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk senantiasa
melakukan musyawarah menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat
Islam. Adapun dalam surah as-Syura ayat 38 menjelaskan sifat-sifat orang
mukmin yang di antaranya adalah mengedepankan musyawarah dalam setiap
permasalahan yang mereka hadapi..
ehu‘)‘)w‘ja@dm&)ﬂe%f‘jb)\mn “BAG‘J*J \‘5.1\;.1.»:\ u.m]\j

YA & sady
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.”(QS. As Syura/42: 38).

Perundingan atau musyawarah dapat dilakukan dalam semua hal
dengan cacatan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. di
samping itu, karena melibatkan para pakar atau ahli dibidangnya yang
memiliki wawasan jauh ke depan, maka hasil keputusan bersama akan lebih
dekat kepada kebenaran dan kesempurnaan. Begitu juga, karena diputuskan
secara aklamasi, maka semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap
keputusan hasil musyawarah.?*

Sebagaimana halnya syird, demokrasi diartikan sebagai bentuk
pemerintahan atau kekuasaan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Demokrasi menekankan unsur musyawarah dalam mengambil
kebijakan. Demokrasi menuntut adanya keterlibatan dan partisipasi rakyat
dalam suatu persoalan dan mengontrol pemerintahan yang sedang berkuasa.
Selain itu, menurut Sadek J. Sulaiman, prinsip dasar demokrasi adalah
adanya kesamaan antara seluruh manusia. Bentuk diskriminasi apa pun, baik
yang berdasarkan agama, gender, ras, agama atau status sosial, adalah
bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.”®’

Dalam sistem demokrasi, paling tidak ada tujuh prinsip, yaitu:

a. Kebebasan berpendapat. Setiap warga Negara memiliki hak untuk
menyampaikan gagasan dan pandangannya tanpa ada rasa khawatir. Hal
ini sangat penting guna mengontrol jalannya pemerintahan atau
kekuasaan supaya berjalan langsung dengan baik dan benar.

b. Melaksanakan pemilihan dengan luber (langsung, umum, bebas, rahasia)

%6 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., h. 220.
%7 sadek J. Sulaiman, Shura and Demokracy, dalam Charles Khurzman, liberal
Islam, Oxford: Oxford University Press, 1998, h. 97.
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dan jurdil (jujur dan adil) secara tersistem. Pemilu atau pemilihan
pemimpin konstitusional untuk menilai apakah penguasa yang sedang
berkuasa patut dipilih kembali atau perlu diganti dengan yang lain.

c. Kekuasaan dikendalikan oleh mayoritas dengan tidak mendiskreditkan
kontrol minoritas. Prinsip menghormati hak oposisi sebagian kelompok
terhadap pemerintah.

d. Sejalan dengan prinsip ketiga, sistem demokrasi, partai politik
memainkan peran signifikan. Rakyat memiliki kebebasan untuk
mendukung dan memilih dan mendukung partai mana yang lebih cocok
dengan pikiran dan pilihannya.

e. Demokrasi meniscayakan pemetaan kekuasaan legislatif, edukatif, dan
yudikatif.

f. Demokrasi menekankan ada supremasi hukum.

Setiap individu atau kelompok bebas melakukan apa saja. Maka setiap

individu memiliki hak pilih secara bebas tanpa ada paksaan dan

gangguan pihak mana pun.?*®

Berdasarkan hal di atas, kita melihat bahwa sistem demokrasi sejalan
dengan prinsip syiard sebagaimana ditekankan dalam al-Qur’an. Secara
substansial, baik syira maupun demokrasi sama-sama membatasi kekuasaan
pemerintah dan menekankan peran penting warga Negara dalam mengontrol
jalannya kekuasaan. Syura dan demokrasi juga menekankan kebijakan yang
diambil secara musyawarah, sehingga dapat diminimalkan kesalahan. Yang
sangat penting adalah bahwa kedua prinsip ini sama-sama menolak semua
bentuk kesewenang-wenangan, kediktatoran dan sikap eksploitasi pemerin-
tah yang berkuasa. Oleh sebab itu, antara syird dan demokrasi ada
perbedaan yang prinsipiil. Terdapat perbedaan dalam sisi penerapan yang
sifatnya detail dan teknis, sejalan dengan kebiasaan masyarakat setempat,
tetapi tidak berarti bahwa syira sangat bertentangan dengan sistem
demokrasi.”®
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa demokrasi tidak dapat identik

dengan syurd, begitu pun sebaliknya. Demokrasi mengandalkan pikiran dan
nalar manusia, tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan moral. Imple-
mentasinya pun tergantung kepada budaya masyarakat yang bersangkutan.

2. Demokrasi dalam Tradisi Pemerintahan Islam

Indikator kebangkitan tradisi kekuasaan atau pemerintahan Islam
kembali mencuat. Diakui maupun tidak, Islam adalah agama yang sempurna
yang memuat berbagai macam persoalan kehidupan manusia, baik diungkap-
kan secara global maupun secara terperinci. Secara substantif ajaran Islam

%8 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., h. 221.
% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., h. 222.
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yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW terbagi kepada tiga pilihan,
yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 2*°

Posisi Islam di depan sistem pemerintahan demokrasi diredusir
menjadi sekedar apakah nilai-nilai Islam itu sesuai atau tidak dengan
demokrasi Barat. Di kalangan Islam menegaskan bahwa Islam sudah pasti
demokrasi dan menghargai pluralisme. Mereka menunjuk kepada tradisi dan
praktik-praktik bermasyarakat dan bernegara yang dijalankan Nabi Muham-
mad SAW.?*! Dalam konteks bermasyarakat, bahwa unsur demokrasi yang
sangat substansi dalam tradisi pemerintahan Islam adalah pengakuan
terhadap adanya persamaan dan kebersamaan hak setiap individu. Rasulullah
tidak pernah memperkenalkan istilah “demokrasi”, namun substansinya telah
diproklamirkan dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan telah beliau
praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.?*?

Praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang diekspresikan
Rasulullah SAW. diistilahkan sebagai “demokrasi harian”. Contoh sunah
Rasul dalam bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai salah satu unsur
demokrasi ialah kisah Rasulullah dengan Abu Hurairah. Pada suatu hari
Rasulullah SAW. masuk pasar bersama Abu Hurairah untuk membeli
pakaian. Mengetahui Rasulullah yang datang, penjual pakaian secara refleks
melompat dan menarik tangan beliau untuk menciumnya. Dengan segera
pula Rasulullah SAW menarik tangannya dan berkata:  itu perbuatan yang
biasa dilakukan rakat asing terhadap rajanya. Saya ini bukan raja, namun
manusia biasa seperti kamu”. Rasulullah mengambil barang yang sudah
dibelinya. Abu Hurairah bermaksud membawakannya, namun beliau
mencegahnya seraya berkata: ‘pemilik barang ini lebih berhak untuk
membawanya sendiri”.?*

Menarik jika menengok ke belakang, yaitu tradisi demokrasi dalam
pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang telah membangun
demokrasi melalui Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, yakni
dokumen politik yang diproduksi oleh seorang pemimpin besar, Nabi dan
Rasul Allah terakhir yang dalam sejarah dicatat sebagai yang ummi, yang
buta tulis dan buta aksara. Dokumen politik yang amat penting tersebut
dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk kepentingan politik dalam upaya
menyatupadukan hubungan persaudaraan antara Yahudi, Nasrani, dan
Muslim tiga kelompok besar itu terdiri dari kau Muhajirin, kaum Anshar,

#9 Rusdiono Mukri, “Demokrasi ala tradisi Islam,” dalam https://gontornews.com/
demokrasi-ala-tradisi-pemerintahan-islam/ diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

1 Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman, Demokrasi dalam Perspektif Islam,”
Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2005, h. 44.

2 syarqawi Dhafir, Demokrasi Harian,” dalam Kompas, November 1994, Jakarta, h.
4.

#3 Ahmad Sukardja dan Sudirman Abbas, Demokrasi dalam Perspektif Islam”..., h. 45.


https://gontornews.com/demokrasi-ala-tradisi-pemerintahan-islam/
https://gontornews.com/demokrasi-ala-tradisi-pemerintahan-islam/

204

dan kaum Yahudi dan sekutu-sekutunya. Setelah disistematisasi menjadi 47
pasal, kandungan maksud Piagam Madinah, lebih mudah dimengerti. Di
dalamnya bukan sekedar konstitusi pasal demi pasal, namun menggambar-
kan komposisi penduduk Madinah saat itu, bahkan menjadi bukti sejarah
dengan situasi dan kondisi politik saat itu.?*

Demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam dapat dilihat dari sistem
pemerintahan dalam Islam yang mulia terbangun sejak Nabi Muhammad
SAW. di Madinah. Berdirinya Negara Madinah merupakan konsekuensi dari
perkembangan pemeluk Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan
memiliki kekuatan politik riil pasca periode Mekkah di bawah
kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. itulah sebabnya ada yang mengata-
kan bahwa Negara dan pemerintahan pertama kali yang demokratis yang
pertama dalam sejarah Islam adalah Negara Madinah.**

Menurut B. Macdonald di Madinah telah terbentuk sebuah Negara
Islam pertama dan telah menegakkan dasar-dasar politik bagi perundang-
undangan Islam yang demokratis. Dalam Negara Madinah, Nabi tidak hanya
berfungsi sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala Negara yang mampu
mengorganisir masyarakat Madinah dalam suatu pemerintahan menjadi
masyarakat Islami.?*® Oleh sebab itu, di atas puncak Negara ini berdiri Tuhan
dan Nabi Muhammad sebagai wakil Tuhan di Muka bumi ini. Dari Madinah
Islam menyebar cepat ke seluruh daratan Arab dan kemudian menyebar ke
sebagian besar Asia Barat dan Afrika Utara.”*’

Bentuk Negara Madinah adalah Negara yang berbasiskan syariat
Islam, dan bersifat demokratis, artinya Nabi Muhammad SAW. telah menun-
jukkan dirinya sebagai pemimpin Negara yang melaksanakan prinsip
keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umatnya.?*®
Prinsip ini berjalan dengan baik karena Nabi Muhammad menerapkan secara
konsisten beberapa prinsip dalam bernegara, antara lain prinsip musyawarah,
kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kemerdekaan, persamaan,
keadilan sosial dan kesejahteraan nuraninya, persatuan dan persaudaraan,
menegakkan amar makruf nahi mungkar dan prinsip ketakwaan. Sistem ini
terus mengalami kemajuan pasca masa kepemimpinan Nabi Muhammad
SAW. dan dilanjutkan oleh sahabat beliau yang masyhur dengan Khulafaur

24 Juhaya, Figh Siyasah, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 134.

25 3. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah:Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet.
2;Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, h.77.

248 3. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran..., h. 78.

7 philip K. Hitti, History of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk., History
of the Arabs; From the Earliest Times to the Present, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,
2006, h. 151.

#8Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode ljtihad dan Tujuan Utama
Hukum Islam." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15.2, 2017, h. 151-168.
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Rasyidin.

Sistem pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai Khalifah
pertama pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan awal terbentuknya sistem
pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam.?*® selama pemerintahan
khulafaur Rasyidin, para pakar politik Islam menilai bahwa sistem pemerin-
tahan yang dijalankan sangat demokratis walaupun proses pengangkatan
keempat khalifah pada masa ini mempunyai cara-cara yang berbeda.”° Hal
ini dikarenakan dalam proses penyelenggaraannya dijalankan berdasarkan
prinsip musyawarah, persamaan, dan prinsip lainnya yang telah dicontohkan
Rasulullah SAW.

Pasca Khulafa Rasyidin, sistem pemerintahan mengalami perkem-
bangan yang cukup signifikan. Walaupun sistem pemerintahan tersebut
dipimpin oleh seorang khalifah namun pada penyelenggaraannya memakai
sistem dan bentuk pemerintahan monarki absolut yang sebelumnya tidak
pernah terjadi. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan pada masa
dinasti Abbasiyah. Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori
oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, kemudian
diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Bahkan posisi dan derajat seorang
khalifah pada masa dinasti Abbasiyah lebih tinggi dari gelar khalifah di masa
dinasti Umayyah.

Berpijak dari sejarahnya, pemerintahan sejak alam Islam hingga
runtuhnya kerajaan bani Abbasiyah pada abad pertengahan telah melahirkan
pandangan dan konsep serta pemikiran-pemikiran produktif menyangkut
sistem pemerintahan yang unggul dalam Islam. banyak tokoh atau ilmuan
Mulsim dalam bidang politik pemerintahan masa pertengahan telah membuat
teori-teori yang dapat diaplikasikan dalam sebuah Negara.

Demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam mengandung beberapa
konsep dan prinsip yang sering kali berbeda dengan interpretasi demokrasi di
dunia Barat. Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan implementasi
demokrasi dalam konteks Islam dapat bervariasi di antara negara-negara
yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Berikut adalah beberapa elemen
yang mencirikan demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam:

1. Sydrd (musyawarah): Konsep syura adalah prinsip musyawarah atau
konsultasi dalam pengambilan keputusan. Ini terkait erat dengan prinsip
syura dalam Islam, di mana pemimpin diharapkan untuk mengambil
keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari para ahli
dan pemimpin masyarakat. Meskipun pemimpin tetap bertanggung jawab

9 yysuf al- Qrdhawi, Figih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan as-Sunnah, terj.
Kathur Suhardi, Min Figh ad-Daulah Fil Islam, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, h.
49,

%0 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, jilid 1, Jakarta: UIP, 2001,
h.88-101.
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atas keputusan akhir, proses musyawarah merupakan ciri demokrasi
dalam konteks Islam.

2. ljma (Konsensus) yaitu, kesepakatan umat Islam dalam suatu masalah
tertentu. Ini sering dianggap sebagai sumber hukum dalam Islam.
Meskipun tidak selalu bersifat demokratis dalam arti langsung, konsep
ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan
keputusan.

3. Hak Asasi Manusia (HAM): Pemerintahan dalam tradisi Islam
diharapkan untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Konsep ini
mencakup hak-hak individu seperti kebebasan beragama, hak atas
keadilan, dan hak-hak lainnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Pemilihan dan kepemimpinan: Beberapa negara dengan mayoritas
penduduk Muslim memiliki sistem pemilihan umum untuk memilih para
pemimpin. Meskipun kadang-kadang sistem ini mungkin tidak
sepenuhnya mencerminkan model demokrasi Barat, konsep pemilihan
dan akuntabilitas pemimpin tetap menjadi bagian dari tradisi
pemerintahan Islam.

5. Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial adalah aspek penting dalam
tradisi pemerintahan Islam. Ini mencakup distribusi kekayaan yang adil,
perlindungan terhadap kepentingan kaum lemah, dan penanganan
masalah ketidaksetaraan sosial.

6. Perlindungan Minoritas: Demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam
juga harus memberikan perlindungan kepada minoritas. Prinsip-prinsip
ini sering kali ditemukan dalam ajaran Islam yang menggarisbawahi
perlunya perlakuan adil terhadap semua warga negara, termasuk yang
berbeda agama atau etnis.

Meskipun konsep-konsep di atas mencirikan demokrasi dalam tradisi
pemerintahan Islam, penting untuk dicatat bahwa implementasinya dapat
bervariasi di antara negara-negara dengan mayoritas Muslim. Selain itu,
seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai interpretasi tentang
bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diartikan dan diaplikasikan dalam
konteks kehidupan modern.

3. Kalangan Muslim yang Menolak Demokrasi

Pemaparan dalam hal ini penulis batasi pada tokoh muslim Indonesia.
Para intelektual muslim di Indonesia, menurut Khudari Soleh, memberikan
pandangan yang bervariasi dalam masalah demokrasi. Ada yang menolak
demokrasi, ada yang menerima dalam hal-hal tertentu dan menerima secara
penuh bahkan menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam.

Di antara kelompok yang menolak, salah satunya adalah Jalaluddin
Rakhmad. Menurutnya, politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan
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demokrasi karena dua hal: (1) demokrasi adalah sistem politik sekuler yang
kedaulatannya berada di tangan rakyat sedang kedaulatan dalam Islam
berada di tangan Tuhan. Suara mayoritas dalam demokrasi tidak dapat
digunakan untuk mengubah syariat. (2) Dalam praktiknya, suara rakyat yang
merupakan perwujudan demokrasi dapat dimanipulasi lewat ancaman atau
rayuan. Oleh karena itu, Islam tidak perlu menggunakan konsep demokrasi
untuk mengimplementasikan ajarannya. Tokoh lain yang menolak demokrasi
adalah M. Thahir Azhari. Menurutnya, tidak jauh berbeda dengan Jalal,
sistem politik Islam yang esensial bukan demokrasi, bukan pula teokrasi,
melainkan “nomokrasi”, yakni bahwa kedaulatan didasarkan atas hukum
yang berasal dari Tuhan. Kedaulatan rakyat seperti dalam demokrasi bisa
dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan

Sunah. Pandangannya ini sejalan dengan Fauzi M. Najjar. Menurutnya, umat

mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan membuat

keputusan-keputusan politik dan teologis, tetapi semuanya hanya bisa
dijalankan dalam kerangka syariat. Masyarakat Islam tidak dibenarkan
mengeluarkan undang-undang apa pun yang bertentangan dengan ketentuan

Tuhan. !

Tokoh lain yang menolak sistem demokrasi Al-Maududi. Dalam
pandangan Al-Maududi, Islam bukanlah sekumpulan ide yang tidak ber-
hubungan satu sama lain dan tata cara tingkah laku yang terpisah-pisah.
Islam adalah suatu sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang
konsisten, yang berdiri di atas serangkaian postulat yang jelas dan pasti.
Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada postulat-postulat dasarnya.
Dengan demikian dari segi apa pun ideologi Islam yang akan kita pelajari,
terlebih dahulu pasti kita menyelidiki akar-akar dan prinsip-prinsip dasarnya.

Atas dasar itu, Al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori
Politik Islam, yaitu:

a. Tak seorang pun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat
mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang
sebenarnya adalah Allah. Selain Dia adalah hamba-Nya.

b. Allah adalah pembuat hukum yang sebenarnya wewenang untuk
membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya.
Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukum-
Nya.

c. Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada
hukum vyang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila
pemerintah mengabaikan hukum vyang diwahyukan Allah, maka

#! |hsan Nul Hakim, “Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat,” dalam Jurnal

Madania, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 12. Masykuri Abdillah, Demokrasi di
Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi
1966-1993, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 49.
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wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat. >

Al-Maududi memperkenalkan istilah 3theodemokrasi” yaitu suatu
pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam
pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang
Allah. Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hamba-Nya yang harus
menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan
masyarakatnya. Meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut,
syariat Islam bersifat kekal abadi Al-Maududi menyatakan :

Konsep ini adalah kekal. Undang-undangnya tidak disusun berdasarkan
adat sesuatu ummat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang
terbatas. Bahkan ia disusun di atas fitrah kemanusiaan. Oleh karena fitrah
ini tetap ada pada setiap masa atau suasana, demikian juga adalah wajar
jika undang-undang yang disusun di atasnya kekal adanya pada setiap
masa dan suasana.”

Pandangan Al-Maududi tersebut membawa kepada satu kesadaran
universalisme Islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara,
terbatas oleh ruang dan waktu, namun ia berlaku untuk semua umat manusia
di mana dan kapan pun. Meskipun dunia baru menemukan teknologi yang
canggih namun tanpa dibimbing oleh moralitas yang tinggi, maka semuanya
akan membawa kerusakan umat manusia. Melalui perjalanan waktu ajaran
Islam semakin banyak dibuktikan kebenarannya oleh dunia sains dan
teknologi Barat dan kearifan Timur. Hal seperti ini sejak semula telah ada
dalam firman Allah SWT: Kami akan memperlihatkan kepada mereka
tanda-tanda (kekuasaan) kami di segenap ufuk dan pada diri mereka
sendiri.?>*

Tokoh lain yang menolak sistem demokrasi adalah Mohammad Igbal.
Menurutnya, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi
modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika.
Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu
pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan
nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Igbal,
Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan
basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Igbal menawarkan sebuah konsep
demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi, yang
ditolak oleh Igbal bukan demokrasi an sich namun praktiknya yang

52 Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Bandung, Mizan, 1996, h. 65.

3 Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan..., h. 87. Bambang Saiful Ma’arif,
“Demokrasi dalam Islam Pandangan al-Maududi,” dalam Jurnal Mimbar, Volume XI1X No.
2 April - Juni 200, h. 160.

4 Bambang Saiful Ma’arif, “Demokrasi dalam Islam Pandangan al-Maududi”..., h.
169-178.
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berkembang di Barat. Igbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai
berikut: (1) Tauhid sebagai landasan asasi; (2) Kepatuhan pada hukum; (3)
Toleransi sesama warga. (4) Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. (5)
Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.>®
Menurut Muhammad Imarah Islam tidak menerima demokrasi secara
mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Terdapat beberapa
kesamaan atau hubungan antara demokrasi dengan syzra. Imarah, lebih jelas
berkata.
“Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan
hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat, di tangan parlemen kursif
penulis, sementara, dalam sistem syira kekuasaan tersebut merupakan
wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi.
Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum
sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk
sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi
sebagai asy-Syari’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai fagih
(yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi Barat
berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan.
Menurut  Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia
membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan
legislatif dan eksekutif. Dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang
otoritas tersebut. Allah berfirman, ‘“menciptakan dan memerintah
hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Inilah batas
yang membedakan antara “sistem Islam” dan Demokrasi Barat. Adapun
hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan
mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah
sejalan dengan Islam. "%*®

4. Amanah dan Keadilan dalam Penyelenggaraan Negara

Prinsip kaidah-kaidah atau nilai-nilai, tentang perilaku, moral dan
etika yang ditetapkan organisasi sehingga diharapkan dapat membentuk
budaya organisasi yang mendorong dan mendukung pencapaian visi. Prinsip
ini mengatur bagaimana orang-orang yang terlibat dalam organisasi harus
bersikap amanah, bertindak dan berperilaku adil, dan berinteraksi satu sama
lain baik dengan kelompok maupun dengan kelompok lain.?*’

Amanah dan adil atau keadilan adalah dua hal yang sangat prinsipil

> Mutawali, “Ahl Al-Halli Wa Al-‘Agqdi Antara Demokrasi Dan Syird” dalam
Istinb4th Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, h. 175.

%6 Mutawali, “4hl Al-Halli Wa Al-‘dgdi..., h. 177. Muhammad Imarah, Tsaurah 65
Yanayir, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2011, h. 122-126.

%7 Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE, 2013,
h. 3.
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dalam penyelenggaraan Negara. Setiap pemimpin, pemangku kebijakan dan
orang-orang Yyang diberikan beban tugas haruslah beramanah dan
menjalankan dengan seadil-adilnya. Amanah adalah titipan yang menjadi
tanggungan, bentuk kewajiban atau utang yang harus dilunasi sehingga kita
merasa aman, nyaman dan terlepas dari semua tuntutan. Bertanggung jawab
berarti kesiapan seorang untuk menjalankan amanah dikarenakan adanya
tujuan tertentu, yaitu bebas merdeka dari semua tanggungan.”*®

Sesuatu yang dibebankan dan dipercayakan kepada seseorang itu
disebut amanah. Setiap orang dituntut untuk memiliki sifat amanah, terutama
bagi para penyelenggara Negara. Rasulullah SAW. adalah figur yang
beramanah baik posisinya sebagai nabi, pemimpin Negara maupun
pemimpin rumah tangga.

Amanah meliputi semua aspek kehidupan dan yang sangat penting
adalah hal yang menyangkut kenegaraan. Oleh karena itu, setiap mereka
yang memegang tugas kenegaraan atau tanggung jawab menjalankan apa
yang telah diamanahkan dan janganlah sekali-kali mengkhianatinya. Hal ini
dltegaskan dalam f|rman AIIah SWT dalam surah AI Anfal ayat 27 p

Y\/

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.?®® (QS. Al
Anfal/8:27).

Ayat di atas menegaskan bahwa menjalankan tugas-tugas dengan
amanah merupakan tuntutan agama dan menjalankan amanah harus dilandasi
dengan ikhlas kepada Allah SWT. dan baginya akan mendapatkan balasan
setimpal dari Allah. Sebaliknya bagi mereka yang tidak melaksanakan
amanahnya maka akan mendapatkan siksaan yang amat besar karena telah
menghianati amanah Allah SWT.

Isyarat ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya sebaik-baik orang
yang dibebani dan diberi kepercayaan adalah orang yang memiliki kesiapan
dan kemampuan dan memiliki kejujuran serta dapat dipercayai, sehingga
pekerjaan dibebankan atau diberikan kepada orang-orang yang tepat untuk
menjalankan tanggung jawabnya.

Tanda-tanda orang beramanah antara lain seperti bertanggung jawab,

»8 K.H. Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniyah (Transcendental Intellegence)
Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak, Jakarta:
Gema Insani Press,2001, h. 3.

%9 Assobar, Al-Mubin al-Qur’'an dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka Al-Mubin,
2013, h. 180.
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menepati janji, dan transparan.’’Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
dijelaskan, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung semua
sesuatunya. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan
seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa
cinta menunaikannya dalam bentuk amal-amal saleh.?*

Bertanggung jawab berarti setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan
wajib diperhitungkan dengan teliti dan cermat mengenai dampak-dampaknya
yang diakibatkan bagi kehidupan manusia dengan memaksimalkan
kepentingan kesejahteraan dan meminimalkan mafsadatnya.

Menepati janji merupakan salah satu indikator Kinerja utama dalam
amanah. Tepat janji dan sikap amanah merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan, jika ada pasti ada sikap menepati janji. Kalau salah satu sifat ini
hilang maka hilang pula sifat yang lain. 2%

Seseorang dapat dikatakan beramanah jika ia sanggup menepati janji
dan tutur katanya di hadapan orang lain, begitu juga sebaliknya, seseorang
dapat dikatakan memenuhi janjinya apabila ia mempunyai karakter amanah
dalam dirinya. Menepati janji kerap kali dikaitkan dengan ucapan atau lisan,
maka jika seseorang berjanji seharusnya menepati sehingga orang
bersangkutan, selain sudah memenuhi janji, mereka juga termasuk kategori
orang yang beramanah.

Dalam konteks pemerintahan, pemimpin publik dalam praktiknya
sering kali memberikan janji politik dan tidak jarang janji tersebut hadir
tanpa sebuah realisasi. Janji tanpa realisasi sering kali menimbulkan
problematika baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara
filosofis hal tersebut akan mencederai eksistensi bahwa semua janji pada
hakikatnya harus ditepati. Dalam praktiknya, janji-janji pemimpin dan calon
pemimpin mengambil banyak ragam jika dikaitkan dengan perspektif hukum
Islam. Dalam perspektif jumhur Fugqoha menyatakan bahwa menepati janji
itu mustahab dan mengingkarinya hukumnya makruh. Kaidahnya pemimpin
publik yang ingkar janji termasuk kategori pemimpin yang berdosa (fasik).
Hal ini secara simultan berdampak bahwa dari kadar kefasikan pemimpin
akan mempengaruhi kadar ketaatan rakyat kepadanya. Pemimpin sering
memberikan janji yang sebatas komitmen dan pemimpin tidak boleh
mengingkari janji karena hukumnya haram dan janji adalah sebuah hutang

280 gri Herianingrum, dkk, Implementasi Nilai-Nilai Amanah pada Karyawan Hotel
Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Jurnal, Vol. 1:1, (Juni, 2015), h. 62-
64.

%1 Assobar, Al-Mubin al-Qur’an dan Terjemahnya..., h. 181.

%62 Mukhlisin, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum
Hans Kelsen Perspektif “Al-‘Adl” dalam al-Qur’an,” Media Keadilan: Jurnal llmu Hukum,
Volume 11 Nomor 1, April 2020, h. 57.
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yang harus dibayar.?*®

Dalam tinjauan hukum Islam, janji adalah hutang, maka menepati
janji adalah kewajiban (An-Nahl: 91) dan (Al-lIsra’: 34). Analoginya adalah,
janji mempunyai konsekuensi logis, yaitu ketika seseorang tidak memenuhi
janjinya, maka ia terus dituntut untuk memenuhi hutangnya supaya gugus
kewajibannya atau yang mempunyai piutang merelakannya. Hutang tidak
akan gugur sampai orang yang berhutang akan melunasinya. Orang yang
berhutang dapat ditekan dan dipaksa untuk melunasi hutang-hutangnya.
Sikap komitmen terhadap janji adalah menjadi salah satu indikator keimanan
seseorang. Bahkan salah satu penanda orang munafik adalah orang yang
ingkar terhadap janji-janjinya dan cedera terhadap apa yang telah dipercaya-
kan kepadanya.

Prinsipnya adalah ingkar janji kampanye, misalnya, pada hakikatnya
akan mengakibatkan munculnya persoalan baik secara yuridis, filosofis
maupun sosiologis. Seacara filosofis, ingkar janji akan mencederai eksistensi
semua janji yang pada prinsipnya wajib dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan
doktrin bahwa setiap orang terutama pemimpin dan pejabat di pemerintahan
harus menepati kepercayaan orang lain atau masyarakat sesuai apa yang
dijanjikan. Sehingga jika janji itu tidak terpenuhi, secara universal, maka
harus ada kewajiban ganti rugi.

Pada konteks dunia politik, eksistensi janji politik Indonesia juga
cukup beragam, bahkan janji tersebut dijadikan senjata untuk mengambil hati
rakyat. Upaya penagihan janji politik kepada pemimpin publik juga cukup
beragam, seperti melalui bersurat ke pihak pemimpin, mengajukan diskusi,
mengadakan demo atas lalainya pemimpin tersebut karena tidak menjalankan
janji bahkan ada juga yang mengajukan gugatan kepada pemimpin ke dalam
ranah hukum yaitu pengadilan. 2®°

Indikator berikutnya adalah transparansi. Transparansi atau
keterbukaan dalam ranah pemerintahan terkait dengan keterbukaan dalam
mengambil kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh
masyarakat. Pada akhirnya, transparansi akan melahirkan sikap akuntabilitas
horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal demikian akan
membuat pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan responsif terhadap
aspirasi dan kepentingan masyarakat secara umum. Transparansi mutlak
diperlukan demi meningkatkan kepercayaan Kkinerja pemerintah pada

63 M. Asrorun Ni’am Sholeh, “Kompetensi dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin
Publik Dalam Prespektif Hukum Islam,” dalam Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I,
Vol. 8, No. 2 (2021), h. 345.

%4 A Nata, Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
2001, h. 54.

%5 M. Asrorun Ni’am Sholeh, “Kompetensi dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin
Publik Dalam Prespektif Hukum Islam™..., h. 346.
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masyarakat.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat
mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pe-
merintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah
menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya
transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat
meminimalkan tingkat korupsi yang menjadi patologi kronis dalam
pemerintahan di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena-
nya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu yang sentral dibicarakan
oleh dunia internasional untuk menuju good governance.

Transparan adalah terbuka, artinya melaporkan kebijakan atau
kegiatan baik kepada masyarakat maupun kepada atasan. Tidak menjual-
belikan jabatan atau memanipulasi dan memanfaatkan jabatan sebab trans-
paransi merupakan pedoman dalam bersikap dan bertindak berdasarkan
amanah.

Dalam al-Qur’an, konsep transparansi telah dijelaskan secara tersirat
dalam surah al-Bagarah ayat 282,

PS.\.\.\«A.\SJ);;:\.\S d;\uj\ u.m.aa.\.u\m \J\ \j.m\ u.\ﬂ\l.é_\w\h
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun
daripada /Autangnya... Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah...” (QS. Al-Bagarah/2:282)

Mempunyai sikap mental yang beramanah akan tercipta sikap saling

2%6Ahdul  Basith Ramadhan, “Good Governance dalam Islam,” dalam
https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/ diakses pada tanggal
17 Oktober 2021.
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percaya, pikiran yang positif, akuntabel, jujur dan transparan dalam semua
aktivitas kehidupan yang pada akhirnya tercipta model masyarakat yang
unggul yaitu masyarakat yang aman, sentosa, damai, dan sejahtera. Dengan
demikian sikap transparan juga bagian dari sifat amanah.

Transparansi perlu dilakukan oleh siapa pun terutama pejabat
pemerintahan supaya tidak menimbulkan sakwasangka, kekhawatiran,
kecurigaan dan keraguan satu sama lain sehingga menumbuhkan rasa buruk
sangka antar sesama manusia. Dengan adanya transparansi kinerja pemerin-
tah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat
keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan
keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan
suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh
pemerintah, akan dapat meminimalkan tingkat korupsi yang menjadi
patologi kronis dalam pemerintahan di banyak negara berkembang seperti
Indonesia. Oleh karenanya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu
yang sentral dibicarakan oleh dunia internasional untuk menuju good

governance. 2%’

5. Relevansi Nilai-nilai al-Qur’an dengan Prinsip Demokrasi Sebagai
Instrumen Pendidikan Hukum Tata Negara.

Demokrasi kerap dipahami sebagai sebuah penghormatan terhadap
hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam mengambil kebijakan dan
persamaan hal di hadapan hukum. Hal ini kemudian melahirkan idiom-idiom
demokrasi seperti halnya egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty
(kebebasan, human raight ( hak asasi manusia, dan lain-lainnya. Demokrasi
mempunyai keinginan untuk menyetarakan dan menyamakan posisi dan
kedudukan warga negara di hadapan undang-undang tanpa melihat latar
belakang sosial, budaya, etnis, bahasa, dan jenis kelamin serta lain-lain. ®®

Dalam konteks ini, penulis hendak menguraikan relevansi nilai-nilai
al-Qur’an dengan sistem demokrasi. al-Qur’an sebagai kitab pedoman
seluruh umat manusia dalam kehidupan mereka, berisi antara lain tentang
tatanan hidup yang universal, yang meliputi moral, etika dan nilai-nilai
kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa. Meskipun al-Qur’an tidak
mengemukakan secara detail tentang persoalan kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa, namun prinsip-prinsip dan nilai-nilainya secara secara tersirat
maupun tersurat banyak ditemukan di dalamnya.

Salah satu di antara prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam al-

%7 Abdul Basith Ramadhan, “Good Governance dalam Islam,” diakses pada tanggal
17 Oktober 2021.

%8 Farida Nur Afifah,” Demokrasi dalam al-Qur’an: Implementasi Demokrasi di
Indonesia,” dalam Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fithrah, Volume 10, Nomor 1
Februari 2020, h. 7.



215

Qur’an dan juga dapat dijadikan prinsip dasar dalam tatanan politik umat
Islam adalah syira (musyawarah, konsultasi), ‘adalah (keadilan),
musyawarah bersamaan), hurriyah (kebebasan) dan ukhwah (persaudara-
an).”®® Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan dalam menumbuhkan dan
memajukan tradisi kehidupan demokratis dan demokratisasi dalam semua
aspek kehidupan di era milineal ini. Prinsip-prinsip tersebut yang tertera
dalam al-Qur’an menyangkut atau berkenaan dengan problem-problem
kehidupan individu, kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan
bernegara secara luas.

a. Musyawarah

Istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk
isim masdar dari kata kerja syawara, yusyawiru, musyawaratan. Kata ini
berakar dari sya, wau, dan ra yang makna dasarnya adalah menampakkan,
pengambilan sesuatu dan menawarkan sesuatu. Kata musyawarah dengan
segala derivasinya disebutkan sebanyak empat kali dalam al-Qur’an, yaitu;
asyarah, syawir, syird, dan tasyawur yang artinya mengatasi perselisihan
dengan damai. Dalam konteks demokrasi atau Negara, keragaman pendapat
dan pandangan serta perbedaan kepentingan dinilai sebagai hal yang sangat
kaprah dan wajar. Perbedaan itu dapat di atasi dengan melakukan rapat
bersama, dialog, dan perundingan atau musyawarah untuk mencapai
kesepakatan bersama.

Musyawarah merupakan suatu pertemuan yang membicarakan
bersama suatu persoalan yang sedang dihadapi demi kemaslahatan bersama.
Dengan demikian peran aktif semua yang terlibat menjadi kunci terlak-
sanakannya musyawarah. Setiap warga harus ikut berperan aktif dan saling
membantu untuk menjalankan hasil keputusan musyawarah. Dalam konteks
ini, Allah menjelaskan dalam asy-Syura ayat 38,

eﬁhﬂ))@}ai‘-\jjd)ﬂeﬁf‘jb@‘ ‘_540\3‘_5(';@_1)1 ‘_53\53»:‘ u.mj\_s

YAG st
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.” (QS. Asy Syura/42:38)

Salah satu tugas agama bagi umat Islam, selain salat dan zakat,
adalah mengadakan musyawarah yang berkaitan dengan persoalan dunia dan
kemaslahatan kehidupan bersama guna untuk mengambil sebuah keputusan
antara mereka secara aklamasi. Sebab dengan keputusan bersama melalui
musyawarah tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan

%9 py’ad 'Abd Baqi, Mu jam al-Mufahras Haffaz al-Qudan al-Karim, Kairo: Dar al-
Kutub al-Misyriyah, 1945, h. 763.
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memaksakan pendapatnya, masing-masing anggota bersikap demokratis
dalam mengemukakan pendapat sehingga keputusan yang diambil lebih
mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Sayyid Qutb menjelaskan, ayat di atas menjelaskan salah satu sifat
masyarakat Islam. menurutnya, musyawarah memiliki posisi mendalam
dalam kehidupan masyarakat Islam yang bukan sekedar sistem politik
pemerintahan. Musyawarah merupakan karakter dasar seluruh masyarakat,
Seluruh persoalan didasarkan atas musyawarah, kemudian dari masyarakat
ini musyawarah berlanjut ke pemerintahan.?™

Ayat di atas juga dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan
salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain.
Musyawarah pada hakikatnya adalah fitrah manusia, ia bukanlah sesuatu
yang berasal dari sebuah tuntutan al-Qur’an untuk pertama kali, melainkan
suatu tuntutan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.
Musyawarah merupakah kaidah syariah dan ketentuan hukum yang harus
dipraktikkan. Seorang pemimpin atau penguasa tidak menjalankan atau tidak
mau bermusyawarah dengan para pakar atau ahli ilmu dan agama maka ia
harus dipecat karena dianggap otoriter. Dalam tatanan politik musyawarah
merupakan salah satu kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan yang
berkeadilan. Bagi pemimpin yang tidak mau menegakkan musyawarah akan
menjadi musuh masyarakat, karena dorongan pada diri pemimpin itu untuk
bertindak sewenang-wenang dan merasa diri sendiri paling benar.?™

Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa musyawarah perlu
dilaksanakan dalam merumuskan urusan yang terkait kepentingan bersama,
selama belum ada teks yang menetapkannya secara tegas. Walaupun Nabi
Muhammad memiliki kedudukan sebagai rasul yang menerima wahyu,
namun beliau tetap memberikan ruang kepada para sahabatnya yang
memiliki perbedaan persepsi dengan beliau sendiri. Musyawarah sebagai
proses untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang terpuji, apa
pun hasilnya. Kebenaran Hakiki hanya milik Allah dan Dia-lah yang
mengetahui, manusia hanya memiliki kewajiban untuk berusaha dan
berijtihad, yang dapat benar dan dapat salah.

b. Keadilan

Dalam bahasa Arab, kata adil adalah bentuk masdar yang terambil
dari kata kerja lampau ‘adala, ‘adlan yang berarti menyamakan atau
meratakan. Dalam kamus Linsan al- ‘Arab, al- ‘AdIu dimaknai sebagai prinsip
yang telah tertanam pada manusia yakni al-Mustagim (teguh, berdiri kokoh),
lawannya al-Jaar (tidak adil). Al-‘Adl adalah sifat Allah yang berarti tidak

270 sayyid Qutb, Fizhilal al-Qur’an, juz, juz 9, h. 208.
2™t Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru
Islam Indonesia..., h. 195.
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dapat dianasir oleh apa pun. Persamaan makna kata al- ‘4d/ dapat ditemukan
pada lafal al-hukmu bi al-kaqqi (berhukum dengan hak) yaitu memutus
bukan27t)2erdasar pada kemauan hawa nafsu yang berimplikasi pada benar atau
salah.

Dalam istilahnya, adil berarti sikap tengah-tengah pada dua
persoalan. Sedangkan menurut istilah syara berarti bersikap tengah-tengah
pada dua persoalan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-
cita dan keinginan bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.
Sebagalmana dalam firman Allah:

ejsumeSu‘)m‘ﬁjLuﬂbc\A@_uauuu\ﬁ \}1}5 \}m\ u.ml\\.@_q\\_a

/\UJLQMLAJ).L}.A \U‘An\\jsa\}d)s.\ﬂg_\)ﬂ\ Uhc‘\)hu\ﬁ\uic
“Hai orang-orang yang ‘beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (OS. Al Maidah/5:8)

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa berlaku adil tidak
hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa pun meskipun
kepada orang yang tidak sukai atau dibenci bahkan kepada pihak musuh.
Sikap benci dan tidak suka jangan sampai menjadi penghalang untuk tidak
berlaku adil. Sayyid Qutb menjelaskan, jangan sampai kebencian kepada
orang lain menjadikan mereka berpaling dari keadilan. Menegakkan
keadilan, meskipun dalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka kepada
yang bersangkutan.?”® Sebab berlaku adil kepada siapa pun itu memiliki nilai
ibadah, yaitu mengantarkan kepada ketakwaan. Oleh karena itu, ayat di atas
menganjurkan kepada umat Islam untuk menyelesaikan suatu persoalan
dengan adil, tidak cenderung pada satu pihak dan tidak berat sebelah. Di
samping itu ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu
sifat yang dekat kepada takwa. Secara sederhana, takwa diartikan sebagai
langkah konkret dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua
larangan-Nya. Untuk memilih antara perintah dan larangan memerlukan
pertimbangan yang adil.

Menurut Abd al-‘Abbas Tagiyuddin lbnu Taimiyah (Wafat, 1328
M),%™ menegakkan keadilan sebagaimana dijabarkan dalam ayat di atas pada

22 Mukhlishin & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan
Hukum,” dalam Jurnal Media Keadilan: Jurnal llmu Hukum,Volume 11 Nomor 1, April
2020, h. 58. Muhamad bin Makram Ibnu Manzir, Lisdnu al- ‘Arab, Dar al-Shadr, Beirut,
1997, h. 430.

2% sayyid Quth, Fizhilal al-Qur’an, juz, juz 3..., h. 182.

2% Ab( al-*Abbas Tagiyuddin Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islim ‘aw Wazifit al-
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hakikatnya menekankan keadilan dalam seluruh lini kehidupan umat
manusia, baik hakikat keadilan itu hubungannya dengan Tuhan maupun
hubungannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam keadilan sosial. Dalam
kehidupan bermasyarakat, sikap adil harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada
sebuah harapan besar bagi masyarakat, yaitu kenyamanan dan keharmonisan,
serta perhatian dari pemerintah.

Dalam upaya menegakkan keadilan, dalam konteks kehidupan sosial
atau pemerintahan, dapat melalui kekuasaan umum, peradilan, dan hakim
dalam kasus-kasus tertentu. Bagi siapa pun yang diberi kewenangan atau
kekuasaan untuk memimpin orang lain, maka kepemimpinannya harus
difungsikan untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Tidak boleh
ada monopoli dari pihak-pihak tertentu terlebih pemegang kekuasaan atau
penguasa.

c. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan bermula dari pengakuan bahwa manusia berasal
dari satu asal. Allah berfirman “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada
Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya
Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. Dari sini, manusia sebagai
individu mempunyai persamaan dengan individu lain. Seseorang tidaklah
lebih baik dari pada yang lain karena kebetulan ia berasal dari suatu
masyarakat, suatu bangsa atau suatu keturunan tertentu. Yang menjadi
kriteria adalah perbuatan baik dan hubungan seseorang dengan Allah. Rasul
sendiri pernah mendapat teguran dari Allah karena kesibukannya, beliau
tidak dapat melayani dengan pertanyaan lbn Umm Maktum-seorang miskin
yang buta. ”Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah
datang seorang buta kepadanya.” Meskipun seorang buta ia harus mendapat
pelayanan yang layak. Dengan layanan yang diberikan kepadanya, boleh jadi
ia akan mendapat petunjuk dan berguna untuk masyarakat. 2’

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan persamaan derajat
lebih diartikan pada segi sosial, ekonomi dan politik. Sebab, dari segi
keimanan, sesama manusia terdapat perbedaan, yaitu takwa. Soal takwa ini
adalah soal tanggung jawab seseorang terhadap Tuhan. la tidak diwakili oleh
jenjang tertentu dalam pergaulan sosial. Tuhan juga tidak memberikan hak
kepada siapa pun di dalam penilaian tentang takwa. Sepanjang menyangkut
masalah pergaulan sosial, maka di antara yang paling pokok dalam
pandangan Islam adalah gagasan menuju persamaan derajat di antara sesama

Huk(mah al-Islamiyah, Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, Damaskus, 1967, h. 27.
"> Masruhan, “Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam,”dalam Jurnal Al-
Qaniin, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, h. 76.
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manusia.

Dasar dari prinsip persamaan dalam Islam adalah nilai-nilai kema-
nusiaan yang menghapuskan pandangan rasialisme. Artinya, dalam martabat
kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara ras yang satu dengan ras yang lain,
antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam atau merah, juga tiada
perbedaan antara jenis kelamin pria dengan wanita. Perbedaan hak dan
kewajiban antara laki-laki dan wanita dalam hal-hal tertentu adalah karena
perbedaan kesediaan tabiat masing-masing. Kenyataan adanya perbedaan
lahiriah seperti warna kulit dan jenis kelamin, ditakdirkan Allah untuk
memungkinkan terciptanya taaruf atau saling mengenal yang pada gilirannya
mewujudkan pergaulan yang harmonis dan perlombaan yang sehat dalam
meningkatkan kehidupan manusia itu sendiri dalam rangka pengabdiannya
kepada Allah SWT.?"®

Selain di atas, dasar lain dari prinsip persamaan adalah harga diri
manusia (al-Isra’ ayat 70), yang harus dimuliakan dan dihormati (al-Hujurat
ayat 11). Hakikatnya semua manusia adalah sama walaupun dalam
praktiknya terdapat perbedaan ada yang memiliki kekurangan dalam bidang-
bidang tertentu dan ada juga yang mempunyai kemampuan atau keahlian
lebih. Peredaan tingkat kemampuan merupakan hal yang tidak dapat
disangkal, tetapi dalam kenyataannya manusia memang ditakdirkan saling
membutuhkan, sehingga terlahirlah apa yang disebut “kehidupan sosial”.
Oleh karena itu, perlu aturan hidup bersama supaya perbedaan dan
keragaman tersebut, semuanya berlangsung di atas kerangka persamaan
antara sesama manusia tanpa perbedaan.

Perbedaan kualitas atau kemampuan tiap individu adalah sunah
kehidupan dan merupakan jalan untuk meraih tujuan hidup. Prinsip
persamaan lahir berdasarkan perhatiannya terhadap perbedaan-perbedaan
yang terdapat pada setiap individu yang menjadikannya berbeda dari
individu dengan individu yang lain. Perbedaan ini juga karena bertolak dari
prinsip dan falsafah yang berlainan.?”’

Dalam pandangan Islam, prinsip persamaan (musawah) merupakan
unsur penting dalam doktrin sosial politik Islam, walaupun persamaan yang
dimiliki oleh manusia tidaklah secara absolut dalam arti mereka memiliki
persamaan dari semua lini, sebab secara natural manusia memang
mempunyai perbedaan berupa perbedaan gender, kemampuan, karakter,
agama, dan keyakinan serta lainnya, namun kapasitasnya sebagai manusia
mereka tetap sama derajatnya. Satu-satunya yang membedakan adalah
kualitas takwanya. Oleh sebab itu, setiap manusia siapa pun dia dan apa pun

278 Masruhan, “Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam”..., h. 77.
27 zainab Ridwan, Al-Nazariyyah al-Ijtima iyyah fi al-Fikr al-lslamy, Cairo:Dar al-
Ma’arif, 1982, h. 256.
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agama dan keyakinannya harus tetap dihargai dan dihormati hak-hak
asasinya, sekaligus menerima suatu prinsip bahwa setiap warga negara non
Muslim mempunyai hak politik yang sama dengan umat Islam untuk
memilih menjadi pemimpin dalam sebuah Negara.

Dalam konteks kehidupan harmoni adalah adanya sistem persamaan.
Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus sama secara mutlak dengan
orang lain. Tidak seorang pun menyetujui persamaan secara mutlak yang
berarti bahwa manusia itu setara dalam semua hal. Mereka mengakui bahwa
dalam beberapa hal manusia itu tidak sama seperti usia manusia, seks,
kesehatan, kekuatan jasmani, kecerdasan, dan pemberian-pemberian alam
lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Barat lebih mengakui “persamaan di
muka hukum”, yang secara aktual menjadi tujuan politik yang menandai
masyarakat demokratis. Persamaan, karenanya, bukan berarti tanda bahwa
manusia itu sama dalam pengertian kata yang kongkret, melainkan lebih
menunjukkan suatu pernyataan etis, di mana mereka adalah setara dan harus
mendapatkan perlakuan yang sama.?’®

Klausa ayat 13 dari surah al-Hujurat adalah sebagai pengantar untuk
menegaskan bahwa manusia mempunyai kesamaan derajat dari Sisi
kemanusiaannya di sisi AIIah

&) \ﬁ;@&ﬁjuwesugj@\})s;wesmu wu\ugj\u
\T'J.u;e.\h: \u\esm\a.u\m;&;ﬁ\

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
tagwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.” (OS. Al Hujurat/49:13)

Avyat di atas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara satu suku
dengan lainnya, demikian pula tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara
laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang; laki-laki dan
perempuan. Klausa ini kemudian dipertegas oleh penggalan akhir ayat ini
bahwa orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang
yang paling bertakwa di antara kamu. Karena itu, ayat di atas menekankan
perlunya manusia bertakwa karena sarana takwa merupakan satu-satunya
jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Berkaitan dengan

28 Roswati Nurdin,” Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani,” dalam Jurnal
Tahkim, Vol. XI No. 2, Desember 2015, h. 180.

"% Achmad Abubakar, Wajah HAM dalam Cermin al-Qur’an Respon al-Qur’an
Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press,
2011, h. 20.
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keharmonisan umat, paham persamaan merupakan hal mutlak yang harus
terjadi di tengah masyarakat. Dengan prinsip persamaan ini, seseorang akan
menghargai orang lain meskipun mereka berbeda dalam berbagai aspek.
Pemahaman akan prinsip ini pula dapat meminimalisir potensi konflik yang
biasa terjadi pada masyarakat multikultur.?®°

d. Prinsip Kebebasan

Murtadha Mutahhari menjelaskan, salah satu sisi positif yang secara
natural melekat pada fitrah manusia yang membedakannya dari makhluk
lainnya adalah manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang
memiliki karakter atau sifat merdeka dan bebas. Manusia yang merdeka dan
bebas itu dibekali dan dilengkapi dengan petunjuk yang disampaikan melalui
para Rasul dan dibekali pula tanggung jawab untuk menata dan mengelola
diri dalam ranah rumah tangga dan masyarakatnya. Dalam konteks itu,
manusia dituntut oleh Allah untuk mencari nafkah di muka bumi. Sebagai
manusia yang merdeka, memiliki kebebasan untuk memilih kesejahteraan
atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri.?*

Pemahaman manusia tentang kebebasan bersifat relatif. Kebebasan
individu atau bangsa harus dibatasi dengan kebebasan individu dan bangsa
sekitarnya. Allah menghendaki manusia sejak awal diciptakannya menjadi
manusia yang bebas dan berinteraksi dengan sesama dalam suasana
kebebasan. Oleh karena itu al-Qur’an sangat menolak dan mengecam semua
bentuk perbudakan umat manusia. Salah satu pengertian kebebasan adalah
kebebasan yang terlepas dari perasaan pengabdian atau ketaatan kepada
selain Allah. Pengabdian dan ketaatan hanya hanya untuk Allah yang
memiliki semua sesuatu. Jika seseorang paham bahwa hanya Allah-lah yang
layak ditaati dan disembah dan seluruh manusia adalah sebagai hamba-Nya,
maka orang yang bersangkutan akan bebas dari perasaan takut dan perasaan
khawatir dalam hidup. Ketakutan adalah perasaan tidak baik yang tertanam
dalam diri setiap orang karena tidak dapat menemukan jati dirinya sehingga
harga diri dan hak-haknya diinjak-injak oleh orang lain yang juga manusia
seperti dirinya.?® Islam menghapuskan perasaan tidak baik ini dengan
menanamkan keimanan dalam individu.

Islam sangat melarang hal-hal yang memicu kepada memperturutkan
dorongan nafsu dan hidup materialistis. Cinta dunia atau materi akan
menghalangi orang untuk meraih tujuan yang mulia. la akan mengekang dan
mengendalikan kebebasan nurani. Benar, menikmati gemerlapnya hidup
keduniaan adalah hak setiap orang (QS.al-A’raf ayat 32.). tetapi yang

280 Roswati Nurdin,” Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani”..., h. 181.

%1 Murthadha Muthahhari, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama,
Bandung: Mizan, 1996, h. 117-119.

82 sayyid Quth, Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam, Cairo: Maktabat ‘Isa al-Babi
al-Halaby, 1958, h. 35-36.
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menjadi penghalang adalah nikmat hidup yang telah dijadikan tujuan, bukan
lagi alat untuk mencari ridha Allah.

Setiap orang setelah bebas dari kekangan materi, ia dengan mudah
dapat memanfaatkan kebebasannya, seperti kebebasan beribadah, berpikir,
berpendapat, memilih dan lainnya. Kebebasan beragama misalnya, bagi
menganut agama lain seperti yang berstatus dhimmy atau musta 'min,
memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan agamanya
sendiri. Hak kebebasan dan kemerdekaan beragama dan menganut suatu
paham mengandung dua prinsip yang saling berkaitan, yaitu: (1) setiap orang
wajib menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam menganut
agama dan kepercayaan yang dikehendakinya, (2) al-Qur’an memberikan
penegasan seorang Muslim memiliki kebebasan untuk mengajak orang yang
beragama lain untuk menjadi Muslim tanpa ada unsur paksaan.

Pria maupun wanita dalam pandangan Islam memiliki kebebasan
untuk berusaha mencari harta dan memelihara harta tersebut. Di samping itu,
Islam menegaskan juga bahwa harta yang didapatkan memiliki fungsi sosial,
dalam arti pemilik harta tersebut dipandang mewakili suatu masyarakat.
Dalam konteks pengertian fungsi sosial, Islam mewajibkan kepada mereka
yang memiliki kelebihan harta atau orang-orang kaya untuk menunaikan
zakat untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebebasan dalam
pandangan Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan
dan syara-syarat yang menyangkut dengan kepentingan umum, yaitu tidak
membahayakan masyarakat. Kebebasan itu terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Islam yang menjaga individu sebagai anggota
masyarakat.’®* Dalam konteks sistem demokrasi terkadang kebebasan tidak
terbatas. Setiap orang dapat berbuat semaunya tanpa mempertimbangkan
kemaslahatan dan kepentingan kelompok. Kebebasan terkadang
dikendalikan oleh egoisme dan sering menjurus kepada tindakan brutal.?®®

Ciri kebebasan merupakan syarat untuk mewujudkan sistem yang
harmonis yang akan mengantarkan manusia mencapai kebenaran dan
kemajuan menuju terciptanya suatu kesatuan yang integral dan terhormat.
Dengan demikian wajar jika prinsip kebebasan ini merupakan salah satu
ajaran yang terpenting dalam Islam. Adapun tujuan pokok yang ingin dicapai
dalam praktik prinsip hurriyah adalah memantapkan martabat dan
kehormatan individu setiap orang dari berbagai aspek, di antaranya
kebebasan dalam bidang hak-hak sipil, agama, berpikir, dan mengemukakan

%83 Syafii Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam
Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 170-173.

284 7ainab Ridwan, Al-Nazariyyah al-Jjtima iyyah..., h. 260.

%85 Masruhan,” Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam”..., h. 83.
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pendapat, termasuk juga dalam bidang politik dan pemerintahan.?®®
e. Prinsip Keutuhan Sosial

Situasi dan kondisi sosial saat ini mengalami perpecahan dan pem-
belahan (degradasi). Masyarakat semakin terpolarisasi ke dalam blok-blok
politik, ideologi, dan identitas sosial yang saling menyerang satu dengan
lainnya, bahkan cenderung saling menegasikan. Keutuhan sosial seakan-akan
tidak lagi menjadi cita-cita bersama, kepentingan mendominasi di atas
segala-galanya. Terbukti konflik elite politik yang sejatinya tidak perlu
terjadi. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari konflik politik yang
dibungkus dengan ideologi dan SARA meninggalkan keretakan sosial di
akar rumput. Konflik elite politik acapkali meninggalkan residu yang
membelah masyarakat. Karenanya, upaya mewujudkan rekonsiliasi sosial
menjadi penting mengingat masih adanya peningkatan kasus konflik di akar
rumput sebagaimana yang kita rasakan saat ini. “*” Oleh karna itu diperlukan
rekonsiliasi sosial untuk menjaga keutuhan Negara bangsa. Spirit rekonsiliasi
seharusnya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat
dan menjaga keutuhan masyarakat dan Negara bangsa.

Rekonsiliasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global
demi kemajuan ke depan. Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi sosial yang
melahirkan resolusi penanganan konflik politik seperti yang selama ini
terjadi dengan sekedar berbagi kekuasaan. Meskipun demikian, diakui bahwa
tidaklah mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut jika tidak ada
kesadaran yang kuat untuk menjalin persatuan bangsa dan saling memaafkan
tanpa menghapus dosa sejarah yang pernah terjadi sesuai apa adanya.

Dalam Islam menjaga keutuhan sosial sangat dianjurkan dan bahkan
menjadi sebuah keharusan. Dalam al-Qur’an ada beberapa hal yang harus
dilakukan untuk menjaga keutuhan sosial, antara lain adalah:

1) Menjaga persatuan.

Spirit bersatu hendaknya terus dipelihara dan dijaga. Sebab
perbedaan di satu sisi dapat memperkaya tetapi kalau tidak atur dengan baik
justru dapat menjadi akar perpecahan dan konflik yang berkepanjangan.
Maka di sini harus berhati-hati karena situasi seperti ini akan dapat dengan
mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang akan meraih
keuntungan. Dengan sikap adu domba isu berkedok agama akan
memperkeruh dan menjadi akar perpecahan sosial.

Menjaga persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam surah Ali ‘Imran
ayat 103, yang berbunyi,

286 Roswati Nurdin,” Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani”..., h. 180.

7 Yeremia Sukoyo, “Perlu Rekonsiliasi Sosial untuk Menjaga Keutuhan Negara,”
dalam https://www.beritasatu.com/nasional/682763/perlu-rekonsiliasi-sosial-untuk-menjaga
- keutuhan-negara diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
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q\ Kile A \j)sqb\ "8 y),m‘m\ Jiny | sanaic]
YoV D\P\we.am\ﬁes;jhu.uu]\ﬁ ;\Js:\
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, Maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-
orang yang bersaudara...” (QS. Ali ‘Imran/3:103)

2) Kerja sama yang baik

Salah satu bentuk keutuhan masyarakat yang diinginkan Islam adalah
kerja sama yang baik demi kepentingan dan kemaslahatan umum yang dapat
menjaga harga diri dan kemanusian individu. Kerja sama antar individu,
antar kelompok atau antara individu dan kelompok adalah sesuatu yang
sifatnya wajib demi kemaslahatan dan kepentingan bersama dalam batas-
batas yang baik. Berbuat yang baik adalah tanggung jawab setiap individu
sebagai anggota masyarakat.

Dalam konteks kehidupan yang demokratis, keran untuk bekerja
sama atau tolong menolong sangat terbuka. Bahkan umat Islam didorong
untuk saling bantu membantu dalam mempertahankan eksistensi umat Islam.
motif bantuan di sini adalah “untuk jalan Allah”.?®® Dalam al-Qur’an,
anjuran untuk bekerja sama atau tolong menolong dijelaskan dalam surah al-
Maidah ayat 2, , yang berbunyi,

O 158 5 o s3adl5 Y1 e 158 Y sl D) e U—U‘-*—p
\' c_ﬂAaJ\ A.m.u |

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
a.” (0S. Al Maidah/5:2)

Tolong menolong atau kerja sama dalam ayat di atas mengakui
adanya perbedaan sekaligus mengakui bahwa setiap individu memiliki
potensi dan kekuatan, sekecil apa pun adanya. Konsep tolong menolong atau
kerja sama di atas menghendaki agar perbedaan potensi dan kekuatan
berfungsi secara positif dalam membangun kehidupan bersama dan menjaga
keutuhan kehidupan masyarakat dan bangsa.?*

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa potensi, kekuatan dan derajat
manusia itu berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan
agar sebagian dari mereka fungsional secara positif bagi sebagian yang

288 Muhammad al-Bahy, Ra’y al-Din..., h. 2.
9 Aam Abdussalam, “Teori Sosiologi Islam,” dalam Jurnal pendidikan agama
Islam, vol. 12, no. 1, 2014, h. 36.
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lainnya. Kehidupan bersama yang dinamis, damai dan harmonis serta
keutuhan sosial hanya akan tercipta jika perbedaan-perbedaan tersebut
terjembatani dengan kerja sama di mana sebagian fungsinya bagi sebagian
yang lainnya secara positif.

3) Toleransi

Islam memandang perbedaan sebagai fitrah dan sunatullah atau sudah
menjadi ketetapan Tuhan. Sebagai ketetapan Tuhan, adanya perbedaan dan
pluralistis ini tentu harus diterima oleh seluruh umat manusia. Penerimaan
tersebut selayaknya juga diapresiasi dengan kelapangan untuk mengikuti
seluruh petunjuk dalam menerimanya. Mereka yang tidak dapat menerima
adanya pluralistis berarti mengingkari ketetapan Tuhan. Berdasarkan hal ini
pula maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap
risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. *°

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar
dalam bertoleransi (tasamuh), yang antara lain: Ali ‘Imran ayat 19, Yunus
ayat 99, an-Nahl ayat 125, al-Kahfi ayat 29 dan al-Mumtahanah ayat 8-9.
Elemen paling penting dalam memahami tentang keharusan bertoleransi
dalam kehidupan masyarakat adalah mengikuti sikap dan perilaku yang
sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, semasa hidupnya.?** Salah satu
contoh toleransi yang diajarkan Nabi Muhammad adalah pada saat
penaklukan Makkah yang dilakukan umat Islam di bulan Ramadhan.
Makkah perlu ditaklukkan setelah 21 tahun dijadikan pusat orang-orang
musyrik. Pada saat umat Islam mengalami euforia atas keberhasilannya,
sebagian sahabat memekikkan slogan “al-yaum yaum al-malhamah . Slogan
ini dibuat sebagai upaya balas dendam mereka atas kekejaman orang-orang
musyrik Makkah terhadap Umat Islam. Hal ini engan cepat diantisipasi oleh
Nabi dengan melarang tersebarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan
slogan “ al-yaum yam al-marhamah”, sehingga penaklukkah Makkah dapat
terwujud tanpa harus terjadi insiden berdarah.*?

Dalam pendekatan sosial, politik dan budaya, istilah toleransi
merupakan simbol kompromi beberapa kekuatan yang saling tarik-menarik
atau saling berkonfrontasi untuk kemudian bahu-membahu dan bekerja sama
untuk memperjuangkan kemaslahatan dan kepentingan bersama. Toleransi
itu adalah kerukunan sesama warga Negara dengan saling menenggang
berbagai perbedaan yang ada di antara mereka. Dengan sikap toleran,

%0 Adeng Muchtar Ghazali, “Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam (Studi
Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia),” dalam Analisis, Volume XIII, Nomor 2,
Desember 2013, h. 284.

#1 Almasdi Rahman, Toleransi dalam al-Qur’an,” dalam http://www.mail-
archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03522.html, diakses pada hari Rabu tanggal 17
Maret 2010.

292 Said Agiel Siradj, “Meneguhkan Islam Toleran”, dalam Republika, 14 April 2007.
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keamanan, keharmonisan dan keutuhan sosial dapat terwujud.**

D. Perbandingan Antara Demokrasi Barat dengan Nilai-Nilai
Demokrasi dalam Al- Qur’an:

1. Persamaan antara Demokrasi Barat dengan Nilai-nilai Demokrasi
dalam al-Qur’an

Persamaan antara demokrasi Barat dengan nilai-nilai demokrasi
dalam al-Qur’an dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Adanya pengangkatan dan pemilihan serta pertanggungjawaban kepala
Negara. Kalau diperhatikan tentang dasar Negara, kedudukan rakyat, dan
pengaruh-pengaruh suara dan keinginannya maka akan ditemukan
persamaan dari segi politik antara Islam dan tata aturan yang demokratis,
bahkan urusan penting dan sifat utama demokrasi dilengkapi oleh
Islam.?*

b. Kalau yang dimaksudkan demokrasi sebagaimana yang dikatakan
Lincoln, pemerintahan rakyat, dengan perantaraan rakyat dan untuk
rakyat, maka yang tersebut ini terdapat dalam Islam dengan cacatan
bahwa hak rakyat di dalam Islam harus dipahamkan searah yang
dikehendaki oleh Islam sendiri.

c. Jika yang dikehendaki dengan demokrasi adalah prinsip-prinsip politik
atau kemasyarakatan, seperti prinsip persamaan di hadapan hukum dan
pemerintahan, kemerdekaan berpikir, kebebasan dalam berpendapat,
kemerdekaan beragama, dan keadilan sosial. Dari sudut lain, apabila
harus terjamin hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan kemerdekaan, hak
bekerja, maka dengan tidak ragu-ragu segala prinsip-prinsip itu dijamin
sepenuhnya oleh Islam (dalam al-Qur’an)

d. Jika yang dikehendaki dengan demokrasi bahwa tata aturannya, ialah
memisahkan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain, seperti
kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka hal ini nyata benar dalam
perintah Islam. Kekuasaan legislatif yang dikenal dengan “sulthah
tasyri’iyah” dalam Islam adalah kekuasaan terpenting dalam dunia
demokrasi. Karena kekuasaan ini berada di tangan rakyat sebagai satu
kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan Negara. Kepala Negara sebagai
pelaksana harus tunduk di bawahnya dan tidak dapat berbuat banyak
melampaui batas-batas kewenangannya tanpa sepengetahuan badan
legislatif. Dalam ketatanegaraan Islam, sultha% tasyri’iyah merupakan
sumber dari segala macam siyadah yang ada.?*®

2% Adeng Muchtar Ghazali, “Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam (Studi
Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia)”..., h. 290.

24 Ahamd Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, Demokrasi Dalam Perspektif
Islam, Jakarta: Pedoman Iimu Jaya, 2005, h. 137-138.

25 Ahamd Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, Demokrasi Dalam Perspektif



227

2. Perbedaan antara Demokrasi Barat dengan Nilai-nilai Demokrasi
dalam al-Qur’an

Merupakan suatu kesalahan jika demokrasi Barat dan nilai-nilai
demokrasi dalam Islam adalah serupa, padahal antara keduanya terdapat
perbedaan yang sangat substansial. Paling tidak ada tiga perbedaan penting
antara demokrasi Barat dan nilai-nilai demokrasi dalam al-Qur’an, yaitu:

Pertama, demokrasi modern yang terkenal di dunia Barat
menghendaki bangsa yang warga negaranya dibatasi oleh batas-batas
geografi, yang hidup dalam satu Negara, anggota-anggotanya diikat oleh
persamaan darah, jenis, bahasa, dan adat istiadat. Jelasnya, demokrasi tidak
terlepas dari prinsip kebangsaan yang menimbulkan kefanatikan kepada
bangsa sendiri.?*® Demokrasi Barat memandang manusia sebagai makhluk
yang mempunyai nilai sendiri yang originer. Sistem ini menyelenggarakan
konsepsinya berdasarkan paham liberalisme dengan mengutamakan apa yang
disebut kebebasan-kebebasan individu. Karena itu ia harus diberi
kesempatan untuk mengembangkan pribadinya, untuk itu ia diberi
kebebasan. Dengan kebebasan itu maka kepada manusia diserahkan untuk
menyempurnakan dirinya sendiri.?®’

Demokrasi Barat di dalam mencari kebenaran berpendapat bahwa
kebenaran mutlak tidak dapat diperoleh, yang ada hanyalah kebenaran
relatif. Untuk mencapai kebenaran relatif ini diperlukan pertukaran pikiran,
di mana setiap orang dapat secara bebas mengemukakan pendapat atau
pendiriannya. Keputusan yang dihasilkan oleh diskusi itu didasarkan kepada
jumlah suara terbanyak, yaitu setengah jumlah suara ditambah satu.”®® Jadi
tujuan dari demokrasi Barat adalah penyempurnaan manusia manusia dicapai
dengan cara diskusi.

Di dalam al-Qur’an tidak mengenal hal-hal yang dikehendaki dalam
demokrasi Barat yang diikat oleh kesatuan tempat, darah, dan bahasa.
Semuanya dipandang sebagai pengikat-pengikat yang sekunder, tetapi
pengikat-pengikat yang pokok adalah kesatuan akidah. Semua orang yang
menganut akidah Islam, dari jenis mana, warna apa, dan tanah air yang
mana, maka ia termasuk anggota di dalam Negara Islam. Diutusnya nabi
Muhammad ke dunia ini bukan diperuntukkan bagi suatu bangsa tertentu,

Islam...,h.138.

2% T M. Hasbi ash-Shiddieqy, llmu Kenegaraan Dalam Figih Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1971, h. 132.

7 Rusdi Khairani, Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan Yang
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Keluarga UPN Veteran, 1988, h.15
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tetapi bagi semua bangsa yang tidak memandang jenis, suku, dan bahasa.
Firman Allah dalam surah al-Anbiya’/21 ayat 107,

A0 VU.LALAH.;&JY\JLAMJ\LAJ
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadl) rahmat bagi
semesta alam. (QS. al-Anbiya’/21:107)

Ayat di atas mengacu keuniversalan risalah Nabi Muhammad SAW.
bagi segenap manusia yang hidup di dunia ini, tanpa memandang kepada
warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Berarti Islam tidak dibatasi dan diikat
oleh ikatan kesamaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa adalah sebagai
realisasi firman Allah
u\ \jsjud;ﬁjbﬁuesuuju_u\jﬁqwesuhu wungj\u

VY )m(uh: \u\esmm\m(&;\
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.(QS. al-Hujurat/49:13).

Ayat di atas mempunyai indikasi bahwa perbedaan suku bahasa dan
bahasa serta Negara, bukanlah ukuran bagi kemuliaan suatu bangsa.
Kemuliaan seseorang, kelompok, suku, dan bangsa terletak kepada ketak-
waannya kepada Allah SWT. ini membuktikan adanya perbedaan mendasar
antara demokrasi Barat yang selalu terobsesi oleh ikatan-ikatan yang justru
mengaburkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebab terbentuknya sistem
demokrasi ini diikat oleh kesatuan geografi, warna kulit, suku, dan bangsa
serta bahasa. lkatan-ikatan ini dalam pandangan al-Qur’an merupakan
hambatan yang kelak akan menghancurkan manusia sendiri, mengingat
sejarah zaman jahiliah yang diliputi dekadensi moral dan peperangan terus
menerus sebagai akibat dari perasaan gengsi dalam mempertahankan status
sosial atas suku, bangsa, dan bahasanya. Sebenarnya apa yang mereka
pertahankan itu adalah hal yang bersifat sekunder belaka. Karena mereka
tidak mempunyai pedoman dan pegangan tetap dalam hidup, maka aturan-
aturan yang ada selalu berubah mengikuti perubahan pemikiran manusianya.
Tidak demikian dalam pandangan al-Qur’an, meskipun terdiri dari berbagai
suku, bahasa dan bangsa yang satunya berbeda pula warna kulitnya tetap
akan selalu konsisten dalam menjalan aturan-aturan syariat Islam. Hal ini
dipertegas firman Allah dalam surah al-Anbiya’/21 ayat 92, _ ,

Yy UJJ.K;\A PSJJ h\_j ah\j :\.2\ (,S.m\ cJA u\
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang
satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku. (QS. al-
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Anbiya’/21:92)

Kedua, tujuan demokrasi Barat, baik yang modern ataupun demokrasi
kuno, adalah maksud keduniaan belaka. Demokrasi Barat hanya bermaksud
mewujudkan kebahagiaan bangsa, yaitu seperti menyuburkan kekayaan atau
memperoleh keagungan dalam masalah perang.”®® Pandangan ini dapat
dibuktikan dengan beberapa ungkapan tentang paham demokrasi sejak
zaman Yunani kuno yang dipelopori ‘Socrates’ seorang ahli filsafat yang
mengatakan, bahwa: “Negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh
manusia untuk kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan,
tetapi hendaklah Negara itu melaksanakan hukum-hukum yang adil dan
untuk kepentingan umum.”3%

Pemahaman di atas menggambarkan bahwa tujuan Negara dalam
sistem demokrasi Barat adalah semata-mata hanya untuk kesejahteraan
masyarakat secara duniawi. Hal ini berbeda dengan Nilai-nilai yang
terkandung dalam al-Qur’an. Dalam Islam nilai-nilai yang sangat menonjol
perbedaannya adalah ia lebih bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan
kepentingan umat yang bersifat keduniaan, namun lebih dari itu Islam
bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan di masa mendatang pada
kehidupan yang selanjutnya, yaitu kebahagiaan akhirat.

Ketiga, kekuasaan umat atau rakyat dalam demokrasi Barat adalah
mutlak. Umat itulah yang mempunyai siyadah atau majelis yang
dibentuknya yang berhak membuat undang-undang atau membatalkannya.
Ketetapan yang dikeluarkan oleh majelis ini, menjadi undang-undang yang
harus dilaksanakan, wajib ditaati walaupun berlainan dengan undang-undang
akhlak demi ketinggian bangsa atau untuk menguasai pasaran dunia. Ciri-ciri
pokok demokrasi Barat, menurut Hazairin, adalah demokrasi ini memberikan
kekuasaan kepada si kuat dan si kaya, sehingga perbedaan antara yang
berkuasa dan yang dikuasai menonjol ke depan berupa memecah kesatuan
hidup berpartai-partai dan pertandingan adu tenaga antara partai-partai itu.>*
Apabila antara partai telah mengabaikan tata aturan yang bertujuan
menciptakan kemaslahatan bersama, maka tidak ada harapan bagi Negara
untuk menggantungkan hidup pada partai-partai tersebut. Keberadaan partai-
partai hendaknya dijadikan saranan untuk mencapai cita-cita bangsa dan
Negara. Karena pergerakan rakyat akan lebih termotivasi dan terarah jika
pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan
aspirasinya melalui para wakil yang menduduki kursi kepartaian. Kedudukan
mereka merupakan lambang perwujudan rakyat secara keseluruhan, dan

299 T M. Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan Dalam Figih Islam..., h. 133.

%0 Rusdi Khairani, Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan..., h. 11.

%01 Hazairin, Demokrasi Pancasilan, Jakarta: Titamas, 1973, h. 22.
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suaranya adalah konsensus umat yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat. %2

Berbeda dengan Islam, kekuasaan umat dalam Islam (yang
bersumber dari al-Qur’an) tidak bersifat mutlak sebagaimana kekuasaan
dalam demokrasi Barat. Salah satu alasan logis tidak adanya kemutlakan
kekuasaan bagi umat atau rakyat disebabkan oleh batasan syariat Islam yang
tidak memperkenankan rakyat atau umat bertindak keluar batas undang-
undang yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis atau sunah. Ini semua
dimaksudkan agar keutuhan persatuan dan kesatuan terjamin dan dapat
dipertahankan hingga pada batas yang tidak tertentu. Allah SWT dalam hal
ini menyerukan kepada umat manusia agar tetap bersatu dan selalu
bergantung kepada-Nya. Firman Allah, ..
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada talz (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai... ”(0S. Ali ‘Imrani3:103).

Dan d,alam ayaf lain Allah berflrman
}}@J d.ﬂj\j g_al_u.ﬂ\ e.%;lA L A:u U“‘ UAL\;\) \)5)9.1 u.mﬂs \).1)54 ‘)U

V.0 ;:\.[ac Cilde
“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka
ltulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” (QS. Ali

‘Imradnl/3:105)

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa prinsip demokrasi Barat
adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, maka semua kebijakan dan
keputusan yang dikeluarkan oleh badan legislatif dianggap mencerminkan
kehendak umum dari semua rakyat.

Praktik demokrasi di negara-negara Barat kini rata-rata didasarkan
atas sistem liberal, di mana individu dijadikan mata pusaran segala
kehidupan sosial. Setiap individu bebas menentukan sikapnya dalam segala
hal sepanjang tidak mencederai aturan yang berlaku. Kebebasan hanya
dibatasi oleh kebebasan orang lain. Demikian pula demokrasi di Barat
didasarkan atas faktor mayoritas-minoritas, sehingga seorang muslim
Perancis, Roger Garaudy®®® menyatakan, demokrasi tipe Barat adalah,
demokrasi yang individualistis, kuantitatif, dan statistik dengan cara
perwakilan atau pembelian. Islam tidak pernah mengajarkan demokrasi
model Barat. Nafas demokrasi menurut ajaran Islam adalah musyawarah,

%02 Rusdi Khairani, Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan..., h. 12.

%3 Roger Garaudy, Janji-Janji Islam, saduran Rasyidi HM, Jakarta:Bulan
Bintang,1982, h.49.
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bukan hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi hikmah kebijaksanaanlah
yang menuntutnya dan disinari oleh petunjuk Ilahi.***

Umat Islam boleh menyebut demokrasi sebagai sesuatu hal yang
bersifat manusiawi, menyeluruh (internasional), religius, etis, spiritual, dan
material sekaligus, atau boleh juga sifat-sifat ini dipadukan menjadi satu
dengan menyebutnya sebagai demokrasi Islam.3®

Keempat, perbedaan terkait kedaulatan rakyat. Dalam konsep Barat,
kedaulatan rakyat diterjemahkan dengan diwujudkannya hak-hak politik dan
kebebasan sipil, serta dalam skala yang beragam, dan dikurangnya campur
tangan pemerintah dalam persoalan privat.*® Satu hal lagi yang
membedakan konsep Barat tentang demokrasi dengan konsep Islam adalah
kurangnya penekanan aspek spiritual dalam konsep Barat, maka demokrasi
Islam tidaklah berkesesuaian dengan tata aturan Barat. Demokrasi dalam
pandangan Islam adalah demokrasi yang berperikemanusiaan, yang
universal, keagamaan, ke-akhlakiyaan, keharmonisan, dan kebendaan atau
dengan istilah lebih pendek “demokrasi Islam”. *’ Singkatnya, sistem
demokrasi dalam Islam didasarkan pada tiga prinsip, yaitu tauhid, risalah,
dan kekhalifahan, maka dengan ketiga prinsip itu penjelasan tentang
demokrasi dalam Islam akan disentuh. Kaum muslim dari semua tradisi
bersepakat bahwa tauhid merupakan konsep inti iman, tradisi, dan praktik
Islam. Meskipun mungkin diungkapkan dengan berbagai cara yang berbeda-
beda, tauhid, jika didefinisikan secara sederhana berarti keyakinan dan
kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan konsekuensinya adalah
bahwa di dalam inti sari pengalaman keagamaan Islam, hadirlah Tuhan yang
Maha Esa yang dengan kehendak-Nya memberikan aturan dan petunjuk bagi
kehidupan selurun manusia. Dengan berpijak pada dasar ini, dalam
pengertian filosofi politik, aum muslim menegaskan bahwa hanya ada satu
kedaulatan, yaitu Tuhan.*%

%4 Mohammad Sjafaat, Demokrasi dan Ajaran Islam. Bandung: Sulita, 1963, h. 43.

%5 Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, terjemahan
Muhammad Abdul Ghoffar. Bandung : Mizan.1996, h. 201

% Ahamd Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, Demokrasi Dalam Perspektif
Islam..., h. 47-48.

%7 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, llmu Kenegaraan Dalam Figih Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1971, h. 142.

%8 Muhammad Nasir Badu, “Demokrasi dan Amerika Serikat Democracy and the
United States of America,” dalam Jurnal The PoliTics: Jurnal Magister IImu Politik
Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, January 2015 h. 17.



BAB V
KONSEP DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM
PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA DI FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

A. Konsep Kurikulum Program Studi llmu Hukum
1. Kurikulum Prodi llImu Hukum dan Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah)

Ditinjau dari asal katanya kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang
mula-mula digunakan bidang olahraga yaitu kata curre yang berarti jarak
tempuh dalam berlari yang merupakan salah satu kegiatan atau lomba
olahraga ada Jarak yang harus ditempuh melalui start sampai finish. Jarak
mulai start sampai finis ini disebut curere titik dengan asal kata bahasa
Yunani tersebut kemudian diimplementasikan dalam pendidikan khususnya
kurikulum.!

Secara etimologis istilah kurikulum (curriculum) berasal dari bahasa
Yunani curir yang artinya dipelajari dan carere yang berarti tempat berpacu.
Secara terminologis istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah
mata pelajaran di tingkat sekolah dasar, menengah atau mata kuliah di
perguruan tinggi yang harus atau diselesaikan oleh peserta didik yang

! Subandiah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1996), cet. ke-2, h. 3.
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merupakan subjek dalam pendidikan untuk mendapatkan ijazah.

Secara garis besar istilah kurikulum dapat ditafsirkan dalam berbagai
pengertian, dapat ditafsirkan dari segi input, proses, dan output.® Pengertian
kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial
(isi material) yang disusun secara ilmiah baik di dalam ruang pembelajaran
maupun di luar ruang pembelajaran untuk mencapai pendidikan.”

Pengertian kurikulum yang lebih luas lagi yaitu tema kegiatan dan
pengalaman belajar serta segala sesuatu yang berpengaruh terhadap
pembentukan pribadi peserta didik baik di lingkungan pendidikan maupun di
luar lingkungan pendidikan formal atau tanggung jawab lembaga pendidikan
untuk mencapai tujuan pendidikan. Segala sesuatu yang dimaksud di sini
merupakan kaidah kurikulum misalnya fasilitas yang aman, bersih, indah,
dan berpandangan.”

Jhonson menjelaskan, pengalaman hanya akan muncul apabila terjadi
interaksi antara peserta didik dengan lingkungan mahasiswa dengan ling-
kungan. Penulis kurikulum banyak menggambarkan atau mengantisipasi
hasil dari pembelajaran.®Menurut Hilda, kurikulum berkenaan dengan
cakupan tinjauan isi dan materi pembelajaran kursif penulis dan metode yang
lebih luas atau lebih umum.” Kurikulum baik kurikulum dasar pendidikan
menengah atau pendidikan tinggi merupakan perwujudan atau penerapan
teori teori pengembangan para ahli kurikulum. Bidang cakupan teori atau
bidang pembelajaran kurikulum meliputi kurikulum, penentuan kurikulum,
pengembangan Kkurikulum, desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi
kurikulum.® Apabila kurikulum dipandang sebagai alat untuk mencapai
tujuan pendidikan, maka kurikulum dalam kedudukannya harus memiliki
sifat antisipatori bukan hanya sebagai repostial. Hal ini berarti bahwa
kurikulum harus dapat mewakili kegiatan masa yang akan datang tidak
hanya melaporkan keberhasilan peserta didik yang menjadi subjek
pendidikan kursif penulis.’

Kurikulum merupakan aspek yang menentukan (paling sedikit) dapat
meramalkan hasil pembelajaran yang diharapkan). Selain kurikulum dengan
tujuan, kurikulum juga berkaitan dengan hasil peserta didik yang dapat

2 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 2011, cet. pertama, h. 2.

® Oemar Malik, Dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2012, cet. ke-7, h. 1.

% Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum..., h. 3.

> Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum..., h. 4-5.

® Nana Saadih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Bandung:
PT. Rremaja Rosdakarya, 1997, h. 5.

’ Nana Saadih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek...

® Nana Saadih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek...

® Subandiah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum..., h. 5.

, h. 6.
, h. 6.
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dicapai sesuai jenjang pendidikan agar implementasi kurikulum tidak

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kurikulum. hal

ini kurikulum menjelaskan materi yang harus dipelajari oleh peserta didik
untuk mendapatkan ijazah kursif penulis.*

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan
pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran
pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan
hukum dasar yang merupakan bentuk atau jenis peraturan perundang-
undangan tertinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan falsafah negara Pancasila yang keduanya menggambarkan
pandangan hidup suatu negara. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara
banyak ditentukan oleh suatu sistem kurikulum yang dipergunakan melalui
kurikulum pendidikan tingkat dasar sampai kurikulum tingkat tinggi.
Apabila terjadi sistem ketatanegaraan dan perkembangan ilmu pengetahuan
kursi penulis maka akan dilakukan perubahan sistem pemerintahan dan
sistem pendidikan bahkan sistem kurikulum yang berlaku. Kurikulum adalah
soal pilihan (curiculum is a matter of choice). Pemilihan itu biasanya
dilakukan oleh orang yang berkuasa, pemerintah memimpin suatu lembaga
perguruan tinggi kursif penulis.**

Salah satu isi kurikulum sebagai suatu rencana adalah bahan yang
akan disiapkan di perguruan tinggi adalah materi pembelajaran. Kurikulum
sebagai rencana pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral
dalam seluruh kegiatan pendidikan mendukung proses pelaksanaan dan hasil
pendidikan.*?

Menurut Johnson dan kawan-kawan beberapa pakar kurikulum
menjelaskan bahwa tidak dipandang sebagai aktivitas, namun difokuskan
secara langsung pada berbagai hasil pembelajaran yang diharapkan (extended
learning out comes). Hal ini berarti penekanan perubahan cara pandang
kurikulum dari kurikulum sebagai alat atau dari menjadi kurikulum sebagai
tujuan akhir yang akan dicapai.™

Menurus S. Sukmadinata, prinsip kurikulum meliputi:

a. Perlu penjabaran tujuan pendidikan Kurikulum dan pembelajaran kepada
hasil belajar khusus dan sederhana. Makin umum suatu hasil belajar
dirumuskan semakin sulit menciptakan pengalaman belajar.

b. Isi bahan pembelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan
keterampilan.

c. Unit kurikulum harus disusun dalam urutan logis dan sistematis. ketiga
aspek pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor harus diberikan

19 Subandiah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum..., h. 5.

11 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum..., h. 2.

12 Nana Saadih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek..., h. 38.
3 Oemar Malik, Dasar Pengembangan Kurikulum..., h.6.
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secara simultan dalam urutan pembelajaran.*
Dasar hukum pembelajaran kurikulum di Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta :

a.
b.

C.

d.

Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peratur’an Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI).

Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 49

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pedoman

Pengembangan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pengembangan kurikulum perguruan tinggi berbasis standar nasional

pendidikan dasar hukumnya:

a.

b.
C.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
Peraturan Pemerintahan Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelum membahas kurikulum Program Studi di fakultas syariah dan

hukum uraikan visi dan misi Fakultas syariah dan hukum.

Visi fakultas syariah dan hukum: Unggul dalam integrasi ilmu

syariah dan hukum berdasarkan perspektif kelslaman keindonesiaan dan
kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2018. Misi Fakultas
syariah dan hukum:

a.

Menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu syariah dan hukum yang
bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan transformasi sosial
dan peningkatan daya saing bangsa.

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu syariah dan hukum
dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh berintegrasi
dan akuntabel.

Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran bidang ilmu syariah dan
hukum yang terintegrasi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi
Meningkatkan kualitas penelitian ilmu syariah dan hukum yang
bermanfaat bagi masyarakat.

Memberikan landasan akhlak yang mulia bagi pengembangan dan

1 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum..., h. 39.
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penerapan ilmu syariah dan hukum di masyarakat.

f. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan
pengetahuan, kesadaran, dan Pengamalan syariah dan hukum.

g. Menguatkan sistem manajemen modern perguruan tinggi bidang ilmu
syariah dan hukum yang berorientasi pada prinsip transparansi,
meritokrasi, dan profesionalisme.

h. Mengoptimalisasi jaringan kerja sama baik dalam skala lokal nasional
maupun internasional terutama yang terkait dengan pendidikan dan
pengembangan ilmu syariah dan hukum.™

Kerangka Penyusunan Kurikulum 2014

Kurikulum yang dikembangkan oleh Program Studi dengan mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi dasar asosiasi/kelompok
profesi konsorsium keilmuan, dengan melibatkan dosen, alumni, pengguna
lulusan, pimpinan fakultas dan Universitas dilakukan beberapa tahap sebagai
berikut:

a. Visi Misi dan Tujuan Program Studi

Program Studi perlu merumuskan visi yang merupakan out come
yang akan dicapai secara jelas pada rentang waktu tertentu. Visi perlu
memenuhi Kriteria jelas, realistis, dan terukur serta adanya pelibatan
stakeholder internal dan eksternal/pengguna lulusan dalam penyusunannya.
Misi merupakan penjabaran operasional dari visi yang setidaknya meliputi
pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
bidang yang sesuai keahlian Program Studi. Hasil yang ingin dicapai oleh
Program Studi dalam hal output lulusan yang sejalan dengan kompetensi
utama Program Studi.

b. Profil Lulusan

Lulusan menggambarkan peran dan fungsi yang dapat dilakukan oleh
lulusan di masyarakat pengguna lulusan stakeholder terkait.

c. Standar Kompetensi Lulusan.

SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan standar kompetensi
lulusan meliputi:

1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal. Tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan
keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan.

2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam perumusan capaian

15 Buku Pedoman Akademik Program Strata 1 Tahun Akademik 2015/2016..., h. 192.
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pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan
standar isi pembelajaran standar proses pembelajaran standar penilaian
pembelajaran standar dosen dan tenaga kependidikan standar sarana dan
prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar
pembiayaan pembelajaran.
Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
a) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan menurut
KKNI dan SNPT.
b) Mencerminkan visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Empat elemen dalam capaian pembelajaran dalam capaian pem-

belajaran setidaknya terdapat beberapa aspek yang merupakan elemen kunci
yaitu:

a.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran pengalaman

kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang

terkait. setiap lulusan Program Studi harus memiliki sikap dan tata nilai

sebagai berikut:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama moral dan etika.

3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat
berbangsa bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa/menjadi warga negara yang baik dan partisipatif.

5) Menghargai keanekaragaman budaya pandangan agama dan
kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan.

7) Tata hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

8) Menginternalisasi nilai-nilai norma dan etika akademik.

9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahlian secara mandiri.

10) Menginternalisasi ~ semangat  kemandirian  kejuangan  dan
kewirausahaan.
Elemen sikap ini berlaku untuk semua jenjang baik program sarjana

magister, maupun doktor.

b.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep teori, metode, dan/atau
falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui
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penalaran Dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa
penelitian dan garis miring atau pengabdian kepada masyarakat yang
terkait pembelajaran. setiap lulusan program memiliki pengetahuan yang
dirumuskan sesuai dengan profil yang telah ditetapkan.

c. Keterampilan umum merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja
menggunakan konsep teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang
diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa dan atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

d. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program
Studi dengan mempertimbangkan masukan dari para pengguna lulusan
dan stakeholder terkait serta merupakan kesepakatan konsorsium atau
Program Studi sejenis.*®

Kurikulum KKNI di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah) 2014
a. Visi
Unggul dalam integrasi ilmu Hukum Tata Negara berdasarkan
nilai-nilai kelslaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan di kawasan Asia
Tenggara pada tahun 2018 dan internasional tahun 2026.
b. Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah)  yang  mengintegrasikan  keilmuan, kelslaman,
keindonesiaan dan kemanusiaan;

2) Melaksanakan kajian dan penelitian Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah) secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat
dan kemanusiaan;

3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga-
lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas
akademik yang berinteraksi dengan masyarakat;

4) Memberikan landasan moral terhadap pengembangan dan praktik
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) di masyarakat;

5) Menguatkan sistem manajemen Program Studi yang berorientasi pada
prinsip transparansi, meritokrasi dan profesionalisme;

6) Melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam
skala lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan
Hukum Tata Negara (Sivasah Syariyyah,).

c. Tujuan
Menghasilkan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum Tata

18 Buku Pedoman Akademik Program Strata 1 Tahun Akademik 2015/2016, h. 9-10
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Negara (Siyasah Syariyyah) yang memiliki kemampuan berikut:

1) Mampu menerapkan pengetahuan dan teori dalam bidang Hukum
Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) melalui penalaran ilmiah
berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif;

2) Memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang Hukum Tata
Negara (Siyasah Syar’iyyah) dan dalil-dalil syara'nya;

3) Mampu melakukan riset yang menggunakan prinsip-prinsip Hukum
Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) untuk memberikan alternatif
penyelesaian masalah di kedua bidang hukum itu;

4) Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan
dengan Hukum Tata Negara (Sivasah Syar’iyyah) Kepada
masyarakat;

5) Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan
dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) dan dapat
beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;

6) Bersikap positif, empati, dan toleran dalam melaksanakan profesinya.

d. Profil Lulusan dan Deskripsinya

Tabel 5.1
Profil Lulusan dan Deskripsi
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar iyyah)

No. | Profil Deskripsi Profil Lulusan
1 | Ahli hukum Tata | Mampu mengidentifikasi masalah-masalah
Negara ketatanegaraan.
Mampu  mendeskripsikan  peraturan-peraturan
ketatanegaraan.

Mampu menganalisa masalah-masalah tersebut
dengan peraturan yang ada.

Mampu merumuskan opini/pendapat hukum terkait
ketatanegaraan.

2 Hakim Mampu menerima kasus-kasus hukum yang
diajukan oleh masyarakat.

Mampu memeriksa kasus-kasus hukum tersebut baik
secara administratif maupun normatif.

Mampu memberi pertimbangan kasus-kasus hukum
yang diajukan dengan peraturan yang ada.

Mampu  menganalisa  kasus-kasus  tersebut
berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan yang
ada.

Mampu membuat keputusan terhadap kasus-kasus
hukum tersebut sesuai dengan peristiwa hukum dan
peraturan yang ada baik yang tertulis maupun yang
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No. | Profil Deskripsi Profil Lulusan

tidak tertulis.

3 Legal Drafter Mampu mendeskripsikan peraturan perundang-
undangan dan hierarkinya.
Mampu mendesain naskah akademik dalam
perancangan peraturan perundang-undangan
Mampu merancang undang-undang yang sesuai
dengan analisis legal, tata bahasa dan bersesuaian
dengan peraturan lainnya.

4 Penasihat Hukum | Mampu  memberikan  jasa  konsultasi  dan

pendampingan hukum melalui jalur litigasi.

Mampu memberikan jasa konsultasi hukum melalui
jalur non litigasi.

Kurikulum KKNI di Program Studi limu Hukum 2014

a. Visi

Unggul dalam Integrasi ilmu Hukum Berdasarkan Nilai-nilai Ke-

Islaman. Keindonesiaan, dan Kemanusiaan di Kawasan Asia Tenggara
pada Tahun 2018 dan Internasional pada Tahun 2026.
b. Misi

1)

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang
mengintegrasikan kelslaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan;

2) Mengembangkan ilmu hukum dalam rangka pembangunan hukum
nasional melalui penelitian dan pengabdian masyarakat;

3) Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berkeadilan melalui
pengabdian masyarakat;

4) Menyelenggarakan good governance dalam pengelolaan Program
Studi;

5) Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan Lembaga
Negara, / Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah baik dalam
maupun luar negeri;

6) Memberikan perhatian serius terhadap upaya implementasi hukum
khususnya bidang Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Bisnis dan
Praktisi Hukum dalam konteks kemoderenan.

c. Tujuan

1) Menghasilkan sumber daya manusia yang terintegratif memiliki

pemahaman yang luas dan integral baik teori maupun praktik Hukum
Positif dan Hukum Islam;

2) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya analitis dan
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kreatif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang
timbul di masyarakat;

3) Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan
advokasi dalam bidang Hukum Positif dan Hukum Islam;

4) Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan
kontribusi terhadap bangsa dan negara dalam rangka pembentukan
dan reformasi hukum di Indonesia.

d. Profit Lulusan dan Deskripsinya

Tabel 5.2
Profil Lulusan dan Deskripsi Program Studi llmu Hukum

No.  Profil Deskripsi Profil Lulusan

1 Legal Drafter Mampu membentuk peraturan perundang-undangan
dengan baik sesuai. dengan tata cara, prosedur yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
sah dan berlaku,

2 Hakim Mampu memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Khusus dan di Mahkamah Konstitusi.

3 Penasehat hukum | Mampu memberikan jasa berupa konsultasi hukum
baik litigasi maupun non litigasi kepada Kklien.
4 Jaksa Mampu sebagai penuntut umum vyaitu tindakan

penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepada
Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara
Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim di sidang pengadilan dan
pelaksana  putusan  pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap

Kurikulum MBKM 2021 Prodi Illmu Hukum

Visi:
Unggul dalam integrasi Ilmu Hukum berdasarkan Nilai-Nilai Keislaman,
Keindonesiaan, dan kemanusiaan di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun
2026

Misi:
a. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi bidang Ilmu Hukum dan syariah

yang bermutu dan relevan untuk mengembangkan keilmuan, transformasi
sosial, dan peningkatan daya saing bangsa;
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b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu hukum dalam
kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan
akuntabel;

c. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran bidang IImu Hukum
yang terintegrasi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;

d. Meningkatkan penelitian ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat;

e. Memberikan landasan akhlak yang mulia bagi pengembangan dan
penerapan ilmu hukum

f. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan ilmu hukum;

g. Menguatakan system manajemen moden perguruan tingggi bidang ilmu
syariah dan hukum yang berorientasi pada prinsip transparansi,
meritokrasi, dan profesionalisme;

h. Mengoptimalkan jaringan kerjasama baik berskala lokal, nasional
maupun internasional,

Tujuan:

a. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang
luas dan integrative, baik teori maupun praktek Hukum Positif dan
Hukum Islam

b. Mengasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya analitik dan
kreatif dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul di
masyarakat

c. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan advokasi
dalam bidang Hukum Positif dan Hukum Islam

Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan
kontribusi terhadap bangsa dan negara dalam rangka pembentukan dan
pembaruan hukum di Indonesia

Strategi:

Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka program
studi menyusun strategi pembelajaran yang memenuhi karakteristik sebagai
berikut:

a. Interaktif, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam
bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam
lingkungan belajar tertentu;

b. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir
yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan
kearifan lokal maupun nasional;

c. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhicapaian pembelajaran
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lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui
pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;

d. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta
lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah
ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi  nilai-nilai agama dan
kebangsaan;

e. Pembelajaran bauran, yaitu pendekatan pembelajaran yang memadukan
secara harmonis, terstruktur dan sistematis antar keunggulan
pembelajaran tatap muka dan daring;

f. Fokus pada pencapaian SKL/CPL;

g. Pemenuhan hak belajar maksimum 3 belajar di luar prodi sehingga
mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi
tambahan yang terkait dengan CPL Prodi.

h. Pengakuan Kredit dalam transkip dan surat keterangan pendamping
ijazah.

i. Berpusat pada mahasiswa,

University Core Values:

Core Values atau nilai-nilai inti adalah kumpulan nilai yang diyakini
dan dijiwai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan harus dijadikan sebagai
landasan moril dalam penyusunan kurikulum setiap program studi. Core
Values UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meliputi: knowledge, piety dan
integrity.

Knowlege mengisyaratkan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
menempatkan pencapaian pengetahuan sebagai kunci;

Piety dimaksudkan sebagai komitmen UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dalam mengembangkan kesalehan individual dan sosial civitas
akademika;

Integrity dimaksudkan sebagai strategi proses membangun karakter
civitas akademika yang berperadaban dan bermoral tinggi.

Profil Lulusan:

NO PROFILE DESKRIPSI

1. Penegak Hukum 1. Mampu memeriksa putusan dalam perkara
di Pengadilan

2. Mampu menganalisa putusan dalam perkara
di Pengadilan

3. Mampu membuat putusan dalam perkara di
Pengadilan

2. Praktisi Hukum 1. Mampu mengidentifikasi persoalan hukum
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NO

PROFILE

DESKRIPSI

(Konsultan
Hukum, Mediator,
Arbiter & kurator)

Mampu memberikan jasa pendampingan
atau advokasi

. Mampu memediasi pihak yang bersengketa
. Mampu mengadili & memutuskan perkara

sengketa bisnis/ekonomi

. Mampu menyelesaikan, membereskan

perusahaan yang dinyatakan failit

. Mampu memediasi pihak yang bersengketa

Penggiat Hukum
(Legal Drafter,
Legal Officer,
inhouse  lawyer,
Pengamat Hukum,
Peneliti Hukum)

. Mampu memeriksa naskah Peraturan

Perundangan

. Mampu menganalisis Peraturan

Perundangan

. Mampu membuat naskah Peraturan

Perundangan

. Mampu memeriksa persoalan hukum yang

terjadi di perusahaan

. Mampu menganalisis persoalan hukum

yang terjadi di perusahaan

. Mampu mengambil kesimpulan terhadap

persoalan hukum yang terjadi di perusahaan

. Mampu melaporkan persoalan hukum yang

terjadi di perusahaan kepada pengguna

. Mampu melakukan penelitian di bidang

hukum

Birokrat,
Diplomat,
Panitera pada
berbagai lembaga
peradilan,
Staf/Tenaga Ahli,
Legal Drafter pada
berbagai Intsansi
Pemerintah dan
Swasta

Staf Notariat pada
kantor Notaris
(Profil Tambahan)

. Mampu menganalisis masalah hukum dari

berbagai perspektif

. Mampu mengidentifikasi masalah hukum

secara komprehensif

. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan

persoalan-persoalan hukum




245

2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di Fakultas Syariah dan
Hukum

Sebagai tenaga profesional setiap tenaga pengajar di perguruan tinggi
dituntut untuk memiliki kemampuan tertentu agar mampu melaksanakan
sebaik-baiknya sebagai tenaga pengajar. Salah satu komponen yang harus
dimiliki oleh seorang tenaga pengajar dalam pendidikan disebut dengan
istilah kompetensi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut 11
perangkat kompetensi tentang pendidikan salah satunya adalah
merencanakan Jorogram pembelajaran yang disebut rencana pembelajaran
semester RPS.

Pendidikan di setiap jenjang perguruan tinggi jenjang dan sejenis
diselenggarakan berdasarkan kurikulum dan berpedoman pada rencana
pembelajaran semester mata kuliah."® Rencana pembelajaran semester
merupakan hal yang urgen dalam proses pembelajaran sebagai petunjuk dan
pedoman dalam proses pembelajaran.’® Tanpa rencana pembelajaran
semester proses pembelajaran kurang mempunyai arah dan tujuan, sehingga
tidak dapat mencapai atau sasaran yang direncanakan sebelumnya. seorang
tenaga pendidik sebelum melakukan pembelajaran harus membuat rencana
pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester merupakan
pendekatan sistem terdiri dari komponen di mana antara komponen yang satu
dengan komponen lainnya saling berkaitan.”

Salah satu komponen rencana pembelajaran semester adalah materi
pembelajaran. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai titik dalam menentu-
kan materi diperlukan penghayatan tentang isi, perumusan stakeholder
standar minimal yang dituntut, dan diberikan kepada peserta didik ditentukan
dengan waktu yang tersedia.”*

Dalam pembahasan rencana pembelajaran semester desain sistem
pembelajaran menurut model addie:

"I Nengah Sudiarta, “Upaya Penggunaan Rencana Pembelajaran Semester dalam
Proses Belajar Mengajar di FKIP Universitas Dewi Candra Denpasar”, Jurnal Kajian
Pendidikan Widyah Akhirat F Keep Dwi Chandra Maret 2016, h. 32.

'8 Bintang Petrus Sitepu dan Ika Lestari, Perspektif llmu Pendidikan, Vol. 32 April
2018, h43.

91, Nengah Sudiarta, Upaya Penggunaan Rencana..., h. 32.

20| Nengah Sudiarta, Upaya Penggunaan Rencana..., h. 34.

21|, Nengah Sudiarta, Upaya Penggunaan Rencana..., h. 36.
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Desain Sistem

Gambar 5.1
Pembelajaran Model Addie

ANALISIS | | DESIGN | | DEVELOPMENT | | IMPLEMENTION | | EVALUATION
3) Membuat 10) Melakukan
EREITES SO D 1T analisis & - ottt
Pembelajaran : Perbaikan :
1) Mengindentifikasi 4) Merumuskan 5) Mengem- 6) Mengem- 7) Memilih &
kebutuhan sub CPMK & bangkan bangkan mengem-
pembelajaran dan Indikator kinerja instrumen strategi bangkan materi
merumuskan CPMK hasil belajar mhs penilaian penilaian pembelajaran
berdasar CPL
11) Merancang & 9) Merancang & —
membuat evaluasi membuat evaluasi
2) Membuat sumativ formatif
analisis kebutuhan | | - TS i-----o-o

awal belajar mhs
sesuai konteksnya

EVALUASIFORMATIF

Tujuannya menjawab pertanyaan:

1. Apakah rancangan pembelajaran
(RP) berjalan sesuai dengan yang
telah direncanakan?

2. Apakah semua komponen RP
berfungsi efektif atau ada beberapa
yang memerlukan perbaikan?

3. Berdasarkan data monitoring
pelaksaan RP, dapatkah RP
diterapkan di tempat lain?

4. Apakah ada kejadian-kejadian
penting yang harus ditambahkan
dalam struktur RP?

EVALUASI SUMATIF
Tujuannya menjawab pertanyaan:
Seberapa besar mahasiswa mengusai materi yang diajarkan?

2. Seberapa besar telah terjadi perubahan sikap dan atau perilaku
mahasiswa?

3. Sejauhmana tujuan pembelajaran telah tercapai?

4. Apakah rancangan pembelajaran telah betul-betul dapat membuat

perbedaan kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti

pembelajaran?

S. Apakah RP dapat mencapai atau memenuhi kebutuhan yang telah
diidentifikasi dan tujuan pembelajaran?

6. Apakah kesenjangan yang ada sebagai hasil need assesment sudah
dapat diatasi?

7. Apakah kinerja mahasiwa sudah berada pada level seperti yang
telah ditetapkan dalam tujuan RP?
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Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 SN-DIKTI Standar Proses

Pembelajaran

Pasal 12

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam
rencana pembelajaran semester atau istilah lain

(2) RPS atau istilah lain diterapkan dan dikembangkan oleh dosen secara
mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

(3) RPS paling sedikit membuat:

a.

b.
C.

Nama Program Studi nama dan kode mata kuliah, semester, SKS,
nama dosen pengampu.

Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran
untuk memenuhi capaian

Pembelajaran lulusan yang terkait dengan kemampuan yang akan
dicapai.

Metode pembelajaran.

Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran.

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi
tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
Kriteria indikator, dan bobot penilaian, dan
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i. Daftar referensi yang digunakan.?

Standar proses pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 44
Tahun 2015 mencakup:

1. Karakteristik proses pembelajaran.
2. Perencanaan Proses pembelajaran.
3. Pelaksanaan proses pembelajara.
4. Beban Belajar mahasiswa.#>

Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 menjelaskan
proses pembelajaran didasarkan pada rencana pembelajaran semester yang
disusun setiap mata kuliah. Pasal 12 ayat (3) menjelaskan:

1. Nama Program Studi dan nama kode mata kuliah semester, SKS, nama
dosen pengampu.

2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.

3. Kemampuan lahir yang direncanakan pada tahap pembelajaran untuk
memenuhi CPL.

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.

5. Metode pembelajaran.

6. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk deskripsi
tugas yang akan dikerjakan mahasiswa selama satu semester.

7. Kiriteria, indikator, bobot penilaian, dan

8. Daftar referensi yang digunakan.?*

Dalam standar nasional pendidikan tinggi tidak ada ketentuan yang
menjelaskan bahwa rencana pembelajaran semester harus dibicarakan dan
disepakati dengan mahasiswa. Mengingat pendekatan pembelajaran di
perguruan tinggi berpusat pada mahasiswa, pendekatan orang dewasa maka
wajar kelas rencana pembelajaran semester yang telah dibuat oleh tenaga
pengajar dibicarakan dan disepakati dengan mahasiswa.?

Dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 dijelaskan rencana pembelajaran semester adalah proses
pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh
dosen sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi/seni dalam Program Studi rencana
pembelajaran semester dijadikan acuan oleh dosen dan mahasiswa dalam
proses pembelajaran dalam satu semester.

Berikut dijelaskan tahapan penyusunan rencana pembelajaran semes-
ter di perguruan tinggi:

%2 Kadis, Bimtek FSH UIN, h. 3.

% Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, Perspektif llmu Pendidikan..., h. 44.
% Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, Perspektif llmu Pendidikan..., h. 44.
% Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, Perspektif llmu Pendidikan..., h. 44.



Gambar 5.2
Tahapan Penyusunan Rencana Pembelajaran

Peran yang dilakukan oleh
lulusan di bidang
keahlian/bldang kerja tertentu
setelah menyelesalkan studi

Perlu belajar apa? Perlu kemampuan apa?
Bahan Kajlan (BK) Capaisn Pembelajaran
(Body of Knowledge) | =========s=ememan Lulusan (CPL/Prodi)
Baberapa CPL yang
Bahan Kajion [ @ <A ,,a.,’; MK
RPS

Evaluasi Penllalan Bobot Metode Mater| CP-MK
Proses & Hasill SKS Pambelajaran Pambalajaran
Belajar

PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

Hierarki Capaian Pembelajaran

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3
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Betapa penting dan strategisnya kedudukan rencana pembelajaran
semester dalam penyelenggaraan pembelajaran sehingga dapat tercapai
tujuan perkuliahan harus diketahui penggunaan rencana pembelajaran
semester oleh tenaga pengajar mata kuliah.?

Gambar 5.3
Perubahan Taksonomi Bloom
Change to Blooms

Noun To Verb From

% Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, Perspektif Ilmu Pendidikan..., h. 47.



251

Tabel 5.3
Domain Kogpnitif

Jenjang Contoh Kata Kerja

Mengingat (faktual)
(C1)

Mengenali, mendeskripsikan, menamakan, mende-
finisikan, memilih, membedakan, mengenali ...

Memahami (C2)

Mengklasifikasi, menjelaskan, mengikhtisarkan,
meramalkan, membedakan, menunjukkan, meng-
ubah, mengurutkan, menerangkan ...

Menerapkan/
mengaplikasikan
(C3)

Mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan,
menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan,
menyusun, menggolongkan, menggunakan, ...

Menganalisis (C4)

Menemukan perbedaan, memisahkan, membuat
diagram, estimasi, menarik kesimpulan, menyusun
urutan, menganalisis, mengategorikan, ...

Mengevaluasi (C5)

Menimbang, mengkritik, membandingkan,
memberi  alasan,  menyimpulkan, = memberi
dukungan, menilai

Berkreaski (C6)

Memodifikasi, mengubah, menciptakan, ...

Tabel 5.4
Domain Afektif

Jenjang Contoh Kata Kerja

Menerima (A1)

Memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi,
mendukung, menganut, mematuhi, menyenangi

Menanggapi (A2)

Menjawab, membantu, mengajukan, menyambut,
menyetujui, menampilkan, mempromosikan

Menilai (A3)

Meyakini, meyakinkan, memprakarsai, mengimani,
memperjelas, menekankan, mengusulkan, menyum-
bang

Mengelola (A4)

Mengubah, menata, mengklasifikasikan, mem-
bangun, mengombinasi, memadukan, merembuk,
mempertahankan

Menghayati (A5)

Menyikapi, mengubah perilaku, mempengaruhi,
melayani, menunjukkan, membuktikan,
menyelesaikan.
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Tabel 5.5
Domain Psikomotorik

Jenjang Contoh Kata Kerja

Peniruan (P1) Mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan,
mengatur, mengumpulkan, membangun, mengubah,
mereposisi, memperbesar/memperkecil.

Manipulasi (P2) Mengoreksi,  mendemonstrasikan,  merancang,
memilah, melatih, memperbaiki, menempatkan,
membuat, mencampur, mengisi

Artikulasi (P3) Mengalihkan, menggantikan, memutar, menarik,
memindahkan, memproduksi, mencampur,
mengoperasikan, mengemas, mesetting

Pengalamiahan (P4) | Mempertajam, membentuk, memadankan,
memulai, mensketsa, melonggarkan,

menimbangkan

3. Meteri Buku Ajar Figh Siyasah

Setelah dijabarkan tentang kurikulum dan RPS yang diterapkan di
UIN Jakarta sebagaimana di atas, maka dalam bagian ini penulis hendak
membahas salah satu materi yaitu tentang figh siyasah, sebagai contoh dari
salah satu materi dari RPS di atas.

a. Islam dan Negara

Akar kata Islam berasal dari kata arab yaitu al-islam "berserah diri
kepada Tuhan™ adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT.
Pengertian Islam secara harfiyah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih.
Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang
bermakna dasar “selamat” (salama). Al-Islam secara etimologi berarti alLasy)
(tunduk). Dalam al-Qur’an term Islam berasal dari kata yang terdiri dari tiga
huruf, yakni “s-I-m”. Dalam ungkapan arab, jika akar kata itu disambung
menjadi bentuk kosakata, maknanya berbunyi “salima”. Banyak makna bagi
akar kata “salima” ini®’ di antaranya adalah bermakna “selamat” dan
“bebas”.?

Jika dilihat dari segi etimologis, kata dasar ini mengalami perbedaan
dan perubahan makna dari makna awalnya. Di antara maknanya adalah
“merasa aman”, “utuh”, dan juga bermakna “integral”. Dari kata dasar ini

%" Mulyadi, “Konsep Islam dalam al-Qur’an Perspektifi Tekstual dan Kontekstual,”
dalam Islamuna, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018,h. 3.

% Atabik Ali, Kamus Al-'Asri: Arab Indonesia,Yogyakarta: Yayasan Ali Maskun,
1996, h.1080.
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dapat diturunkan berbagai bentuk kata cabang, jika kata dasar itu diubah
mengikuti kaidah-kaidah sharfiyah dan nahwiyah, kata”salima” dapat
berubah menjadi kata aslama”, ”istaslama”, ‘“sallama”. Kata Islam
merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata aslama ini. *°

Secara terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan Islam adalah
agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh
Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang
terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang
ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Wahyu yang
diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada
segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem
keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan
penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan,
sesama manusia, dan alam lainnya. Bertujuan: keridhaan Allah, rahmat bagi
segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri
atas akidah, syariat, dan akhlak. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang
merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-
wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah SAW.
Terminologi Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna.
Makna-makna tersebut ada kaitannya dengan sumber kata dari "Islam™ itu
sendiri. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "Sin", "Lam",
dan "Mim". Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar
yang sama dengan “Islam”, memiliki kaitan makna dengan Islam. Dari
situlah kita dapat mengetahui makna Islam secara bahasa. Jadi, makna-
makna Islam secara bahasa antara lain: al-Islam (berserah diri), as-salamah
(suci bersih), as-Salam (selamat dan sejahtera), as-Silmu (perdamaian), dan
Sullam (tangga, bertahap atau taddaruj).*

Begitu juga dengan negara, ia memiliki banyak pengertian di
kalangan para pakar sesuai dengan bidangnya masing-masing.®* Salah satu
definisi negara dikemukakan oleh Plato. Menurut pendapat Plato, negara
merupakan persekutuan hidup dalam suatu negara yang telah dibentuk semua
orang bersandar faktor penyebab seseorang bernegara karena manusia tidak
dapat hidup sendiri dan membutuhkan.*

Menurut Aristoteles, negara adalah kontinuitas keluarga/kumpulan
keluarga sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.
Menurut Roger H. Soltan, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur

 Mulyadi, “Konsep Islam dalam al-Qur’an Perspektifi Tekstual dan Kontekstual,”
dalam Islamuna, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018,h. 3.

* Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an,” dalam Jurnal Al-Ulum,
Vol. 11, No. 2, Desember 2011, h. 287.

%1 JM Paper, Filsafat Politik Plato, Jakarta: Rajawali Press, 1991, h. 57.

%2 JM Paper, Filsafat Politik Plato..., h. 59.
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atau mengendalikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Menurut J.
Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memilah
superiotas kewenangan yang bersifat memaksa terhadap individu atau
kelompok masyarakat. Konsep negara memiliki 2 (dua) pengertian yaitu
negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas negara berarti
kumpulan yang terdiri dari manusia yang berjumlah banyak dan mempunyai
pemerintahan, orang-orang yang berkuasa/menjabat dipilih sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Salah satu contoh
adalah Yunani. Dalam arti sempit negara adalah suatu nation state
sebagaimana dirumuskan dalam perjanjian wes platia. **

Masyarakat Islam tampil di pentas dunia £ 624 M. Ketika konsep
negara, bangsa atau nasional belum muncul, negara dalam Islam dijalankan
Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin beserta kaum muslimin awal
bukanlah suatu negara nasional, namun negara dalam arti luas, yaitu
masyarakat manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang diatur
berdasarkan Syari’at Islam dilaksanakan oleh Pemerintahan Islam. Dalam
perkembangannya Negara Islam Madinah telah dipraktikkan Nabi
Muhammad, Khulafaur Rasyidin mengalami refleksi dalam implementasi
Negara Islam adalah negara yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan
muslim, sifat negara tidak berubah. Negara Islam yaitu daerah yang di
atasnya diberlakukan peraturan Islam oleh karena itu orang yang hidup di
Negara Islam memperoleh keamanan juga ketenteraman.** Menurut M.
Syafi’i Maarif ada 2 (dua) alasan Al-Qur'an tidak mengatur persoalan negara
dan mengatur persoalan negara dan pemerintahan secara rinci, pertama Al-
Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia dalam hal ini Al-
Qur'an bukan merupakan kitab ilmu politik. Kedua institusi sosial politik dan
organisasi manusia selalu berubah.** Menurut Muhammad Asaad metode
politik dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi waktu hanya
dijelaskan secara global dan tidak terperinci.

Di antara pilar prioritas yang menjadi sandaran Nabi Muhammad
dalam program reformasi, pengorganisasian umat, negara, kekuasaan, dan
kontinuitas untuk menunjukkan tauhid dan berdasarkan Al-Qur'an. Mem-
bangun masjid dan menciptakan persaudaraan antara Muhajirin dan
Anshor.*

* Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta : UlI
Press, 2007, h. 207.

* Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan..., h. 51.

% Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam Masalah Kenegaraan, Jakarta : LP3ES, 1981, h. 16.

% Muhammad Asaad, Sebuah Kajian Tentang Pemerintahan Islam, Bandung:
Pustaka, 1985, h. 41.

¥ Ali Muhammad Ash-Sholabi, Negara Islam Modern Menuju Baldatun
Thoyyibatun wa Robbun Ghofur, Penerjemah Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka, Al Kutsar,
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Sesungguhnya persaudaraan didasarkan cinta kepada Allah SWT
adalah pilar-pilar paling kuat dalam hubungan umat Isam karena bergunanya
tidak akan lemah dan rapuh.*® o . L

Ao “ayaby (8 e b (g T gmiti Loy (ot Lo T geiti (Aa ST T ()
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang
kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali
‘Imran/3 : 92).

Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas memberikan motivasi kepada
kaum muslimin agar mereka betul-betul melakukan kebaikan dengan penuh
keikhlasan. Dari motivasi ini, kaum muslim semakin antusias untuk
mendapatkan kebaikan (al-bir) yang sempurna dengan menginfakkan harta
yang bagus dan dicintainya dengan rela hati sambil menantikan sesuatu yang
lebih besar dan lebih utama.® Salah satu sahabat yang antusias untuk meraih
kebaikan itu adalah Abu Thalhah. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan isnad
Abu Ishag Bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar Anas bin Malik
berkata, Abu Thalhah adalah orang anshar yang paling banyak hartanya, dan
harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha’ yang berhadapan
dengan masjid Nabawi. Nabi biasa masuk kebun itu dan minum airnya
dengan senang hati, kemudian turunlah ayat di atas.*

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan nilai-nilai ke-
manusia, yang dalam konteks ayat ini adalah pentingnya menafkahkan dan
membantu satu sama lain dan saling memberikan manfaat. Namun hal yang
dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak
meraih kebajikan (yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan dengan cara
yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar sebagian dari apa, yakni
harta benda yang kamu sukai. Jangan khawatir merugi atau menyesal dengan
pemberianmu yang tulus, karena apa saja yang kamu nafkahkan, baik itu
dari yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya
tentang segala sesuatu menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Dia
yang ezlfan memberi pahala untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat
kelak.

M.Quraish Shihab melanjutkan ulasannya dengan mengutip pendapat
Thabathaba’i dalam tafsirnya al-Mi-an, boleh jadi ayat di atas masih

Cetakan Pertama, 2017, h. 107.

% Ali Muhammad Ash-Sholabi, Negara Islam Modern Menuju Baldatun..., h. 111.

¥ sayyid Qutb, Fi Zhilal al-Qur’an, jilid, 3, Cairo: Manbarut Tauhid wa al-Jihad,
t.th, h. 105.

0 Sayyid Qutb, F7 Zhildl al-Qur’an, jilid, 3..., h. 105.

*1' M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, jilid
2, h. 150.
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ditujukan kepada Bani Isra’il, yakni setelah dalam ayat-ayat yang lalu
mereka dikecam akibat perhatian dan kecintaan yang demikian besar
terhadap kehidupan dunia dari harta dengan mengabaikan tuntunan agama, di
sini sekali lagi mereka dikecam bahwa, “Kalian berbohong ketika berkata
bahwa kalian adalah kekasih Allah dan pengikut para nabi atau orang-orang
yang bertakwa dan berbuat kebajikan, karena kalian sangat mencintai harta-
harta kalian yang baik dan kikir menafkahkannya, padahal kalian tidak akan
meraih kesempurnaan dalam kebajikan jika tidak menafkahkan apa yang
kalian sukai.”*

Penafsiran di atas memberikan pesan bahwa kebajikan mencakup
segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan
badaniah dan tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Dengan
demikian prinsip idealnya dalam ayat di atas dalam hubungan antara kaum
ansar dan muhajirin adalah adanya nilai-nilai kemanusiaan dan sosial berupa
keadaan masyarakat kota yang utama.*®

Nabi di Madinah membuat kesepakatan yang melibatkan pihak luar
masyarakat muslim di tempat baru dengan ancaman kafir Quraisy yang
membahayakan keberadaan masyarakat. Nabi Muhammad membuat
perjanjian dengan musyawarah.** Nabi Muhammad timbul dalam lingkungan
suku Quraisy yang mempunyai komunitas yang tidak pendek tentang praktik
musyawarah dan pengabdian kepada kepentingan yang lebih besar.*

Sejak berdirinya Negara Madinah berdasarkan Piagam Mitsaq al
Madinah, Nabi Muhammad bertindak sebagai kepala Negara, pejabat penting
dan sejumlah Gubernur yang mempunyai kekuasaan di wilayah Madinah.*
Semangat dasar perkembangan terhadap suku Quraisy adalah kebersamaan.
Adapun lawan kebersamaan adalah bercerai-berai Quraisy disebut penerapan
atau pembangunan formal untuk menjamin kerapian manajemen,
Muhammad mendirikan rumah musyawarah (Dar an-Nadwah) yang
dibangun menyatu dengan masjid. Muhammad dan para Sahabat tumbuh
bersama suku Quraisy diperlukan kreativitas yang besar dan sikap terbuka
terhadap keragaman masyarakat dan kemampuan manajemen yang tinggi.
Perilaku dan imajinasi Muhammad dan penerapannya tentang kepemimpinan
umat tidak dapat dilepaskan dari pengalaman subjektif tempat tumbuh.*’

Dengan slogan Islam din wa daulah, maka tidak ada perbedaan

“2 M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah..., h. 151.

® Ali Muhammad Ash-Sholabi, Negara Islam Modern Menuju Baldatun..., h. 113.

“ Komarudin Hidayat dkk, Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila,
Jakarta: Mizan, 2014), h. 25.

** Komarudin Hidayat dkk, Kontroversi Khilafah Islam..., h. 25.

* Mujas Ibnu Syarif, Keharmonisan Roda Figh Siyasah Politik Pemikiran Politik
Islam, Jakarta, Erlangga, 2007, h. 81.

" Komarudin Hidayat dkk, Kontroversi Khilafah Islam..., h. 26-27.
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antara agama Islam dan ketatanegaraan Islam. Pendirian Negara Islam
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan
Syariat Islam. Islam menjadi ideologi ketatanegaraan bagi masyarakat dalam
rangka yang lebih kongkret. Islam memerintahkan umat Islam mendirikan
negara dan mengimplementasikan berdasarkan sumber Islam. Nabi
Muhammad masih mengenang peristiwa konfederasi Fudul (hilf al-Fudul) di
mana Abdulah bin Jidan, anggota suku Quraisy antara lain Bani Hasyim dan
Bani Mutholib melakukan perjanjian akan membela orang-orang yang
dizalimi baik penduduk Makkah atau bukan penduduk Makkah.*®

Ajaran Islam yang diwariskan dan rekam jejak serta model
kepemimpinan Nabi Muhammad SAW baik di Makkah maupun di Madinah
telah menarik para sarjana politik dunia tidak terbatas pada intelektual
mulianya. Salah satu ukuran kebenaran Nabi Muhammad SAW terletak pada
ajaran yang dimuat dan dijaga oleh miliaran penduduk bumi dan masih
bertahan dari jaman ke jaman. Piagam Madinah adalah hal yang sangat
monumental. Misi Nabi Muhammad diterapkan dalam konteks masyarakat
Madinah.* Nabi Muhammad melakukan persiapan yang seharusnya untuk
hijrah dan tidak ada serangan yang mengetahui kepergian beliau saat pergi
kecuali Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Ash-Shiddig menjadi teman beliau
dan keluarga Ash-Shiddig melayani Rasulullah.®

Dalam menegakkan negara ada tiga prinsip yang dibangun oleh nabi
sebagaimana termuat dalam al-Qur’an, yaitu prinsip ta 'aruf, ma ruf, dan al-
gisth. Dengan tiga prinsip ini akan terpenuhi rasa keadilan masyarakat
Madinah yang beragama suku dan agama serta budaya. Ketiga prinsip yang
diterapkan Nabi Muhammad yang dituangkan dalam bentuk Piagam
Madinah itu tertara dalam al-Qur’an,™ yaitu dalam QS. al-Hujurat/49:13, Al
‘Imran/3: 104 dan al-Maidah/5:8.

Prinsip pertama, al-Ma’ruf. Dalam QS. al-Hujurat/49:13 Allah
berfirman,

&) T30 5 U esg;;,i ‘;_'u\j ﬁgwesm;u S Gl
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

*® Komarudin Hidayat dkk, Kontroversi Khilafah Islam..., h. 27.

* Komarudin Hidayat dkk, Kontroversi Khilafah Islam..., h. 132.

%0 Ali Muhammad Ash-Sholabi, Negara Islam Modern Menuju Baldatun..., h. 85.

*! Komarudin Hidayat dkk, Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila..., h.
133-134.
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takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya prinsip saling mengenal
satu sama lain. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam
lingkup negara Madinah, prinsip ini menjadi sesuatu yang niscaya, karena
akan tercipta kerukunan, kedamaian, saling membantu, dan kemudian
masyarakat akan mendapatkan rasa keadilan.

Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas menjelaskan tentang gagasan
persatuan umat manusia yang berbeda suku, jenis dan lainnya. Sebab
kehidupan dunia ini harus difungsikan untuk menata seluruh umat manusia
dengan jernih dan bersih dari dorongan hawa nafsu dan kesalahan serta
kesalahan yang disengaja.>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu ‘Asyur. Dalam
tafsirnya, Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa prinsip perkenalan dapat
dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, dari lapis bawah ke lapis atas, dari
satu keluarga dengan keluarga yang lain, dari satu golongan dengan
golongan yang lain, sehingga akan tercipta rasa persatuan, yang kemudian
akan berdampak pada rasa keadilan. Tidak ada yang lebih utama satu dengan
lainnya, semuanya adalah sama, dan harus diperlakukan dengan sama.*®

M. Quraish Shihab menjelaskan lebih rinci lagi tentang ayat di atas.
Menurutnya, ayat di atas diawali dengan sebuah pengantar bahwa adalah
pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya
sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain.
Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan
perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan. **

Menurutnya, prinsip yang paling penting dalam ayat di atas itu adalah
saling mengenal (ta’arufl). Kata ta‘arafu terambil dari kata ‘arafa yang
berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna
timbal balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal. Semakin kuat
pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk
saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling
mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan
pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi
dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat
saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerja sama

°2 Sayyid Qutb, F7 Zhilal al-Qur’an, terj. jilid 10..., h. 408.

% Ibnu ‘Asyur, Tahri wa at-Tanwir, jilid 26, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiah li anasyr,
2008, h. 259-260.

* M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, jilid
13, h. 260.
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tanpa saling kenal-mengenal. Saling mengenal yang digarisbawahi oleh ayat
di atas adalah “pancing”nya bukan“ikan”nya. Yang ditekankan adalah
caranya bukan manfaatnya, karena seperti kata orang, memberi “pancing”
jauh lebih baik dari pada memberi “ikan”.>®

Untuk itu, benar apa yang dikemukakan oleh Imam as-Sa’di dalam
Tafsirnya, Tafsir as-Sa’di, bahwa saling mengenal dari semua lapisan
masyarakat akan mengantarkan kepada sikap saling menolong, saling
membantu dan saling memenuhi hak-hak masing-masing, terutama hak-hak
kekerabatan dan kekeluargaan.®®

Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengenal sebagaimana
terungkap dalam QS. al-Hujurat/49:13 di atas, lita'arafu mengandung makna
yang dalam. Tidak sekedar saling mengenal, namun juga saling menghormati
dan memuliakan. Jadi kita tidak hanya harus saling mengenal dengan mereka
yang berbeda dengan kita, namun harus menghargai, menghormati, bahkan
harus saling memuliakan dengan mereka yang berbeda.”’

Prinsip kedua, al-ma raf. Ma raf artinya kebajikan, dan menjalankan
apa yang diperintahkan Allah dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad
SAW. Kata ma ruf, terdapat sebanyak 39 kali disebutkan dalam surah yang
berbeda, hal ini menandai bahwa ajaran amar makruf nahi munkar sangat
penting untuk ditegakkan dan dilaksanakan dalam Islam, sehingga mendapat
perhatian yang cukup besar di kalangan ulama dan tokoh-tokoh Muslim.®

Prinsip ini antara lain disebutkan dalam QS. Ali ‘Imran/3: 104,

Of ety Sl Oy il ) Geen Al e (S
o S NTAYL 43 ,;’o%,G’,;A“
Osalialy aa Sl gl 5 Suals
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung.

Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas menjelaskan tentang tugas
manusia, yaitu menegakkan yang makruf atau kebajikan. Dalam konteks

% M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur an, jilid
13, h. 262-263.

% Abdur Rahman Bin Nashir as-Sa’di, Tafsir as-Sa’di, Cairo: Maktabah al-Aiman,
t.th, h. 870.

*"Fachrul Razi,”Tak Sekedar Saling Mengenal, Menag: Lita'arafu, Bermakna Saling
Menghormati dan Memuliakan,” dalam https://kemenag.go.id/read/tak-sekedar-saling-
mengenal-menag-litaarafu-bermakna-saling-menghormati-dan-memuliakan-v5zap  diakses
pada tanggal 13 Maret 2022.

*® Badarussyamsi, dkk, “Amar Ma‘Rufnahimunkar:Sebuah Kajian Ontologis,” dalam
Jurnal Tajdid, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember2020, h. 273. Lihat juga Kusumadi dan
Zulhilmi Zulkarnain, “Makna Amar Ma’ruf nahi mungkar Menurut Muhammad Asad
Dalam Kitab The Message of The Qur‘anl,” dalam Jurnal Wardah, Vol.18, No.2, 2017, h.
96.
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negara, tugas pemerintah atau penguasa adalah untuk menegakkan manhaj
al-Qur’an, yaitu menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran.59
Namun, dakwah untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran
bukanlah tugas yang ringan dan mudah. Sebab mad’u orang yang diajak,
secara naluri itu bermacam-macam, ada yang memiliki kesenangan,
kecenderungan tersendiri, kepentingan, kesombongan dan kekejaman, ada
pemerintah yang kejam, masyarakat yang membenci, dan lainnya. Oleh
karena itu, menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran harus
dilakukan secara berjamaah (kolektif) dan bersaudara serta dengan bersatu,
agar tugas yang sulit itu dapat dilakukan dengan kasih sayang dan dengan
rasa persaudaraan. ®

Penafsiran Sayyid Qutb di atas sebenarnya untuk menyampaikan
bahwa penggunaan dua istilah yang beda itu menunjukkan keharusan ada
dua kelompok dalam Islam. kelompok pertama bertugas mengajak kebajikan,
dan kelompok kedua yang bertugas memerintah dan melarang. Kelompok
kedua ini tentulah memiliki kekuasaan di bumi. “Ajaran Ilahi di bumi ini
bukan sekadar nasihat, petunjuk dan penjelasan. Ini adalah salah satu sisi,
sedang sisi yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan memerintah dan
melarang, agar makruf dapat wujud, dan kemungkaran dapat sirna.
Keharusan adanya jamaah untuk menegakkan kebajikan dan kemungkaran
juga dikemukakan oleh Muhammad Mahmud Hijazi dalam tafsirnya at-
Tafsir al-Wadhih. Menurutnya ayat di atas mendorong umat Islam untuk
membentuk sebuah jamaah atau komunitas atau umat yang sistemik sagar
terhindar dari perselisinan dan perpecahan, sehingga lebih mudah untuk
menjalankan misi dakwah itu.®*

Menurut Fakhruddin ar-Razi, ayat di atas tidak mengharusnya adanya
jamaah dalam menegakkan kebaikan, memerintah pada kebajikan dan
mencegah kemungkaran. Hal ini ditegaskan dengan kata minkum. Min
berfaedah sebagian, maka dari sini dapat dipahami bahwa tugas tersebut
merupakan kewajiban bagi tiap-tiap individu dengan cara apa pun, baik
dengan tangan, lisan dan hati.®

Menurut Quraish Shihab, perlu dicatat bahwa apa yang diperintahkan
oleh ayat di atas- berkaitan pula dengan dua hal, mengajak dikaitkan dengan
al-khair, sedang memerintah jika berkaitan dengan perintah melakukan
dikaitkan dengan al-ma ‘nif sedang perintah untuk tidak melakukan, yakni
melarang dikaitkan dengan al-munkar. Ini berarti mufasir tersebut mem-

> Sayyid Qutb, Fi Zhildl al-Qur’dn, jilid 2, h. 124.

% Sayyid Quth, Fi Zhildl al-Qur’an, jilid 2, h. 125.

8 Muhammad Mahmud Hijazi, at-Tafsir al-Wadhih, jilid 1, Zagazig: Dar at-Tafsir,
2003, h. 260.

82 Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, jilid 8, Cairo: Maktabah at-Taufigiyah,
2003, h. 155-156.
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persamakan kandungan al-khair dengan al-ma ‘ruf, dan bahwa lawan dari al-
khair adalah al-munkar. Padahal hemat penulis tidak ada dua kata yang
berbeda walau sama akar katanya- kecuali mengandung pula perbedaan
makna. Tanpa mendiskusikan perlu tidaknya ada kekuasaan yang menyuruh
kepaga kebaikan dan mencegah kemungkaran, penulis mempunyai tinjauan
lain.

Semua kita tahu bahwa al-Qur’an dan Sunnah melalui dakwahnya
mengamanahkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada yang bersifat mendasar,
universal dan abadi, dan ada juga bersifat praktis, lokal, dan temporal,
sehingga dapat berbeda antara satu tempat/waktu dengan tempat/waktu yang
lain. Perbedaan, perubahan dan perkembangan nilai itu dapat diterima oleh
Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal.

Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan
ayat di atas. Pertama, nilai-nilai llahi tidak boleh dipaksakan, tetapi
disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Sekadar
mengajak yang dicerminkan antara oleh kata mengajak dan oleh firman-
Nya: “Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana, nasihat
(yang menyentuh hati) serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang
lebih baik. (QS. an-nahl/16:125). Perhatikan hi allati hiya ahsan/dengan
cara yang lebih baik bukan sekadar “baik”. Selanjutnya setelah mengajak,
siapa yang akan beriman silahkan beriman dan siapa yang kufur silahkan
pula, masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya. ®*

Hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah al-ma7af yang
merupakan kesepakatan umum masyarakat. Menurut Syekh Thantawi,
ma’ruf adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh syariah dan disepakati
oleh para ilmu. Perintah ini tidak hanya berupa kewajiban berjamaah, namun
kewajiban tiap orang®® Quraih Shihab menambahkan, Ini sewajarnya
diperintahkan, demikian juga al-Munkar seharusnya dicegah. Baik yang
memerintahkan dan yang mencegah itu pemilik kekuasaan maupun bukan.
Siapa pun di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia
mengubahnya (menjadikannya makruf') dengan tangannya (kekuasaannya),
kalau dia tidak mampu (tidak memiliki kekuasaan) maka dengan lidah/
ucapannya, kalau (yang ini pun) dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan
itulah selemah-lemah iman. Demikian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan
oleh sejumlah perawi hadis antara lain Imam Muslim, at-Tirmidzi dan Ibn
Majah melalui sahabat Nabi saw., Abu Sa‘id al-Khudri.®®

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara umum, menyeru

% M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 13, h. 174-175.

% M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 13, h. 176.

% Sayyid Thantawi, at-Tafsir al-Washit li al-Qur’an al-Karim, jilid 2, Cairo: Darus
Sa’dah, 1973, h. 202.

% M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 13, h. 176.
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kepada kebaikan sesuai tuntunan agama dan akan sehat serta tradisi
masyarakat merupakan bentuk kewajiban setiap manusia, terutama dalam
konteks tugas-tugas pemerintahan. Bahkan menyeru kebaikan merupakan
bagian dari dakwah. Sebab, tujuan pelaksanaannya merupakan salah satu
kewajiban bagi setiap orang Muslim dan menjadi identitas seorang mukmin.
Kewajiban ini menjadi salah satu lima pilar yang utama ditegakkan dalam
agama Islam.

Prinsip ketiga, al-Qisth. Prinsip ini disebutkan antara lain dalam
surah al-Maidah/5:8,

G wél;JLYJMu_\;\J@_u&JuMJB\yJS Fials Gl L
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Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Avyat ini menyeru kepada umat Islam untuk selalu menjadi pelaksana
yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, dengan menagakkan kebenaran
dan keadilan karena Allah serta menjadi saksi yang adil, baik terhadap
keluarga istri kamu yang Ahl al-Kitab itu, maupun terhadap selain mereka.
Berlaku adil terhadap siapa pun walau atas dirimu sendiri adil itu lebih dekat
kepada takwa yang sempurna, dari pada selain adil.

Menurut Imam al-Alusi, ayat di atas berpesan bagaimana seseorang
dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi, yang
berbeda satu sama lain, mengingat kebutuhan dasar manusia sangat beragam,
tetapi harus tetap adil, tidak berat sebelah.®’

Dari tafsiran di atas dapat dipahami bahwa inti dari ayat di atas
adalah bagaimana seseorang mampu memberikan keadilan kepada semua
orang secara proporsional sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, dan dalam
rangka sama-sama dalam rangka menegakkan nilai kebenaran.

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas memiliki keterkaitan dengan
surah al-Nisa’ ayat135, keduanya memiliki redaksi yang serupa dengan ayat
di atas, hanya saja di sana dinyatakan kunu gawwdmina bil qisth syuhada °
lillah, sedangkan ayat di atas berbunyi kunu gawwamina lilla h syuhada’ bil
gisth. Perbedaan redaksi boleh jadi disebabkan karena ayat surah al-Nisa’ di

" Al-Baghdadi, Rih al-Ma’ani Fi Tafsiv al-Qur’dn al-Karim wa as-Sab’u al-
Matsani, jilid 4, Beirt: Dar al-Fikr, 1983, h. 234.
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atas dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang
disusul dengan pembicaraan tentang kasus seorang Muslim yang menuduh
seorang Yahudi secara tidak sah, selanjutnya dikemukakan uraian tentang
hubungan pria dan wanita, sehingga yang ingin digarisbawahi oleh ayat itu
adalah pentingnya keadilan, kemudian disusul dengan kesaksian. Karena itu
redaksier;ya mendahulukan kata al-gisth (adil), baru kata syuhada’ (saksi-
saksi).

Adapun pada ayat al-Ma’idah ini, maka ia dikemukakan setelah
mengingatkan perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga
yang ingin digarisbawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna
seluruh perjanjian itu, dan itulah yang dikandung oleh kata gawamin lillah.
Ada juga yang berpendapat bahwa ayat surah al-Nisa’ dikemukakan dalam
konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri, kedua orang tua dan kerabat,
sehingga wajar jika kata al-gisth/keadilan yang didahulukan, sedang ayat al-
Ma’idah di atas, dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian,
sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan
segala sesuatu demi karena' Allah, karena hal ini g/ang akan lebih mendorong
untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian. *°

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat
bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran
Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi,
Islam tidak demikian. Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi
masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan
kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah
menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan
kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih sayang
kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat
sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat
menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut
adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya.”

b. Prinsip Tentang Pemerintahan atau Kekuasaan

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir,
bertindak dan sebagainya.”* Dalam bahasa Arab, istilah prinsip (al-ashl)
bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan atau dasar yang di

% M. Quraish Sihab, Tafsir al-Mishah..., jilid 13, h. 41.

% M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 13, h. 41.

" M. Quraish Sihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 13, h. 42.

" Muhammad Jalil Syarif dan Ali Abd. Mu’thi, al-Figh al Siyasah f7 al-Isidm,
Iskandariyyah: Dar al-Jami’at al Misysyiyyah, 1978, h. 62
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atasnya ditetapkan sesuatu yang baik bersifat materiil maupun imateriel.”

Prinsip Pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar
penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam.”® Berikut ini penulis
akan uraikan mengenai prinsip Pemerintahan Islam:

1) Kekuasaan Sebagai Amanah

Menurut Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan
awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
kekuasaan diberi arti dengan kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan
sebagainya); kemampuan; kesanggupan; kekuatan. Kata kuasa sendiri diberi
arti: a. kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan
(selain badan atau benda), b. kewenangan atas sesuatu atau untuk
menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu. c. orang yang diberi
kewenangan untuk mengurus. d. pengaruh (gengsi, kesaktian dan
sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya.’

Dari definisi kosa kata di atas menunjukkan bahwa kekuasaan selain
merujuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan),
juga merujuk kepada makna sifat. Dapat pula bermakna benda, yakni orang
yang diberi kewenangan. Dari sini kemudian, tampak bahwa untuk kata
bersangkutan perubahan morfologis kurang membawa pengaruh semantik.
Meskipun begitu, dari analisis ini terlihat bahwa makna yang mendasar dari
kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga arti, yaitu kemampuan,
kewenangan, dan pengaruh. Ketiga makna ini terlihat dalam definisi
kekuasaan yang diberikan para ilmuwan politik. ™

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa kekuasaan meliputi kategori
hubungan kemanusiaan yang jangkauannya luas, seperti, hubungan yang
berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan
kekuatan fisik.”® Dalam bukunya yang berjudul Modern Political Analisis, ia
menjelaskan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai
dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar. Pernyataan ini dapat dikatakan
tidak konsisten, sebab dalam pernyataan pertama konsep kekuasaan bersifat
umum meliputi semua jenis hubungan yang disertai dengan sanksi.

Kekuasaan dalam ajaran Islam tidak hanya untuk mendapatkan
jabatan dan dukungan rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana menggunakan
amanah ini dalam perumusan perbaikan, pengembangan, dan perwujudan
hukum Tuhan bagi seluruh umat manusia. Setiap manusia diberikan amanah

2 Ridwan HR, Figh Politik Kebangsaan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 14-16.

"® Ridwan HR, Figh Politik Kebangsaan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 15.

™ Anwar, “Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives,”
dalam Liwaul Dakwah, Volume 10, No. 1 Januari — Juni 2020, h. 35.

> Anwar, “Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives”..., h.
35.

® Robert A. Dahl,” Power” dalam David L. Sills..., h. 407.
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(amanat ibadah dan amanat dakwah) oleh Allah sesuai dengan konsepsi
Islam. Amanat yang diberikan Allah merupakan deklarasi universal yang
telah dideklarasikan oleh manusia dan akan dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang
bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber
untuk mendeskripsikan kekuasaan dalam perspektif politik Islam. Prinsip
dasar dalam politik Islam adalah keadilan, kedaulatan, sy:ira, persamaan hak
dan kewajiban, hak warga negara, hak warga non Muslim dan lain-lain.
Islam adalah agama yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur segala
aspek kehidupan. Dalam bidang politik, kekuasaan tertinggi (disebut
kedaulatan) ada di tangan Allah, manusia hanyalah pelaksana kedaulatan itu.
Islam memandang kekuasaan dalam arti yang transenden. Kekuasaan dalam
pengertian ini harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Manusia
tidak asal menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan
tangan Sang Pencipta di muka bumi. "’

Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kekuasaan atau
pemerintahan merupakan amanah Allah yang dibebankan kepada manusia
disebutkan dalam QS. an-Nisa’/4: 58,

\ﬁsuu\wu‘;,zﬁzs;m}wig\my‘ \}ayu\esﬁu‘m‘ &)
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nisa’/4: 58).

Kata Amanah dalam bahasa Indonesia disebut amanat, artinya
“titipan” atau “pesan”.’® Dalam demokrasi Islam kekuasaan adalah suatu
karunia atau nikmat Allah, artinya kekuasaan merupakan rahmat juga
kebahagiaan baik yang mempunyai kekuasaan atau yang memerintah
maupun yang diperintah di suatu negara.”

Ayat tersebut asbabun nuzulnya yakni; perbincangan nabi SAW
dengan Usman setelah kemenangan Mekah. Di mana Usman menegaskan
bahwa amanat Allah harus disampaikan.®® Bagi ayat tersebut, walaupun di

" Anwar, “Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives” ..., h.
3L

® M. Daud Ali, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum dan Politik, Jakarta: Bulan
Bintang, 1988, h. 116. Abul A‘la Maududi, Sistem Politik Islam, Bandung: Mizan, 1995, h.
136.
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8 Jmam As-Suyuthy, Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turun Al-Quran, Terj. Rohadi
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antara ayatnya yang turun didahului oleh sebab tertentu, tetapi sebab di sini
secara teoritis tidak mutlak adanya, walaupun secara empiris telah terjadi
peristiwanya. Adanya sebab nuzul Al-Qur an, merupakan salah satu manifes-
tasi kebijaksanaan Allah dalam membimbing hamba-Nya. Dengan adanya
ashbab al-Nuzul, akan lebih tampak keabsahan Al-Qur’an sebagai petunjuk
yang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia.

Menurut Ibnu Taimiyah, ayat di atas menjelaskan penguasa, orang
yang diberi amanah yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanah
kepada yang berhak menerima dan menetapkan hukum dengan secara adil.??

Menurut Syaukat Hussein, di dalamnya mencakup 5 (lima) hal,
sebagai berikut :

a) Manusia hanya melaksanakan amanah sebagai pengelola. Oleh karena itu
tidak boleh manusia menurut haknya sendiri.

b) Manusia harus mengelola sesuai yang ditentukan oleh Allah SWT.

c) Dalam pelaksanaannya, manusia memenuhi tujuan dan maksud Allah
SWT.

d) Harus memperhatikan koridor-koridor yang digariskan Allah SWT.

e) Sebagai pemegang amanah harus mempertanggungjawabkan.®

Penulis memaparkan pendapat Abul A‘Legal Advice Al Maududi
diilustrasikan wakil untuk mengurus tanah, ada 4 syarat :

a) Hak Milik atas tanah masih tetap pada yang memiliki bukan penguasa
pada yang mewakili.

b) Dalam mengurus tanah milik sesuai dengan perintah dan petunjuk yang
memiliki.

c) Yang menjadi wakil harus melaksanakan sesuai batas-batas yang
memiliki.

d) Dalam melaksanakan amanat tidak boleh melaksanakan dan memenuhi
tujuan dan kehendak yang menjadi wakil.

Konsep perwakilan negara dalam tatanan Islam merupakan kekhali-
fahan yang berada di bawah Allah SWT wajib melaksanakan kehendak,
tujuan yang ditetapkan oleh-Nya, dengan cara bekerja menurut batas-batas
yang digariskan oleh-Nya dan sesuai dengan perintah-perintah dan petunjuk-
petunjuk-Nya.®*

Dalam tugas-tugas kekuasaan, amanah yang harus dijalankan antara

8 Nasruddin Baidan, Wawasan Baru llmu Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,
h. 132.

8 |bnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyyah, Etika Politik Islam, Surabaya: Risalah Gusti,
1995, h. 4

8 Syekh Syaukat Hussein, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Gema Insani
Press, 1996, h. 12.

8 Abul A‘la Al Maududi, Hak Asasmi Manusia Dalam Islam, Bandung: Pustaka,
1985, h. 3-4.
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lain adalah:
a) Amanah dalam kekuasaan

Di antara wujud amanah dalam kekuasaan adalah seseorang atau
penguasa tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk meraih keuntungan
pribadi, keluarga dan kelompoknya semata. la tidak boleh mengambil upah
atau gaji yang telah ditentukan untuknya dengan cara yang tidak benar,
seperti menerima suap atau menerima suap dengan atas nama hadiah, kolusi,
nepotisme, korupsi dan sebagainya, sebab semua itu merupakan bentuk
pengkhianatan dan penipuan yang akan membahayakan negara dan
masyarakatnya, yang jelas-jelas haram hukumnya. Rasulullah bersabda,
“Barang siapa yang kami angkat menjadi pekerja untuk mengerjakan
sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil
lebih dari dari upah yang semestinya, maka itu adalah korupsi.” (HR. Abu
Dawud).

Di antara amanah dalam kekuasaan adalah memberikan suatu tugas
atau jabatan kepada orang yang paling memiliki kapabilitas dalam tugas dan
jabatan tersebut, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad S.A.W. ber-
sabda: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
maka tunggulah datangnya kehancuran.” (HR. Al-Bukhari)

Pemimpin yang amanah mampu mengutamakan kepentingan publik
dibanding dengan kepentingan pribadi. Maksudnya adalah seorang
pemimpin amanah akan berani melakukan tindakan tidak popular. Dia tidak
tega melakukan tipu muslihat dan tidak lagi berpikir periode mendatang
harus menjabat lagi. Jika tindakan yang dijalankan memberi kemaslahatan
banyak orang dan demi kepentingan publik, dia akan berani ambil keputusan,
meski risiko akan dicerca banyak orang dan berdampak negatif bagi citra
dirinya. %

b) Amanah dalam Kehormatan

Termasuk amanah terhadap orang lain adalah menjaga nama baik
atau kehormatan orang lain, tidak mencemarkan nama baik atau merusak
kehormatannya. Di antara perbuatan yang dilarang berkenaan dengan
amanah ini adalah bergibah, mengadu domba, menuduh orang lain berzina,
dan semacamnya. Oleh karena itu bekerja saling menghormati dan saling
membantu serta berupaya terus membangun hubungan kerja antar jabatan
dan antar unit kerja yang harmonis adalah bagian dari amanah.

c) Amanah dalam Rahasia

Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia
kepada kita, itulah amanah yang harus dijaga. Rasulullah bersabda “Apabila
seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke

8 «pemimpin beramanah,” dalam https://uad.ac.id/id/pemimpin-amanah/ diakses
pada tanggal 16 Maret 2022.
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kiri dan ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah

amanah (yang harus dijaga). (HR. Abu Dawud).

Begitu juga pembicaraan dalam sebuah pertemuan atau hasil keputus-
an yang dinyatakan rahasia, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain yang
tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, “Majelis
pertemuan itu harus dengan amanah kecuali pada tiga majelis: Di tempat
pertumpahan darah yang dilarang, di tempat perzinaan, dan di tempat
perampokan.” (HR. Abu Dawud).

Perlu kita dapat memilah dan memilih serta menempatkannya tentang
data dan informasi yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan secara tepat
dan terkendali penyebarannya. Lebih lanjut Amanah yang kita miliki dapat
dijalankan dengan bersikap secara kehati-hatian, yaitu bersikap tenang atau
tidak tergesa-gesa dalam memutuskan tindakan sehingga hasilnya sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan. Kehati-hatian sebagai salah satu aspek
penting yang perlu dilakukan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tugas-tugasnya. %

Dengan demikian, maka Tugas, Fungsi dan Posisi yang kita miliki
sebagai amanah harus Kita jalankan dengan sikap hati-hati, yaitu :

a) Bersikap hati-hati tidak asal dikerjakan tanpa melihat aturan yang
menjadi pedoman yang telah disepakati. Oleh karena itu setiap pegawai
sesuai jabatannya harus menyusun Rencana Kerja Tahunan berdasarkan
Uraian Tugas yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

b) Senantiasa mempertimbangkan berbagai aturan yang mendasari
pelaksanaan tugas dengan mengutamakan manfaat bagi organisasi dan
pihak-pihak terkait. Petunjuk teknis dan pelaksanaan menjadi dasar
dalam bekerja.

c) Berusaha untuk bekerja sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan
atau tepat waktu. Artinya berdasarkan SKP tersebut disusun langkah-
langkah kerja yang sistematis menjadi Petunjuk Operasional Baku (POB)
sehingga semakin memudahkan untuk mencapai target yang telah
ditetapkan.®’

2) Manusia Berkedudukan Sebagai Khalifah

Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah
di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk
beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk

®Sudarma, “Bekerja Secara Amanah dan Tumaninah sebagai Manifestasi dari Nilai-
Nilai Ramadhan,” https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-
¥Sudarma, “Bekerja Secara Amanah dan Tumaninah sebagai Manifestasi dari Nilai-
Nilai Ramadhan,” https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-


https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/
https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/
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mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Jadi, manusia di
atas bumi ini adalah sebagai khalifah, yang diciptakan oleh Allah dalam
rangka untuk beribadah kepada-Nya, yang ibadah itu adalah untuk mencapai
kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Apa yang harus dilakukan
oleh khalifatullah itu di bumi? Bagaimanakah manusia melaksanakan
ibadah-ibadah tersebut? Bagaimanakah manusia dapat mencapai kesenangan
dunia dan ketenangan akhirat tersebut? Banyak sekali ayat yang menjelaskan
mengenai tiga pandangan ini kepada manusia. Antara lain seperti disebutkan
dalam QS. Al-Bagarah/2:30
L@_‘sﬁim\ ‘)SG@SAUAJY\&(J&IA@\&MJJ d\aq\j
‘yueuu_nduqswqum’c:@ug,i;umqm,i@@
(V) Osalis
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertashih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui."

Murtadha dalam bukunya Perspektif Al-Qur’an Tentang Manusia
dan Agama mengutif pendapat syekh Mushthafa Al-Maraghi dalam Tafsir
Mushthafa al-Maraghi. Menurutnya, ayat di atas menceritakan tentang kisah
kejadian umat manusia. Menurutnya dalam kisah penciptaan Adam yang
terdapat dalam ayat tersebut mengandung hikmah dan rahasia yang oleh
Allah diungkap dalam bentuk dialog antara Allah dengan malaikat. Ayat ini
termasuk ayat Mutasyabihat yang tidak cukup dipahami dari segi zahirnya
ayat saja. Sebab jika demikian berarti Allah mengadakan musyawarah
dengan hambanya dalam melakukan penciptaan. Sementara hal ini adalah
mustahil bagi Allah. Karena ayat ini kemudian diartikan dengan pemberitaan
Allah pada para malaikat tentang penciptaan khalifah di bumi yang
kemudian para malaikat mengadakan sanggahan. Berdasarkan tersebut, maka
ayat di atas merupakan tamsil atau perumpamaan dari Allah agar mudah
dipahami oleh manusia, khususnya mengenai proses kejadian Adam dan
keistimewaannya. Dalam Al-Qur’an manusia berulang kali diangkat
derajatnya, berulang-kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh
mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan para malaikat. Pada saat yang
sama, mereka dapat tidak lebih berarti dibandingkan dengan setan terkutuk
dan binatang jahanam sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang
mampu menaklukkan alam, namun dapat juga merosot menjadi “yang paling
rendah dari segala yang rendah”. Oleh karena itu, makhluk manusia
sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan nasib akhir mereka
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sendiri.®

Quraish Shihab menjelaskan, kata khalifah pada mulanya berarti
yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang
sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam
arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan
menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, karena Allah tidak mampu atau
menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah
bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang
memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni
bumi ini.®

Betapa pun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari
wewenang yang dianugerahkan Allah SWT., makhluk yang diserahi tugas,
yakni Adam as. dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni
bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan
makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan
petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang
tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan
tugas kekhalifahan.

Khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari
tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di
bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang
telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai
khalifatullah. Jika kita menyadari diri kita sebagai khalifah Allah,
sebenarnya tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak
mempunyai “kedudukan” ataupun “jabatan”. Jabatan jabatan lain yang
bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari jabatan pokok
sebagai  khalifatullah. Jika seseorang menyadari bahwa jabatan
keduniawiannya itu merupakan penjabaran dari jabatannya sebagai
khalifatullah, maka tidak ada satu manusia pun yang akan menyelewengkan
jabatannya. Tidak ada satu manusia pun Yyang akan melakukan
penyimpangan-penyimpangan selama dia menjabat. Jabatan manusia sebagai
khalifah adalah amanat Allah. Jabatan-jabatan duniawi, misalkan yang
diberikan oleh atasan kita ataupun yang diberikan oleh sesama manusia,
adalah merupakan amanah Allah, karena merupakan penjabaran dari
khalifatullah. Sebagai khalifatullah, manusia harus bertindak sebagaimana
Allah bertindak kepada semua makhluknya.”*

 Murtadha, Perspektif Al-Qur’an Tentang Manusia dan Agama, Bandung: Mizan,
1998, h. 117.

8 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah..., Jilid 1, h. 142.

% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah..., Jilid 1, h. 142.

% Alim Muhammad, Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006, h. 76- 78.
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Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan ber-
tanggungjawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber
penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang
merupakan Kkhalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus
dilakukan, yaitu baik kewajibannya antara manusia dengan tuhannya, antara
sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya.
Kewajiban tersebut haru dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah
sang pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai
khalifah di bumi yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan
kehidupan sosial di dalamnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada
komponen-komponen lain dalam ekosistem sehingga secara moral manusia
terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan,
keseimbangan, dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya.”

Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, baik alam
ataupun lingkungan sosial merupakan tugas daripada khalifah dalam upacara
memformasi bumi, Madjid menegaskan bahwa muara dari semua prinsip
kekhalifahan manusia adalah reformasi bumi®. Permasalahan lingkungan
alam semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan saling terkait
secara global. Bahkan masing-masing manusia dalam setiap negara
berlomba-lomba merusak sumber daya alam dengan dilakukannya
pembangunan yang dilakukan, khususnya yang paling banyak berada di
negara berkembang. **

Tugas dari seorang khalifah menjadikan perlindungan bagi umat dan
menjaga kelestarian alam (ekosistem), sehingga khalifah dan umat harus
bersatu dan saling mencintai guna menjalankan kehidupan sesuai dengan
syariat Islam dan keberlangsungan hidup. Tugas khalifah dalam al-Qur’an
biasa disebut imaratul ardh (memakmurkan bumi) dan ibadatullah
(beribadah kepada Allah). Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan
menugaskan manusia untuk melakukan imarah di muka bumi dengan
mengelola dan memeliharanya.®

3) Prinsip Musyawarah
Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu Syara-Yasyiru-
Syauran, Syiyaran, Syiyaratan, Masyaran dan Masyaratan, yang berarti

%2 Watsigotul, Sunardi, Leo Agung,” Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka
Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam,” dalam Jurnal Penelitian, Vol. 12, No. 2,
Agustus 2018, h. 367.

% Madjid, Nurcholish, Cita-Cita Politik Islam, Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat.
2009, h. 34.

% Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung,” Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka
Bumi Perspektif EKologis dalam Ajaran Islam”..., h. 367.

% Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung,” Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka
Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam”..., h. 368.
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mengeluarkan madu. Kata ini kemudian mendapat afiks (imbuhan) sehingga
menjadi syawara-yusyawiru-musyawaratan, maknanya saling mencari dan
menemukan nilai/harga yang terbaik.*®

Dilihat dari tata bahasanya mengandung arti pelaku/pencari itu lebih
dari satu orang, yang kita maknai saling tukar menukar ide atau pikiran.
Untuk lebih jelas arti etimologis ini bila dikaitkan dengan pengertian
epistemologi bahwa musyawarah sebagai mana dikemukakan oleh ath-
Thabari ialah saling mengemukakan pembicaraan untuk memperlihatkan
kebenaran.  Ashfahani mendefinisikan musyawarah adalah saling
mengeluarkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Dari dua definisi di
atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu dilakukan lebih dari satu
orang dan musyawarah merupakan suatu forum tukar menukar pikiran,
gagasan atau ide, termasuk saran-saran Yyang diajukan dalam272
memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.
Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai
keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan bersama/umum.®’

Manusia mempunyai berbagai kepentingan dan keinginan serta
kebutuhan yang beraneka ragam. Oleh karena itu dapat menimbulkan
perselisihan, perpecahan, konflik, dan sebagainya dapat merusak kehidupan
bermasyarakat dan tatanan sosial serta moral. Adapun penyelesaian dengan
cara musyawarah.*®

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen dan global,
musyawarah merupakan hal yang urgen. Berdasarkan prinsip yang berlaku
luhur asal dari suatu pemerintahan adalah wajib kecuali ada gerakan yang
menyebabkan kewajiban berubah menjadi sunah atau mustasab. Menurut
beberapa mufasir seperti Fakhrurrazi, Sayyid Qutub, al-Qurthubi dan
sebagainya bahwa ajaran Islam tentang musyawarah sebagai syariat dan
prinsip-prinsip kehidupan, berdasar atas sumber pertama (Alquran) dan
sumber kedua (al-Hadis) dari ajaran Islam. Sumber-sumber al-Qur’an adalah
sebagai berikut:
a) Firman Allah (QS. al-Bagarah/2:233)

S5 aslall 25 g\)\wugﬂtsujpgisyj\umyumbn}
Jai ¥ sl Y\wd&\lujﬂh &%A;ué’&é—w‘ds;w\
Yiab 13150 G8 s Jia &1 5l S5 msyaug}sy Y5 Bl m\j
| 05 O 2300 35 Lgdle ZUS D655 Wl (al 5 5
S 1sale 5 a1 s 5 oy el & \ue@uueﬂr_cm)@emj\

% Luis Ma’luf, Al-Munijid fi al-lughah wa al- Ahkam, Bairut: al-Kasulikiyah, 1986, h.
407.

%7 Syarkawi, “Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam,” dalam Jurnal
Lentera, Vol.12, No.1, Maret 2012, h. 87.

% Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 21.
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(YYY) Daad & slaxd Ly
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun pehuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara makruf.
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya
dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.

Pada ayat di atas menerangkan mengenai batas waktu penyusuan atau
bagi para ibu yang hendak menyempurnakan masa waktu penyusuan atas
anaknya selama masa dua tahun. Apabila orang tua hendak “menyapih”
penyusuan atas anaknya kepada orang lain agar anaknya tetap mendapat
kesempurnaan dalam masa penyusuan, Allah SWT mengajarkan atas dasar
keridhaan keduanya (Bapak dan Ibu) dan musyawarahkanlah. Firman Allah
SWT: Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas
keduanya) (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan per-
musyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya... Apabila pihak ayah
dan ibu si bayi sepakat untuk menyapih anaknya sebelum si anak berusia dua
tahun, dan keduanya memandang bahwa keputusan inilah yang mengandung
maslahat bagi diri si bayi, serta keduanya bermusyawarah terlebih dahulu
untuk itu dan membuat kesepakatan, maka tidak ada dosa atas keduanya
untuk melakukan hal tersebut.*

Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, apabila salah
satu pihak saja yang melakukan hal ini dinilai kurang cukup dan tidak boleh
bagi salah satu pihak dari keduanya memaksakan kehendaknya tanpa
persetujuan dari pihak yang lainnya. Demikianlah menurut apa yang
dikatakan oleh As-Sauri dan lain-lainnya. Pendapat ini mengandung sikap
preventif bagi si bayi demi kemaslahatannya; dan hal ini merupakan rahmat
dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, mengingat Dia telah menetapkan
keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara anak mereka berdua dan
memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi maslahat bagi kedua orang
tua, juga maslahat bagi si anak.

b) Firman Allah (Ali ‘Imran/3: 159)

% |bnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h.
561.
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali ‘Imran/3: 159).

Menunjukkan perintah wajib. Kewajiban itu tidak terbatas pada
pemerintahan saja, namun juga mencakup kelompok yang terkecil hidup
berumah tangga antara suami istri.*®

Secara bahasa, musyawarah adalah saling memberi isyarat tentang
kebenaran dan kebaikan. Ada pakar yang berpendapat bahwa hakikat
musyawarah adalah pembagian tugas. Esensi musyawarah adalah pemberian
kesempatan kepada anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk
membuat keputusan yang dibuat dengan jalan kesepakatan maupun suara
terbanyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.'%*

Musyawarah mempunyai cara penting dalam Islam dan merupakan
pilar dalam kehidupan masyarakat muslim. Menurut mufasir at-Thabawi
musyawarah sebagai salah satu dari adha’im al-ahkam artinya prinsip
fundamental syariat yang esensial bagi substansi dan inventaris
Pemerintahan Islam.*®

Menurut Mahmud Hilmi perintah musyawarah kepada Muhammad
dalam kaitan dengan masalah pemerintahan dan hal ihwal dunia, sedangkan
untuk persoalan agama dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan
ibadah, pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang tidak berlaku, begitu juga
musyawarah.'*

Di dalam ayat di atas Allah SWT melimpahkan anugerah-Nya kepada
Rasulullah dan kepada orang-orang mukmin; yaitu membuat hatinya lemah
lembut kepada umat yang akibatnya mereka menaati perintah Rasul. Dengan
kata lain, berkat rahmat dari Allahlah dia (Muhammad) dapat bersikap lemah
lembut yang dilanjutkan dengan sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati

190 Muhammad al-Bahi, al-Din wa al-Daulah Min Taujib al-Qur'dn al-Karim, Cairo,
Maktabal Wahibah, 1980, h. 306

191 Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 22.

192 Muhammad Hasyim Kamali, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, Bandung:
Mizan, 1996, h. 62

1% Mahmud Hilmi, Nidhan al Hulm al-Isidm, Cairo: Dar al-Huda, 1978, h. 163-164.
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kasar. Maksudnya kata al-fazzu artinya keras, tetapi maksudnya ialah keras
dan kasar dalam berbicara, karena kelanjutan dari kalimat ayat tersebut “lagi
berhati kasar”.*** Dalam kata lain, sekiranya kamu kasar dalam berbicara
dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka berpisah
darimu dan meninggalkan kamu. Namun Allah menghimpun mereka di
sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga
mereka menyukaimu.*®

Sebagai kelanjutan ayat dari ayat ini, Allah memberi petunjuk dan
perintah untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Oleh karenanya,
Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi
suatu persoalan atau masalah, selain untuk dapat menenangkan hati mereka,
juga agar menjadi dorongan bagi mereka untuk melaksanakannya.

Apabila engkau (Muhammad) bermusyawarah dengan mereka dalam
urusan itu, dan kamu telah membulatkan tekatmu, hendaklah kamu
bertawakal (berserah diri) kepada Allah dalam urusan itu. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakal (berserah diri) kepada-Nya.
Berdasarkan uraian di atas, Allah memberikan petunjuk dan perintah kepada
Rasulullah SAW vyang juga menjadi perintah bagi umat Islam untuk
melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah (suatu
urusan) dalam kehidupan masyarakat.*®

Allah SWT memerintahkan Muhammad SAW untuk mengimplemen-
tasikan musyawarah bukan berarti Muhammad membutuhkan, namun untuk
memberi pelajaran betapa urgennya musyawarah dalam kehidupan
manusia.®” Nabi hampir selalu melaksanakan musyawarah untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan masyarakat maupun dalam Kketatanegaraan
Islam. Pendapat Nabi tidak selalu benar, salah satu contoh pendapat Nabi
tidak benar dan yang benar pendapat Umar agar tawanan benar dibunuh
kemudian turun ayat Al-Qur'an yang membenarkan pendapat Umar.'%

Para sahabat sering bertanya tentang hal yang disampaikan oleh
Muhammad kepada para sahabat, merupakan perintah Allah SWT. yang
diwahyukan kepadanya atau hasil ijtihad Muhammad, karena Beliau
mempunyai syarat-syarat untuk melakukan ijtihad. Para sahabat akan
menerima dan mengikuti perintah dari Allah SWT., namun apabila hasil

104 Usamah ar-Rifa’i, Tafsirul Wajiz, Jakarta: Gema Insani, 2008, cet. 1, h. 72275
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ijtihad Muhammad, para sahabat mengusulkan kepada Muhammad. Tidak
sedikit usulan dari para sahabat diterima Muhammad dan Muhammad
mengikuti urusan para sahabat.'®

Muhammad merupakan Nabi terakhir yang dapat menjadi teladan
dalam Isam disebut uswatun kasanah. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa
Muhammad adalah maksum artinya terbebas dari kesalahan maupun
kekhilafan, namun Muhammad tidak bersikap angkuh dan otoriter. Beliau
akan menerima dan mengakui pendapat orang lain yang menurut Beliau
benar dan baik.**

c) Firman AIIah QS Asy Syura/42: 38

/;/
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syiira/42: 38).

Ayat di atas Allah SWT menetapkan beberapa sikap dan perbuatan
baik, yaitu memperhatikan ketentuan Allah seperti mengesakan dan
mengimani-Nya, menegakkan salat, bermusyawarah, dan menafkahkan
hartanya.**

Dalam konteks ayat di atas, musyawarah dapat dipahami sebagai
suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran
yang ditujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh dua
pihak atau lebih sebelum diambil suatu keputusan. Dari sudut kenegaraan,
maka musyawarah merupakan prinsip yang konstitusional.*?

Dalam demokrasi Islam, sistem pemerintahan wajib diimplementasi-
kan agar menghindari dan mencegah keputusan yang diambil merugikan
kepentingan umum. Adapun fungsi musyawarah dalam pemerintahan Islam
sebagai alat untuk mencegah agar penguasa tidak otoriter.'*?

Dengan cara musyawarah, setiap persoalan yang timbul menyangkut
kepentingan umum dan dipadukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam
membuat keputusan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
yang objektif dan bijaksana. Musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan
pendapat atau konsensus yang lain dalam hukum Islam disebut ijmak. Selain
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itu dapat dilakukan dengan suara terbanyak sebagaimana dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi persoalan berupa serangan kaum
Quraisy Mekkah. Nabi Muhammad SAW bertahan di Kota Madinah namun
suara terbanyak dari para Sahabat menginginkan supaya pasukan Madinah
menyerang musuh dari luar Madinah tepatnya di Bukit Uhud. Hal ini diambil
dengan pengambilan suara terbanyak.™*

Yang perlu diperhatikan dalam musyawarah bukan siapa yang menang
dan siapa yang kalah, akan tetapi yang terpenting mana keputusan yang
diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum. Inilah
yang dijadikan suatu kriterium dalam mengambil keputusan melalui
musyawarah menurut Nomokrasi Islam. Hal lain yang juga perlu
diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara, tetapi ide atau gagasan,
pemikiran apa yang dia bicarakan.

Jadi, dalam musyawarah, buah pikiran seseorang adalah lebih penting
dari orang itu sendiri. Lebih dari itu, prinsip musyawarah bertujuan
melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam
kehidupan bernegara. Berbanding demokrasi liberal yang mengenal opisisi.
Sementara Nomokrasi Islam, istilah oposisi dikenal dalam arti tidak ada
pihak-pihak atau golongan yang boleh bersikap tidak loyal kepada ulul amri
atau melepaskan tanggung jawab kepada negara. Aspek lain keunggulan
prinsip musyawarah dalam Nomokrasi Islam adalah sinkronisasi salah satu
doktrin pokok ajaran Islam, amar ma’ruf nahi Mungkar. Doktrin ini tidak
dijumpai dalam demokrasi barat.**

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak
dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.
Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi,
peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk di
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Hak asasi
manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap
manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi
maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah SWT. Akan tetapi
banyak manusia termasuk di antaranya umat Islam tidak menyadari
eksistensi hak-haknya tersebut.**®

Setiap manusia lahir telah membawa Hak Asasi Manusia, karena Hak
Asasi Manusia adalah kodrati pemberian Allah SWT. manusia yang lahir

14 Muhammad Husein Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, Jakarta: Pustaka Jaya,
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tidak memiliki Hak Asasi Manusia bukan manusia. Hak Asasi Manusia tidak
dibeli dan diberikan. Hak Asasi Manusia bersifat universal karena tidak
memandang perbedaan bangsa, suku, ras, kelamin, dan agama.**’

Dalam demokrasi Islam, Hak Asasi Manusia harus diakui dan
dilindungi karena Hak Asasi Manusia pemberian dari Allah SWT bersifat
kodrati. Oleh karena itu merupakan hal yang urgen prinsip pengakuan dan
penegakan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia antara
Ialn diatur dalam \QS. al-Isra’/17:70, yang berbunyi,
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Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra’/17: 70).

Ayat di atas menggambarkan anugerah Allah ketika berada di laut
dan di darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka. Ayat ini juga
menjelaskan sebab anugerah itu, yakni manusia adalah makhluk yang unik
yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai makhluk baik yang
taat maupun yang tidak. Memiliki kehormatan yang sama, antara lain semua
diberikan hak memillah dan memilih serta diberi pula kemampuan
melaksanakan pilihannya lagi diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung
jawab.

Sebagaimana ungkapan Ibn ‘Ar, bahwa ayat di atas mengandung lima
anugerah yang diberikan kepada manusia, yaitu kemuliaan dari Allah SWT,
pemakaian transportasi darat, pemakaian transportasi laut, penghasilan atau
rezeki dari hasil yang baik dan keunggulan dari makhluk yang lain.*®

Imam az-Zamakhsyari mengutip pendapat bahwa cara Allah
memuliakan manusia terletak pada beberapa keistimewaan yang diberikan
khusus kepada manusia, antara lain Allah memberikan akal sehingga dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berbicara,
memiliki bentuk yang indah, dapat berdiri secara sempurna, dapat mengatur
urusan kehidupan dan akhirat, dapat menguasai apa yang terdapat di muka
bumi dan mengaturnya dan makan dengan tangan di mana makhluk lain
makan dengan mulutnya.**®

Asy-Sya’rawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ulama berbeda
pendapat tentang letak kemuliaan manusia. Sebagian mereka mengatakan

7 Miriam Budihardjo, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan,
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279

bahwa kemuliaan manusia terletak pada akalnya, sebagian lagi mengatakan
bahwa kemuliaannya terletak pada kemampuan membedakan sesuatu, ulama
yang lain menekankan kemuliaan manusia pada ikhtiar atau pilihan sendiri
dalam melakukan sesuatu, sebagian lagi melihat kemuliaan terletak pada
ringan dan tegak, tidak bungkung sebagai makhluk lain, sebagian lagi
melihat kemuliaannya terletak pada bentuk jari-jari yang memudahkan untuk
bergerak dan mengambil sesuatu dan sebagian lagi melihatnya terletak pada
cara makan dengan tangan, bukan dengan mulut.*?

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terletak
pada diturunkan Syariat Islam, yaitu melindungi dan memelihara
kepentingan hidup baik materil maupun non materil, baik individu maupun
sosial. Allah menurunkan Syariat Islam ada beberapa tujuan yang terkenal
dengan istilah magobhil al-zasyri’ secara garis besar terdiri dari 3 hal yaitu
tujuan pokok, tujuan sekunder dan tujuan tersier.*?

Tujuan pokok dalam demokrasi Islam meliputi perlindungan terhadap
agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Kehidupan manusia di dunia harus
membutuhkan kelima hal di atas agar manusia dapat hidup bahagia dan
sejahtera.'??

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia antara
lain sebagaimana berikut:

1) Perlindungan Terhadap Agama

Agama Islam membahas baik hubungan hablun minannas maupun
hablun minallah. Menurut ajaran Islam, bahwa manusia lahir di dunia ini
memiliki Fitrah bukan tidak mengetahui sesuatu. Salah satu Fitrah manusia
sejak lahir adalah potensi beragama.'”® Terdapat banyak ayat yang
menjelaskan tentang pentingnya melindungi agama bagi penganutnya. Salah
satu ayatnya adalah disebutkan Qalam QS al- Baqarah/2 256
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Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya
ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Bagarah/2:
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256).

Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama
adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu
akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-
tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia
terancam sanksi kalau melanggar ketetapannya. Dia tidak boleh berkata,
“Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau
nikah.” Karena apabila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus
melaksanakan tuntunannya.'*

Sayyid Qutb menjelaskan, masalah akidah, sebagaimana yang dibawa
oleh Islam, adalah masalah kerelaan hati setelah mendapatkan keterangan
dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan. Agama Islam datang dan
berbicara kepada daya pemahaman manusia dengan segala kekuatan dan
kemampuannya. la berbicara kepada akal yang berpikir, intuisi yang dapat
berbicara, dan perasaan yang sensitif, sebagaimana ia berbicara kepada fitrah
yang tenang.'®* Menurut beliau, frase Tidak ada paksaan untuk (memasuki)
agama (Islam) merupakan sebuah prinsip bahwa Allah memuliakan manusia,
menghormati kehendak, pikiran, dan perasaannya. Menyerahkan urusan
mereka kepada dirinya sendiri mengenai masalah yang khusus berkaitan
dengan petunjuk dan kesesatan dalam iktikad, dan memikulkan tanggung
jawab atas dirinya sebagai konsekuensi amal perbuatannya.’® Ibnu Asyur
menjelaskan, kata ikrah, paksaan adalah mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu yang tidak disukai dengan cara mengancam dan
menakut-nakuti. *?’

Penafsiran di atas dapat dipahami secara jelas bahwa setiap orang
harus dilindungi agamanya, apa pun penganutnya, sebab Islam sama sekali
tidak menghendaki pemaksaan pada tiap-tiap orang untuk menganut agama
Islam. Prinsip ini hendaklah menjadi sebuah pegangan bagi siapa pun yang
hendak berdakwah dan mengajak orang untuk menganut Islam. dengan cara
demikian, maka orang yang masuk Islam dengan suka rela akan tercipta
kedamaian dalam jiwanya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menginginkan supaya setiap
orang merasakan ketenangan dan kedamaian. Agama-Nya dinamakan agama
Islam, yakni damai. Ketenangan atau kedamaian tidak akan tercapai jika jiwa
tidak damai. Unsur paksaan dalam agama menimbulkan jiwa tidak damai,
sebab itu tiada paksaan dalam menganut suatu keyakinan, terutama
menganut agama Islam. kenapa harus memaksa, padahal sudah jelas jalan
yang benar dan sesat. Dengan demikian, sangat wajar semua masuk agama

124 M. Quraiash Shihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 1, h. 555.
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ini. Pasti ada sesuatu yang salah dalam jiwa seseorang yang tidak
berkeinginan menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di
hadapannya.

Menurut Quraish Sihab, Yang enggan memeluk agama ini pada
hakikatnya terbawa oleh rayuan Thaghut, sedangkan yang memeluknya
adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thaghut, dan mereka itulah orang-
orang yang memiliki pegangan yang kukuh. Oleh karena itu, barang siapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya
la telatilzg)erpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan
putus.

2) Perlindungan Terhadap Jiwa

Setiap manusia yang hidup di dunia mempunyai hak hidup yang
merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Tidak boleh seseorang
mengurangi bahkan merampas hak hidup orang lain. Hal ini agar seseorang
dapat ekses hidup sampai akhir hayatnya. Menurut Mustafa as-Siba’i,
berpendapat kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu: Pertama
wajib melaksanakan setiap tuntutan agar ekses hidup, contoh mencegah dan
mengobati penyakit; Kedua melarang setiap yang akan membahayakan dan
melemahkan jiwa manusia; Ketiga wajib memenuhi kebutuhan primer
terutama makan, minum dan lain-lain. Keempat wajib mencegah segala
sesuatu yang membawa kematian.*?

Dalam rangka menjaga dan melindungi eksistensi manusia di dunia
Allah SWT. menentukan hukum Kisas, kifarat dan diat bagi pembunuh atau
merampas kehidupan. Menurut Muhammad Mubarok, membunuh jiwa
manusia atau merampas ruh manusia merupakan pelanggaran terbesar dalam
Islam, sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana baik pelakunya
muslim maupun non muslim, apakah berdomisili di suatu negara maupun di
luar negara.™° N .
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Dan janganlah kamu membunuh jiwa vyang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang
siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
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128 M. Quraiash Shihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 1, h. 556.

129 Mustafa as-Siba’i, Sistem Masyarakat Islam, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1987, h.
34-35.

30 Muhammad Mubarok dalam Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan
Kenyataan..., h. 29.
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pertolongan. (QS. al-Isra’/17: 33)

Pada ayat lain, Allah memberikan tuntunan terkait dengan
pembunuhan terhadap jiwa tertentu yakni anak-anak perempuan dan
motivasi tertentu, yaitu kemiskinan atau menghindar dari aib. Ayat ini
mengemukakan terkait tuntunan menyangkut pembunuhan yang bersifat
umum dengan bermacam motifnya.

Sayyid Qutb menjelaskan, ayat di atas menjelaskan bahwa Islam
adalah agama kehidupan dan kedamaian. Membunuh jiwa dalam Islam
adalah dosa besar. Karena hanya Allah sang Pemberi kehidupan, sehingga,
tidak ada hak bagi siapa pun untuk mencabut kehidupan seseorang, kecuali
dengan izin Allah dan pada batas-batas yang ditentukan-Nya. Setiap jiwa
adalah terhormat dan tidak boleh disentuh, kecuali dengan alasan yang benar.
Maksud alasan yang benar adalah yang memperbolehkan membunuh jiwa ini
sudah sudah ada ketentuannya secara jelas dari Allah, dan tidak dibiarkan
ada cela untuk sebuah pendapat atau pengaruh nafsu manusia. ***

Ayat ini menegaskan bahwa: Dan janganlah kamu membunuh jiwa
baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang diharamkan Allah
melainkan dengan haq yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama.
Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada walinya yakni ahli warisnya untuk menuntut
“qishash” atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang
berwenang, tetapi janganlah keluarganya yang dekat atau yang jauh dari ahli
waris yang terbunuh itu melampaui batas dalam membunuh yakni menuntut
membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri.
Jangan juga ia menuntut membunuh yang bukan pembunuh atau membunuh
dua orang padahal si pembunuh yang bersalah hanya seorang. Sesungguhnya
ia yakni yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan
ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah itu, dan rasa iba kepadanya
serta pandangan negatif masyarakat terhadap si pembunuh. Ini di dunia, dan
di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna.'*?

_Dalam ayat lain disebutkan, _
amj\um)mb.md.‘swm\d;;y\ Glr_l_dehd;\
u.uu\ L’Q\ LA.I\SS \AU;‘ L)A} L?_m; U.uhh dﬁ LAJ\SS UAJ\* Lé

2

ua‘)ﬁh &JJMW\)\.\S u\ a5 g_m.ﬂ\c_a L\ﬁu; ;é_?;\& Jslj
{58 ]

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka

B Sayyid Qutb, F7 Zhilal al-Qur dn..., Jilid 6, h. 253.
132 M. Quraiash Shihab, Tafsir al-Misbah..., jilid 7, h. 561.
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bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi. (QS. al-Maidah/5: 32).

Ayat di atas Allah menjelaskan terkait haramnya menghilangkan atau
membunuh seseorang tanpa ketentuan yang dibenarkan, tidak boleh
menumpahkan darah orang lain. Bahkan, membunuh seseorang sama saja
dengan membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang membunuh
seseorang maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia, dan siapa
pun yang menjaga dan memelihara kehidupan seseorang maka seolah-olah ia
telah menjaga kehidupan semua orang.

Perlindungan terhadap nyawa atau jiwa merupakan tujuan kedua
dalam hukum Islam. Sebab itu, dalam Islam itu wajib memelihara hak hidup
setiap manusia dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam
melarang pembunuh sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melin-
dungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan
mempertahankan kemaslahatan hidupnya.'**

Hak untuk hidup merupakan hak yang diperhatikan oleh Islam, maka
tidak mengherankan dalam syariat, jiwa raga manusia harus dijaga dan
dipelihara. Bertitik tolak pada magashid syariah tersebut maka idealnya
dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan pembunuhan perlu
disertakan korban untuk memberikan pendapatnya.'®*

Dalam pidana Islam sikap keluarga terbunuh berada dalam dua posisi
kebaikan, vyaitu seandainya ingin membunuhnya yaitu qishash dan
seandainya ingin mengambil diyat dari pihak pembunuh, maka dua sikap ini
merupakan sikap yang baik. hal inilah yang dimaksudkan bahwa pengadilan
meminta pendapat korban atau keluarganya. **°

3) Perlindungan Terhadap Akal

Kita mesti sepakat bahwa akal merupakan daya atau kekuatan yang
berfungsi untuk menerima dan mengikat ilmu”. Hal ini menunjukkan bahwa
ia adalah alat sentral untuk menentukan segala sesuatu. Apa yang dilihat,
didengar, dan dirasakan dalam hati bermuara pada akal sebagai pembeda

133 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009, h. 64.

3% Muhammad Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan
Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” dalam Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni
2015), h. 105.

%5 Muhammad Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan
Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia™..., h. 105.
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dengan makhluk lainnya. Dengannya ia mampu berpikir, berimajinasi, dan
mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela,
sehingga tercapai derajat yang tinggi dan mulia. Berbeda dengan hewan yang
hanya memiliki nafsu tidak memiliki akal, sehingga tidak mampu
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada titik inilah
manusia mampu berubah menjadi hewan dan jatuh serendah-rendahnya dan
menjadi hina dan tidak bernilai. Sebab hati, pikiran dan telinganya tidak
digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat Allah
dan kekuasaan-Nya (al-Qur’an). Oleh sebab itu, Islam memerintahkan
manusia untuk menjaga akal, agar tercegah dari segala bentuk penganiayaan,
kerusakan, dan kejahatan, sehingga dapat merealisasikan kemaslahatan
umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yaitu dengan cara
menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran, membekali diri dengan
ilmu pengetahuan dan agama, tidak berlebihan, tidak mudah percaya
terhadap informasi dan menjadikannya sebagai kebenaran yang tidak jelas
sumbernya dan mengembangkan daya nalar untuk mengkaji ayat-ayat Allah
dan kekuasaan-Nya.™*®

Menurut Wahab az-Zuhaili, Allah SWT menjadikan akal merupakan
kunci agar manusia mampu mengungkat persoalan-persoalan Allah,
meninggikan manusia karena akal, yang membedakan dengan makhluk lain.
Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu manusia harus
melatih dan memelihara akal.**’

Akal merupakan faktor yang urgen bagi manusia. Pembebanan
manusia terhadap tugas-tugas keagamaan ditentukan oleh akal. Tugas-tugas
keagamaan yang diberikan kepada manusia yang mempunyai akal. Manusia
dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ditentukan oleh
akalnya.*®

Adapun di antara cara memelihara akal yakni dengan mengimaninya,
artinya akal merupakan pemberian Allah SWT yang paling berharga untuk
manusia. Sebab dengan akal yang dimilikinya, manusia menjadi hamba
Allah SWT yang mulia. Selain itu, mengaktualisasikan akal dengan sebaik-
baiknya sebagai wujud syukur seorang hamba kepada tuhannya, akal
manusia merupakan perpaduan antara rasio dan rasa yang dimiliki manusia
di samping pancaindranya, jika hanya menggunakan pancaindra, manusia
tidak akan mencapai kehidupan yang baik. Manusia tidaklah lebih kuat dari
gajah, tidak dapat terbang seperti burung, berenang dan menyelam seperti

%Umar S. Percikan Ramadan (Menjaga Jiwa, akal dan agama),” dalam https:/stai-
binamadani.ac.id/percikan-ramadhan-menjaga-jiwa-akal-agama/ diakses pada tanggal 24
Maret 2022.

37 Wahab az-Zuhaili, dalam Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan
Kenyataan..., h. 30.

138 Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 30.
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ikan, pendengarannya kalah dari ikan hiu dan seterusnya. Dengan
mensyukuri pemberian akal, dalam hal ini mengaktualisasikannya, maka
manusia dapat menundukkan binatang buas, menggiring gajah, terbang
melebihi burung, dan menyelam melebihi ikan. Dengan akalnya pulalah,
manusia mampu menciptakan alat-alat komunikasi modern, mendengar
sesuatu dari jarak jauh, dan mengatasi keadaan yang gelap.

Di samping mengimani dan mensyukurinya akal harus juga
dipelihara dengan cara bimbingan agama, sebab tanpa agama maka akalnya
manusia dapat menghancurkan sesamanya, dapat tersesat dan tanpa
bimbingan agama belum tentu memberi manfaat bagi kehidupan dan justru
sebaliknya menimbulkan malapetaka. Dalam hal ini, erat kaitannya dengan
nafsu, dalam rangka memelihara akal, maka nafsu haruslah dapat
dikendalikan oleh akal yang sehat bukan sebaliknya nafsu yang
mengendalikan akal manusia.

Adapun cara memelihara akal akar tetap berfungsi sebagaimana
mestinya adalah menghindari minuman yang memabukkan yang jelas-jelas
dilarang dalam Islam. hal ini terdapat dalam QS. al-Maidah/5; 90,

MUA&;J?\JJY\,TQ\;@\J\;M\;;;JM | sial u.mi\l.g_?\u

( ) 3 j;h.\ (,SLJ 5 ).u.\;\ﬂ uw‘
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudl
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua perbuatan, termasuk
perbuatan meminum khamer adalah dosa besar dan itu termasuk perbuatan
setan. Oleh karena itu menjauhi khamer adalah bagian dari pemeliharaan
terhadap akal sehingga ia tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari larangan di atas jelaslan bahwa Allah SWT mengategorikan
judi, berkorban untuk berhala dan bertenung (mengundi nasib) sama dengan
khamar atau minuman keras. Oleh Allah SWT semua hal tersebut
dihukumkan sebagai berikut; ***

1) Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang
mempunyai pikiran bersih (waras).

2) Perbuatan godaan dan tipu daya setan.

3) Lantaran perbuatan itu perbuatan setan, maka haruslah dihindari. Dengan
menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah
bersikap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.

4) Tujuan setan menggoda manusia dengan minum khamar atau minuman

139 Winarno, “Status Hukum Khamar Dalam Persfektif Figh,” dalam Asy-Syari’ah,
Vol. 3, No.1, Juni 2018, h. 7.
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keras dan judi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan
persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk
kerusakan duniawi.

5) Tujuan lain dari godaan itu adalah untuk menghalangi orang dari
mengingat Allah SWT dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan
kerusakan terhadap keagamaan.

6) Atas dasar itulah manusia menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut.
Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang menghukumi khamar atau
minuman keras dengan hukum "haram mutlak” (gath'i).

Dari hal-hal tersebut itulah Allah SWT memerintahkan kepada
manusia agar tidak terperangkap dari berbagai macam tipu muslihat setan
yang diberikan kepada manusia. Larangan ini juga merupakan ujian
keimanan bagi seseorang, apakah ia mampu untuk menghadapinya atau
sebaliknya.'* Larangan khamar atau minuman keras sebagaimana ayat di
atas tidak lain adalah menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang
memiliki kekuatan fisik, jiwa, dan akal pikirannya serta melindungi akal dari
bahaya khamar. Tidak diragukan lagi bahwa khamar atau minuman keras
dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya
terutama sekali akal.

4) Perlindungan Terhadap Keturunan

Di dalam ajaran Islam untuk memelihara keturunan yang sah diatur
dalam pernikahan. Hal ini agar manusia mampu melangsungkan dan
melestarikan keberadaannya. Salah satu fungsi pernikahan agar menghindari
perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu zina."** 5

(YY) Dlals ol ddiald G4 L3N ) 5ia Y g

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-1sra/17:32).

Kata 158 Y5 berarti dan jangan mendekati, mengandung arti
larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar
kepada langkah melakukannya. Zina itu adalah suatu perbuatan yang amat
keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk
dalam menyalurkan kebutuhan biologis. *?

Jika diperhatikan larangan zina dan perbuatan-perbuatan yang
mendekati zina dalam ayat-ayat di atas, terlihat bahwa larangan tersebut
tidak diikuti dengan penyebutan ancaman atau sanksi duniawi, melainkan
hanya celaan saja. Di samping itu, larangan di atas lebih menekankan pada
tuntunan dan budi pekerti dari pada larangan dengan ancaman pidana.
Maksudnya larangan-larangan tersebut lebih menekankan pada kehendak

10 Winarno, “Status Hukum Khamar Dalam Persfektif Figh™..., h. 8.
I Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 31.
142 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah..., h. 458-459.
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untuk kesempurnaan pribadi orang perorangan. Untuk itu, memelihara
keturunan merupakan suatu yang mutlak, dengan cara menghindar dari
perbuatan zina.**®

Dalam ayat lain, Allah memberikan sanksi kepada pelaku zina, agar
mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan agar orang lain juga
tidak melakukan hal yang sama. Hal ini dljelaskan dalam firman Allah,

M‘J@éhb&jbiﬁ@&t&é—mhjds\jﬂ;‘u‘;—i\‘)\‘j‘\_ﬂ\)}\
G aaills Ugdiie 3gaaly DANT o315 i Gsia i B o) iy uﬂé

o

Cries

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
(QS. an-Niir/24:2).

Menurut ayat-ayat di atas, bahwa zina merupakan norma agama,
norma kesusilaan. Pelaku zina dalam kaidah hukum Islam sanksinya telah
ditetapkan oleh al-Qur'an akan tetapi sanksi yang ditetapkan oleh kaidah
keagamaan mempunyai karakter transendental. Sanksi ini tidak diformulasi-
kan oleh masyarakat, namun demikian ditetapkan oleh kaidah keagamaan.
Sanksi yang ditetapkan oleh kaidah keagamaan menurut Wardi Muslich
adalah suatu tindakan yang diberikan oleh syara’, sebagai pembalasan atas
perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk
memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk
melindungi kepentingan individu.'**

Rahmat Hakim menjelaskan bahwa substansi dari pemberian sanksi
bagi pelaku zina dalam Islam adalah pertama, pencegahan dan balasan (al-
radd wa al-zahr), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (al-ishlah wa
al-tahdhib).'*

Berpijak pada tujuan sanksi tersebut di atas, pelaku zina sepantasnya
tidak melakukan hal sama pada saat yang lain atau tidak mengulangi
perbuatan keji itu. Selain itu, sanksi tersebut merupakan langkah preventif
bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Hukum pidana

3 TIshaq, “Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana
Indonesia,” dalam ljtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, VVolume 14, No.
1, Juni 2014, h. 3.

Y4 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Al-Qur’an, Cet. |. Jakarta:
Diadit Media, 2007, h. 59.

Y5 H. Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cetakan ke 2, Jakarta: Bumi
Aksara, 1992, h. 65.
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yang diterapkan sekarang ini yang mengatur tentang zina belum dapat
melindungi dan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta
untuk melindungi kepentingan individu.

5) Perlindungan Terhadap Harta

Di dalam kehidupan manusia, harta benda merupakan hak yang urgen
agar manusia dapat ekses baik dalam kehidupan di dalam keluarga maupun
dalam kehidupan di masyarakat. Dalam ajaran Islam dianjurkan agar
manusia mencari harta yang baik dan halal. Harta merupakan hak milik yang
haruiglilindungi dan tidak ada seseorang yang dapat merampas harta orang
lain.

Menurut Al-Syathibi, memelihara atau menjaga harta sejalan dengan
ketentuan magashid syariah, yaitu adanya ketentuan hukum yang disahkan
oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya,
diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba,
diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan
diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan
demikian terjagalah/terpeliharalah harta. Di samping itu, peranan magqashid
syarzah di dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan
dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya
penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan
sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan
bagi manusia keseluruhan. *’

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang menjaga dan memelihara
harta adalah terkait dengan keharaman memakan harta milik orang lain yang
diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan, terdapat dalam QS. al-
Baqarah/2 188
Cra Lcu)s UXSLJ ?M‘ Ls.J\ L@.\ \jh.u dlal_dl_a esm 6&S\Jm\ \lel_a ‘yj
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahaglan yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui.

Berkenaan dengan asbabun nuzulnya, Sayyid Qutub menyebutkan
tidak dapat dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah
sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman
riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba,
jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai

1 Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 34.
Y7 Aprianto, “Konsep harta dalam Tinjauan Magashid Syariah,” dalam Journal of
Islamic Economics Lariba, Vol.2, No. 2, 2017, h. 70.
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penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia
secara batil.**®

QS. an-Nisa/4: 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai
memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan
harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan
maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya,
seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu,
menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang
dilarang syara’.**

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat
janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli,
(Jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Dibolehkan bagi
kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir
dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari’.
Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling
rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku
transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.**

Al-Maraghi menjelaskan makna kata al-bathil dalam ayat tersebut
berasal dari kata-kata al-bathlu dan buthlan yang bermakna sia-sia dan
kerugian. Menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar
dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau menghabis-
kan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk
katagori al-bathil: mengundi nasib, al-ghasy, khida’, riba dan ghabn. Begitu
juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya
pada tempat yang tidak dapat diterima oleh logika sehat.***

d. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Menurut Zaenab Ridhwan, Legislasi menjadi dasar Konsultasi
Hukum dalam ajaran Islam, mempunyai 4 (empat) prinsip pokok vyaitu :
persamaan, kebebasan, keadilan, dan keutuhan sosial. Menurut Zaenab
Ridhwan kemerdekaan atau kebebasan mulai tentang perasaan, pengabdian
sendiri, kepada Allah SWT selain itu kalau manusia mampu zuhud wara’nya
tidak mencintai terhadap harta atau materi. Dengan demikian diharapkan
manusia akan mempunyai kebebasan antara lain kebebasan beragama,
berpikir dan berpendapat, kebebasan berpolitik.**>

8 sayyid Quth, Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an..., h. 239.

9 H, Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Cet. I, Jakarta: Kencana. 2006, h.
258.

10 \Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Wajiz wa Mu’jam Ma’ani al-Qur’an al-‘Aziz.
Damsyik: Dar al Fikr. 1997, h. 84.

51 Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Mardghi. Beirat: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah,
2004, h. 234.

152 7aenab Ridhwan, an-Nazhiriyah al-Zjtima’iyah fi al-Fikr al-Islami, Cairo, Dar al
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1) Kebebasan Beragama

Menurut Mubarak, kebebasan beragama bertumpu kepada prinsip
kebebasan menentukan pilihan seseorang dan pertanggungjawaban terhadap
Allah SWT. Karena setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban secara
pribadi. Selain itu manusia akan dipertemukan dengan Allah SWT di
akhirat. ™

Menurut Wafi, dalam Islam setidaknya ada tiga prinsip dalam
kebebasan beragama. Pertama kebebasan meyakini suatu agama dan
larangan memaksa beragama. Artinya tak seorang pun dapat dipaksa untuk
melepaskan agamanya dan memeluk Islam, sebagaimana termaktub dalam
surat al-Bagarah: 256. Kedua, Islam memberi kebebasan untuk diskusi
keagamaan. Artinya Islam mengesahkan kebebasan individu untuk
menyebarkan agama, dengan penjelasan dan alasan yang baik. Oleh
karenanya al-Qur’an menuntut kaum muslimin untuk menggunakan
perkataan yang lemah lembut dalam mengajak dan menyeru manusia ke
dalam Islam. Ketiga, iman harus berasal dari kepastian dan keyakinan, bukan
dari tradisi atau ikut-ikutan. Inilah sebabnya menurut sebagian ulama tauhid,
imannya mugallid, tidak sah dan Allah akan menyiksa kaum musyrikin, yang
hanya mengikuti dan meniru nenek moyangnya secara membabi buta, tanpa
mengetahui dasar-dasarnya dengan mengorbankan kebebasan berpikir dan
kepercayaan pribadi. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam
surat al-Bagarah: 170. Berkaitan dengan ayat ini, Wafi merujuk dan
sependapat dengan Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa orang yang
hanya meniru secara membabi buta, tanpa adanya petunjuk yang benar, tidak
termasuk orang yang beriman. Karena seseorang tidak dapat dikatakan
beriman kecuali ia memahami agama dan keyakinannya dengan akalnya.**

Kebebasan untuk memilih atau menentukan agama atau menjalankan
agama diserahkan kepada manusia secara individu. Tidak ada paksaan dalam
memeluk agama. Menurut Ibnu Qudaimah tidak diizinkan memaksa orang
yang tidak beriman untuk memeluk Islam.*>® Terdapat banyak yang
menjelaskan tentang norma kebebasan beragama, yaitu antara lain dalam QS.
al-A'raf/7:172, al-Kahfi/18:29, al-Bagarah/2:256 dan lainnya. Dalam al-

Baqarah/2 256 mlsalnya berbugyl
a8 - - @ & da v s (-1 %5
ey cosihalics 385 ad (Al (e 3307 G 8 Gl 61 %) Y

Ma’arif, 1982, h. 151

153 Muhammad Mubarak, Nizham al-Isldm: al-Agidah wa Ibddah, Beirut, Dar al-Fikr,
1984, h. 80.

>4 Ali Abdul Wahid Wafi, Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Isldm), terj. H.
S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama Semarang (Toha
Putra Group), t.th, h. 7; Muh. In’amuzzahidin,” Konsep Kebebasan Dalam Islam,” dalam
Jurnal at-Tagaddum, VVolume 7, Nomor 2, November 2015, h. 261.

1% Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 37.
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Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya
ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Bagarah/2:

256).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bahwa Islam, dalam hal ini
al-Qur’an, menyatakan kebebasan beragama sebagai suatu norma dan prinsip
Islam, sebagaimana yang tertuang dalam surat al-Bagarah ayat 256. Namun
ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui
kebebasan beragama, dan bahwa ayat-ayat yang membela kebebasan telah
di-nasakh oleh ayat lain yang membahas masalah jihad. Dalam kaitan ini, as-
Sa’di memberikan penjelasan mengenai hal-hal tersebut sebagaimana berikut
ini:

a) Berkenaan dengan Islam yang disebarkan melalu pedang. As-Sa’di
berpandangan bahwa Islam sama sekali tidak memaksa orang untuk
memeluknya. Oleh karena itu alah satu jalan bagi mereka adalah
mengklaim bahwa nas-nas tersebut telah di-naskh dengan ayat-ayat atau
hadis-hadis tentang perang. Menurut mereka, ayat-ayat tersebut
diturunkan sebelum umat Islam memiliki kekuatan yang cukup memadai
untuk memaksa orang lain memeluk Islam. Karena itulah, orang-orang
sebelum itu memeluk Islam tanpa peperangan.

b) tentang nash-nash yang menuntut umat Islam berperang dan jihad di
jalan Allah. Menurutnya, mereka menjadikan perang fi sabilillah sebagai
sarana untuk memperluas dakwah Islam. Karenanya, ayat-ayat tersebut
telah membatalkan nash-nash yang turun sebelumnya. Padahal perang
dalam perspektif Islam bukan untuk memaksa manusia memeluk Islam,
melainkan melindungi pemeluk Islam dari paksaan orang lain untuk
menjadi murtad.*®

Dan prinsip kebebasan beragama ini, sekarang telah menjadi salah
satu dasar yang diundangkan oleh berbagai negara dalam konstitusinya.
Prinsip ini juga termaktub dalam Declaration of Human Rights (1948) pasal
18 dan Covenant on Civil and Political Right (1966) pasal 18 yang
dikeluarkan oleh PBB.48 Sehubungan dengan ini, Husain Haikal, kebebasan
beragama, yang juga tertuang dalam perjanjian atau dokumen politik antara
kaum muslimin (muhajirin dan anshar) dengan orang-orang Yahudi,
merupakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia pada

156 Abd al-Mutaal as-Saidi, Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyat al-Fikr F7
al-Islam), terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I, 1999, h. 7-9.
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masa itu.*>’

2) Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Kebebasan masyarakat dalam negara Islam dibangun berdasar suatu
kemaslahatan bagi semua anggota masyarakat. Kemaslahatan dapat tercapai
apabila seseorang tidak dikekang, apalagi dirampas hak-hak individu
maupun hak-hak sosial.**®

Dalam Islam, kebebasan berpikir dan berpendapat sangat dihargai.
Hal ini dapat dilihat dari perjalanan historis Islam awal pada zaman Nabi dan
sahabatnya, ™ atau dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Adapun yang
dimaksud dengan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah
adanya kebebasan masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri
tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas
dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemuka-
kannya dengan berbagai bentuk cara.*®

Kebebasan berpikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan
berpikir ilmiah, artinya setiap orang berhak menetapkan pemikirannya
mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia,
dan berpegang pada hasil pemikirannya serta mengemukakannya. Dalam
Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai
fenomena-fenomena tersebut. Karena itulah, al-Qur’an dalam hal ini hanya
menganjurkan kepada akal manusia, agar memikirkan setiap fenomena alam
dan memberi motivasi untuk selalu merenungkan dan menggali beberapa
aturan umumnya, sebagai upaya riset,"®'di samping sebagai jalan utama
menuju iman dan Islam dan ayat-ayat al-Qur’an yang menekankan manusia
agar merenungkan fenomena yang ada di sekitarnya sangat beragam. Di
antaranya adalah QS.al-A’raf : 185, QS. al-Bagarah: 164, QS. al-Nur: 43-44,
yang mengisyaratkan kepada manusia agar mengamati dan berpikir tentang
ayat-ayat kauniyyah-Nya, meliputi langit, bumi, dan seisinya, pergantian
malam dan siang, dan kejadian-kejadian yang ada di lautan. Di samping itu,
QS. al-Ghasyiyah :17-20 bahkan memerintahkan penelitian empiris tentang
asal usul atau kejadian unta, tingginya langit, tegaknya gunung atau bumi
yang dihamparkan. Kemudian ada juga hadis Nabi yang memberi kebebasan
(berpikir dan berekspresi) untuk menentukan langkah-langkah duniawi Kita.
Antum a ‘lamu bi umiri Dun-yakum, %2

7 Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam”..., h. 272,

158 Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan..., h. 38 .

9Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam), terj.
Abdul Rahim C.N., cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 71-73.

180 Muh. In’amuzzahidin,” Konsep Kebebasan Dalam Islam”..., h. 263.

181 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Quran, cet. XV, Bandung: Mizan, 1997, h.
101

162 Muh. In’amuzzahidin,” Konsep Kebebasan Dalam Islam”..., h. 264.
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Kebebasan menyampaikan gagasan atau pendapat merupakan sisi
penting dari kebebasan berorasi.'®® Dalam konteks pemerintahan, kebebasan
menyampaikan gagasan atau berbicara merupakah hak setiap orang yang
mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh
dikekang oleh negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi
pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat
melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Di antara kewajiban tersebut
adalah melakukan amar ma ruf nahi munkar, yang untuk merealisasikannya
membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.

Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan
menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan
kezaliman. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan
tidak melanggar hukum mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebenaran,
menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri.
Dalam keadaan bagaimanapun juga Islam tidak akan mengizinkan kejahatan
dan kekejian juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk
menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik. Oleh karena
itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum
Islam, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan
melaksanakan yang benar, menghapus, dan menghindari yang salah. **

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan
pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu :

1) Pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk akal
sehingga tidak sembarangan berpendapat;

2) Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga
bermanfaat bagi kehidupan bersama;

3) Pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku, sehingga
tidak melanggar hak;

4) Orang yang berpendapat harus terbuka dan siap menerima kritik dan
saran dari orang lain;

5) Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keinginan dan
kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan
demokrasi'®

3) Kebebasan Berpolitik

Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil

163 M. Hashim Kamali, Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of
Expression in Islam). terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, cet. I. Bandung: Mizan,
1996, h. 98..

184 Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam”..., h. 266.

1% Muten Nona, dkk, “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara
Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” dalam Jurnal lus Constituendum, Volume 4
Nomor 2 Oktober 2019, h. 117.
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(khalifah) dari yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak
dipercayakan kepada seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu,
tetapl seluruh umat Islam. Seperti dinyatakan dalam QS an-Nur/24 55,

LASUAJY\@MUMM\ \jLu:JeSM\}u\ u.ml\ A
eé_dﬂj?@@aj\ L;ﬂ\ ?@Juﬁiﬂj?@.\awwﬂ\ Caldil)
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Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan
Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam
ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan
tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku fan barang siapa yang
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ayat di atas menunjukkan secara tegas bahwa kedudukan khalifah
adalah sebagai anugerah kolektif dari Allah, di mana kedudukan seorang
individu muslim tidaklah lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya.
Tepat jika kebebasan berpolitik, adalah bahwa rakyat atau umat merupakan
pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk
berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya
yang harus dijalankan. °°

Jika umat merupakan pemegang kekuasaan, maka pemerintah di
bawah kekuasaannya, dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya umat
mempunyai kebebasan politik penuh, yang diberikan oleh Islam, bukan hak
yang diberikan oleh penguasa. Dalam hal ini, setidaknya ada dua hak yang
paling dominan untuk seluruh umat, yakni hak memilih pemimpin dan hak
mengawasi dan mengontrol setiap tindakan pemimpinnya, baik secara
langsung atau dengan perwakilan.

Kebebasan berserikat dan berkelompok tidak hanya aspek politik,
namun bidang yang lain ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik,
kebebasan berserikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kebebasan berpikir dan berpendapat dapat membentuk partai politik. Partai
politik ada yang berdasarkan Pancasila dan ajaran Islam ada pula partai
politik yang nasional. Menurut Kuntowijoyo partai politik harus di
lembagakan.*®’

1% Muh. In’amuzzahidin,” Konsep Kebebasan Dalam Islam”... h. 267.
187 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung : Mizan, 1977, h. 74.
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e. Prinsip Ketaatan Rakyat

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka
setiap orang wajib taat kepada ulil amri yang mempunyai kekuasaan dalam
pemerintah. Kewajiban ini disebutkan antara lain dalam QS. an-Nisa’/4:59,
yang berbuny|
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(QS. An- Nisd /4:59).

Seruan dalam ayat di atas ditujukan kepada rakyat yang mukmin
bahwa mereka harus taat kepada ulil amri, namun dengan syarat, ketaatan ini
dilakukan setelah ada ketaatan ( ulil amri) kepada Allah dan Rasul-Nya. Di
samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya
jika terjadi silang pendapat atau kepada al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini
mengharuskan orang-orang muslim memilik daulah yang ditaati. Jika tidak,
urusan ini pun menjadi sia-sia.*®® Ayat 59 Surat an-Nisa’ menjelaskan bahwa
orang-orang yang diserahkan amanat kepada mereka (Ulil Amri) harus
ditaati, selagi Ulil Amri itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada
undang-undang Allah.

Kata ulil amri menurut Muhammad Abduh bermakna sekelompok
ahlu al halli wa al ‘aqd (baca ahlul halli wal ‘aqdi) dari kalangan orang-
orang muslim dari berbagai profesi dan keahlian. Meraka itu adalah umara’
(pemerintah), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua
penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah
kebutuhan dan kemaslahatan publik.’®® Lebih lanjut Muhammad Abduh
menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka
umat wajib menaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim
dan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul yang mutawatir. Wilayah
otoritas ulil amri sendiri hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan umat,
sedangkan wilayah ibadah, maka itu haruslah didasarkan kepada ketentuan
Allah SWT dan Rasul-Nya.*"

1% yusuf Al-Qardhawy, Figih Daulah- Dalam Perspektif Al-Qu’an dan Sunnah,
Terjemahan Kathur Suhardi,Cet.I11, Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 22.

199 Muhamad Rasyid Redha, Tafsir Al-Manar, Dar al-Ma’rifat, Bairut, 1973, h. 181.

170 Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam
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Islam memberikan hak-hak bagi pemimpin yang wajib ditunaikan,
ditetapkan dan dijaga oleh rakyat, karena sesungguhnya maslahat umat dan
masyarakat tidak akan tercapai dan teratur, kecuali dengan saling tolong
menolong antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin menegakkan kewajiban-
kewajibannya, demikian pula halnya rakyat dan masyarakat.'’* Di antara
hak-hak pemimpin dan kewajiban terhadap mereka adalah ikhlas mendoakan
pemimpin, menghormati dan memuliakan pemimpin, dan taat dalam perkara
yang bukan maksiat.

f.  Prinsip Persamaan

Sebelum Islam datang, kehidupan manusia secara umum atau khusus
masyarakat Arab didasarkan pada stratafikasi sosial. Islam datang di
masyarakat Arab membawa prinsip persamaan dan mengajarkan kemuliaan
manusia tidak didasarkan kepada keturunan, kedudukan, pangkat, jenis
kelamin, suku dan lain-lain, namun yang membedakan seseorang dengan
lainnya ketakwaan. Menurut Muhammad Al-Ghazali, kedatangan Islam
membawa prinsip persamaan bersifat menyeluruh 172
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu vyang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa/4:1).

Ayat ini menggunakan kata panggilan an-nas yang artinya manusia.
Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Surah ayat
ini mengajak agar manusia senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar
seluruh manusia dan semuanya dalam posisi yang sama. Walaupun turun di
Madinah yang umumnya panggilan ditujukan kepada orang-orang yang
beriman, tetapi demi persatuan dan kesatuan serta persamaan menggunakan
panggilan untuk semua manusia. Ayat ini menyadarkan seluruh manusia,
baik yang beriman dan tidak beriman bahwa diciptakan dari diri yang satu,

Masyarakat Muslim,” dalam Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No. 1, Januari 2011, h. 118.

YL Lugman Jamal, Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama’ah Terhadap Penguasa, Majalah
an-Nashihah, vol 08, Makasar, 2004, h. 15. Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-
Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”..., h. 120.

12 Muhammad Al Ghazali, Hadza Dimuna, Cairo, Dar al Syurug, 1993, h. 49
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yakni Adam. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang
manusia dengan yang lain.*"

Seperti dikemukakan di atas, ayat ini sebagai pendahuluan untuk
mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta
membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu
keturunan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada
perbedaan dari satu bangsa dengan bangsa yang lain, dari satu suku dengan
suku yang lain, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama. Semua
dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat,
serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.™

Perintah untuk bertakwa kepada “Tuhanmu” tidak menggunakan kata
“Allah”, adalah untuk mendorong semua manusia berbuat baik, karena
Tuhan yang memerintahkan ini adalah “Rabb”, yakni yang memelihara dan
membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat
dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai Pemelihara dan yang
selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Di
sisi lain, pemilihan kata tersebut membuktikan adanya hubungan antara
manusia dengan Tuhan, yang tidak boleh diputus. Hubungan antara manusia
dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara
hubungan antara manusia dengan sesamanya yang status derajatnya sama,
kecuali dengan ketakwaannya sebagaimana disebutkan dalam QS. an-
Nis@’/}4: 1, )

G TS i Usils 2&is @u RS o esma 9 oy ol

eg:.;&“fu\e&m\mmé;}\

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. (QS. al-Hujurat/49:13).

Panggilan yang digunakan dalam ayat di atas adalah an-nds, yang
ditujukan tidak hanya kepada orang beriman, tetapi ditujukan kepada seluruh
umat manusia. Hal ini memberi arti tentang prinsip dasar hubungan
manusia.’”

Secara tersurat ayat di atas menegaskan tentang kesatuan asal muasal

3 Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam al-Qur’an dan
Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga,” dalam Tafsé: Journal of Qur'anic Studies, Vol.
6, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 113.

74 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah...,, h.329-330.

15 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah...,, h. 260.
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manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia.
Tidaklah wajar jika seseorang berbangga dan merasa dirinya lebih unggul
dari yang lain, bukan hanya antar bangsa, suku, warna kulit dengan
selainnya. Semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah, sama
sekali tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan
perempuan, satu golongan dengan golongan yang lainnya. Sebab semuanya
diciptakan dari satu seorang laki-laki (adam) dan seorang perempuan
(hawa’).

Panggilan dalam ayat di atas bertujuan supaya manusia satu sama
lainnya saling mengenal, semakin kenal dan semakin erat hubungannya satu
sama lainnya, maka semakin terbuka untuk saling membantu, dan semakin
terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan itu dibutuhkan
supaya satu sama lainnya dapat mengambil pelajaran dan pengalaman, untuk
meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT yang wujudnya
tercermin pada keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia dan
akhirat.*"®

Ayat di atas telah memformulasi seluruh dimensi eksistensi manusia.
Dimulai dengan penciptaan, kemudian fakta keberpasangan laki-laki dan
perempuan, kemudian disatukan dalam kelompok yang besar dan kecil, yang
masing-masing diterjemahkan ke dalam berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku
agar mereka saling mengenal.

Prinsipnya, dua ayat di atas menjelaskan bahwa asal muasal manusia
dari bapak dan ibu yang sama. Meskipun dalam perkembangannya, manusia
berkembang menjadi bersuku-suku, berkelompok dan berbangsa-bangsa,
dengan berbagai macam bahasa dan warna kulitnya serta budayanya, namun
semuanya itu tidak lain menunjukkan bahwa manusia memiliki kesamaan
derajat. Yang membedakan hanyalah nilai ketakwaannya kepada Allah.

g. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan hal yang penting dalam pemerintahan
Islam. Keadilan merupakan sifat Allah SWT. Oleh karena itu seseorang yang
beriman kepada Allah SWT artinya telah meneguhkan keadilan. Menurut M.
Qurash Shihab ada 4 (empat) keadilan. Adil artinya sama antara yang satu
dengan yang lain hak sama. Kedua Adil artinya seimbang nama lainnya
proporsional. Ketiga adil memberikan hak kepada yang memiliki hak.
Keempat adil hanya dihubungkan dengan Allah SWT.*”

Menurut Muthahari, ada 4 (empat) makna keadilan, Pertama keadilan
adalah keadaan sesuatu yang seimbang. Kedua keadilan adalah persamaan
dan penafian terhadap perbedaan apa pun. Ketiga keadilan berarti

78 H.A Soenarjo, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Jakarta: Listakwarta Putra, 2003,
849.
Y"'M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran..., h. 34.
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memelihara hak-hak individu dan memelihara hak kepada yang berhak
menerima. Makna keadilan keemat dihubungkan dengan Allah SWT.!"

Sementara menurut Dawam Rahardjo keadilan berkaitan dan
berintikan kebenaran. Keadilan berarti tidak menyimpang dari kebenaran,
tidak merusak, dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Keadilan
mengandung arti keseimbangan yang akan melahirkan keteguhan dan
kekokohan seseorang yang adil berarti tidak berbuat curang untuk
kepentingan sendiri. Terakhir arti keadilan pembagian hasil sesuai dengan
kebutuhan dan sumbangsihnya dalam proses sosial.""

Keadilan dalam al-Qur’an cukup banyak disebut, antara lain dalam
surah an-Nisa/4: 58, 135 dan Al-Maidah/5:8. Dalam surah an-Nisa,

mlsalnya berbunyl )
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa/4: 58).

Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia
secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus
ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.
Ayat-ayat al-Qur’an yang menekankan hal ini sungguh banyak. Salah satu di
antaranya berupa teguran kepada Nabi saw. yang hampir saja teperdaya oleh
dalih seorang muslim yang munafik, yang bermaksud mempersalahkan
seorang Yahudi.*®

Menurut Sayyid Qutb, perintah untuk menjalankan amanah dengan
adil merupakan sesuatu yang mutlak, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Keadilan yang dimaksud di atas bersifat mutlak, meliputi keadilan yang
menyeluruh di antara semua manusia. Bukan hanya keadilan terhadap kaum
muslimin saja dan ahli kitab. Keadilan merupakan hak setiap manusia.
Identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap
keadilan itu menurut manhaj rabbani. Identitas ini terkena untuk semua
manusia, mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih
ataupun berkulit hitam, orang arab ataupun non-Arab.*®*
Dan juga dalam ayat 135 di surah yang sama,

178 Murtadha Muthahari, Keadilan llahi, Bandung : Mizan, 1992, h. 54-58.

9 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
Konsep Kunci, Jakarta : Paramadina, 1996, h. 389.

180 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah...,, h. 483.

181 Sayydi Qutb, Fi Zhilal al-Qur’dn..., jilid 2, h.389.
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Wahai orang-orang yang berlman, jadilah kamu orang yang benar- benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan. (QS. an-Nisa/4: 135).

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam QS. al-Maidah/5:8, yang
berbunyi,

Al wesg);;yjm\u A I \ws AR AP
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Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah/5 : 8).

h. Prinsip Peradilan Bebas.

Prinsip peradilan yang bebas berhubungan dengan prinsip keadilan
juga prinsip persamaan. Dalam demokrasi Islam, hakim memiliki
kewenangan bebas dalam makna setiap hakim dalam memeriksa dan
memutus gugatan maupun permohonan hakim harus mengimplementasikan
prinsip peradilan yang bebas. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan
persamaan terhadap siapapun.®?

AI -Qur'an menerapkan suatu garls hukum dalam QS an- lea/4 .57 :
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Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang
shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya

)=

182 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya..., h. 144.
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mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya
mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat
yang teduh lagi nyaman. (QS. an-Nisa/4 : 57).

Pemeriksaan pokok perkara oleh hakim sampai pengambilan putusan
hakim harus mencerminkan rasa keadilan terutama bagi pencari keadilan.
Menurut Abu Hanifah kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan
berupa tekanan maupun campur tangan kekuasaan eksekutif. Menurut Abu
Hanifah kebebasan kekuasaan kehakiman mencakup wewenang hakim untuk
memeriksa perkara dan pengambilan putusan yang salah satu pihak yang
berperkara penguasa yang melanggar hak rakyat.*®®

Prinsip keadilan yang bebas dalam demokrasi Islam bukan hanya
sekedar ciri negara hukum, namun merupakan suatu kewajiban hakim yang
harus diimplementasikan. Peradilan bebas merupakan syarat tegaknya prinsip
keadilan dan persamaan. Jadi ada hubungan antara prinsip peradilan bebas
dengan prinsip keadilan dan persamaan hukum.'®*

Prinsip peradilan bebas dalam Demokrasi Isam tidak boleh
bertentangan dengan tujuan Hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah.
Dalam mengimplementasikan prinsip amanah kekuasaan hakim merupakan
amanah dari rakyat. Oleh karena itu seorang hakim harus memegang dengan
sebaik-baiknya amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Pengampilan
putusan hakim dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara musyawarah artinya
tidak ada perbedaan pendapat yang mengambil putusan. Cara yang kedua
dengan jalan voting atau pemungutan suara. Putusan hakim harus
mencerminkan keadilan yang mana keadilan merupakan tujuan utama pada
kekuasaan kehakiman.'®®

i. Prinsip Perdamaian

Allah SWT. memerintahkan kepada orang beriman agar menganut
Islam secara kaffah artinya menganut Islam secara keseluruhan. Hal ini
termaktub plalam QS Al- Baqarah/2 208.
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Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Bagarah/2 :

8 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya..., h. 145.

% Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya..., h. 145.

% Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya..., h. 146.
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208).

Salah satu makna Islam adalah perdamaian dan meninggalkan
permusuhan, perselisihan atau peperangan.'®

Kata masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan pada QS.
Al-Bagarah/2 : 208 diterjemahkan dengan kedamaian, makna dasarnya
damai atau tidak mengganggu. Kedamaian dalam ayat tersebut diibaratkan
berada di suatu wadah yang dipahami dari kata fi yaitu dalam. Orang yang
mempunyai keimanan kepada Allah SWT. diharapkan masuk Islam secara
menyeluruh. Oleh karena segala ibadah baik ibadah maghdhah maupun
ibadah ghairu maghdhah dalam wadah atau koridor kedamaian berarti damai
dengan dirinya, orang lain baik manusia maupun hewan dan tumbuhan serta
alam raya.*®’

Sesuatu yang dapat menopang perdamaian antara manusia satu
dengan manusia lain adalah perasaan sederajat dan bersaudara. Manusia
sesama muslim bersaudara. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan,
pertengkaran, dan permusuhan berarti merusak perdamaian sehingga harus
diseesaikan dengan cara perdamalan

u}’g).aeﬁdm‘\jmue&};\ \j;l.alﬁoj;\u}.m}zhbu\
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat/49:10).

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut mengisyaratkan sangat jelas
persatuan dan kesatuan hubungan yang bersifat harmonis antar anggota
masyarakat sehingga dapat rahmat bagi mereka. Perpecahan dan
pertengkaran akan menimbulkan bencana yang dapat menimbulkan
pertumpahan darah dan perang di antara anggota masyarakat.

Salah satu tugas Muhammad dengan berdasarkan ajaran Islam yaitu
mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi. Perkataan
Islam artinya penundukan diri kepada Allah SWT, keselamatan,
kesejahteraan, dan juga mengandung suatu makna perdamaian. Setiap
manusia mendambakan perdamaian di dunia dalam kehidupannya. Al-Qur'an
sangat menjunjung dan mengutamakan perdamaian. Al-Qur'an secara lugas,
agar manusia yang beriman kepada perdamaian,‘®sebagaimana diisyaratkan
dalam ayat di atas.

Demokrasi Islam harus ditegakkan berdasar prinsip perdamaian.
Hubungan antar negara harus berdasar dan berpegang prinsip perdamaian.

18 Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan. Terapan, dan Kenyataan..., h. 60.

187 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vo. 1, Jakarta : Lentera Hati, 2000, h. 419.

188 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah..., h. 249.

89 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya..., h. 146
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Pada prinsipnya sikap bertengkar merupakan hal yang dilarang dalam Al-
Quran. Perang merupakan jalan terakhir. Islam mengizinkan berperang
apabila ada negara lain yang lebih dahulu. Al-Qur'an mengatur hukum
perang dan menjelaskan dalam QS. Al-Bagarah/2 : 190, QS. Al-Bagarah/2 :
194 dan QS. al-Anfal/8 : 61-62.1%
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Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)
janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak
menyuka| orang- orangyang melampaw batas. QS Al- Baqarah/2 190.

;S;lé Lgd:\c\ g.as (ralial c_a.fa});lu e\;&h )@_...J\a_a e\ﬂ\ )@_..nh
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Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati,
berlaku hukum gishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang
kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-
orang yang bertakwa. QS AI Baqarah/2 194.
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Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya
dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu,
maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang
memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. QS. Al-
Anfal/8 : 61-62.

j- Prinsip Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia
yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan
kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan
materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk
mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras,
membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi
keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang
menghadangnya.’**

1% Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya..., h. 147

YL Amirus  Sodig, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” Dalam Jurnal
EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 381.
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Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan
mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain,
sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya
Mugaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan
membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang
pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan
juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan
baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.**

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan
makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6
“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang
memberi rezekinya” namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha,
sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat ar-Ra’d ayat 11
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang
memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-
aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya,
dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”

Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan
kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan
telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan
sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa Fakir miskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-
cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

Bagi pemerintah kesejahteraan sering kali diukur dengan nilai GNP
per kapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan
jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat,
maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan
menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat
pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar
kelayakan hidup.

Tampaknya kemiskinan yang akan menjadi ukuran kesejahteraan
masyarakat, pada Maret 2015 BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan di
Indonesia telah mencapai 28,59 juta penduduk atau 10-11% dari jumlah
penduduk Indonesia secara keseluruhan, dibandingkan dengan September
2014 di mana angka kemiskinan mencapai 27,7 juta penduduk, ternyata
tahun 2015 jumlah kemiskinan di Indonesia semakin bertambah, berpijak
pada data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan

92 |pnu Khaldun, Mugaddimah Ibnu Khaldun, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats
Tsagafiyah, 1994, h. 45. Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”..., h. 382.
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pemerintah di berbagai bidang tampaknya semakin menjauhkan masyarakat
dari apa yang menjadi cita-cita masyarakat dan para pencetus kemerdekaan
yaitu kesejahteraan sosial. %

Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah
pendapatan dan konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan
pendekatan pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data
untuk sektor informal, di Negara Indonesia pekerjaan di sektor informal
lebih banyak daripada pekerjaan di sektor formal dan data untuk sektor
informal secara keseluruhan sulit ditemukan.

Selain itu masyarakat merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan
yang ditanyakan kepadanya tentang berapa besarnya pendapatan yang dia
peroleh, apakah orang Indonesia lupa jika ditanya berapa pendapatan yang
diperolehnya setahun yang lalu atau mereka tidak mau dibebani pajak yang
lebih tinggi, atau mereka juga merasa malu jika penghasilannya yang berasal
dari kegiatan ilegal diketahui oleh orang lain. Sedangkan jika kita mengukur
kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan konsumsi, maka kita juga
menemukan problem ketidaksesuaian dengan kenyataan, misalnya orang
mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa besarnya
pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang mewah maupun
barang ilegal, selain itu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga
lainnya cenderung memiliki perbedaan karakteristik.'%*

Prinsip kesejahteraan dalam Demokrasi Islam bertujuan mewujudkan
keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat.
Tugas untuk mencapai hal tersebut dibebankan terhadap penyelenggara
negara. Adapun kebutuhan yang harus dipenuhi dalam Demokrasi Islam
yaitu kebutuhan materil maupun kebutuhan non materil. Dana yang dapat
untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain : zakat, infaq dan sodagah.
Adapun sumber lain antara lain pajak & retribusi.'*®

Maksud prinsip kesejahteraan adalah untuk dapat mengurangi
maupun melenyapkan jurang pemisah bidang ekonomi dan sosial di
masyarakat. Prinsip kesejahteraan bukan berarti ada kesamaan setara anggota
masyarakat semua segi, namun dapat berbeda masing-masing anggota
masyarakat karena berbeda kemampuan, pekerjaan dan lain-lain.*®

Implementasi prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mencapai
menurut Mufasir as-Siba’i merupakan sistem masyarakat Islam yang
memiliki ciri-ciri khusus. Menurut Musthofa as-Siba’i ciri-ciri khusus
masyarakat Islam antara lain :

193 Amirus Sodig, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”..., h. 383.

194 Amirus Sodig, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam™..., h. 383.

% Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya..., h. 150.

1% Ridwan HR, Figh Politik, Gagasan. Terapan, dan Kenyataan..., h. 62.
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a. Sistem masyarakat Islam bukan berarti masyarakat zalim artinya
menghindari dunia dan isinya, artinya sufi pengembara. Sistem
masyarakat Islam adalah sistem kehidupan masyarakat yang maju, aktif,
dan mampu membangun masyarakat modern.

b. Sistem masyarakat Islam mengakui 5 (lima) hak asasi dan peraturan
untuk mencapai jaminan sosial, membasmi kemungkaran, kebodohan,
dan rasa rendah diri.

c. Sistem masyarakat Islam cocok untuk semua baik orang muslim dan non
muslim.

d. Sistem masyarakat Islam mengikutsertakan rakyat bersama pemerintah
dalam pelaksanaan jaminan sosial.

Salah satu tugas penguasa pemerintahan adalah mencapai
kesejahteraan bagi anggota masyarakat. Dalam Islam terdapat ketentuan dan
nilai-nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, contoh larangan
penumpukan kekayaan pada sekelompok orang tertentu.

“a 2

\}.\A\; u.mhuﬁ:@ u.\gla.\.:a:q eﬁﬁm “333.1“5 ‘d}u‘)‘j a.u\u \)—\A\&
3"‘5-};\;@‘}”‘\)(&“

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian
dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka
orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian)
dari hartanya memperoleh pahala yang besar. QS. al-Hadid/57 : 7.

Anjuran menjadi seorang dermawan, pengaturan hitung zakat, infaq
dan sodagah, larangan menimbun bahan kebutuhan pokok dan sebagainya.
Peran pemerintah dalam pemungutan zakat oleh mustahik diberi hak namun
dituntut agar mengusahakan terwujudnya ketenangan juga ketenteraman
dalam masyarakat.™’

B. Rekonsep Kurikulum

Menurut penulis pemberlakuan kurikulum di FSH Tahun 2014
berlaku untuk angkatan 2015 terlalu lama, karena sampai angkatan 2020.
Menurut penulis maksimal pemberlakuan kurikulum 4 tahun. Profil lulusan
tidak disebut jabatan namun dijelaskan peran yang mampu dilakukan oleh
alumni.

Kurikulum Tahun 2014 Prodi llmu Hukum berlaku untuk angkatan
2015 Figh Siyasah masuk figh Il yang terdiri Figh Jinayat (Hukum Pidana
Islam), Figh Muamalat (Hukum Perdata Islam), dan Figh Siyasah
(Ketatanegaraan Islam). Proses pembelajaran lebih dominan aspek kognitif
(pengetahuan) dibanding aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotorik

97 Abul Much Salim, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an, Jakarta: Grafindo
Persada, 1992, h. 252.
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(praktik).

Kurikulum Tahun 2014 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah) berlaku untuk angkatan 2015, ada Fikih Siyasah | dan Fikih
Sisayah Il. Proses pembelajaran di samping aspek kognitif (pengetahuan),
juga ada aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotorik (praktik).

Pembelajaran tidak hanya tekstual namun juga kontekstual. Dosen
kerap kali memberi contoh ketatanegaraan Indonesia dan negara lain.
Menghubungkan materi dengan masa kini sebagai alat analisa. Pemberian
tugas makalah dosen mengarahkan untuk mencari studi kasus masa Kini.

Implementasi kurikulum Tahun 2021 MBKM di Prodi lImu Hukum
program Permata Sari dan di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
program Permata. Pelaksanaan ada kendala pengambilan mata kuliah antar
perguruan tinggi terkait waktu pembelajaran dan proses pembelajaran.
Pelaksanaan kurikulum MBKM vyang dapat dilakukan pengambilan mata
kuliah di prodi lain Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan kode mata kuliah
yang sama antar Prodi, maka tidak ada kesulitan untuk pelaporan ke
PDDIKTI. Aspek pembelajaran meliputi kognitif = 70%, afektif = 15 %, dan
psikomotorik= 15%.

Metode yang digunakan adalah kombinasi atau gabungan antara
metode tekstual dengan merujuk pembahasan dalam buku-buku teks Figh
Siyasah dan metode kontekstual dengan mencermati realitas aktivitas politik
praktis yang dijalankan para aktor politik di berbagai lembaga negara,
terutama di ranah Trias Politika: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Kognitif/intelektualnya, terutama pada aspek pengetahuan dan
keterampilan berpikir tentang Figh Siyasah. Afektif/perasaan, seperti minat
dan sikap, juga dibangun sikap politik yang moderat, dan santun dalam
bersikap dan bertutur kata, karena itu, penampilan mesti sopan dan rapi,
sesuai amanat kode etik. Sedangkan psikomotor/ keterampilan motorik, juga
diharapkan mahasiswa dapat bergerak merespons realitas sosial politik yang
tidak Islami.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara merujuk pada sistem
pemerintahan di mana kekuasaan politik diberikan kepada rakyat secara luas.
Prinsip demokrasi ini tercermin dalam pembentukan, implementasi, dan
penegakan hukum dalam suatu negara.

Dalam demokrasi, Hukum Tata Negara berperan penting dalam
mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah serta melindungi hak-hak
individu dan kebebasan warga negara. Beberapa aspek yang terkait dengan
demokrasi dalam Hukum Tata Negara meliputi:

1. Konstitusi: Demokrasi modern sering kali didasarkan pada konstitusi
yang menjadi landasan Hukum Tata Negara. Konstitusi mengatur
pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
serta menetapkan hak-hak asasi individu.
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2. Keterwakilan: Demokrasi berfungsi dengan prinsip keterwakilan di mana
warga negara memilih perwakilan mereka dalam lembaga legislatif,
seperti parlemen atau kongres. Melalui pemilihan umum, warga negara
memiliki suara dalam membuat keputusan politik.

3. Hak asasi manusia: Prinsip demokrasi menegaskan pentingnya
melindungi hak asasi manusia. Hukum Tata Negara yang demokratis
mengakui dan melindungi hak-hak fundamental individu, termasuk hak
atas kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan sebagainya.

4. Pemerintahan yang berdasarkan hukum: Dalam demokrasi, tidak ada satu
pihak atau individu yang dikecualikan dari hukum. Hukum Tata Negara
yang demokratis menjamin bahwa pemerintah berada di bawah kendali
hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

5. Transparansi dan akuntabilitas: Demokrasi menghendaki adanya
transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akses informasi
yang luas bagi publik. Hukum Tata Negara demokratis mengatur
keterbukaan pemerintah dan memastikan akuntabilitas lembaga-lembaga
negara terhadap publik.

6. Perlindungan minoritas: Dalam demokrasi yang sejati, perlindungan hak-
hak minoritas menjadi perhatian penting. Hukum Tata Negara yang
demokratis melindungi hak-hak minoritas dan mencegah diskriminasi
atau penindasan terhadap kelompok tertentu.

7. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar Hukum Tata Negara dalam sistem
demokrasi. Namun, perlu diingat bahwa implementasi dan pengaturan
Hukum Tata Negara dapat bervariasi antara negara-negara Yyang
menganut demokrasi, tergantung pada konteks dan tradisi masing-masing
negara.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara mengacu pada sistem
pemerintahan di mana kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan
oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka
pilih. Prinsip demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam
banyak konstitusi negara di dunia.

Konsep demokrasi dalam Hukum Tata Negara memiliki beberapa
elemen kunci, di antaranya:

1. Pemerintahan oleh Rakyat: Dalam demokrasi, rakyat merupakan sumber
kedaulatan negara. Artinya, warga negara memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui
pemilihan umum, referendum, maupun mekanisme partisipasi publik
lainnya.
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2. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Sistem demokrasi bertujuan untuk
melindungi dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan
individu, termasuk hak berbicara, berserikat, dan beragama.

3. Pembagian Kekuasaan: Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif,
legislatif, dan yudikatif adalah karakteristik utama dari demokrasi. Setiap
cabang pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda,
serta berfungsi sebagai kontrol satu sama lain agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan.

4. Pemilihan Umum dan Perwakilan: Proses pemilihan umum memungkin-
kan warga negara untuk memilih perwakilan mereka dalam lembaga
legislatif atau eksekutif. Perwakilan ini bertugas untuk mengartikulasikan
kepentingan masyarakat dan mengambil keputusan atas nama mereka.

5. Supremasi Hukum: Demokrasi dalam Hukum Tata Negara juga
membutuhkan supremasi hukum. Ini berarti semua warga negara,
termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan harus
menghormati keputusan pengadilan.

6. Mekanisme Keseimbangan dan Pengawasan: Mekanisme keseimbangan
kekuasaan dan pengawasan antara lembaga-lembaga pemerintahan
sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga
integritas sistem demokrasi.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara dapat bervariasi dalam bentuk
dan implementasinya di berbagai negara, namun esensinya adalah
memberdayakan rakyat sebagai pilar utama dalam mengatur negara dan
memastikan keterbukaan, transparansi, serta partisipasi aktif warga negara
dalam proses pembuatan keputusan politik.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara mengacu pada prinsip-prinsip

demokrasi yang diterapkan dalam kerangka hukum suatu negara. Konsep
demokrasi mencakup partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan
politik, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, pemilihan
umum yang bebas dan adil, serta pembagian kekuasaan antara pemerintah
dan rakyat.
Dalam konteks Hukum Tata Negara, demokrasi sering kali diwujudkan
melalui  konstitusi negara. Konstitusi menjadi landasan hukum yang
mengatur pembentukan pemerintahan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Prinsip-prinsip
demokrasi dapat tercermin dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, seperti
hak-hak asasi manusia, sistem pemilihan umum, perlindungan kebebasan
berpendapat, dan mekanisme pengawasan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, demokrasi dalam Hukum Tata Negara juga melibatkan
prinsip checks and balances (pemeriksaan dan keseimbangan kekuasaan)
antara cabang-cabang pemerintahan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuatan antara
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eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem Hukum Tata Negara yang

demokratis harus mampu mengawasi dan membatasi kekuasaan pemerintah,

serta memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan
keputusan politik.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara juga mencakup perlindungan
hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Prinsip-prinsip ini menjamin
bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan
mencegah diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor
lainnya.

Penerapan demokrasi dalam Hukum Tata Negara bukanlah sesuatu
yang statis, melainkan dapat berkembang seiring waktu sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, prinsip-
prinsip demokrasi dalam Hukum Tata Negara sering kali menjadi subjek
perdebatan dan perubahan melalui proses demokratis itu sendiri, seperti
amandemen konstitusi atau reformasi hukum.

Di era globalisasi ini, banyak sekali perkembangan dan pembaharuan
dalam pendidikan. Oleh Karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk
menyesuaikan kondisi ini. Sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi hal
ini, maka diperlukan berbagai inovasi dalam pembelajaran. Guru sebagai
ujung tombak dalam dunia pendidikan dituntut untuk selalu sigap dan
tanggap supaya dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Salah
satu peran guru adalah sebagai inovator, yang artinya guru harus
menciptakan ide-ide baru dalam pembelajaran. Karena dengan inovasi, maka
tenaga pengajar dapat menciptakan suasana baru selama pembelajaran
berlangsung.

Pembelajaran inovatif mengandung arti pandangan baru dalam memfasilitasi

peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih maksimal.

Proses pembelajaran pada peserta didik harus dirancang dan dikembangkan

berdasarkan perkembangan jaman. Pembelajaran merupakan sesuatu yang

sangat kompleks, sebagaimana tujuan dari inovasi pembelajaran ini adalah
supaya tercapainya hasil output belajar peserta didik yang maksimal. Contoh
inovasi dalam pembelajaran sebagai berikut:

1. Pembelajaran jarak jauh; saat ini jarak bukanlah suatu hambatan bagi
para guru untuk melaksanakan pembelajaran. Dikarenakan sudah adanya
berbagai apikasi penunjang untuk pembelajaran berbasis jarak jauh ini,
seperti melalui zoom meeting, google meet, maupun google classroom.

2. Meningkatkan peran peserta didik dalam pembelajaran; Peran peserta
didik didalam ruang kelas menjadi hal yang patut ditingkatkan. Karena
peserta didik tidak akan bertahan lama fokus pada materi yang diberikan.
Ketika peran peserta didik diikut sertakan maka guru dapat memahami
hal yang digemari peserta didik dalam proses pembelajaran.
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3. Pembelajaran berbasis observasi; Metode observasi dapat digunakan
dalam proses pembelajaran yaitu dengan mendatangi langsung lokasi
yang akan diamati sebagai bahan ajar guru kepada peserta didik. Dengan
ini maka peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang
disampaikan.

4. Pembelajaran berbasis permainan; Salah satu pendekatan yang dapat
dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan permainan yang
berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Pembelajaran yang
dibawakan dengan bentuk permainan ini akan menambah daya tarik
peserta didik.

Dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran, tenaga pengajar harus tetap
memperhatikan aspek materi yang akan diterapkan. Dengan adanya inovasi
pembelajaran maka proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan
lancar, kondusif dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar
peserta didik. Dengan demikian tercapainya tujuan pembelajaran dan pada
akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan disertasi didapat dari pembahasan yang mendalam pada

kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2015 sampai 2020 sebagai berikut:

1.

B.

Nilai demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara pada Fakultas
Syariah dan Hukum : musyawarah (syira), keadilan (al ‘adl), persamaan
(al-musawwa), kebebasan (al-hurriyah), saling menguntungkan
masyarakat (al-mashlahah), kehormatan manusia (karamah insaniah),
dan amanah (al-amanah).

Prinsip demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara pada Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perspektif al-
Qur’an yaitu hak asasi manusia, persamaan, ketaatan rakyat, perdamaian,
dan kesejahteraan.

Implikasi
Sebagai bahan pembuatan Rencana Pembelajaran Semester dan

Bahan Buku Ajar Program Studi llmu Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN).

1.

Menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang sesuai dengan al-
Qur'an dalam pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.

313



314

N

Agar terciptanya suasana pembelajaran yang demokratis.

Untuk pimpinan, harus menyerap aspirasi mahasiswa dan dosen dalam
keputusan.

Saran

Kepada Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas agar melakukan
review kurikulum secara periodik setiap 2 (dua) tahun dan pergantian
kurikulum setiap 4 (empat) tahun.

Kepada pengampu mata kuliah, agar melakukan revisi Rencana Pem-
belajaran Semester (RPS) secara periodik setiap semester.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdillah, Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual
Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993,
Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abidin, Ibn, Hasyiyah Rad al-Mukhtar, jilid I1l dan 1V, Beirut: Dar al-Fikr,
1966.

Abidin, Muhammad Amin Ibnu, Hasyiyah Ibnu Abidin, Riyadh: Dar Alam
Al-Kutub, Juz 1.

Abidin, Zainal, Piagam Nabi Muhammad SAW ,Jakarta: Cetakan I, Bulan
Bintang, 1993.

Adrian, Vicker, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Insan Madani,
2011.

Afif, Saiful dan Heli Setiyono, Sejarah dan Budaya Demokrasi Manusia
Berstatus Warga dalam Kehidupan Beberapa Negara, Malang:
Avveraes Press, 2013, h. 1.

Ahmad, Kursid, Its Meaning and Massage, terj. Ahsin Muhammad, Pesan
Islam, Cet. I, Bandung: Pustaka, 1983.

Ahmad, Zainal Abidin, lImu Politik Islam I, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I,
1977.

Ali, Atabik, Kamus Al-’Asri: Arab Indonesia,Yogyakarta: Yayasan Ali
Maskun, 1996.

Ali, M. Dsaud, Islam untuk Disiplin IImu Hukum dan Politik, Jakarta: Bulan

315



316

Bintang, 1988

Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

Anis, lbrahim, Mu jam al-Wasith, Juz |, Teheran: Maktabah al-1imiah, t.th.

Anshori, Zakariya al-, Asna al-Mathalib, Beirut: Darul Kutb IImiyah, Juz.
V.

Ansori, Endang Saifudin, Pokok-pokok Pidana Islam, Jakarta: Usaha
Interprises, 1976.

Ar, Muhammad al-Tahir ibn, al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz. 15 Tunis: al-Dar
al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984 M.

Arman dan Muhammad Ferdi Aditya, Sejarah Ketatanegaraan Republik
Indonesia, Yogyakarta: Ombak, 2019.

Arifin, Zainal, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Cet, I,
Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.

Arikunto, Suharsimi, Manajemen Pembelajaran Secara manuk Usi, Jakarta:
Rineka Cipta, 1990.

Asaad, Muhammad, Sebuah Kajian Tentang Pemerintahan Islam, Bandung:
Pustaka, 1985.

Asfahani, al-Raghib al-, Mujam al-Mufradat al-Fazh al-Qur’an, Dar al-
Kutub al-llmiyah, Kairo: 1998.

------------------ ,Ashfahani, Al-Husain ibn Muhammad Al-Raghib al-, Al-
Mufradat fr Gharib AIQur ‘an. ed. Muhammad Khalil ‘Aitani. Beirut:
Dar Al-Ma’rifah, 2001.

Asshidiqi, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
dalam UUD 1945, Yogyakarta: Titi Pers, 2005.

Assobar, Al-Mubin al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka Al-Mubin,
2013.

Asyur, lbnu, Tahri wa at-Tanwir, jilid 26, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiah li
anasyr, 2008.

Atmasasmita, Romli, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta
Publishing, 2020.

Atris, Muhammad, Al-Mu’jam AI-Wafr li Kalimat Al-Qur‘an, Kairo:
Maktabah AlAdab, 2006.

Audah, Abdul Qadir, al-Tasyri* al-Jinaai fi al-Islam, Cet. 1V, Daar lhya at-
Turats al-Arabi, Beirut: 1975, Vol. I.

Awa, Mohammad el, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Surabaya:
Bina limu, 1983.

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Teoritis dan Modern Modernisasi di
tengah Tantangan Melenial 3, Jakarta: Kencana Persada Media
Group, 2012.

Bagi, Muhammad Fu’ad Abd al-, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh Al-
Qur‘an al-Karim, Kairo: Dar Al-Hadits, 1988.



317

------------------ , Al-Lu’lu Wal Marjan, Semarang: al-Ridha, 1993.

Baghdadi, Ruh al-Ma’ani Fi Tafsir al-Qur’an al-Karim wa as-Sab’u al-
Masani, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Bagir, Zainal Abidin, dkk., Pluralisme Kewargaan Arah Baru Politik
Keagamaan di Indonesia, Yogyakarta: Program Studi Agama Dan
Lintas Budaya Artis Bekerja sama dengan Mizan 2011.

Bahi, Muhammad al-, al-Din wa al-Daulah min Taujib al-Qur’an al-Karim,
Kairo: Maktab al-Wahibah, 1980.

Baidan, Nasruddin, Wawasan Baru IImu Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005.

Bakar, Achmad Abu, Wajah HAM dalam Cermin al-Qur’an Respon al-
Qur’an Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan, Cet. I, Makassar:
Alauddin University Press, 2011.

Basuni, Ahmad, Aktualisasi Pemeikiran Abdurrahman Wahid Studi Program
Pendidikan Pluralisme The Wahid Institut, Yogyakarta: De Publish,
2016.

Beasan, Fuad dalam Plato, Apologia, Pidato Sokrates yang diabadikan,
Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Bellah, Robert M., Islamic and the Problem of Modernazation dalam
kumpulan tulisannya Beyond Bellah; Essay and Religion, Unversity
TraditionalistBef Kelly: University of California Press, 1994.

Binjai, H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Cet. I, Jakarta: Kencana.
2006.

Bisri, Cik Hasan, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,
Bandung : Rosda Karya,1997.

Budiardjo, Mirin, Dasar-dasar llmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Buku Pedoman Akademik Program Strata 1 Tahun Akademik 2015/2016

Buraey, M. Al-, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan,
Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Buthi, Muhammad Said Ramadhan Al-, Al-Jihad Fi al-Islam, Damaskus:
Dar al-Fikr, 1993.

Dahlan, Abdul Azis (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4 Cet. V, Jakarta:
Ichtiar van Hoeve, 2001.

Darimi, Abdullah bin Abrurahman ad-, Sunan ad-Darimi (Riwayat Dar al-
Mugni li al-Misrwa at-Tauzi, 2000, cet. I, Juz 1.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Cet.4, Jilid 2, Jakarta:
Ichtiar

Dewey, Jhon, Democracy and Education to the Philosofi of Education, New
York, The Machillum Company, 1964.

Dick, C. Van, Darul Islam, Jakarta: Grafiti, 1995.

Din, Abu ‘AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farh al-Anshari al-



318

Khazraji Syamsy al-, Al-dami’ li Ahkamil-Qur‘an, Juz 6, Tahqiq:
‘Abdur-Razzaq al-Mahdi, Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, Bairut, Cetakan 2,
Tahun 1421H.

Efendi, Onang Uchyana, Kepemimpinan dan Komunikasi, Bandung: Alumni,
1977.

Efendi, Bahtiar, Islam Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, dalam
agama dan Demokratisasi Kasus di Indonesia, Yogyakarta: Kanisius,
2011.

----------------- , Islam dan Negara, Jakarta: Paramadina, 2009.

Faris, Abi Al- Husain Ahmad bin, Magayid al-Lughah, Juz I, t.t: Dar al-
Fikr, t.th.

Faris, 1bnu, Mu’jam Magqayis fi al-Lughah, Beirut: Dar al-lhya al- Turas al-
‘Arabi 2001.

Faruqi, Ismail Raj’i, The Hijrah, terj. Badri Saleh, Bandung: Mizan, 1985.

Francis, Fukuyama. The End of History and The Last Man , New York: The
Free Press, A Division of Macmillan, Inc. 1992.

Gaffar, Affan, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cetakan V1, 2006.

Garaudy, Roger, Janji-Janji Islam, saduran Rasyidi HM, Jakarta: Bulan
Bintang,1982.

Gaular, Altof (ed), The Cellange of Islam, terj. Anas Mahyudi, Tantangan
Islam, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1982.

Ghalayani, >Syekh Musthafa al-, ‘Idhah al-Nasyi’in Kitab akhlaq wa adab
wa ljtima ‘, Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t.

Ghazali, al-Mustasfa, Maktabah Al-Jumdiyah, Mesir, 1971.

Gultom, | Lodewijk, Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: CV Struktur Group, 2007.

Hadiwinata, Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik, ... h. 44.

Haekal, Muhammad Husain, Sejarah Hidup Muhammad, (Hayat
Muhammad) terj. Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, cet. XVI,
1992.

Hakim, Model Masyarakat Modern Buka, Jakarta: Inti Medsos, 2003.

Hamawi, Yaquut bin Abdillah al-, Mujam al-Buldan, Beirut: Daar al-
Shadir, 1977, Vol. II.

Hamka dalam S Kahar dan Adib Susilo, Pokok-pokok Pikiran Bung Hatta,
Yogyakarta: Buku Kita, 2012.

Harahap, M.Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama.
Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Hari, Ridwan, Figh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta :
UlI Press, 2007.

Haris, Syamsudin dan Riza Sihabudi, Menelaah Politik Orde Baru, Jakarta:
Gramedia Pustaka.



319

Hasaballah, Ali, Ushul al-Tasyri’al-Islamiy, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1383
H/1964 M.

Hasan A., Ibn Hajar al-Asgalani: Bulughu al-Maram, Terjemahan Bulughul
Maram, Jilid 11, Bandung, Diponegoro, 1967.

Hashim, Umar, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai
Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, Surabaya: PT.
Bina llmu,1997.

Hasyimy, A., Di mana Letaknya Islam, Surabaya: Bina Iimu, 1984.

Hatta, Mohammad, Demokrasi Kita dalam Joko S Leahar dan Adih Susilo,
Pokok-pokok Pikiran hatta, Jakarta: Buku Kita, 2012, h. 111.
-------------- , “Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta Buku I:

Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998

Hazairin, Demokrasi Pancasilan, Jakarta: Titamas, 1973.

Herdianto, Ferry dkk, Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani, Jakarta:
Peranada Grup, 2019.

Hidayat, Komaruddin, Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan
Kehidupan Modern, Jakarta: Paramadina, 1995.

------------------ , Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila, Jakarta :
Mizan, 2014.

Hijazi, Muhammad Mahmud, at-Tafsir al-Wadbhih, jilid 1, Zagaziq: Dar at-
Tafsir, 2003.

Hikam, Muhammad AS, Demokrasi Indonesia Antara Asa Dan Realita, Cet.
Kedua, Jakarta: 2018.

Hisam, Husain Hamid, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islamy, Beirut:
Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.

Hitti, Philip K., History of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk.,
History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present (Jakarta:
PT Serambi llmu Semesta, 2006), h. 151.

Honet, Philippe dan Philip Zelznich, Law and Society in Transition, Loward
Responsive Low, terj. Raisul Muttagin, Bandung: Nusa Media, 2020.

Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in The Late
Twentieth Century , Norman, University of Oklahoma Press, 1993.

Hussein, Syekh Syaukat, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Gema
Insani Press, 1996.

Huwaydi, Fahmi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, terjemahan
Muhammad Abdul Ghoffar. Bandung : Mizan.1996.

Ibrahim, Abu Yusuf Ya‘qub bin, al-Haraj, Daar al-Ma‘rifat li al-Tiba‘ah wa
an-Nasyr, Beirut: 1979.

Ibrahim, Moh Kusnardi dan Hasmaily, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Ul, h.



320

29.

Ifram, Fuad, al-Munjid al-Tullab, Bairut: Dar al-Masyriq, t.th.

Ikhwanuddin, Mohammad, “Al-Ta’aruf Sebagai Konstruksi Relasi Gender
Perspektif Al-Quran,” dalam jurnal Islam Kontemporer: Jurnal Studi
Kelslaman,Vol. 1 No. 1 2016.

Ilyas, Yunahar, “Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir,” dalam Jurnal Tarjih,
Vol. 12 (1) 1435 H/2014 M.

In’amuzzahidin, Muh., “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” dalam Jurnal
Jurnal at-Tagaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015.

Igbal, Muhammad, Figh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Irianto, Agus, Pendidkan Sebagai Instrumen dalam Membangun Suatu
Bansa, Jakarta: Fajar Sumber Pratama Mandiri, 2013, Cetakan ke-4.

Iskafi, al-Khatib, Durrat at-Tanzl wa Gurrat at-7a 'wil, Beirut: Dar al-Faraq
al-Jadidah, 1973.

Iskandar Agung dan Rumtini, Civil Society dan Pendidikan Karakter
Bangsa. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Edisi Khusus
[11, Oktober 2010. h. 270.

Ismail, Faisak, Pilar-Pliar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur,
Yogyakarta: Lembaga Study Filsafat Islam, 2004.

Iswara, F., Pengantar llmu Politik, Bandung: Bina Cipta, 1966.

Izutsu, Toshihiko, Etika Beragama dalam al-Qur’an, Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1993.

Jakfi, Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah Bukhari al-, Tahqig: Mustofa,
al-Jami Sahih al-Muhtasar, Dar ibnu Katsir, Bairut. 1987, Juz 6.

Joenarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara,
1984.

Juhaya, Figh Siyasah, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Jindan, Khalid Ibrahim, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah
tentang Pemerintahan Islam, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti,
1995.

Kahfi, Jamaludin, Islam Agama dan Negara, Surabaya: Bina lImu, Cet. I,
1983.

Kamali, Muhammad Hasyim, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam,
Bandung: Mizan, 1996.

Kamil, Sukron, Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis,
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kansil, C.SI dan Cristine ST. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia,
Jakarta: Bina Aksara, 2011.

------------------ , Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka.

Kari, Rona, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perspektif, VVolume IlI



321

No. 3, 2000.

Kartosaputro, R.G Sistematika Hukum Tata Negara, Jakarta: Bina Aksara,
1987.

Karvelo, Bus Tayo dan Do Rizal, Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta:
Praenada grup, 1983.

Kasir, al-Hafiz ‘Imad ad-Din Abu al-Fada’ Isma‘il ibn, Tafsir al-Quran al-
‘Azim, jilid 4, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2004.

------------------ , Tafsir Ibnu Kasir, , Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2000.

------------------ Jafsir Juz ‘Amma, terj. Farizal Tirmizi, Cet, 11,. Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007.

Kelsen, Hans, Teori Umum tentang dan Negara, Bandung: Penerbit Nusa
Media, 2010.

Khairani, Rusdi, Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan
Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1988, h.15

Khalaf, Abdul Wahab, Masadir Al-Tasyri’, al-Islami Finala Nasa Fih, Dar
Al-Qalam, Kuwait, 1972,

Khalil, Abdul Wahab, al-Ushil al- ‘7lmiyah wa al-Tathbiqiyah al-Islami, Dar
al-Kutub al-°Alamiyah, Beirut 1985.

Khusnul, Mali , “Rasionalitas Konsepsi Budaya Nusantara dalam Menggagas
Pendidikan Karakter Bangsa Multikultura,” Jurnal Islam Nusantara
1, no. 1 (June 2017).

Koesoema A., Doni, Pendidikan Karakter Strategi Mendidk Anak di Zaman
Global, Jakarta: Grasindo, 2010.

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung : Mizan, 1977.

Kurnia, Titon Slamet, dkk, Pendidikan Hukum dan Penelitian Hukum, di
Indonesia Sebuah Reorientasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Latif, Yudi, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas
Pancasila, Jakarta; Gramedia , 2011.

Lubis, M. Solly, Azaz Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1982

Lubis, Syamsudin, Islam universal menebar Islam sebagai agama rahmatan
lil alamin, Jakarta: UNBK, 2015.

Limpo, Ichsan Yasin, Politik Hukum Pendidikan dalam Sistem Pendidikan
Nasional, Jakarta: Merdeka Book, 2018.

Ma’arif, Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan
dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985).

Ma’luf, Luis, Al-Munjid fi al-lughah wa al- 4 ’kam, Bairut: al-Kasulikiyah,
1986.

Ma'arif, Samsul, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, Yogyakarta: Logos
Pustaka, 2005.

Madjid, Nurcholish, Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan, Mizan,
Bandung, cet. IX, 1997.



322

------------------ , Cita-Cita Politik Islam, Jakarta : Paramadina & Dian
Rakyat. 20009.

------------------ , Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis
Tentang Masalah Keimanan dan Kemodernan, Jakarta: Yayasan
Wakaf Paramadina, 1992,

Mahali, A. Mudjab, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Qur an, Jakarta:
Rajawali

Mahfud MD, Moh., Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen
Konstitusi, .Jakarta: LP3S, 2007, h. 26.

Mahkamah konstitusi, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi
Sebagai Institusi Peradilan Yang Merdeka dan Terpercaya, Jakarta:
Mahkamah Konstitusi, 2004, h. 3.

Hilmi, Mahmud Nidhan al Hulm al Islamy, Cairo: Dar al Huda, 1978, h.
163-164.

Mahsun, Mohamad, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE,
2013.

Manzhur, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-, al-Afrigiy al-
Mishriy, Lisan al-Araby, Bairut: Dar al-Fikr, 1990.

Magqdisi, Ibn Qudamah al-, al-Mughni, jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Maraghi, Mustafa Al-, Tafsir al-Maraghi, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah,
2004.

Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf al-, Kamus al-Marbawi, Surabaya:
Ahmad bin Said bin Mubhan.

Maryani, Yeyen dan Sugiyono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008.

Maududi Abu A’la al-, Islam Law and Constitution, Editor , 1956.

-------------- , Hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Achmad Nashir
Budiman, Bandung: Pustaka, 1985.

-------------- , Sistem Politik Islam, Bandung: Mizan, 1995.

-------------- , Khilafah dan Kerajaan, Bandung: Mizan, 1996.

Mawardi, Imam, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran
Islam. Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Miskawin, Ibnu, Menuju Kesempurnaan Akhlag, Bandung: Mizan, 1999.

Mochtar, Kusumaatmaja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam
Pembangunan Nasinal, Bandung: Rieneka Cipta, tth.

Mubarak, Muhammad, Nidham al-Islam : al-Agidah wa Ibadah, Beirut: Dar
atau Fikr, 1984.

Muhajir, Afifudin, Figh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem
Ketatanegaraan Islam, Yogyakarta: IrCisolD, Cetakan Pertama,
November 2017.



323

Muhammad, Alim, Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2006.

Muhammad, Husein, ljtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan
Gender Jakarta : Rahima, 2011.

Mukhlis, Afifudin, Figh Tata Negara, Yogyakarta: IRCI, 2017.

Mulkhan, Abdul Munir, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan
(Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta,
cet. I, 1992.

Munawi, Muhammad Abdurrauf al-, Faidh al-Qadr: Syarh al-Jami’ al-
Shaghir, Beirut: Daar al-Ma'rifat, Juz. Il.

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, Cet. 14, Surabaya:
Pustaka Progressif 1997.

Munawar, Said Agil Husin al-, al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan
Hakiki, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Musa, Muhammad Yusuf, Politik dan Negara Dalam Islam, Surabaya: Al
Ikhlas, 1990.

Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,
2005.

Muslich, H. Ahmad Wardi, Hukum Pidana Menurut Al-Qur’an, Cet. I.
Jakarta: Diadit Media, 2007.

Muthahari, Murtadha, Keadilan Ilahi, Bandung: Mizan, 1992.

Muthahari\, Murtadha, Prespektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama,
Jakarta: Mizan, 1995.

Nadrikun, Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 2012.

Nahlawi, Abdurrahman An-, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan
Masyarakat, Jakarta Gema Insani Press, 1995.

Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, jilid 1, Jakarta: UIP,
2001.

Nata, A, Suplemen Ensiklopedi Islam, Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2001.

Nata, Abudin, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2016,
Cetakan ke-3.

----------------- , Sosiologi Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014.

Noor, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-142, Jakarta:
LP3ES, 1982.

----------------- , Moslem Nurani Bangsa, Jakarta: Kompas, 2012, h. 163-165.

----------------- , Pengantar Pemikiran Politik, Jakarta: CV Rajawali, cet. I,
1983.

Nuh, Abdullah bin, Kamus Baru, Jakarta: Pustaka Islam, 1993, Cet ke-1.

Oemar Malik, Dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja



324

Rosdakarya, 2012.

Onions, Charles Talbut (editor), Oxford English Dictionary, Oxford
University Press, Ofebruari, 1884.

Paper, JM, Filsafat Politik Plato, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Pasha, Mustafa Kamal, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan (Civies
Eduacation), Yogyakarta: Citra karsa Mandiri, 2002.

Petrus, Simon, Petualangan Intelektual, Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Priyono, AE dan Usman Hamid, Editor, Merancang Arah Baru Demokrasi
Indonesia Pasca Reformasi, Cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia, 2014.

Pudjosiswoyo, Kusnadi, Pedoman Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta:
Aksara Baru: tth.

Pulungan, J. Suyuthi, Figh Siyasah:Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet.
Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Purwati, Evi, “Perjalanan Demokrasi Indonesia”, Jurnal Solusi, Volume 18
Nomor 2, Mei 2020.

Qardhawi, Yusuf al-, Figih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan as-
Sunnah, terj. Kathur Suhardi, Min Figh ad-Daulah Fil Islam, Cet. 1,
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

----------------- , ljtihad Dalam Syariat Islam, Jakarta: Bulang Bintang, 1987.

Qurtuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-
Ansary al-Khazrajy Syamsuddin al-, al-Jami’ li Ahkam al-Quran,
Juz. 16, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964.

----------------- ,Tafsir Al-Qurthubi, terj. Dudi Rosyada, dkk, Jilid 4, Jakarta:
Pustaka Azam, 2008

Quthb, Sayyid, Tafsir fi Zhilal-Qur’an, terj. As’ad Yasid dkk, Jilid 2, Cet.
Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

----------------- , Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-1slam, Cairo: Maktabat ‘Isa
al-Babi al-Halaby, 1958, h. 35-36.

----------------- , Fidhilal al-Qur’an, jilid, 3, Cairo: Manbarut Tauhid wa al-
Jihad, t.th.

R, Darius, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi
Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen
Pendidikan Indonesia, Ull, 2003.

Radjab, Dasril, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rieneka Cipta, 1994.

Rahadiansyah, Trubus, Pengantar llmu Politik jangan konsep dasar dan
relevansinya untuk ilmu modern, Jakarta: Trisakti, 2014.

Rahardjo, M. Dawam, Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan
Konsep-Konsep Kunci, Jakarta : Paramadina, 1996.

Raharjdo, Satjipto, IImu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

----------------- , Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006.

----------------- ,Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya
dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Berta



325

Publishing, 2009.

----------------- , llmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan,
Surakarta: Muhammadiah Press University, 2004.

Rahman, Afzalur, Islam Ideology and The Way of Life, Malaysia: AS
Noordeen, 1995.

Rahman, Jalaluddin ‘Abd al-, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-
Tasyri’, Cairo: Mathba’ah as-Sa’adah, 1403H/1983 M.

Rais, Amin, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik, Pilihan Artikel
Pertama, LP3S, Jakarta, 1986.

Ramli, Syamsuddin Muhammad ar-, Nihayatul Muhtaj, Riyadh, Dar Alam
Al-Kutub, Juz. VIII.

Rasjid, Sulaiman, Figih Islam. Cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Algesindo,
1994,

Rasyid, Moh. Harun, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam
Keindonesiaan”, al-Shabah, Jurnal pendidikan dan Studi Islam,
volume 3, no. 2, Juli 2017.

Razi, Fakhruddin ar-, Mafatih al-Ghaib, Jilid 8, Cairo: Maktabah at-
Taufigiyah, 2003.

Rida, As-Sayyid Muhammad Rasyid, Tafsir AI-Quran al-Hakim (Tafsir al-
Manar) Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

Ridhwan, Zaenab, al-Nadhiriyah al-Ijtimaiyah Fi al Fikr al Islamy, Cairo:
Dar al Ma’arif, 1982.

Rifa’i, Usamah ar-, Tafsirul Wajiz, Jakarta: Gema Insani, 2008, cet. 1.

Robbins, Stephen P, Organizational Behavior, New Jersey Institut Hall
Chiffs, 1986.

Rumadi, Masyarakat Post-Teologi, Wajah Baru Agama dan Demokratisasi
Indonesia, Bekasi: Gugus Press, 2002.

S., Muhammad, Elwa On The Political Sistem of Islamic State, terj. Anshari
Thayyib, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Surabaya: Bina

lImu, 1983.

Sa’di, Abdur Rahman Bin Nashir as-, Tafsir as-Sa’di, Cairo: Maktabah al-
Aiman, t.th.

Sabuni, Muhammad Ali al-, Safwat al-Tafasir, Vol. Ill, Beirut: Dar al-Fikr,
2001, h. 534.

Sadek J. Sulaiman, Shura and Demokracy, dalam Charles Khurzman, liberal
Islam, Oxford: Oxford University Press, 1998, h. 97.

Saidi, Abd al-Mutaal as-, Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyat al-
Fikr F1 al-Islam), terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I,
1999.

Sakirman, “Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam,” dalam
Jurnal ljtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,
Volume 17, No. 1, Juni 2017.



326

Salam, Syukron, dkk, Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum, Yogyakarta:
Thafa Media, 2015.

Salim, Abul Much, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an, Jakarta:
Grafindo Persada, 1992.

Salim, Peter dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,
Jakarta: Modern English Press, Edisi Pertama, 1991.

Santoso, Topo, dkk, Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan
Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Malang: Citria Intrans
Selaras, 2015.

Sanusi, Lever, Manajemen Pengembangan Mutu Dosen, Jakarta: Logos,
1999.

Saudi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Teori dan Praktik, Jakarta:
Kencana, 2017.

Sewindu, Ketut, Kualitas Civil Society Upaya Demokrat Asyik
Demokratisasi Lokal” dalam Jurnal Social, Volume ke 7 nomor 2
Juni 2002.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, Ilmu Kenegaraan Dalam Figih Islam, Jakarta:
Bulan Bintang, 1971

Shihab, M. Quraish, Membumikan al-Qur ‘an, Bandung, Mizan, 1996.

--------------- , Penafsiran llmiah al-Qur’an, dalam Membumikan al-Qur’an,
Mizan, Bandung, cet. XV, 1997.

--------------- , Tafsir Al Misbah, Jakarta : Lentera Hati, 2000.

Sholabi, Ali Muhammad Ash-, Negara Islam Modern Menuju Baldatun
Thoyyibatun wa Robbun Ghofur, Penerjemah Ali Nurdin, Jakarta :
Pustaka, Al Kutsar, Cetakan Pertama, 2017.

Siba’i, Mustofa as-, Sistem Masyarakat Islam, Jakarta: Pustaka Hidayah,
1987.

Sidney, Hook,. Heresy, Yes; Conspiracy, No. New York: American
Committee for Cultural Freedom.

Siradj, Said Agqiel, “Meneguhkan Islam Toleran”, dalam Republika, 14 April
2007.

Sitepu, Bintang Petrus dan lka Lestari, Perspektif limu Pendidikan, Vol. 32
April 2018.

Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: Prenada grup, 1991.

Sjafaat, Mohammad, Demokrasi dan Ajaran Islam, Bandung: Sulita, 1963.

Soehino, Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia,
Yogyakarta: Liberti, 1986.

Soenarjo, H.A, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Jakarta: Listakwarta Putra,

2003.
Sonhadji, HM., dkk, al-Qur’an dan Tafsirnya, Yogyakarta: Dhana Bhakti
Wakaf, tth.

Subandiah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Jakarta: PT Raja


https://lccn.loc.gov/52036000

327

Grafindo Persada, 1996, cet. ke-2.

Sudiarta, 1. Nengah, “Upaya Penggunaan Rencana Pembelajaran Semester
dalam Proses Belajar Mengajar di FKIP Universitas Dewi Candra
Denpasar” Jurnal Kajian Pendidikan, Widyah Akhirat F Keep Dwi
Chandra Maret 2016, hal. 32.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015, Cetakan ke-21

Suharti, An Improvisasi Pendidikan Dalam Rangka Negara Service
Education, Jakarta: Rineka Cipta Lagu,1992.

Soeharto, Toto, “Teo Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban; Studi
Komparatif atas respon S.M Jafar dan Mehdi Barzargan tentang
sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal: Walisongo, Perguruan Tinggi
IAIN Surakarta, volume 22, Nomor 1 Mei 2014.

Sukardja, Ahamd dan Ahmad Sudirman Abbas, Demokrasi Dalam Perspektif
Islam, Jakarta: Pedoman llmu Jaya, 2005.

Sukmadinata, Nana Saadih, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik,
Bandung: PT. Rremaja Rosdakarya, 1997.

Sulaeman, Zulkifli, Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung
Hatta, Jakarta: Kompas, 2010.

Sumaryadi, Nyoman, Kebutuhan Masyarakat Madani Perspektif Iimu
Pemerintahan, Jakarta: Lembaga Pengkajian  Manajemen
Pemerintahan Indonesia, 2006.

Sunny, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Suntoro, Topo, dkk, Arah Pendidikan Tinggi Hukum, Malang: Setara Press,
2015.

Suryadi, Andi, Masyarakat Modern Pemikiran Tokoh dan Relevansinya
dengan sukacita Reformasi, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Suryadinata, Leo Evi Nugraha, Pendidikan Indonesia, Jakarta: 2003

Susanto, Nugroho Noto, ed. Tercapainya Konsensus Nasional, Jakarta: Balai
Pustaka, 1985.

Suseno, Frans Magnis, Mencari Sosok Demokrasi sebuah Telaah Filosofis,
Jakarta: Gramedia, 1995.

Suyanto, Djoko, Demokrasi Kita dan Pemikiran Politik, cetakan pertama,
Jakarta: Gramedia, 2014.

Suyuthy, Imam As-, Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turun Al-Qur an, Terj.
Rohadi Abu Bakar, Semarang: Wicaksana-Berkah Illahi, 1986.

Sya’ban, Zaky al-Dia, Ushul al-Figh al-Islam, Mesir: Dar al-Ta’lib, 1965.

Sya’rawi, Muhammad Mutawalli al-, Tafsir al-Sya rawi, Juz. 14, al-Azhar:
Majma’ al-Buhus al-Islamiyah, 1991 M.

Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah
Pemikirannya, Jakarta: Ul Press, 1993.

Syah, H. Ismail Muhammad, Filsafat Hukum Islam, Cetakan ke 2, Jakarta:



328

Bumi Aksara, 1992.

Syahril, Mengubah Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam
Menghadapi Arus Globalisasi Departemen Hubungan Internasional
FISIP Universitas Airlangga Surabaya.

Syarbaini, Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatibi al-, Mughni
al-Muhtaj, jilid 5, Beirut: Dar al-Kitab al-’IImiyah, 1994.

Syarif, Muhammad Jalil dan Ali Abd. Mu’thi, al-Figh al Siyasah Fil al-
Islam, Iskandariyah: Dar al Jami’at al Misysyiyyah, 1978.

----------------- , Keharmonisan Roda Figh Siyasah Politik Pemikiran Politik
Islam, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 81

Syatibi, Al-Muwafaqat, Beirut: Dar al-Ma 'rifah, 1973.

Syaukani, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad asy-, Fath al-Qadir al-Jami
baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah, jilid 1, Riyad: Dar ‘Alam
al- Kutub, 2004.

Syazali, Munawar, Islam dan Tata Negara, Jakarta: Ul Press, 19893.

Tabari, Abi Ja‘far Muhammad ibn Jarir at-, Jami‘ al-Bayan ‘an Ta'wil Ayi
al-Qur’an, juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

------------------- , Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Vol. 1l1., ditahqgiq oleh
Sidqi Jamil al-Attar, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Taimiya, Aba al-‘Abbas Tagiyuddin Ibnu, al-Hisbah fi al-Islam ‘aw Wazifat
al-Hukamah al-Islamiyah, Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, Damaskus,
1967, h. 27.

------------------- , Siyasah Syar’iyyah, Etika Politik 1slam, Surabaya: Risalah
Gusti, 1995.

Tasmara, K.H. Toto, Kecerdasan Ruhaniyah (Transcendental Intellegence)
Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan
Berakhlak, Jakarta: Gema Insani Press,2001, h. 3.

Thaha, Abdul Aziz, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta:
Gema Insani Press, 1996/

Thahir, Muhammad, Sejarah Islam dari Andalusia sampai Indus, Jakarta:
Pustaka Jaya, 1981.

Thantawi, Sayyid, at-Tafsir al-Washit li al-Qur’an al-Karim, jilid 2, Cairo:
Darus Sa’dah, 1973.

Thayyar, Ali bin Abdur Rahman al-, al-Niza “at al-Dauliyah fi Syari“ah al-
Islamiyyah, Huquq al-Thabi‘i al-Muallif, Riyadh: 1424 H.

Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.
Kedua, 2010.

Ubaidillah dan Abdul Rauf, Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: Indonesia Center for
education, 2008.

Wafi, Ali Abdul Wahid, Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islam),



329

terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin,
Semarang: Dina Utama , Toha Putra Group, t.th.

Wattimena, Reza A. A., Demokrasi Dasar Filosofis dengan Tuntunannya,
Sleman: Kanisius, 2014.

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the Engish Languange,
Portland House: New York, 1989

Wilujeng, Sri Rahayu, “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa
Melalui Budaya Demokrasi”. Humanika Vol. 19 No. 1 (2014).

Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. Ill, Bandung: Mizan, November
1995.

Yasir, Muhammad, ‘“Makna Toleransi dalam al-Qur’an,” dalam Jurnal
Ushuluddin, Vol. XXII No. 2, Juli 2014.

Yuniarto, Bambang, Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi
Konstitusional, Sleman: Deepublish, 2018.

Yunus, Muhammad, Tafsir Qur’an Karim, Ciputat: Muhammad Yunus Wa
Dzurriyah, 2011.

----------------- , Kamus Arab Indonesia, Jakarta, Yayasan Penyelenggara al-
Qur’an, 1973.

Yusmansyah, Taofik, Akidah dan Akhlak, Jilid ke-2, Cetakan ke-1. Bandung:
Grafindo Media Pratama, 2008, h. 45.

Zahra, M. Abu, Ushul al-Figh, Dar Al-Arabi, Kairo, 1958.

Zahrah, Muhammad Abu, Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa
Figluh Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir, TT.

Zaidan, Abdul Karim, Ahkam al-Dzimmah wa al-Musta“min fi Daar al-
Islam, Cet. Il, Muassasah ar-Risalah, Beirut: 1982.

Zamakhsyari, Mahmud Ibn ‘Umar az-, al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Gawamid at-
Tanzil wa ‘Uyun al-Agawil fi Wujuh at-7a 'wil, Vol. 11 Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Arabi, t.t.

Zamroni, Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi Prakondisi Menuju
Era Globalisasi , Jakarta: Pusat Muhammadiah, 2007.

Zarganiy, Muhammad al-, Syarh al-Zarqaniy ‘ala Muwattha’Imam Malik,
Dar al-Ma‘rifah, Bairut: 1978.

Zidan, Abdul Karim, al-Fardhuwa ad-Daulah fi as-Syariati al-Islamiyah,
terj. Ajuar, Jakarta: Media Daluzar, 1984.

Zuhaili, Wahab al-, al Figh al Islami wa Adilatul, Beirut: Daar al Figh, 1993.

---------------- , Nidham Islam, Libanon, Beirut: 1993.

---------------- , Tafsir al Wajiz wa Mu’jam Ma’aniy al-Qur’an al ‘Aziz.
Damsyik: Dal al Fikr. 1997.

Zurgoni, Markas Perguruan Tinggi  Refleksi Atas Idealitas
Menyelenggarakan Perguruan Tinggi, Sleman Yogyakarta: Arum
Media cetakan 2012.



330

Jurnal dan Lainnya

Abdussalam, Aam, “Teori Sosiologi Islam,” dalam Jurnal pendidikan agama
Islam, vol. 12, no. 1, 2014.

Afifah, Farida Nur,” Demokrasi dalam al-Qur’an: Implementasi Demokrasi
di Indonesia,” dalam Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL
FITHRAH, Volume 10, Nomor 1 Februari 2020,

Ahmad, Jurusan llmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Jakarta,
Lulus Tahun 2006. Judul Disertasi: Konsep Hak-Hak Asasi Manusia
dalam al-Qur’an

Ahyar, Ahmad, Konsep Imamah dalam Perspektif Syiah Imamah, Entersine,
Vol. 27 No. 1, 1 Juni 2018.

Ainiyah, Qurrotul, “Ta’aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Hukum
Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi,”
dalam Jurnal Aglam: Journal of Islam and Plurality, Volume 3,
Nomor 2, Desember 2018.

Alamsyah, Nur, Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia, jurnal
Akademika. FISIP Unsoed, Volume 2 Oktober 2010.

Amin, Ainur Rofig al-, Perguruan Tinggi: Institut Keguruan Tinggi Sunan
Ampel Surabaya, Indonesia. Islamica: Jurnal Kelslaman Volume 8
Nomor 1 September 201, Judul: Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir
versus Religious Mardom Salari ala Muslim Iran

Amri, Miftaakhul, “Konsep Maslahat Dalam Penctapan Hukum Islam
(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi),”
dalam Et-Tijarie, Volume 5, Nomor 2 2018.

Anam “Multikulturan Dalam Prespektif al-Qur’an,” dalam al-Murabbi,
Volume 1, Nomor 2, 2016.

Anan, Asrul,” Multikulturan Dalam Prespektif al-Qur’an,” dalam Jurnal al-
Murabbi, Vol. 1, No. 2, 2016.

Anwar, “Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives,”
dalam Liwaul Dakwah, Volume 10, No. 1 Januari — Juni 2020.

Apick, dosen Prodi PGSD Fit UNIMIED, Jurnal online, Judul: “Memaknai
Demokrasi Pancasila”.

Aprianto, “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” dalam Journal
of Islamic Economics Lariba, Vol.2, No. 2, 2017.

Arum Sutrisni Putri, “Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam
Berbagai Kehidupan,” dalam
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/
semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-
kehidupan?page=all diakses pada tanggal 11 juni 2021.

Asiah, Nur, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam,” dalam jurnal
Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017.

Asrori, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan


https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/%20semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/%20semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/%20semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all

331

Berbasis al-Qur’an Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Lulus
Tahun 2017. Judul Disertasi: Pendidikan Kewarganegaraan
Perspektif al-Qur’an.

Aulia, Andi Soraya, Masyarakat madani pemikiran teori dan relevansi nya
dong pesta reformasi

Badarussyamsi, dkk, “Amar Ma‘Rufnahimunkar:Sebuah Kajian Ontologis,”
dalam Jurnal Tajdid, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2020.

Badu, Hariyanto, Mubhsin, Membangun Tradisi Ta'awun,
https:repository.umy.ac.id/  bitstream/handle, diakses  pada
01/07/2018. Lihat pula: Markaz al-Imam al-Albani, Nubdzatul
‘Ilmiyyah fit Ta’awun asy-Syar’iy wat Tahdzir minal Hizbiyyah, No.
3, 1422 H.

Bassiouni, Corri Zoli, M. Cherif, Hamid Khan, Justice in Post-Conflict
Settings: Islamic Law and Muslim Communities as Stakeholders in
Transitionl, Utrecht Journal of International and European Law, No.
55, Vol.33, 2017, h. 38.

Bay, Kaizal, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya
dalam Masyarakat Muslim,” dalam Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII
No. 1, Januari 2011.

Brata, lda Bagus, Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa, Bakti Saraswati
6, No. 61, Bakti Saraswati (March 1, 2016).

Dafar, Wahyu Abdul, “Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat”, al-
Imarah Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, vol. 2, 2017.

Darmawan, Candra, “Peran Dakwah Dalam Memperbaiki Masyarakat
Bughot,” dalam Wardah: No. XXX/ Th. XVI/ Desember 2015.
Dhafir, Syarqawi, Demokrasi Harian,” dalam Kompas, November 1994,

Jakarta.

Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum,” dalam Lex Jurnalica,
Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016.

Fattah, Damanhuri, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum
Islam”, Jurnal Al-Manahij, Vol. 5, No. 2 Juli, 2011.

Fikri, M. Sirojudin, Jurnal Wadah No. XXX 1 Th. XVI Juni 2015, “Konsep
Demokrasi Islam dalam Pandangan Kuntowijaya (Studi pada Sejarah
Peradaban Islam)”.

Gaffar, Affan, Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas MPR sebuah sketsa
Pengantar dalam Dahlan dan Ni’matul Huda (editor) Pemilu dan
Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta,
Jurusan HTN Fakultas Hukum UlI, 199.

Gandamana, Aprianto, “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah,”
dalam Journal of Islamic Economics Lariba, Vol.2, No. 2, 2017.

Ghazali, Adeng Muchtar, “Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi
Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia),” dalam Analisis, Volume



332

X111, Nomor 2, Desemberi 2013.

Grandy, Roger, “Islam sebagai Satu Jalan Keluar bagi Kemelut Dunia Arab”,
al-Muslimun, edisi 146 Juli 1986.

Hakim, lThsan Nul, “Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat,” dalam Jurnal
Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.

Hanafi, Muhammad,”Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia
,” dalam Jurnal Cita Hukum. Vol. | No. 2 Desember 2013.

Hariyanto, "Prinsip Keadialan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta
Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal
Justitia Islamica, Vol. 11, No. 1, Juni, 2014,

Helmi, Muhammad, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat
Hukum Islam”, Jurnal Mazahib, Vol. 14. NO. 2, Desember, 2015.

----------------- , “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan
Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” dalam Mazahib,
Vol. X1V, No. 1 (Juni 2015).

Herianingrum, Sri, dkk, “Implementasi Nilai-Nilai Amanah pada Karyawan
Hotel Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo”, Jurnal,
Vol. 1:1, (Juni, 2015).

Hidayat, Aat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.

https://republika.co.id/berita/q87582430/Islam-mengajarkan-saling-peduli-
dan-tolong-menolong-sesama diakses pada tanggal 11 juni 2021.

Hunaidag, Rahf Muhammad Hasan, “Al-Sunan Al-llghiyyah fi Al-Zhalimin:
Dirasah fr Dhau Al-Agidah Al-Islamiyyah”. Tesis. Master of Islamic
Belief and Contemporary Doctrines Faculty of Theology Research
and Postgraduate Affairs The Islamic University Gaza, 2016.

Tjarsono, Idjang, “Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi
Integrasi”, Transnasional, VVol. 4, no. 2 (2013): h. 883.

Ikhwanuddin, Mohammad, “Al-Ta aruf Sebagai Konstruksi Relasi Gender
Perspektif Al-Quran,”

[lma, Mughniatul dan Rifqi Nur Alfian, “Konsepsi Masyarakat Madani
Dalam Pendidikan Islam”. MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam,
Volume 1, Nomor 1, Juli 2020.

International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Company
and The Free Press, New York, Collier — Macmillan Publishers,
London, 1972, Vol. 3 and 4.

Ishaq, “Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana
Indonesia,” dalam ljtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014.

Jamal, Lugman, Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama’ah Terhadap Penguasa,
Majalah al Nashihah, vol 08, Makasar, 2004.

Jamal, Misbahuddin, “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an,” dalam Jurnal Al-



https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama
https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama

333

Ulum, Vol. 11, No. 2, Desember 2011.

Jauhar, Majid, “Islam Demokrasi dan HAM sebuah benturan filosofi dan
teologis”, Jurnal Ilmu Sosial dan llmu Politik, Volume 11 Nomor 1
Juli 2007.

Jayus, Muhammad,”Toleransi dalam Perspektif Al-Qur’an,” dalam Jurnal
Al-Dzikra, Vol. 9 No.1 Januari —Juni Tahun 2015.

Jurnal studi Islamica Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 3,
number 1, 1986.

Kasnawi, M. Tahir dan Sulaiman Asang, ‘“Perubahan Sosial dan
Pembangunan” dalam IPEM4439/MODUL, t.th.

Khatabi, Muhammad, Program Studi: Illmu al-Qur’an dan Tafsir,
Konsentrasi: Pendidikan Berbasis al-Qur’an, Disertasi, ‘“Pendidikan
Humanis Dalam Perspektif al-Qur’an”.

Kusnadi dan Zulhilmi Zulkarnain, “Makna Amar Ma’ruf nahi mungkar
Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message of The
Qur‘anl,” dalam Jurnal Wardah, Vol.18, No.2, 2017.

M. Shiddiq  al-Jawi,  “Syura  Bukan  Demokrasi”’,  dalam
http://www.hati.unit.itb.ac.id, diakses pada 10 Juni 2021.

Ma’arif, Bambang Saiful, “Demokrasi dalam Islam pandangan al-Maududi,”
Dalam Jurnal Mimabar, Volume XIX No. 2 April - Juni 200.
Mapuna, Hadi Daeng, Islam dan Negara, Sebuah Catatan pengantar dalam

Alam, Vol. 6 No. 1/Juni/2017.

Masruhan, “Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam,”dalam Jurnal Al-
Qanun, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.

Matandra, Zulkarnain, “Peran Ta’awun dalam Mengentas Kemiskinan di
Kota Makassar,” dalam Jurnal al-Buhuts, Volume 16 Nomor 2,
Desember 2020.

Montoha, “Pendidikan dalam Perspektif Hukum (Antara Harapan dan
Realita)”, Jurnal Madaniyah, vol. 1, edisi X, Juni 2016.

Muh. In’amuzzahidin,” Konsep Kebebasan dalam Islam,” dalam Jurnal at-
Tagaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015.

Muhammad Nasir, “Demokrasi dan Amerika Serikat Democracy and the
United States of America,” dalam Jurnal The PoliTics: Jurnal
Magister lImu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, January
2015.

Mukhlishin & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep
Keadilan Hukum ,” dalam Media Keadilan: Jurnal llmu Hukum, Vol.
11 No. 1, April 2020.

Muktamar, Jurusan llmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Jakarta,
Judul Disertasi: Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan antara
Nilai-Nilai Universal Demokrasi Barat dengan Demokrasi Dalam
Islam.



334

Mulyadi, “Konsep Islam dalam al-Qur’an Perspektifi Tekstual dan
Kontekstual,” dalam Islamuna, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
Muntaha dan Dwi Darmoko, STIP Pemalang, Madaniah, VVolume 7 Nomor 2
Edisi Agustus 2017. “Pergeseran Demokrasi Pancasila ke Demokrasi

Liberal (Praktik Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi)”.

Mustaqim, Abdul, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah
Tranformasi Makna Jihad),” dalam jurnal Analisis, Volume XI,
Nomor 1, Juni 2011.

-------------- , “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin
dan Implementasi”, dalam Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No.
2, Juli 2002.

Musthofa, Program Studi IImu al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan
Berbasis al-Qur’an. Lulus Tahun 2019. Judul Disertasi: Pendidikan
Spiritual dalam Pendidikan Pembentukan Karakter Perspektif al-
Qur’an

Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, “dalam Jurnal Al-Qadau,
Vol. 5 No. 2 Desember 2018.

Mutawali, “Ahl Al-Halli Wa Al-*Aqdi Antara Demokrasi Dan Syira” dalam
Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, h.
175.

Muzammil , “Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan
Pendidikan Islam”, dalam jurnal At-Turas, Volume 1V, No. 2, Juli-
Desember 2017.

Ngurah, AA, Anom Kumbara, Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di
Indonesia, jurnal sejarah dan budaya, vo. 4 no.4, 2009, h.78.-79.

Nihaya, “Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia”, Jurnal Suksama,
Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011.

Nona, Muten, dkk, “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga
Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” dalam Jurnal lus
Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.

Nurdin, Roswati,” Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani,” dalam
Jurnal Tahkim, Vol. XI No. 2, Desember 2015.

Nuriyah, Nur Aini Fitri, “Menguak Visi Politik al-Qur’an,” dalam Jurnal
Hermeunetik, Vol. 8, No. 2, Desember 2014.

Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar
penetapan hukum Islam,” dalam Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 04
Desember 2014.

Patta, Abd. Kadir, Jurnal Academica, Fisip Untad Vol. 1 2009, Judul:
Masalah dan Prospek Demokrasi.

pemimpin  beramanah,” dalam https://uad.ac.id/id/pemimpin-amanah/
diaksesn pada tanggal 16 Maret 2022.



https://uad.ac.id/id/pemimpin-amanah/

335

Qomaro, Galuh Widitya dan Armyza Oktasari , “Manifestasi Konsep
Ta'awun Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan,”
dalam Et-Tijarie, Vol. 5, No.1 2018.

Rachmawati, Ika, “Analisis Implementasi Tabarru’ dan Ta’awun dalam
Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Perspekti Ekonomi Islam (Studi
Kasus Pada: Klinik Asuransi Sampah Indonesia Medika, Kab.
Malang),” dalam jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum
Islam, VVol.5, No. 2.

Rahardjo, M. Dawam, “Islam dan Demokrasi” dalam Jurnal Dialog
Peradaban, Titik-Temu,Vol 3 No 2, Januari-Juni, 2011.

Rahmadi P, Fuji, “Teori Keadilan (Theory of Justice): Kajian dalam
Persepektif Hukum Islam dan Barat,” dalam Jurnal llmu Syariah,
Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Vo. 01, No. 01,
Jaunari-Juni, 2018.

Rahman, Almasdi, Toleransi dalam al-Qur’an,” dalam http://www.mail-
archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03522.html, diakses pada
hari Rabu tanggal 17 Maret 2010.

Rahman, Habib, “Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam;
Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam
Konteks Pendidikan Indonesia,” Studi Kelslaman Vol. 3, no. 2
(December 2017): h. 19.

Rahman, Maria, “Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang
Berdasarkan Pancasila Dan Warga,” Jurnal Non Eksakta Vol. 1, no. 1
(December 2013).

Ramadhan, Abdul Basith, “Good Governance dalam Islam,” dalam
https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-Islam/
diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

Razi, Fachrul,”Tak Sekedar Saling Mengenal, Menag: Lita'arafu, Bermakna
Saling Menghormati dan Memuliakan,” dalam
https://kemenag.go.id/read/tak-sekedar-saling-mengenal-menag-
litaarafu-bermakna-saling-menghormati-dan-memuliakan-v5zap
diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

Rosyad, Ali Miftakhu, Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan
Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia,
Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam

Rusdi, Muhammad Ali, "Maslahat sebagai Metode ljtihad dan Tujuan
Utama Hukum Islam.” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15.2,
2017.

Rusdiono Mukri, “Demokrasi ala  tradisi Islam,” dalam
https://gontornews.com/demokrasi-ala-tradisi-pemerintahan-lslam/
diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

S., Umar. Percikan Ramadan (Menjaga Jiwa, akal dan agama),” dalam



http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03522.html
http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03522.html
https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/
https://kemenag.go.id/read/tak-sekedar-saling-mengenal-menag-litaarafu-bermakna-saling-menghormati-dan-memuliakan-v5zap
https://kemenag.go.id/read/tak-sekedar-saling-mengenal-menag-litaarafu-bermakna-saling-menghormati-dan-memuliakan-v5zap
https://gontornews.com/demokrasi-ala-tradisi-pemerintahan-islam/

336

https://stai-binamadani.ac.id/percikan-ramadhan-menjaga-jiwa-akal-
agama/ diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Sholeh, M. Asrorun Ni’am, “Kompetensi dan Kedudukan Janji Bagi
Pemimpin Publik Dalam Prespektif Hukum Islam,” dalam Salam:
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1, VVol. 8, No. 2 (2021).

Sidiq, Umar, “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur’an
dan Hadis”, Jurnal Dialog, Vol. 12 No. 1 Juni 2014.

Soekarno, “Tekad Kartini Terhadap Masyarakat Modern (Civil Society)”,
Jurnal Civic, Volume 4 Nomor 2 Desember 2007.

Sudarma, “Bekerja Secara Amanah dan Tumaninah sebagai Manifestasi dari
Nilai-Nilai ~ Ramadhan,”  https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-
secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-
ramadhan/ diakses pada tanggal 14 maret 2022.

Suparlan, Parsudi, “Kesetaraan Warga dan Budaya Community dalam
Masyarakat Indonesia” (disampaikan pada Sesi Pleno Dua
Simposium Jurnal Antropologi Indonesia Kedua Globalisasi dan
Budaya Lokal Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang:
Universitas Andalas, 2010).

Surahman, Sigit, “Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya
Indonesia,” Jurnal Komunikasi Vol. 2 (April 2013).

Surawardi dan Ahmad Riyadh Maulidi, “Konsep Persatuan Dalam Perspektif
Alguran: Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” dalam
Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember
2020.

Sutisna, Usman, “Etika Berbangsa dan Bernegara dalam Islam,” Dalam
Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019.

Suwardi, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) negeri,
Jurnal online, Judul: Demokrasi, Hukum dan Keadilan Sosial.
Syariful Alam, “Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara Islam ,” dalam Jurnal Legality, Vol.26, No.2, September

2018-Februari 2019.

Syarkawi, “Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam,” dalam
jurnal LENTERA, Vol.12, No.1, Maret 2012.

Ukhra, Siti Nazlatul dan Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam al-Qur’an
dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga,” dalam Tafse:
Journal of Qur'anic Studies, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Ulya, Nanda Himmatul, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id
Ramadhan Al-Buthi,” dalam Jurnal al-Maslahah, Vol. 15 No. 2
Desember 2019.

Wahyudi, Chafid, “Perempuan dalam Dunia Imajinasi Sufistik; Merajut



https://stai-binamadani.ac.id/percikan-ramadhan-menjaga-jiwa-akal-agama/
https://stai-binamadani.ac.id/percikan-ramadhan-menjaga-jiwa-akal-agama/
https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/
https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/
https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/

337

Hermeneutika Imajinasi Sufistik ” dalam Pusat Studi Gender 1AIN
Sunan Ampel, Jurnal Studi Tentang Perempuan Gender Indonesia,
V0l.03 No.02 November 2012.

Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung, “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di
Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam,” dalam Jurnal
Penelitian, Vol. 12, No. 2, Agustus 2018.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Taaruf,” dalam
http://id.wikioedia.org/wiki/Ta’aruf. diakses pada tangga 10 Juni
2021

Winarno, “Status Hukum Khamar Dalam Persfektif Figh,” dalam Asy-
Syari’ah, Vol. 3, No.1, Juni 2018.

Yeremia Sukoyo, “Perlu Rekonsiliasi Sosial untuk Menjaga Keutuhan
Negara,”  dalamhttps://www.beritasatu.com/nasional/682763/perlu-
rekonsiliasi-sosial-untuk-menjaga-keutuhan-negara  diakses pada
tanggal 20 Oktober 2021

Yusuf, Jurnal M, “Mengembangkan Potensi Tenaga Dosen Lulusan S1 pada
Perguruan Tinggi”, Jurnal Ar-Raniry Nomor 24 Tahun 999.

Zuhdi, Muhammad Harfin, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif
Islam,” dalam jurnal AKADEMIKA, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni
2014.

Zuhraini ,* Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik,”Analisis: Jurnal
Studi Kelslaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014.



http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf
https://www.beritasatu.com/nasional/682763/perlu-rekonsiliasi-sosial-untuk-menjaga-keutuhan-negara
https://www.beritasatu.com/nasional/682763/perlu-rekonsiliasi-sosial-untuk-menjaga-keutuhan-negara

338



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abu Tamrin

Tempat, Tgl Lahir  : Kebumen 8 September 1965

Jenis kelamin . Laki-laki

Alamat : Komplek Ditjen Haji Nomor 36 Rt 001/Rw 001
Pisangan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Banten

Nomor kontak . 08131573 224

Email . abuthamrin@uinjkt.co.id

Riwayat Pendidikan

ogakrwdE

SDN 11979

SMPN Mirit Kebumen 1982

SMA PIRI Il Yogyakarta 1985

IAIN Suka Yogyakarta 1991
Universitas JanabadraYogyakarta 1993
Pascasarjana (S2) Ull Yogyakarta 2001

Riwayat Pekerjaan

1.
2. PNS IAIN Syarif Hidayatullah 1996
3.
4

oo

CPNS IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1995

Tenaga Pengajar IAN Syarif Hidayatullah 1997

Dosen Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2001 sampai sekarang

Sekretaris antar waktu Program Studi Jinayah Siyasah 2003-2006
Sekretaris Program Studi llmu Hukum

a. Tahun 2010-2014

b. Tahun 2015- 2019

c. Tahun 2019-2023

Karya Tulis llmiah :

1.

2.

3.

ok~

Kebebasan Pers dan Hak Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, 2005.

Jaksa dalam Konsep Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan dan Konsep Hisbah, 2006

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 Menurut Peraturan Perundang-undangan, 2014.

Intelegensi Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia, 2011.
Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era
Reformasi, 2013.


mailto:abuthamrin@uinjkt.co.id

©ooNo

11.
12.

13.

14.

Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, 2015.
Logika Kemukjizatan al-Qur'an dalam Dimensi Filsafat IImu, 2018.
Manusia Berbasis al-Quran dalam Dimensi Filsafat 1lmu, 2018.

Posisi Strukturalisme Semantik Semiotik Hermeneutik pada Metodologi
Tafsir al-Qur'an, 2018.

. Reformation Paten in Which Regional College of Regional HT 2015

injeksi distrik Tasikmalaya Blitar los Timor 2018

Relasi llmu Filsafat dan Agama dalam Dimensi Filsafat limu, 2019.
Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Praktik
Penerapan Notaris, 2019.

Pemikiran Hukum Keperdataan Islam dalam Dimensi Filsafat IImu,
2019.

Penambahan Kewenangan Konstitusi Komplain pada Mahkamah
Konstitusi RI, 2022.

Penelitian

1.

wmn

Pola Referendum dalam Pemilu Kepala Daerah Serentak Analisis
Partisipasi Publik dalam Pemilihan Serentak dengan Calon Tunggal pada
3 Kabupaten Tasikmalaya, Blitar, dan Tengah Utara 2016

Referendum Negara Hukum Pancasila Berbasis Magashid Syariah 2019
Pretronase Kehidupan Politik Peletakan Demokrasi Akar Rumput 2020
IImu Hukum Perspektif sebagai Model Integrasi Keilmuan Fakultas
Syariah dan llmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

Pertemuan lImiah

1.

2.

3.

Peserta Workshop Pemetaan Mata Kuliah Potensial Integritas Gender
2016

Peserta Seminar Merdeka Belajar dalam Mencapai Indonesia Menuju
2045 sampai 2071.

Workshop Penyusunan Ebook Laporan 2021

Peserta Sosialisasi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 402 Tahun
2002 tentang Pedoman Penghayatan bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan
2021

Moderator Bintek Pendamping Proposal Skripsi Mahasiswa Program
Studi llmu Hukum 2022

Peserta Rapat Kerja Pimpinan Program Studi IImu Hukum dan Seminar
Nasional 2022



LAMPIRAN

Pedoman Penelitian/Wawancara:

Bagaimana potret demokrasi di FSH?

Bagaimana demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara?

Tahun 2015-2022 berapa kurikulum yang diberlakukan?

Bagaimana format kurikulum di FSH?

Berapa tahun kurikulum direview?

Apa saja prinsip demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara?
Apakah pembelajaran Figih Siyasah semua aspek: kognitif, afektif, dan
psikomotorik?

Nooohk~ownE



DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA
PFRSPEKTIF AL-QUR'AN (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarf Hndaya(ullgrqukarta)

28. 22 .11 14«

SANILAK TY N NTEEN: T AU UL FPUBLMAT Y WL RN PAPRSS

. repository. ptig.ac.id 3%
. journal.walisongo.ac.id 2%
- Submitted to Universitas Islam Indonesia 1 k&
. Submitted to Higher Education Commission 1 %
Pakistan
. archive.org 1 %
| digihib.uinsby.ac.ad }
o 1a
|
| . Mukhlishin Mukhlishin, Sarip Sanp. 1 %
|

"KEAD!LAN DAN KEPASTIAN HUKUM:
MENYOAL KONSEP KEADILAN HUKUM
HANS KELSEN PERSPEKTIF “AL-ADL" DALAM
AL-QURAN", Media Keadilan: Jurnal limu
Hukum, 2020



